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Dasar Negara Republik Pasal 18 aya• (6) Un<jang-Undang 
Indonesia Tahun 1945; I, 

,I. Mengingat: ' 

1 Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan keterpaduen dart keseimba.ngan 
dan pcmanfaatan l"\/ang, pelaksanaan pembangunan, dan 
perk:embangan antar wilayah di Kabupaten Sumba Timur, 
telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Swnba Timur 
Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wileyah 
Kabupatcn Sumba Tin\ur Tahun 2008-2028; 

b, bahwa untuk mengarab.kan pembangunan dengan I 
mernanfaatkan rll9.l)g wilayah secara berdaya guna, berhasil 
guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam 
rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pertu, 
disusun rencana detail tata ruang' da,n peraturan ·zonasi; 

. c. bahwa berdasarkan Peraruran Daerah Kabupaten Sumba 
Timur Nomor 12 Tahun 2010 ten tang Rencana Tata Ruang 
Wilayah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2008-2028, 
kawasan perkotaan waingapu merupakan pusat kegiatan 
wilayah yang memililci fungsi untuk melayani skala kegiatan 
kabupaten,atau beberapa kecamatan sehingga perlu disusun 
rencana detail tata ruang dan peraturan zonosi kawasan . ' perkotaan wamgapu; 

d. . bahwa berdasarkan pertimbangan scbagalmana dimaksud 
dalam bwul a, buruJ b dan huruJ c, perlu membentuk 
Peraruran Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang dan 
Peraturan Zonasi Kawasan Perkotaan Waingapu Tahun 
2017-2037; 

BUPATI SlllllBA TIMDR, 

DENGAN MlllllAT TUH.AB YANG MAHA~ 

•, 
RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN PERATURAN ZONASI 
• ltAWASAN PERKOTAAN WAINGAPU TAHUll 2017·2037 

' ' 

\ PERATURAN DAERAB KABUPATEN BUMBA TIMUR 
NOMOR ~ TAHUll 2017 ' 

TENTANG ' 

BUPATI SUMBA TIMUR 
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR , 

.. 
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• ' 
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'- Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANO RENCANA DETAIL TATA RUANO 
, ' DAN PERATURANI ZONASI KAWASAN PERKOTAAN WAINOAPU 

·. TAHTJN 2017-2037 I, · · , 
' f t • 

' Dengan Persctujuan Bersama 
DEWAN PERWAJ<ll.AN RAKYAT DAERAH KABUPATEN STJMBA TIMUR 

< dan 
BUPATI SUMBA TIMUR 

MEMTJTUSKAN : 

8. 

7. 

6. 

5. 

4. 

3. 

U1\dang·Undang Nomor l 69 Tahun 1958 (entang 
Pcmbentukan Dacrah-dacrah Tingkat U . dalam Wilayah 
Daerah-dacrah Tingkat I Bali Nusa Tenggara Barat dan Nusa 
Tenggara Timur (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 
1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1655); 
Undang-Undang Nemer 26 Tahun 2007 tentang Penataan 
~ang (Lembaran Neg;ua Republik Indonesia Tahun 2007 
No'mor 68, Tambahan Lemba.ran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4725); 
TJndang-TJntlang · ,Nomor 23 Tahun 2014 . tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Ncg,:.ro Rcpublik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambaban Lembaran Negara 
Republik Indonesia ,t{omor 5587}, sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan TJndang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014' tentang Pemerintnhan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
58, Tambahan Lembaran N~ Republik Indonesia Nomor 
5679); 
Pcraturen Pemerintah Nomor IS Tahun 2010 rentang 
Penyelcnggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, TambaJ).an 
Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103); · 
Peratwan Menteri Pekerjaan TJmum Noinor 20/PRT/M/2011 
tentang Pedoman Penyusurran Rencana Detail Tata .Jruang 

-dan Peraturan ZOoasi Kabupaten/Kota; , 
Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tengga.ra Timur Nomor 1 
Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayab Provinsi 
Nusa Tenggara Timur Tahun 2010 - 2030 (lpnbaran Dae rah 
Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2011 Nomor 02, 
Tambahan Lembaran Daerah Proeirrsi Nusa Tenggara Timur 
Nomor 0045); , , 
Peraturan Daerah Kabupatep Sumba. Timur Nomor 12 

Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 
Kabupaten Sumba Timur Tahun 2008 - 2028 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2010 Nomor 206, 
Tambahan Lembaran Dacrab Kabupatcn Sumba Timur , 
Nomor 195); I 
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Paaal 1 
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 
I. Daera~ adalah Kabupaten Sumba Timur. I 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumba Timur. 
3. Bupati >dalah Bupati Sumba Timur. · 
4. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah 

rcncana ucara tcrperinci tentang tata ruang kawasan pcrkota.a.n yang 
dilengkapi dengan peraruran zonasi. · 

5. Kecamatan adalah kecamatan yang terc:akup dalam RDTR perkotaan 
Waingapu. . > ' ' 

6. Kelurahan adalah kelurahan yang tercakup dalam RDTR perkotsan 
Waingapu. 

7. ,Badan Koordinas! Penatsan Ruang Daerah yang selanjutnya disingkat 
BKPRD adalah Badan Koordinasi Penat:aan Ruang Daerah Provins! Nusa 
Tenggara Timur.'- 

8. Ruang adalah wadah ,Yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang 
udara, termaeuk ruang di dalam ht.Uni sebagai sa.tu ke'sa.t:uan wilayah, 
tempat manusia, dan makhluk lain hidup, meJ.akukan kegiatan, dan 
memelihara kelangsungan l\idupnya. 

9. Tata Ruahg adalah wujud strukt:ur ruangdan pola ruang. , 
10. Struktur Ruang adalah susuoan pusat-pusat permukiman dan sistem 

jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan 
sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan 
fungsional, 

l I. Pola Ruang adalah clisiribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang 
mcliputi peruntukan iruang uotuk fungsi lindung rut!\ peruntukan ruang 
untuk fungsi budidaya. 

1 ?.. Rencana Tata Ruang adalah basil perencenaan tat.a ruang, 
13. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, 

pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang, 
14. Pe.rc::ncanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur 

ruang dan pola ruang yang mcliputi. penyusunan clan penetapan rencana 
tata ruang. , 

•· 15. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mew\tjudkan struktur ruang dan 
polii ruang sesuai dengan rencana tata ,ruang melalui penyuswian dan 
pelaksanaan program beserta pembiayaannya, . 

16. lzin' Femanfaatan Ruang adalah izin yang clipersyaratkan dalam kegiatan 
pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 
undangan. . · 

17. Pengendalian Pcman(aatan Ruang adalah upaya untuk" mcwujudkan tcrtib 
tata ruang. · 

18. Peraruran Zooasl (PZ) adalah ketentuan yang 1J1engiu:ur tentang persyara.t411 
pemanfaatan ruang clan ketentuan pengendaliannya dan clisusuo un.tuk 
setiap blolq':zona peruntukan }'8l1g penetapan ;ronanya dalazn rencana rmer 
tata ruang .. I:., . \ . , 
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19. Penggunaan laban adelah fungsi do,:ninan dcngan ketentuan khusus yang 

ditetapkan pada suaru kawasan, blok peruntukan, dan/atau persil. · · 
20. · Rencana ?ta ruang wilayab (RTRW) kabupatcn adalah rencana tata ruang 

Yl>DJ, bersiiat umum dari wilayah kabupaten, yang merupakan penjabaran 
dan RTR_W Provinsi oon yang berisi tujuan, kebijakan, slrategi penataan 
ru~g wilayah kabupaten, rencana struktur ruang wil~yah kabupaten, 
rcncana pola ruang wilayah kabupaten, penetapan kawasan strategis 
kabupa~. arahan pemanfaatan ruang wilayab kabupaten, dan ketentuan 
pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten. 

21. Rencana Tata Bangunan dan Lingku.ngan yang selanjutnya disingkat RTSL 
•?alah panduan rancang bangun suaru Jingkunganj kawasan yang 
dimaksudkan untuk mengendalikan pemanfaatan niang, penataan 
bangunan dan lingkungan, serta memuat cnatcri pokok ketentuan program 
bangunan dan lin.gkt,ngan, reacana umum dan panduan rancangan, 
rencana mvestasi, Jcetentuan pengendalian rencana dan pedoman 
pengendalian pelaksanaan pengembangan lingkungan/kawasan. 

'>'>. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesaruan g_eogmfis beserta segenap 
unsur terkait yang batas dan aistemnya ditcntukan berdasarkan aspek 
administratif dan/ atau aspek fungsional. · 

23. Bagian Wilayah Perkotaan yang selaajutnya disingkat BWP adalab bagian 
dari kabupaten dan/atau kawasan strategis kabupaten yang akan atau 
perlu disusun rencana rincinya, dalam hal ini RDTR., sesuai arahan atau 
yang ditetapkan di dalam RTRW kabupaten yang bersangkutan dan memiliki 
pengertian yang .san>a dengan zona pe,,mtukan sebagaimana dimaksud 
dalam Peratu.ra:n Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang 
Penyelenggaraao Penataan Ruang. 

24. Sub Bagian Wtlayah Perkotaan yang selanjutnya disebut Sub BWP adalah 
bagian dari BWP yang dibatasi dcngan batasan 6sik dan lerdiri dari 
beberapa blok dan memililci peogertian yang sama, dengan sub zona 
pcnmtukan sebagaiolana dimak:sud dalam Peratura.n Pemerinta.b Nomor 15 
Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. 

25. Kawasan Strategjs Kabupaten adalah wilayah yang .penataan ruangnj,a 
diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup 
kabupatcn terhadap ekonomi, sosial, budaya, dQJ'l/atau lingkungan. 

26. Zona Budidaya adalah zona yang. ditetapkan dengan fungtli utama untuk 
dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber 
daya manusia, dan sumber daya buatan. , 

27. Zona Lindung adalah zona yang d.itetapkan dcngan fungsi utama melindungi 
kclcstarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan 
sumber daya buatan. 

28. Permukiman adaiah hagian dari ,linglrungan hunian yang terd.iri atas lebib 
dari satu satuan pcrumahan yang mempunyai prasarana, sarans. utilitas 
umum, serta mcmpunyai penu.ajang kegiatan fungsi lain, di kawasah 
perkotaan atau kawasan perdesaan. 

29. Peruma°:lan adalah kumpulan rumah sehagai bagiao dari pemukiman, b<Ulc 
perkotaan maupun pcrdC$$8D, yang dilengkapi dengan prasarana, saran.a, 
dan utilitas umum sebagai basil upaya pemenuban n1rnab yang layak hum. 

30. Prasarana adalah keleagkapan das.ar fisik llngkungnn hunian yang 
~emenubi standar tertenttf untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak'. 
sebat, aman, dan nyama:n. \J · . 
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38. 

37. 

35. 

33. 
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.Jaringan adalah keterkaitan antara unsur yang satu clan unsur yang lain ". 
Blok adolah sebidang! lahan yang dibatasi paling rendah oleh batasan lisik 
yang nyata scperti jarin.gan jaJ.an, sungai, sclokan, saluran irigasi, saluran 
udara tegangan ckstra tinggi, dan pantai, atau yang bclum nyata seperti 
rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasa.rana lain yang sejenis 
sesuai dengan rencana kota. 
Sub blok adalah pcmbagian fisik di dalaro satu blok berdasarkan perbedaan 
sub zona. · 
Zona adalah kawasan atau area yang mcm.iliki fu.ngsi dan karakteristik 
spesifik. 
zo;,a pcruntukan,khusus adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian 
dari kawasan budidaya yang dikembangkan untuk mcnarnpung 
pcnmtukan-pcruntukan kbusus baokam, Tea,pat Pca,rosesan Akhir (T'PA), 
lnsr;llansi Pembungan Air Lunbab (!PAL), clan Iain-lain yang mcmerlukan 
penanganan, perencanaan sarana prasa.rana serta fasilitas tertent-u, dan 
belum tentu di sernua wilayah memiliki pcruntu.ka.n khusus ini. 
Sub zona adalah suatu bagian dari zona yang ·mcmiliki fungsi dan 
karakteristlk tertenru yang mcrupakan pendetailan da.ri fu.ngsi dan 
karakteristik pada zona yang bersanglrutan.. · 
Kocfisicn Casar Bangunan yang selaJJjutnya disingkat KDB adalah angka 
pcrsentase pcrbandingan antara luas seluruh laJJtai dasar bangunan gedung 
dan Juas Jahan/tanab perpetakan/clacrah perencanaan yang dikuasai 
scsuai rencana tata ruang dan RTBl-. 
Kocfisien Daerah Hijau yang sela.njutnya disingkat KDH adaJah angka 
persentase pcrbandingan entara ·'luas seluruh ruang terbuka di luar 
bangunan gcdung yang diperuntukan bagi pcrtaa,anan/penghijauan dan 
luas tanah perpe.takan/daerah ~ yang dikuasai sesuai reacana 
tata ruang dan RTBL. 
Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingka; KLB adalab angka 
persentase perbandingan antara lua.s selurub Iantai bangunan gedung dan 
Juas tanah pcrpciakan/daerah perencaaaan yang dikuasai scsuai n:ncana 
tata rusng dan RTBL. 
Garis Sempadan Bangunan yang selaJJjutnya disingkat GSB adalah 
scmpadari yang membatasi jarak terclekat bangunan terhadap tepi jalan, 
dihitung dari batas terl.uar saluran air kntor (riol) srunpaj batas tuluar a,uk:a 
bangunan, bcrfungsi ~bagai pmibatas ruang, atau jarak bebas .paling 
rendah dari b£dang terluar suatu massa bangunan terhadap lahan yang 
dikuasai, batas tepi sungai atau pantai, antara a,assa bangunan yang lain 
atau rencana ealuran, ja.ringan tegangan tinggi li.strik, jaringan pipa gas, <lsb 
(building line). 
Sempadan Sungai adalah kawasan scpanjang kiri kaoan salwan/sungai 
termasuk sungai buatan/karuil/saluran irigasi primer, yang mea,pwiyai 
manfaat penting untuk mea,pertahanJcan kelestarian fungsi sungai. 
Gans Sempadan Jalan yang selanjutnya d.is.ingkat GSJ adalab garis rencana 
jalan yang ditetapkan dalam rencana ruang kota. · 
Ruang Terbuka Hijau yang sclanjutnya cfulngkat RTH adai•b area 
memanjang/jalur dan/atau mcngelompok. yang pcnggunaannya lebih 
bersifat u:rbuka, tempat tumbuh :r=· bai!c yang tumbuh secam 
aJa.miah maupun yang sen~ja d.itaoarn. 

' 

36. 

31. 
32. 

' 

43. 

42. 

. . 41. 

40. 

·. ' 34. 
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(1) Tujuan penataan BWP Kawasan Pcr.kotaan Waingapu meliput : 
a. tujuan penataan ruang; dan . 
b. prinsip penat:aa.rf ruang. 

(2) Tajuan penataan ruang sebagairnana dimaksud pada ayat (!) huruf a yairu 
mewujudknn Kawasan Ptrkotaan Waingapu sebag,,.i kota pusat pelayanan 
transportasi, perdagangan dan jasa serta pcndidikao y:,.ng maju dan 
bcrkcJanjutan. I 

(3) Prinsip penataan ruang sebagajmana dimaksud pada ayat (I) huruf b, 
meliputi: 
a. terlaksananya pembangunan fasilitas, prasarana dan sarana transportasi 

yang terpadu dengan jalur pejalan kaki. sistem ang)t'utan umum lainnya 
guna menunjang kota yang maju daa bcrkelanjutan; 

b. tcrciptanya pusat perdagangan dan ja.sa bct_,,,,_.,..n lingkw,gan dan 
terintegrasi dcngan penataan kawasa.n sekitamnya; · 

c. terwujudnya pusat pelayaoan sosial, pcnclidi.kan, keschatan, kcbudayaan. 
kepariwisataan, kclautan, perikanan dan ekonomi masyarakat; 

d. t.crscd.iannya RTH yang memadai sesuai dengan acuan pc:raruran 
' ·· perundang-undangan; 

e. tersedianya akse\)ilitas internal dan ekst.e'7'al yang balk Uftuk terwuju.dnya 
pusat-pusat pelayanan seeara berhierarki dan bcrsincrgis\ . . 

Paaal2 
' 

44. Ruang Terbuko Non Hijau yo.ng sc:lanjutnya disingkat RTNH adal;lh ruao.g 
terbuka di bagian wilayah perkotaan yang tidak t,;n=,,uJ< daJam kategori 
RTH, berupa lahan yang diperkeras atau yang bcrupa badan air, maupun 
kondisi permukaan tertentu yang tidak dapat dirumbuhi ianaman atau 
berpori. 

45. ~uron Udara Tegangen T\nggi yang selanjutnya disingkat SI.TlT odalab 
saJuran tcnaga listrik yang menggunakao kawat penghantar dj udara yang 
digunakan 'untuk penyaluran tenaga Jistrik dari pusat pembangkit ke pusat 
beban dengan tegangan di atas 70 kV sampa.i dengan 278 kV. 

46. Upaya pengeloJaan lingkungan bidup dan upaya pemantauan lingkungan 
hidup · yang selanjutnya disebut UKlrUPL adalah pengcJoJaan dan 
pernantauan terbadap usaha dan/atau kcgiatan yang tidal< bcrdampak 
penting tcrhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi preses 
pengambilan keputusan tentang pe(IYelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. 

47. Analisis Dampak Lalu Lintas yang selanjutnya disingkat ANDALJ>.UN adalab 
serangkaian kegiatan kajian mengenai :lampak lalu lintas dari 
pe:mba.ngunan pusat kegi.at.an, permnkiman. dan infrastrukrur yang 
hasilny,, dituangkan dalam bcntuk dokuroen basil analisis dampak lalu 
lintas. . 

48. Lahan Pertanian Pangan Bcrkelanjutan o.dalah bidang lahan pertanian yang 
ditetapkan untuk dilinduagi dan dikcmbangkan seeara konsisten guna 
menghasilkan pangan pokok bagj kemandirian, ketahanan, dan kedaularan 
pangan nasional. : 

49. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasl. 

BABU 
TUJUAB PEJIATAA!i BWP 

' ' 
• 
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Paaal 3 
{l) Wilayah perencanaan RDTR Knwonun Pcrkotoun Wnh11(H,ul cllmilml 111•IJ11v,1I 
- BWP Waingapu. 

(2) Lingkup ruang.BWP Wulngnpu berdasarknn nopck rut1uolbnnl cJc11w111 IIJ"~ 
10.182,31 (sepuJuh ribu serutun dclnpon puluh dua 1<0111" 1lw1 r,ulull ti1Jlt1I 
hektar beserta ruang udaru di utoonyn dan n1at1g ell dol,1111, l1u111I. 

(3) Eiatno-bntno BWP Wulngepu, mcllpuU: 
a. sebelah utara- : berbataean dcngon Sclul Bumbo dnu Oo,m Kulu 
b. sebelah selatnn : bcrbatuoon dcngnn Ocnu Mbotnknpltlu, l)flAU Khlt111111, 

Deea Marudu Mundi, Dcau Luku winglr' don lJc,u.-1 l(nmLoJulnu,1: 
c. sebelah timur : berbatasan dcngan Kclurehun Knwun~u chm J>otitJ 

Karnbatatana; dan I 
d. scbclah brunt : berbatasan dcngun Dem, Kuln <11111 IJcoo 

Pambotandjruo. , 
(4) BWP Waingapu, terdiri ntas: 

a. Kelumhon Knmo.lo'puti dcngan lunn 160,J l (ncmLun c11u111 11uluh lu)11111 
eebelas) hektar;' 

b. Kclurahan Motawoi dengen 1uuo 96,77 {ocmb\Jcm puluh cuum kumu 
tujuh puluh tujuhJ hekto.r; 

c. Keluraban Hambala dcngan lune 259,34 (duu rutun Umu puluh nc111bU1111 
koma tiga puJuJ, empal) hektur: 

d. Keluraban Kambajawa dcngan lune 671,89 (cnum rolun tajuh pulul: 
-satu koma dclapan puluh sembllun] hcklnr; 

c., Kclurohan Molumbi dengan lune 1.509, 16 (eeribu Umu rHlUn nr.1111,111111 
'koma enam belas) hektar; ' · 

f. Kclurabon Lombanapu dcngan lune 506,04 (llmu rutus enum komu 
empat) hcktar; 

g. !(eluraban Mauiiru dengon lune 653,64 (cno.m rntuu llmu puluh tlv.n 
koma enem puluh empot) hcktnr; , 

h, Kcluraban Mau Mau dcngan luae 1,658, 35 (11Cflbu enum rntun 1111111 
puluh delapan koma tiga puluh limo) bekt.ar; . . 

I. Keluraban K>,mbaniru dcngan luu• 850,78 (dolupu,r1 rutuo lbnu puluh 
korna !ajuh puluh delapan] hckto.r; 

j: Kelurahan Prailiu dengan luae 453,31 (cmpol rutua llmu puluh t lP,11 
koma llga puluh llatu) l\cktnr; ·, 

k. Kelurahan Wanggo dengon luoo 425,51 (cmput rntun dun puluh limn 
komo. limo puluh oo.tul hcktar; don 

I. Kelurahan Tcmu dcngan lune 2.937,40 (duo ribu nembllnn ruluti 11&11 
puluh tujuh koma empat puluh)'hekto.r. I 

(S) BWP Waingapu dibagi mcnjodi 5 Olmll) Sub BWP yung lcrdlrl Ullin :It 

•. 

DAD ru 
BAGI.AN WlLAYAH PERXOTMN DAN JANOKA WAKTU • 

(. lcrlakt1~U1l.)'u pcngc1111Jw1gn11 '1wwo,;1r;m I.Jf11 LI y,1uu tHl•m1!ic,,,,J ,l,J11,.v111 
penyedlann snrnnn dan p1•u.aru'anu nc:rh-1 lqrlutcMr,rnl 1lu11~1111 uuu.'41111111 
umurnrdan 

g. terciptnnya kawitsan pcrmuklmun yang dllxmlillc 111cl1tl11I moh•HI /HJI,, 
penger.ibangun dan pcrcmujuon llngkungnn yn11~ dllc11~ku11I IJ'ill.Y"'' ,1<111 
saruna dnn pra6n.ra.no. . ' 

. . 
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• (1) Rencana pola ruang terdiri azas: 
a. zooa lindung; dan\ 
b. zona budidaya.. Ii, 

PualS 

Bwgian Kevht 
Umam 

' > 
" ~ Pua! 4 

(1) RDTR dan peraturan ""°"'" kawasan perkotaan waingapu beriaku 20 (dua 
puluh) tahun. ' . , 

(2) RDTR dan peraturan zonasi kawasan perkota.an Waingapu dapat clitinjau 
kembali setiap 5 (lima) tabun. , 

(3) Peni.tljauao lu.mbali RDTR BWP !l,aingapu dapat dilakuk.an lebih dari 1 
(satu) kali dalam 5 (lima) cahun apabila terjadi perubahan linglruogan 
strategis berupa : 
a. bencana alam skala besar; ' 
b. perubahan batae terilorial negara; atau 
c. perubahan batas wilayah daerab. 

BAB?V 
RDCAll4 POLA RD'AIIG 

a. Sub BWP · 1 terdiri atas sebagian Kclurahau Mutawa.i, sebagian 
Kelurahan Kamalaputi, sebagian Kelurahan Hamoo.la, sebagian 

, Kclurahan Kambajawa dan aebagian Kelurah.an Wangga •dcngan luas 
592,35 (lima ratus sembilan puluh dua koma tiga puluh lim.a) hektar 
meliputi 13 (tiga betas) blok ya.itu btok I.A sampai dengan blok J.M. 

b. Sub ' BWP 2 terdiri atas sebagjan Kelurnhan Hambala, sebagian 
Keluraban Kambajawa, scbagian Kelurahan. Wangga dan scbagirul 
Kelurahan Temu dengan luas 3.617,78 (tig;i ribu enam ratus tujuh 
belas koma tujuh puluh dclapan) hcktar meliputi 13 (tiga belas) blok 
yaitu blok 2.A sampai dengan blok 2.L. 

c. Sub BWP 3 terdiri atas sebagia.n Kelurahan Wangga, sebagian 
Kclurahan Karnbaniru, sebagian Kelurahan Prailiu, dan sebagian 
Kelurahan Ma·~ Hau dengan luas 1.372,28 (seribu tiga. ratus tujuh 
puluh dua koma dua puluh dcl.a,pan) hektar meliputi 21 (dua puluh 
satu) blok ya.itu btok 3.A sampa.i dcngan blok 3.U. 

d. Sub BWP 4 terdiri atas sebagia.n Kclurahan Wangga, sebagian 
Kelurahan Lambanapu, eebagian Kelurahan Malumbi, dan scbagian 
Kelurahan Maullru dengan luas 1.869,71 (seribu delapan ratus enam 

, puluh sembilan koma tujub pulub satu) hcktar mcliputi 14 (cmpat 
belas) blokyaitu blok 4.A sampai dengan blok 4.N. 

e.'> Sub BWP 5 .tcrdiri atas scbagian KeJurahan Mau Hau 'dan scqagiao 
Kelurahan Malumbi deogan luas 2.730,17 (dua ribu tajuh ratus tiga 

•fl'lluh koma tujuh bel.as) hcktar nieliputi 6 (emun) bl.ok ya.itu blok 5.A 
_sampai dengan..blok 5.F. 

(6) Rencana pcmbangian sub BWP dan blok RDTR digambarkan dalam peta 
dcngan tingkat kctelitian 1 : 5.000 sebagaimana' tcrcantum dalam 
lampiran I yang merupakan b<lgian tidak terpisabkan dari Pcraturan 
Daerah ini. 

•. 
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Pual7 ' • • 
(1) Zona perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huru.f a 

ditetapkan seluas 1.108,87 (scribu seratus delapan koma delapan pulub 
tujuh) hcktar yang terdiri atas: , 
a sub zona sempadan pantai (PS·l); 
b. sub zona sempadan sungai (PS-2);dan 1 • 
c. sub wnu sempadan jaringan irigasi (PS·3). 

{2} Rencana sub zona 'sempadan pantai (PS-1) sebagaimana dimaksud pad.a ayat 
(I) huruf a ditetapkan seluas 39,30 (tiga puluh sembilan koma uga puluh) 
hektar yl!J]g tersebar di Kelurehan Hambala, Kelurahan Temu, dan 
Kelurahan Kambaniru meliputi blok t .A, blok 2.A, blok 2.B dan blok 3.P. ' 

(3) Rencana sub zona sempadan sungai (PS-2) sebagaimana dimaksud pada ayat 
{If huruf b ditetapkan seluas 1.050,45 (seribu lima pulub koma empat puluh 
lima) hektar y,;n.g tersebar di Kelurahan KamaJaputi, Kelurahan Matawai, 
Kelurahan Wangga, Ketur..Jian Temu, Kelurahan Kambajawa, Keluraban 
Prailiu, Kelurahan Kambaniru, Kelurahan Mau Hau, Keluraban Lambanapu, 
Kelurahan Mauliru, dan Kelurahan Malu.mbi meliputi : blok LE, blok l.F, 
blok I.I, blok l.J,- blok I.M, blok 2.A, b!ok 2.8, blok 2.C, blok 2.0, blok 2.E, 
blok 2.P, blok 2.0, blok 2.H, blok 21, blok 2.J, blok 2.M, blok 3.A, blok 3.B, 
btok 3.P, blok 3.0, blok'3.H, blok 3.1, blok 3.J, blok 3.P, blok 3.Q, btok 3.U, 
blok 4.A, blok 4.C, blok 4.G, blok 4.1, blok 4.K, blok 4.M, blok 4.N, blok 5.A, 
blok 5.C, blok 5.D,'blok 5.E, dan blok 5.F. · 

(4) Rencana sub zona sempadan jaringan irigasi (PS--3) sebagaimana dimaksud 
pada ayat (I) huruf c ditetapkan setuas 19, 12 (sembilan betas !coma dw, 
betas) heldar yang tersebar di Kelwahan Kambaniru, Kelurahan Prailiu, 
Kclurahan Wangga, Kelurahan Lambanapu, Kclurahan Mauliru, Kelurahan 
Malumbi, dan Kelura.han Mau Hau meliputi : blok 3.H, blok 3.M, blok 3.N, 
blok 3.0, blok 3.P, b\ok.3.R, blok 3.S, blok 3.T, btok 3.U, blok 4.G, b\ok 4.J, 
blok 4.K, blok 4.1., blok;4,N, blok S.B, blok 5.C, blok 5.0, dan blok S.P.j., 

Pu•icraf 1 
Zona Perllnduagan. Setempat 1 1 

Bllgj•n Kedllli 
ZoD8 Lillcl!ui& 

• Pua.I 6 
Zona lindung sebagaima.na dimaksud dalam Pasal 5 ayat (I) huruf a meliputi: 
a. zona pcrlindungan setcmpat; 
b. zona RTH kota; dan 
c. zona suaka alam dan cagar budaya. 

. l 

(2) Rencana polo ruang RDTR dignmburlum dulom peta dcngan tingkat 
ketelitian I : 5.000 sebagaimana tereanrum dalam lampiran n yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perac.-uran Daerah ini. 

(3) Peta rcncana pola ruang .RDTR sebagaimana dirr)al<sud pada ayat (2) 
'- merupakan peta zonasi bagi peraturan zonasi, 
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(1) Zona RTH kota sebagaimana dimaksud dalarn Pnsal 6, huruf b, ditctnpknn 

seluas 2.710,09 [dua ribu tujuh rarus sepuluh kom,i nol scmbilun] hcktnr 
yang terdiri atas: 
a. sub ::ona RTH hutnn kota (RTH· 1); 
b. sub zona RTH )alur hijau jalan (Rl'H·2); i 
c. sub zona RTH ~uan kota (RTH-31; , 
d. sub zona RTH Tempnt Pemekaman Umum (RTH-4); dan 
e. sub zona RTH taman lingkungan (RTH·5) . 

(2) Rencana sub zoaa RTH hutan kota {RTH·l) sebagaimann dimaksud pudu uyul 
(I) huruf a, ditetapkan seluas 2.544, 18 (dua ribu lima mtus empnt puluh 
em pat k- »na delapan belas) hektar, yang terse bar di Kelurahan Hambala, 
Kelurahan Wangga, Kelurahan Kambajawa, Kelurnhan Temu, Kelurohnn 
Prailiu, Kelurahan Kambaniru, Kelurahan Larnbanapu, Kelurahan MauJlru, 
Kelurahan Malumbi, dan Kelurahan Mau Hau meliputi blok !.H, blok 1.J, 
blok !.K, blok I.L, blok !.M, blok 2.A, blok 2.0, blok 2.E, blok 2.F, blok 2.0, 
blok 2.H, blok 2.1, blok 2:J, blok 2.K, blok 2.L, blok 2.M, blok 3.B, blek 3.C, 
blok 3.H, bluk 4.B, bluk 4.C,· blok 4.0, bluk 4.G, bluk 4.J, blok 41K, blok 4.M, 
blok 4.N, blok 5.A, blok 5.B, blok 5.0, blok 5.E dan blok S.F. 

(3) ~encana sub' zona RTH jalur hijau jalan (RTH-2) sebagaimana dimaksud padu 
ayat (I) huruf b ditetapkan seluas 0,52 (no! komn limn puluh dun) hektar, 
yang tcrscbar di Kclurahnn Kamalaputi, Kelurahan Matawnf, Kcluruhon 
Kambajawa, dan Kelurahan Kombnniru meliputi: blok 1.C, blok !.!, blok 2.L, 
blok.3.H, blok 3.0 dan blok 3.P. ' • 

(41 Rencana sub zona f<TH taman kota (RTH·3) sebagaimana,dimaksud padn eynt 
(!) huruf c, ditetapkan seluns 36,97 (tign puluh cnam komn sembilan puJuh 
tujuh) hektar, yang tersebar di Kelure.han Hambala, Kelurahan Kwnnlnputi, 
Kclura.han Matawai, Kelumhan Temu, Kclurahan Prniliu, Kcluro.hnn 
Lambanapu dan Kelurahan Wangga meliputi blok I.A, blok !.D, blok 1.E, blok 
1.0, blok !.J, blok 2.0, blok 2:E, blok 3.C dan blok 4.0. 

(5) Rencana sub zona RTH Tcmpat Pcmaknmnn Umum (RTH-4) sebagnimnna 
dimaksud pada ayat (I) huruf d, ditetapkan scluns 85,04 (delapen puluh limn 
koma no! ernpat) hek!&', yang terseber di Kclure.han Knmaloputi, Kclumhnn 
Matawai, Kelure.han: Hambaln, Kelurahan Ternu, Kclurahnn Kambnjawu, 
Kelurahnn Prailiu, Kelurahan Kombaniru, Kclurahan Wanggn, Kelurnhnn 
MauJiru dan Kelurahan Mau Hau meliputi blok 1.0, blok 1.0, blok l.H, blok 
!.L, blok 2.C, blok 2.0, blok 2.H, blok 2.L, blok 3.8, blok 3.C, blok 3.H, blok 
3.1, blok 3.N, blok 4.A, blok 4.L, blok S.A dan blok 5.C. , 

1 , (61 Rencana sub zona RTH tamo.n lingkungan (RTH-5) eebagnimunn dimnksud 
pada.ayat (11 huru.f e, ditetapkan seluas 43,38 (empal puluh Li11u kumu Ligu 

' puluh dclapan) hektar yang tersebar di Kelurahan Kamalapuli, Kelurahan 
Temo, Kclurahan r Krunbajawa, Kclurahan, Prailiu, Kclurohwi Kambnniru, 
Kcluraban Wnngga, Kelurohan Lam.~pu, Kclurohan Maµliru, Kelumhnn 
Malumbi, dnn Kelure.han Mau Hnu meliputi : blok J'.C, blok 1.E, blok 1.F, 
blok '.;1.A, blok 2.C, b!ok 2.E, blok 2.K, blok 3.0, blok 3.E, blok 4.A, btk 4.B, 
blok 4.0, blok 4.L, blok 4.N, blak 5.A, blok 5.C, blok 5.D don blok 5.E . . 

~£2 
Zona RWUI& Terbuka Hija11 
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(I) Rcncana zona perumahan sebe,gi,imana dimalalud daJam Pasal 10 buruf a 
clitrtapkan ocluas 2.416,83 (dua ribu empat ratus enam bclas koma delapan 
puluh tiga) hektar, mcliputi : 
a. sub zona pcrumahan kepadatan tinggi (R-2); 
b. sub zona pcrumahan kepadatan sedang (R·3);\dnn 
c. sub rona perumahan kcpadatan rendah (R·4},I, 

Pual 11 
o I 

, 
' ' 

huruf b,'mcliputi : 
Pua! 10 

.Zona budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (I) 
a. zona.perumahan: 
b. zona perdagangan clan jasa; 
c. zona oerkantoran; 
d. zona sarana pelayanan umu.m; 
e , zona tndustri; ~ 
f. zona peruntukan k,husus; 
g. zona perunrukan loinn'ya; dan 
h. zona perunrukan campuran. 

' 
B•d•n Ketiga 

Zou. Bud! 1>9.:,a 

ParaQ*f 1 
Umum 

l 

Pual9 
(!} Zona suaka nlnm dan cagar budaya (SC) sebagairnana dimo.ksud dalam Pasal 

6 huruf c, ditctapkan seluas 345,21 (tiga ratus cmpat puluh lima koma dua 
puluh saiu) hcktnr yang tcrdiri atas: 
n. sub zona aunkn alum (SC· I); dan 
c. sub zonn cngnr budayn (SC-2). 

(l} Rcncanu sub zona suaka alam (SC·!) sebagaimana dimnksud pada ayat (1) 
huruf a, ditctapkan seluas 340,89 (tiga ratus empat puluh koma delapan 
puluh scmbilnn) hektar berupa pantai berhutan bakau yang tersebar di 
Kelurnhan Hambala, Kcturahan Kamalaputi, Kelurahan Tc.mu, Keluraban 
Knmbnniru, dan Kelurahan Pntiliu mcliputi : blok I.A, blok l.B, blok I.D, 
blok i.t, Hok 2.B, blok 2.C. blok 3.A dan blok 3.F'. 

(31 Rcncana sub zona cagar budaya (SC-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (I) 
huruf b, ditetapkan seluas 4 ,32 (empat koma tiga puluh dual hcktar berupa 
knmpung adnt di Kelurahan l?railiu dnn Kelurahnn Mnuliru meliputi blok 3.M 
dan blok 4. L, · 

. . 

Pua.graf 3 
Zou. Suaka Alam Dall c.pr Bws.ya 
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( 1) Rencana zona perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 
buruf b, ditetapkan seluas 333,02 (tiga raws tiga puluh tiga lwroa col dua} 
hektar, roeliputi : , 
a, sub zona perdagangan danjasa tunggal (K-l);'dan 
b. sub eona perdagangan dan jasa deret (K-3). 

(2) Rencana eub zona perdagangan dan jasa n,oggal (K-1) sebagaimana 
di.waksud pada «yat (·!) buruf a ditetapkan selues 248,58 (dua ratus empat 
puluh dela'pan koroa lima puluh delapan) hektar yang tersebar di Keluralian 
Hambala, Kelurahan Kamalaputi, Kelurahan Karobajawa, Kelurahan 
Ka:mbaniru, Kelurahan> Lambanapu, Kclurahan Mataww, Kelurahan Mau 
Hau, Kelurahan Mauliru.' Kelurahao Prailiu, Kelurahan Temu dan KeJurahan 
WanJWI meliputi : blok I.A, 'blok 1.8, blok J.C, blok 1.0, blok 1.E, blok l.F, 
blok '1.0, blok J.H, blok I.I, blok l.J, blok I.K, blok I.L, blok 2.A, blok 2.B, 
blok 2.C, blok 2.0, blok 2.E, blok 2.l. blok 2.J, blok 2,K. blok 2.L, blok 2.M, 
blok 3.8, blok 3.C, blok 3.0, blok 3.E, blok 3.H, blok 3.1, blok 3,J, blok 3.K, 
blok 3.L, blok 3.M, blok 3.N, blok 3.0, blok 3.P, blpk 3.T, blok 3.U, blok 4.A, 
blo~ 4.B, blok 4.D, blok 4.F, blok 4.0 dan blok 4.4( , , 

I ; 

(2) Rencana sub zona .. pcrumahOJJ kepaduw.n tin!¢ (R-2) sebugaimana dimaksud 
pada ayat ,( I) huruf a clitetapkan seluas 427 ,35 (em pat ratus dua puluh tujuh 
koma tiga puluh lima) bektar yang tersebar di Kelurahan Hambala, 
Kclurahw, Kamolaputi, Kelurahan Matawai, Kelurahan Wangga, Kelurahan 
Ternu, Kelurahan Kambajawa, Kelurahan Prailiu, Kclurahan Kamba.niru, 
Kelurahan Mau Hau dan Kelurahan Malumbi mcliputi : blok I.A, blok I.I;!, 
blok J.C, blok 1.0, blok J.E. blok l.F, blok I.G, blok 1.H, blok I.I, blok I.J, 
blok l.K, blok l.L, blok l.M, blok 2.C, blok 2.E, blok 2.G, blok 2.H, blok 2J, 
blok 2.J, blok 2.L, blok 2.M, blok 3.B. blok 3.C, blok 3.0, blok 3.H, blok 3.1, 
blok 3.J, blok 3.K, b;ok 3.L, blok 3.M, blok 3.N, blok 5.8 dan blok 5.1'. 

(3) Rcncana sub zona pcrumahan kepadatan sedang (R-3) sebagaJmana 
dimal<sud pada ayat (I) huruf b ditetapkan seluas 1.455,75 (seribu cmpot 
ratus lima puJuh lima koma tujuh puluh lima) hektar yang terscbar di 
Kelurahan Matawai, Kelurahan Wangga, Kelur"'1an Kambajawa, Kelurahan 
Ho.mbal.o., Kelurah Temu, ' Kelurahan Kambaniru', Keluraba.n Prailiu, 
Kclurahan Mau Hau, Kclurahan Lambanapu, Kclurnhan MouHru dan 
Keh,,rahan Malumbi meliputi blok 1.H, blok I.I, blok l.M, blok 2.C, blok 2.0, 
l>lok 2.E, l>lok 2.F'; l>lok 2.G, blok 2.H, biok 2.1, bluk 2.J, blok 2.L, bl"k 2.M, 
blok 3.0, blok 3.E, blok 3.F, blok 3.G, blok 3.H, blok 3.M, blok 3.N, blok 3.0, 
blok '3:P, blok 3.Q, blok 3.U, blok 3.R, blok 3.S, blok 3.T, blok 3.U, blok 4.A, 
blok !l,B, blok 4.C, blok 4.0, blok 4.E, blok 4.F, blok 4.G, blok 4.H, blok 4.1, 
blok 4.J, blok 4.K, blok 4.L, blok 4.M, blok 4.N, blok 5.A, blok 5.8, blok S.C. 
blok 5.0, blok 5.E dan, blok 5.F ' · 

(4) Reocana sub zone pcrunwhan kepadatan rendah (R-4) sebagalmana 
dimeksud pada ayat (I) huruf c clitetapkan seluas 533,73 (lima ratus ti(:a 
puluh tiga, koma ·,tujuh puluh tiga) hektar Kclurnhan Tcmu, Kelurahan 
Kambajawa, Kelurahan Prailiu, dan Kelurahan Kambanitu meliputi blok 2.A, 
blok 2.C, blok 2.0, blck 2.E, biol< 2.H, blok 2.K, blok 3.B, blok 3.C,blok 3.0 
dan blok J.E. ' , 

Parapf'3 
Zona Perd•pnpn d&n Jua 
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(I) Reneana zona sarana pelayanan umum sebegalmaria ~ud daJam PasaJ 

10 huruf d, ditetapkan selua~<305,15 (tiga ratus lima koma lima bclas) hektar 
meliputi: 
a. sub eona pendidikan \SPlJ .. }); 
b. sub zona transportaei {SPU·2); 
c. sub zona kcsehabn{SPU-3): 
d. ::1ul> ~.ma olah rap(SPU-4): 
e. sub zona sosial budaya(SPIJ-S)idan 
r. sub zona peribadatan (SPU-6). I, 

-14 : 

Za.11.11 San.Da P9layu.u Umum • 
• 

. . 

. I 
{!) Rencana zona pcrkantoran sebagaimana dimaksud d..tam Po.sol 10 huTUf c 

ditetapkan seluas 40,73 {empat "puluh koma tujuh puluh tigs)' hektar, 
metiputi: , : 
a. subzon.s. perka.ntoran pem.eri.ntah (KT·l); ciao 
b. subeona perkantcran SWl;l:jw.{KT-2}. 

(2) Rencana sub 20ila perkantoran pemcrintah (KT·l) sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruI a, ditetapkan seluas 38,91 (tiga puluh delapan koma 
semhilao puluh •satu) hckta.r, •yang t'cncbar di Kcluru.b.an Hambala, 
Kelurahan K.amalaputi, Kelurahan Kamhajawa, Kelurnhan Kambaruru, 
Kclurahan l..:unbanapu, Kelurahan MaJumbi, Kelurahan Matawa(, Kc!uraha:n 
Mau · Hau, Kclurahan Pra.iliu, Kelurohan Temu dan Kelurahan Wangga 
meliputi "blok I.A, blok J.B. blok l.C, biol< LE, blok 1.0. blok l.H. blok I.I, 
blok I.J, blok !.~, blok 2.C, blok 2.E, blok 2.K, blok 2.L, blok 2.M, blok 3.H, 
blok 3.1, b!ok 3.J, blok 3.M, blok 3.0, blok 4.C, blok 4.0, blok 4,J, blok <\.N, 
blok 5.A, blok 5.C dan blolc-5.0. . 

(3) R~ncana sub zona pc:rkantoran swasta (l.'T-2) scbagaimana dimaksud pada 
ayat (I) huruf b drtetapkan seluas 1,82 (satu koma delapan pulub dua) 
hcktar yang terseber di , Kelurahao Ham.bale, Kclurahan 1Ka.mal8puti, 
Kelurabrul Matawai, Keluraban Prailiu dart KelurabaJl Wangga, meliputi blok 
! .A, blok i.c, blok J.G, blok l.H, blok 1.1, blok l.L, blok 3.K dan blok 4.A.' 

Pua! 13 

. ' 

, (3) Rencana sub :wna perdagangan clan jasa dcrct (K-3) sebagaimana dimaksud ' 
' pada o.yo.t (!) buruf b clitctapkan scluas 84,44 {dclapan puluh cmpat koma 

empat pulub empat) bektar yang tersebar di Kehirahan Hambala, keturahan 
Komal.aputi, Kclurahan Matawa.i, dan Kelurahen Mau Ha\.1 mcliputi : blok I .A. 
blok l.B, blok l.C, blok 1.0, blok I.I, blok 5.A, blok 5.B dan blok S.C. · 

• 
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(21 Rcncnnn eub >'.lJ1m pcndidiknn tSPU· I) ac:btt.gnin:uanu dimnkacd pod11 ny111 ( O 
huru( u, dllctn.pk.un eelune 56,64 (lim.a puJuh cruun komt, cnnm puluh cmpul) 
~c:ktnr ynng. t.c™:oo.t di Kdu.rahao Hambala, Kclunihan IU:unnlflpuU. 
~cluruho.n KumboJ::a\l<n, Kdumhan ~b.l.niru. Kdurohnn Lwnbn.napu, 
Kclumhnn Mot.awa.i, Kclu.rahan Mau Hau. Kduruhnn Pruiliu, Kdun1httn 
Tcmu dnn Kclurahan Wangga mcliputi : bLok LA, blok LB, blok t.C, blok 
I.E. hlok 1.F, blok I.G. blok I.I. blok I .J. blok I.K. blok 1.L. blok I.M, blok 
2.A. blok 2.B. blok 2.C, blok 2.&. blok ,.I, blok 2.K. blok 2.M. blok J.C. blok 
3.0. blok 3.G. blok J.H. blok 3.1. blok J.J. blok J.K. blok J.N. blok J.Q, blok 
3.R. hlok J.T. blok J.U, blok •.A. blok e.c, blok •.o. blok. 4.0. blok •.K. blok 
4,1., blok S.A, blok 5.0 don blok 5.C. 

f.'.31 Rcnconn eub 7..Qnn tmneeortaei lSPU·21 a,,:bo,1:11imarua dimnk:s:ud pndn nyut (I) 
huruf b, ditetapknn :iclua.s 145,45 (scratus cmpo.l puJuh Umn. komn ctnptU 
puluh limnl hcktnr mdiputi : 
u. aub mno trunaportas! dnrot mdiputi : 

I. tc:rminnl tipc B yang d.itetapluln sclu.as 0,68 fnol kom11 cnnm puluh 
ddnp.'lnl l•cktu.r yang Lcrda.pot di Kclwuhan Mo.tu.wui blok l , 

2. tcr'111i11ul lip,: C Jilrlupkuu tielWl-2' 0,21 (nul koinu dua puluh i,.t1lu) hckt.ur 
yung tcrduput di Kcluruhan Kambo.ja1,1,'8 bJok 2.K 

h. sub zonu trunaportaei laur mcllputi : 
t. pelnbuhnn pclindo ditetapkan setuas S, 16 (Limo. komo. cnam bctn:11 

hcktnr ynng terdapat di Kelurahan KamaJ,puti b1ok 1.8 
2. pelnbuhan feri dltl!tapkan seluas 1.34 (s.atu koma ti,u. puJuh emp,uJ 

hcktur terdepat di KeJumhan Tcmu Wok 2.C 
J. pclobuhnn p.:tikema_s da.n pcrtamion ditctopkan · setuae 26.35 (dun 

puluh enom komn tita. puluh Lima) hektar ttrdnpat di Kelurnhon 
Hrunbaln blok I.A 

c, $Ub iono t.ran,portnsi udaro berupa B.md.aT 'Jdwa Pengumpul 3kalQ 
tersier yaitu Bandar Udara Um.bu Meha.Dg Kunda yang diretapkan tsdwt.'! 
111,76 (scratus sebdas koina wjuh puluh enam) hektar yang terdapat di 
Kdurahan Mau Hau blok 5.A 

(4) Rencana sub zona kesehatan (SPU-3) 5'bagai,:nana dimaksud pada ayat (I) 
huruf c ditetapkan seluae 50,25 (lima puluh k.oma dua puluh lima) hekUlJ' 
vang tersebae di Kdurahan Hambala. Kelurahan Kamalaputi. Kclurahan 
Kambajawa. l(elurahan Kambaniru, Kdurahan Matawai. Kdurahan Mau 
Hau. l<J!lurahan Mauliru, Kdurahan Prailiu. l<J!lurahan Temu clan l<J!lurahan 
Wangga meliputi : b!ok 1-;., blok 1.B, blok l.H, blok I.I, blok l.L, blok 2.A. 
~k2.~~k2.K.~k3~ •. -~.-3.Q.-1A~k4~.b~4.I.. 
blok S.A, blok 5.C clan blok 5.E. 

(5) Renoana sub zona olah raga (SPU4) sehagairoaoa dimaksud pada ayat (II 
hun,J' d, ditetapkan seluas 36,39 (tiga puluh en.am koma tip puluh sembilan) 
hektar yang tersebar di KeJurahan Hambala. Kelurahan Kamalllputi, 
l<J!lurahan Matawai, Kelurahan Mau Hau, Kduraban Mauliru clan l<J!lurahan 
Prailiu meliputi : blok I A blok 1.0, blok I.I, blok 2A blok 3.B. blok 3.C, 
blok 3.1, blok 3.J. blok 4.1.. blok 5.A clan blok S.C. 

j6J Rencana sub wna sosial budaya (SPIJ-5j acbepiroaoa dimalcrud pad.a aya1 
OJ huruf e. ditetapkan scluas 2.53 (dua koma lima puluh tip) hek1M yang 
tcneba.r di K1:lurahan Hambala.. Kclu.raha.n Knrnah:ipyti dan Kclu.roha.n 
Pruiliu meliputi : blok I.A, blok LB, blok 3.1 clan blok 3.K.~ 
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(1) Rcncana eona peruntulcan lainnya sebagaimana dimaksud' dolaro PasaJ 10 

huruf g ditctapkan ~ 2.130,44 (dua ribu :;,:ratus tiga puluh koma cmpat 
pu!u.~ empat) hektar, mcliputi : 
•· sub zona pcrtanian (Plr l); dan · • 
b. sub zona pari..,,isata'(PL-3). 

(2) Rencana sub wn.a pcrta.nian sebagaimana dimaksud pada ayat (1} huruf a. 
ditetapkan seluas 2.072.55 (dua ribu tujub pql,.ih duo l<oma lima pulub limo) 
mej.iputi : • 
a. sub zcna pcrtanian lahan basah ditet.apkan seluas 733,09 (tujub ratus 

tiga pulub tiga koma nol sembilan) hekta.r yang tersebar di Kelurahan 
Kambaniru, Keluraban M.alumbi, Keluraban Ma\J Hau, Kelurah<ln 
Mauliru, Kelurahan Prailiu, Keluraban Tcmu dan Kelurahan Wangga 
meli;,uti blok 2.c. blok 3.H, blok 3.1, blok 3.M, blok 3.N, blok 3.R. blok 
3.S, blok 3.T, 'blok 4.L, blok 4.M, b!ok 4.N, blok 5.A, blok 5.B, blok S.C 
dan b!ok 5.D. . 

b. s.ub zona pcrt:a.nian labaD leering ditetapkao scluas 624 .s 1. (en.om rs.tu~ 
duo puluh empat koma delapan pulul> ..,tu) hclctar yang rersebar di 
Kelurahan Lambaoapu, KelurahaD Molumbi, Kelurahan Mau Hau, 
Kelurahan Mauliru dan Kelurahan Wangga roeliputi : blok 4.E, blok 4.F, 
b!ok : -, G, blok 4.J, blok 4.K, blo\< 4.M, blok 5.A, blok 5.B, b!ok S.C, blok 
S.D, blok 5.E,.blok <Ian blok 5.F.~ 

' •• 

: 
' . Pangraf6 

· Zou. lnd1atri 
Pua! lS 

Rencana zone industri sebaga.imana dim.aksud dalam 'Pasel 10 huruf e berupa 
sub zona industri kccil (1-3) ditempkan selua• 105,70 (seratus limo koma tujuh 
puluh) hektar yang tersebar di Kelurahan Temu mcliputi blok 2.B, blok 2.C, blok 
2.D dan b!ok 2.E. • 

I l'a_.r7 
., Zona Perantuba Khuaus 

Pua! 16 
Rencana zon.a peruntukan khusus sebagaiman.a d.i.xnaksud daltun Pasal 10 huruf 
r, bcrupa sub zona pc.rtabao.an d.an kcamanan (lOi-1) ditctapkan sefuas 5,65 
(luna koma enam puluh lima) bcJctar yang tcrsebar di Kclllnlhan Kambajown dan 

. Kclun>han Temu meliputi b!ok 2.C clan blok 2.G. 
' ~ Pan.~8 

Zona Penm.tubn LalnAya 

(7) Rcncana •~b zona peribadaian (SPU-6) ,;cbagu.imo.na dimnksud padn 8)'1; (I) 
bl_).J'Uf e, ditctapkan :selua.o 13,89 (tiga belas koma dclapnn puluh scmbilan) 
hcktar yang tersebar di Kelurahan Hambnlo, Keluro.han Knmulnputi, 
Kclu.raha.n K.ainbajnwa. Keturah.an Ka.mbaniru., Keluroho.n ,Lambannpu 
Kelurahan Matawai, Kclurahan Mau Hau, Kdurahan Proiliu, Kclumhn~ 
Temu dan Keturah.an Wangga meliputi ~ blok l.A, blok t.C, b1ok I.E. blok 
1.G, blok l.H, blok IJ, blok l.J, blok 1.K, blok l.M. blok 2.A, blok 2.C, blok 
2.~~k2.~bl*2.H,~2.~--.-3.B,~k3£,blok3.D,~k 
3.H, blok 3.K, blok 3.M,.blok 3.R, blok 4.B, blok 4.G, blok 4.K, blok 4.L, blok 
5.A, blok S.C, blok S.D dan blok 5.E. 

. . 
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Pual21 
Ill Rcncaoa jaringan jalan sebagalmana dimaksud dalrun Pasal 20 huruf a, 

meliputi : : 1 l 
a. Jaringan jalan strategis nasional; 

Pual20 
Rencana pengembangan jaringan pergetakan sebagaimana din)aksud daJa,n 
Pasal 19 ayat (1) buruf a mcliputi: 
a. jnrlngan jalan; 
b. Jalur moda tra.nsportasi umum; dan 
c. Jalur pejalan kaki. 

, . Bagian Kodua 
Rencana PengembanpJl J&rillpJl Perpruan 

> I 

\ ~al 19 
(1) Rencana jarirrgan prasara.na terd.iri 8.tas: 

a. renca.na pengembangan jaringan pcrge.rakan; 
b. rencana pcngernbangan jaringan coergj/kclistrikan; 
c, rencena pengembangan jaringan lelckomunikaei; 
d. rcnca.na pengcmbanga.n jaringan air n:dnum; 
e. re-ocana pengemba,ngan jaringan draina:.e; 
r. rencana pengembangan ja.ringan air limbah: dan 
g. rencana pengembangan jaringan prasarana Iainnye. 

(2) Rencana jaTingan prasarana d.igambarkan dalam peta dengan tingkat 
kctclitian l : 5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran l1l yang 
merupakan bagian tidak tetpisabkan dari Peraturan Daerab ini. 

Bacian Keaatu 
Umum \ 

BABIV 
RE!ICANA JARI!IGAN PRASAIL'NA 

• l'u1lgraf 9 I I 

I. Zona Peruu.tub.n CampuraA 
, , Pua! 18 
Rene.an.a zona peruntukan campuran sebagaimana dimaksud datam Pasal 10 
huruf Ii, berupa sub-zona perumahan dan perdagangan/jasa (C-1) ditetapkan 
seluas )6,33 (cnam belas koma tiga puluh tiga] hektar yang tersebar di 
Kelurahart' Mau Hau dan Kelurab.an Matawai meliputi blok l .H, blok 1.1, blok l .J 
dan blo!>S.D. 

c. sub zona padang pcngcmbalaan ditclapkan :sduas 714,62 (tujuh ratus 
empat belae koma cnam .J)Wuh due,) hektar yang tcrscbar di Kclurahan 
Lambanepu, Kclurahan Malumbi dart Kelumhan Mauliru meliputi : blok 
4.E, blok 4.H, blok 4J, blok 4.J, blok 4.M dan blok 4.N. 

(3) Rencana sub zona pariwisata scbagaimana dimaksud pada ayat (1) hwuf b, 
ditetapkan sclu.ao 57,92 (lima pulub tvjtili koma scmbilan pulub dua) hcktar 
yang tersebar di Kclurahan Kambajawa, Kelurahan Kambaniru, Kclurahan 
Matawai dan Kelurahan Prailiu meliputi : blok 1.J,'blok 2.0, blok 2.J, blok 
3.A dan blok 3.F. 

' 
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• b. Jaringun julan kolektcr; 
c. Jaringan jalan Jokal; dan 
d. Jru-ingan jalnn lingkungan. 

(2) Pengernbangan jaringan jalan strategis nasional sebagaimana dimaksud pada 
ayat (I) huruf a dengan panjang 6,05 (enam koma nol lima) kilometer 
meliputi ruas simpang pclabuhaD (patung buaya)-Ke<:"runat.an Habaru. ' 

(3) Pengembangan jaringan jalan koJcktor scbagaimana dlmaksud pada ayat (I) 
huruf b, mcliputi: 

a. pcngembangan ;aringan jalan kolcktor primer • I (JKP· l) dengan panjang 
27,65 (dua puluh rujuh kom.a enam puluh lima) kilometer, meliputi ruas : 
l. KM 35,00-Batas Perkojaan Waingapu; 
1. jalan Supraoto; · 
3. jalan D.J Panjaitan; 
4, jalan M.T Haryono; 
S. ja'.an A. Yani; 
6. jalan DiponCgoro; 
7. jalan Oajah Mada; 
8. jalan Adam Mulik; 
9. jalan Matawai Amahu; 
10. jalan Mananga Mehi; 
11. Waingapu - Mclolo; 
12. jah n Gato! Subroto; 
13. jalan Padmura; . 
14.jalan·Angkasa; dan 
15. [alan Cendana. 

b .. pengembangan jaringan jalan kolektor sckunder (JKS) dengan panjang 
26,12 (dua puluh enaii:l koma dua bclas) kilometer, meliputi ruas: · 
I. pertigaan POSPAL- pcrumahan baru di Kelurahan Tcmu. , 
2. Jalo.n Jenderal Soeharto.Jalan Perdamaian.Jalan Beringin-Jalan Uma 

Parung'gu!. 
3. Dari simpang Jalan Uma PatungguJ·Kelurahan Wangga-Lambanapu. 
4. Jalan Airlangga.Jalan Paroki 
5. Jalan Mayjen Eltru:i. 

c. pembangunan jaringan jalan kolektor selrunder (JKS) rencana dengan 
panjang 7,00 (llJjuh koma col no!) ldlometer, meliputi ruas simpang 
perumnas-rencana rumah [abatan baru Bupati dan Wakil Bupati, 

(4) Pengembangan jaringan lokaJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hwuf f· 
mcliputi: I 
a. pengembangan jaringan jalan Jokal primer (JLP) dengan,: panjang 23,40 

(dua puluh tiga koma empat puluh) kilometer, meliputi ruas : 
I. Jalan Letjen S Parman. 
2. Jalan Angkasa. ' 

b. pengembaagan jaringan jalan Jokal sekundcr (JLS) dengan panjang 66,35 
(cnam pulllh enam koma tiga puluh linla) kilometer, meliputi ruas : 
I. Jembalan Umabara-Kampus UNW!NA. 
2. Jalan Keeipir. • 
3. Sim pang JalArl Airlangga melintasi Pantai.Jalan Simpang Paroki. 
4.Jalan Umbu Rara Meha.Ja.J.an Ir H Doko. 
S.Jalan J. E Tatengkeng. · 
6. Jalan Saroja.Jojnn Rom bu Duka. 
7. -Jalan Pramuk.It.~ 

' 

' 
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, . Paaal 24 
(1) Pengeinbangan jaringan cncrgi/kelistrikan scbagaimana d.imaksud dalam 

pas,a 19 ayat (11 hu.rufb, meliputi: 
a. jaringan distribusi primer, dan 
b. jo.riogan distribuai'-sekunder. . 

(2) Pengembangan jaringan distribusi primer sebagaimana dimal<oud pada ayat 
( 1) huruf a, berupa gardu induk yang terdapat di Kelurahan Ks.mbajawa bldk 

' 2.l. : . 
(3) Pengembangan jaringan distribusi sekunder sebagairoano. dimaksud pada 

a,yat (l) huruf b, meliputi : ' · 
a. jaringan Saluran 1Umum Tegangen Menengah (SU'l'M) yung tersebar di 

seluruh SW~ dan\{ 
• 

BagillJl Kctiga 
Rencana Peage1Dh.aapa J~ Baugl/Keliatrlllan .. ' 

' 

I 
• PasaJ 23 

Pcngembangan jaJu.r pejala.n kaki sebagaima.n.a dimak&lJP dalam Pasal 20 huruf 
c, meliputi pada Jokasi-lokasi strategis yaitu pusat kota, pus.at perkantoro.n pus.at 
perdagangan dao jasa dan pusat Sarana Pelayanan Umum (SPU) yang berada 
pads. ruas jalan nasional, ruas jalan kabupaten dan ruas jalao lingkungan. 

8. Jalan Prof Dr. W.Z Yohanes. 
9. J;,.tan Rihieti-Jalan Umbu To.rartggaha. 

10. Jalan Ramenyiu. 
11. Jalan Stlasi-,..'alan Tompelo , 
12. Jalo.n Pandan. 
13. Jal.an Kencur, l 

14. Jalau Sriwijaya·Lambanapu. 
15. Pertigaan Kelurahan Wangga-Kantor Kecamatan Kambera. 
16. Jo.Jan Hasanudin-JaJan Wanggameti. 
17. -Jalan, Dr Sutomo: 
18. Jalan Ir H Juanda. ,. 

c. pembangunan jaringan jalan lokal sekunder (JLS) • rencana dengan 
·pa.ojang 1, 25 [satu koma dua pulub lima) kilometer meliputi ruas jalan 
penghubung di perumahan baru di Kelurab.an Temu. , · 

(5) Pengembangan jaringan jalan Iingkungan (Jling) sebagaimana dima.ksud 
pada ayat (1) huruf d, mcliputi: · 

e; pengembangan jaringan jalan lingl<ungan (Jling) dengan, panjang 179 ,38 
(seratus lujuh puluh S<:mbilan koma tiga puluh delapaa) kilometer yang 
berada di seluruh sub BWP khususnya zona perumahan; 

b. ~mbangunan jaringah jalan lingkungan (Jling) rcncana .dengan panjang 
154,96 [serarus lima puluh cmpat koma sembilan puluh enam) kilometer 
yang berada di s&luruh sub BWP khususnya zona perumehan . 

• 
Pua! 22 , 

Peogembangan jalur moda transportasi umum sebag.limaru, dimaksud daJam 
Pasal 20 buruf b, meliputi pusat·pusat kegiatan Uta.ma dalam Perkotaan 
waingapu. ., 

' , 
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Pual26 
(IJ Pengembangan jaringan, ak minum sebagaimana dimaksud d;,.lam Pasal I~ 

ayat ( I) huruf d, meliputi : 
a. sumber air baku untuk air minum ; 
b. penyediaan air minum perkotaan; 
c. bait pcnampung; dan 
d. bangunan pcnunjang daa bangunan pclenglcap. 

(2) Sumbcr air baku untu.k a.ir minum sebag.eiman.a dimaksud pade ayat (1) 
huruf a eerdapat di Mata Air Gunung Meja dan Mata Air Mbatakapidu. 

(3) Pengembangan siatem penycdiaan !Ur minum pcrkotaan eebegaimana 
dlmaksud pada ay_al (I} huruf b beru?Q, sistem jaringan perpipa.an yang 
d.ik.embangkan di seluruh sub BWP'. 

(4} Bak penampung sebagaimana diro•ksud pada aya, (l) huru! c berupa b~ 
pcnampung atau reservoir terdapat cli KolurahariTemu meliputiblok 2.E. 

(51 Bangunan penunjang dan ba.ogunan pelengkap sebagalmana d.imaksud 
pada ayu {I) huruf d, tcrscbar di Mata Air Gunung Meja. Mata Afr 
Mbatakapidu, sistem jaringan perpipaan di scluruh sub !3iWP, dan bak 
penampung atau reaevcir di, Kelurahan Temu meUputi blok 2.E.~ 

Ba.glan Kellma 
Rencana Pcngcmhangan Jaringan Air ~um 

' ' 

(2) Rcnc::ana penyediaan jaringantt.elekomunikasi telepon nirka~I scbugaimana 
dimaksud dalam ayat (II huruf a, meliputi : 
a. pcngendalian ruang di. kawas.a.n Base Tta.ncaiser Sistcm (BTS) serta skala 

pcloyanannya yaitu ! di Kelurahan Hambala, Kclu,ahan Kamalaputi, 
Kclurahe..n Kambajawa, Keturah.an La.mbanapu, Kclurahan Matawai dan 
Kelurahan Prailiu mcliputi: blok l.C, blok t.t, blok··l.K, blok 2.K, blok 3.B, 
bluk 3.H dart bluk 4..J. 

b. rencana pcnyed.iaan penctapan mcnara tclckomunikasi BTS di Kelumhan 
Hambala, Kelura.ha.n Ptailiu dan Kelurahan Temu meliputi blok 1.H, blok 

:. 1.K, blok '2:.A, blok 2.D, bloK 2.E dan blok 3.8 • 
(3) Rcncena pcngcmbangan sistcm radio scbagaimana d.imaksud pada ayat {l) 
\ huruf b meliputi : 

a. tai.!io siaran Pemf,ia di Kelu.rab.an Hambala, blok l.J; dan 
b. stasiun radio pantau di Kelurahan Harobala blok 1..J. . . 

• Pual 25 
(I} Pengembangan jaripgan tclckomunikasi scbagaimana dimak.sud dalam Pasal 

19 ayat {I) J,urufc, mcliputi: 
a. pcnycdiaan jaringan telckornunikasi tclepon nirkabel; dan 
b. pengembangan sistcm radio. 1 

Baglan Keempat , 
Renca.nR Pe.agemba.Dgan JariJ:lpD Telekamunlkaal 

. 
b. jaringan Saluran Umum Tegang;,n rendllh (SUTRI yang 'tcrscbar di 

scluruh sub BWP. 
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Pual:19 . 
(II Rencana pengembangan jariagan p.rasnrao.a lainnya aebagaimana dima!aud 

do.lam Pasal 19 ayat (I) hw'1fg, meliputi: 
a. pcngt-mbangan jalur evakuasi bencana: dan , 
b. pengembangnn sistcm peng,:lolaan persampabao.. · 

(2) Rcnca.na pengembangan jalur fvakuasi beaeaaa scbo.gaimo.no. dimaksud pada 
ayal (1) huru! a, melipuli L 

' 

Ragtan Kedel1pa1 
R.eDCIIDI ~~-Laio.o.ya 

. . 

. - 

Pasal 27 , 
(I) Pengembangan jaringan drainase sebaga.imana dimaksud dalam Paso.I 19 

ayat (I) huruf e, berupa rencana kebutuhan slstern jaringan, tetd.iri etae : 
a. jaringan drainase prim.er; 
b. jaringan d.rainase selru.nden dan 
c. jaringan drainase tersier. 

{2) Rencana pengcmba.n.gan jarU1ga.n drainase primer sebagaimana dimaksud 
pada; aya, (IJ hu.ruf a tersebar di Kelurahan Kamn.laputi, Kelurahan Ma<auoai, 
Ke1urahan wangge, Kelurahan T-emu, xeiurenen Kambejawa, Kelura.han 
Prailiu, Kelurahan Kambaniru, Kelwahan Mau Hau, Kelurahan Lambanapu, 
Kelurahan Mauliru, don Kelurahan Malumbl meliputi : blok l.E, blok I .F, 
blok l:I, blok I.J, blok 1.M, blok 2.A, blok 2.B, blok 2.C. blok 2.D. blok 2.E, 
blok 2.F, blok 2.G, blok 2.H, blok 2.1, blok 2.J, blok 2.M, .blok 3.A, blok 3.B, 
-&F.-3.0.-3.~-3.J,~k3~.-3.~-3~.blok3.U, 
blok4~~kl~.~k4.G,b~4J,-4.~~k4.M,-4~.~k5A, 
blok 5.C, blok 5.D, blok 5.E, dan b1ok 5.F. . ' 

i3} Rcncana peagembangan jaringan d.rainase sekunder sebagaimana dimoksud 
pad& ayat ( I) hu.ruf b, teraebar di sepanjang jalan kolektor primer dan lokal 
primer di seluruh Sub BWP. ' · 

(4) Rencana pengembangan jaringan drainase tersier sebagaimana clima.ksud 
pada ayat (2) bu.ruf c , tersebar di ocpanja.ng jalan kolektor sclrunder den 
lokal selrunder di '."'luruh SUb BWP. , ' 

Bag:l•n Ket,tjah 
Reo.""'1& P~ Ju!Dpo. Air J.lmbo.l, 

Pual28 I 
Peageiobangan jaringan air Iimbeb scbagaimana dimaksud dalam Pasal 19 
ayat (IJ 1:w-ur t. bcrupa sistem jaring,u, pembu..agan air limbah tcrpusat 
dilakukan dengan ren!""'• pcmb,mgun.an lnstalasi Pengolahan J\ir Limbah 
(!PAL) yang terseber di Kelurahan Hambala, Kelurahan Ka.malaputi, 
Kelurahan Kambajawa, Keluruhan Kambo.niru, Kelurah..a Lambanapu, 
Kdurcthan Malwabi, KdW'W'lun Pr.wiu, Kdt.mulwi Temu Will Kdun,,.hw, 
Wangga meliputi: blok I.A, blok l..B, blok LC, blok I.E. blok 1.F, blok 1.M, 
-2.~-2~*k2.l,blok2.~-2.M,-3.B,-3~,*k~D. 
-3-~*k3-~~k3.N,~k3.0.-3.~-3U.-4.~-·~. 
blok 4.H dan·blok 4.N. · 

S.gla.n Kecnam 
Rencana ?cn.cembuaga.a. Jul.ogan Dnlnue 
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(II Pcmbangunnn baru prasarana, sarana dan blok kawasan. mcliputi: 

a. rcncana penangana,, sub. BWP I yang t:erdapat ~ bl<>k l.B dilak"Ukan 
mclolui penereen pcrmukiman pod.at don kumuh. 

b. rencnnn pennnganan sub BWP l yang terdapat di blok LB dilsJ.-ul:= 
melalui pcnntaan kawa.sa.n disdcitaT Pflabuhan pclindo dan 
pembnngunon bill\l pusnt pelclllnRQn il<nll (PPll\, 

IIABV 
P&NltTAPAK SUB BWP YAIIG DIPRIOllJTASKA• PSIIAJIGAWIJDIYA 

Pual30 
( 1) Sub BWP ynng diprioritaska» pcnangrumnnya terdiri oms : 

n. Sub BWI' l ynng tcrdnpnt di blok 1.B dcngan luas 25.96 (duo puluh lima 
koma sembijnn puJuh delapan] hektar, 

b. Sub BIJP I )'MG terdapat di blok 1.D dengan luas 37,90 (tii;a pulu!i tujuh 
komu sembilan puJuh) hektnr. 

c. Sub DWP 2 ynnc terdapat di blok 2.A densan Ju.as 416,n (emp:it rn:tus 
euaru belas koruu tujuh puluh dual hektar. 

d. Sub BWP 5 ynng terdapar di blok S.A dcn,;an luas 4-06.39 (cmpat ratus 
cnnm komn t-ica puluh ~mbllan) bektar. 

(:.?) Pe.netnpun Sub BWP yang dipriorita.skan pcn.nnganannya sc.bagnimt1oa 
dimuksud pndn aynt ( 11, mcliputi : 
a, rencann penangnnen sub BWP l YlU1~ terdapat di bJok 1.8 dila.ku.kan 

mclalui pcnataun pennukiman padat dan k-umuh. 
b. rencana pcnnngnnon sub BWP l ,nng terdapat di blok 1.B dilakukan 

melnlui Penataan kawasan disclctsr pclabuhan pclindo clan pcmbangur..!Ul 
buru pusat pclclru,gnn ikan (PPIJ. 

c. rencann pcnOJl!r.lllo.n sub BWP 2 yang terdapat di blok 2.D dil:ilruknn 
melalui .pembangunan pcruuu.iuu, bun, c.um l'Um>U) ...i.;, umt.m """' 
serta pcmbangunan prasarana penunjangnya. 

d. rcncana penongnnan sub BWP 5 yang terdapru di blok 5.A dllalculmn 
melalui pengcmbaogao kawasan bandara dao perubab&o akses jalan 
nasional di depa.n Bondara Umbu Mchang Kunda. 

(31 Rencana penetapan l,ub BWP yang diprioritaskan peruu,ganannya 
digambarkan dalrun peta dengan tingkat ketelitian I : 5.000 sebagaimao• 
ten::antum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidal< terpisahl<an dari 
P<:raruran Oacrah ini~ 

u. tc:r,1>nt C:\'ok\m~i scruentnru rcrdnpar di stnd~n pacu:u, k:uda ran .. &; di 
h'.clumhnn Pruiliu blok .'.\.J 

b. jnlur evnkuuei bencann terdapat di ruo.s sim,pang pcla.buh.an (pa.tung 
bu t\)'1\)-h'. ccurnn tun B o.ho.ru. 

(3) Pcngcmbang;nn aistem pcnsdolao.n persampahan $Cb.Jpiimona dimak:si.d 
pud1, 1\)'nt 11 l hurur b diln.kuknn mc.lo.lui pcmb..-mgunnn temp.at peeoeseesae 
Siuupnh tct µodu (TPST) yang tersebar di Kclurahan Hambalil, Kclwu.ha.o 
Knmbnjnwn, Kclurnhnn Lambenapu. Kdurahan Ma.tau.--ai. Keturab.an Meu 
H1\U, Kdum1rnn Pmiliu dn.n Kelumhna Tcmu mcJiputi : blok l.A. blok LH. 
blok 1.1, blok 2.A. blok 2.D. blok 2.E:, blok 2.K. blok 3.E:. blok 3.J. blok 4.J 
don l)lok S.A. 



Pual3' \, 
Sumbcr pendanaan sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 32 ayat (2) hun.tf d 

berasal <Lui : I , 

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Oaerah (APBD); dan f atau 
b. =... t yang sah oesuai dengan kctentuan peraturan perundnng- 

22 

Program pcrwujudan n:i:acana pcmanCaatan ruang di BWr scbagaimana 
dimllkoud daJam PasaJ 32 o.yal (2) huruf a meliputi: 
a. prognun perwujudan rencana pola ruan,g di BWP; 
b. program perwujudanjaringan prasarana di BWP; dan 
c. program perwujudan penetapan Sub BWP yang dlprioritaskan 

penanganannya. 

Pua133 

. 
.. e. instansi pelaksan.a; dan 

(. waktu dan tahapan pe.lalu,anoan 
(3) Kete,,tuan pe~tan ruang &ebagaiml\l'A dimo.kaud pada ayat ( 1), 

tercantum dalaJn lampiran V yang merupako.n bagian yang tidak terpisahkan 
dari Peraturan Daerah ini. · · 

I ' 

Puol 32 , . 
fl) Ketcnruan pemanf.aatan roang mcrupakan acuan dala.m mewujudkan 

rencana pola ruang dan rc-ncana jaringan prasara.na sesuai denga.n RDTR 
dan pcraturan zonas.i kawasan perkotaan Walngapu 

(2) Ketentuan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (I) terdiri 
atas: 
a, progtom pemanfaatan ruang pnoritas di BWP; 
b. lokasi; 
c. besa.ran; 
d. sumber pendanaan; 

J 
Boew,Kuatll 
I trmum 

' 

c. reocana penanganan sub BWP. '2 yang t.crdupal di blok 2.0 dil.ukuknn 
meJalui pembwagunan pc:rumahan baru d.an rumah tut.kit umum buru 
serta pembangunan prasarana peounjangnyw · 

d. rerica..na penanganun sub BWP 5 yung l<:rdupol di blok 5.A dilokukan 
melal1 J pengembangan kawasan bandara dan pcrubaha.n uksee jnlan 
naslonal di depan Bandara Umbu Mehang Kunda.. 

(2) pcrba.tkan prasarana, aamna dan btok/kawa:san, mc.:lalu.i penataa» jafun .di 
ruas dengan pembangun4J?.jafur pc:jalnn kaJd, pulaujalnn. den to.mnnjoJe.n 

(JJ Rcrycana. pcnctapan sub BWP yang diprforitoskitn pcnongononnyn 
digambarkan daJam peta 'dengan tingkat ketelitian I : 5.000 sebagaimana · 
tc.rcantu.m da.la'm lampiran rv yang merupakan bagian yang tldnk 
te:rpisahkan dari PeraLuran Daerah ini. . 

(4) Sub BWP yang diprioritaskan pcnangaruumya merupakan d&$8T penyusunan 
RTBL yang aka.n ditet.apkan dengan Peraturan Bupati. 

BAB VI 
KETENTOAII PEMANFAATAN RUAIIG 

. . 

I 
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(3) Pcrwujudan .20na RTH, sebagaimana dim•k•i;d pada ayat (I} buruf b, 
mcliputi: . 
a. penyediaan RTH paling rendah 30 (tiga puluh persen) dari luas kawasan 

perkotaan, dengan mengembangkan RTH taman kota, RTH taman 
lingkungi,.n, R1'H butan kota, RTH jalur hijau jalan dan RTH tempat 
pemakaman umum di oeh.•rub perkotaan; 

b. pcnycd.11<11D RTH pwing nmdah 30 (Ligll puluh J)cl'SCD) lctdiri alaS RTH 
Privat paling rendah 10,(sepulub persen) dan RTH Publik paling rendah 20 
(dua puJuh persen); dan 

• I c. pengawasan, perawatan dan ~eliharaan kondisi RTH agar dapat 
berfungsi sebagaimana mestinya.], 

{l) Perwujudan ren~ zona lindung sebagaimana dimaks:Ud daJam PasaJ 37 
huruf a metiputi: > • • • a. zona pe-rlindu.ngan setempat; 
b. zona RTH; dan \ , 
c. zona suaka a.lam dan ca.gar budaya. 1 t 

(2) Pcrwujudan zona perlindungan setcmpat sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) buruf a, mcliputi: • • 
a. reboisasi, penataan dan perlindungan zona perlindungan setempat; dan 
b. penetapan batas penghijauan dan pembatasan kawasan tcrba.ngun di zona 

perlindungan serempat. 

Pua! 38 

I Pua) 37 
Perwujudan rencana pola rua.og scbagalmana dimaksud <lelam P.asaJ 33 huruf a. 
m.eliputi : :- 
a. rencarra zona lindu.ng; ~dan 
b. rencana zcna budidaya. 

Bagfaa KedJ:ta 
l'enntjucfan ReAcau Pola Raang ' ' 

, PuaJ 36 
Waktu pelaksaaaen sebagaimana di!llaksud dalam Pasal 32 ayat (2) buruf f, 
terdiri atas 4 (empat) tahapan. sebagai dasar bagi instansi pela.ksana dalam 
menetapkan prioritas pernbangunan pada "'ilayah perencanaan Rl)'l'R kawasan 
perkotaan Waingiipu yang meliputi : 
a. tahap pertama pada pi:riode tahun 2016-2021; 
b. tahap kedua pada periode tahun 2022-2026; 
c. tahap ketiga pada periode tahun 2027·2031; dan 
d. tahap kecmpat pada periode tahun 2032-2036. 

' 

dolom Pasal 32 ayat (2) buruf e 
Pu&ISS 

lnst:ansi pelak.sana scbagaimana dimaks.ud 
terdiri atas: 

a. pemerintah; 
b. pemerintah provinsi; 
c. pemerintah .kabupaten; dan I 

d. masyarakat, 
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Pual39 
( I] Perwujudan rencana zona budidaya sebazaimana dimaksud dalam Pasal 37 

. ' huruf b, meliputi : \ , 
a. ~oa perurnahan; · 
b. zona perdagangan \Ian jal"'; 
c. zona pcrkantoran; 
d. zona sarana pelayanan umum: 
e. zona induslri; 
f. zona-peruntukan khusus; 
g. zona peruntu.kan Jainnya; clan 
h. zona peruntukan campuran. 

(2) Perwujudan zona perumahan sebagaimana' dimaksud pada ayat (1) huruf a, 
meliputi: 
a. pengcmbangan perumahan baru yang <dikemban~ · baik oleli 

penge~bangan maupun masyarakat; 
b. perba kan lingkungan pen.tmahan yang layak huni baik untuk 

perumahaa umum .dan perumahan kampung adat di seluruh sub BWP; 
c. pcnyediaan prasarana pennukiman secara Jayak baik untuk individual 

maupun komunal; • 
d .. pembangunan rumah developer untuk menunjang kegiatan perkantoran; 

> • • dan , 
c. pembangunan rumah diaas untuk pekerja di kawasan perkantoran. 

(3) Pe.rwujudan zona perdagangan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat. (1) 
huru! b, meliputi: 
a: pengembangan kegiatan perdagangan clan jasa berupa kegiatan pasar dan 

PPI; 11 

b. penyediaan lahan untuk perdagangan informal; 
c. penataan sirkulasi kendaraan dan pejala.n kaki; 
d. pengembangan sistem parkir yang memadai; clan 
e. mernbentuk paguyuban-paguyuban pengelola. 

(4) Perwujudan zona perkantoran sebagaimana dimaksud pada ayat (!) huruf c1 
mellputi: 1 

a melanjutkan pembangunan kawasan perkantoran . dan fasililas 
penunjangnya; clan J 

b. pembangunan sub zona perkatoran swasta. 
(5) Perwujudan zona sarana 'pelayanan urnnm sebagaimana dimaksud pada ayat 

{l) huruf d, meliputi: ~ \ 
a. perwujudan sub zona pendidikan, meliputi :~ 

; I 

(4) Petwujudan zona suaka aJam dan cegar buclaya sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1) huruf c, meliputi : 

a. pada sub zona suaka alam berupa kawasan pantai berhutan ba.kau harus 
dikonservasi untuk kelestarian dan perlindungan hutan. 

, b. meningkatkan pelestarian · pada bangunan peninggalan sejarah dan 
budaya; , 

'· c. pada kawasan sekitar banguuan cagar budaya harus clikonservasi untuk 
ke'eatarian dan , keserasian benda caga,r budaya, berupa · pemba1:3san 
pembangunan, pembatasan ketinggian dan menjadikan tetap terlihat dart 
berbi'.gai sudut padang; clan • · 

d. menetapkan pernbatasan bangunan yang terclapat disekitar kawasan cagar 
budaya dan sebagai obyek daya tarik wisata seiarah. 
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' l. pcmeratann tumun lw.nnk·kanak/(PAUD) pada setiap Sub BWP; 
2. pemerataan '!Ckolah tingkat SD/Scderajat pada seti'!-J) Sub BWP; 
3. pemeratcnn sekolah tingkat SMP/Sedentjat pada set.lap Sub BWP; 
-t. pemcmtaan sekolah tingkat SMA/Sederajat pada setiap Sub BWP;dan 
S. pcmbangunan kegiatan pergur,uan tinggi/ akademik. 

b. pc.n.vujudnn sub zone, transporto.si, meliputi : 1 r 
1. perbaikan dan pcuataan terminal; 
2. perbaikan dan penataan kawasan pelabuhan; dan 
3. perbaikan dan penatae.n kawasan bandara. 

c. perwujudan sub zona kesehatan, meliputi : 
1. pcrbaikan lingkungan Ruma!) Sakit Umum Daerah; 
2. meni:embangkan puskesmas pembantu dan puskesmas pada setiap 

Sub BWP; dan , . • 
3. ;,emerataan pela,yanan kesehatan dengan menambah jumlah sarana 

keoahatan bcrupa polindes, posyandu, poskesdes dan balai 
pengobatan. 

d. per.vujudan sub zona olah raga, meliputi : 
1. pembangunan Gedung Olah Raga (GOR); 
2. perbaikan dan penataan lapangan pacuan kuda; dan 
3. perbaikan dan penataan lapangan olah raga. 

e. perwujudan sub zona pelayanan sosial budaya, meliputi : 
I. perbaikan dan penataan lembaga pemasyarakatan; dan 
2. perbaikan clan penataan panti asuhan. 

r.· perwujudan sub zona peribadatan, pengembangan peribadatan gercja 
protcstan, gereja katolik, dan masjid yang tersebar di seluruh Sub BWP. 

(6) Pcrwujudan zona iodustri sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf e, 
meliputi: 

1 
, 

a. ptngc.mbangan zona industri melalui pe.mbangunan kawasan industri 
kecil ; I ' 

b, perluasan jaringan hasil industri; 
c. penguatan kelembagaan ekonomi industri keeil; . 
d. pendiclikan dan pelatihan tcknologi clan manajeoien usaha industri keciJ 

dan rumah tangga; r ' 

e. pembangunen dan pengembangan kegiatan dan fasilitas penunjang 
industri kecil; dan , 

r. pengembangan aneka industri berupa sub zona industri kecil untuk 
kegia.tan industri dan "pergudangan. 

(7] Perwujudan zona peruntukan khusus sebagaimana d,imaksud pada ayat (I) 
huruf t, meliputi perbaikan dan penataan bangunan di sub zona pertahanan 
da.n keamanan berupa Pos Pemantauan Angkatan · Laut dan komplek 
BRIMOB . 

. (8) Perwujudan zona peruntukan, lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (I) 
' buruf g, meliputi: 

a. sub zona pertanian (lahan basah) dengan program utama · meliputi 
pc,rbaikan sistem irigasi tel<nis dan penrzeunaan teknologi pertanian tepat gu.na; , ~-....---- , , 

b. sub ,zona pcrtanian (lahan kcring) • denga.n program utama meliputi 
pemanfaatan penggunaan lahan kcring untuk tanaman perkebunan; dan 

c. sue zona pertanian (padang pengemba)aan)L dengan program utama 
mcliputi pemanfaatan padang pengerohe.laan. 

l 
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Bapa,,Kctlp 
Perwujudan Rencana Jarlnpn Pruarana 

' Pual 40 
(I} Penvujudan rcncana jaringa.c prasarana sebagaimana dimaksud ds.Jaro Pasal 

33 huruf b, meliputi : 
a. penvujudan jaringan pergerakan; 
b. pcnvujudan jaringan energi/kclistrikan; 
c. pcrwujudan janngan telekomunikasi; 
d. pcrwujudnn jaringan air mioum; 
e. porwujudan jaringan drainase; 
f. pcrwujudan jaringan air limbah; dan 
g. pcrwujudan jaringan prasarana lainnya. 

(2) Perwujudan jaringan pcrgerakan sebagaimana dima.ksud pada ayat (1) huruf 
a, melipuu: 1 

a. pcnvujudan jaringan jalan strategis nasional meliputi pcngcmbangan ruas 
simpang pelabuhan (patung buaya)·Kecamatan Haharu. 

b. pcrwujudan jaringan jalan kolektor, meliputi : 
l. pcngcmbangan jarlngan kolcktor primer mcliputi ruas trans sumba 

kearah Perkotaan- Waingapu meliputi : Jalan Haji Adam Malik, Jalan 
Matawai Amahu, jalan Jcnderal Sudinnan, Jalan Ahmad Yani, Jalan 
D.I Panjaitan, Jalan Lcr,jen Suprapto, -Jalan Gatot Subroto, Jalan 
Patimura dan Jalan Adi Sucipto (dialihkan pcngembangannya ke ruas 
baru). 

2. pengcmbangan jaringan kolektor selrunder mcliputi ruas pcrtigaa.n 
POSPAL, pcrumahan 'baru di Kelurahan Terau, Jalan Jendcral 

, Soeharto, Jalan Perdamaian, Jaian Beri.ngin.Jalan Uma Patunggul dari 
simpang Jalan Uma Patunggul-Kclurahan Wangga-Lambanapu, Jalan 

·, Airlangga-Jalan Paroki dan Jalan Mayjon Eltari. · , , 
3. pcmbangunan jaringan kolektor sekunder, meliputi ruas simpang 

·p;,rumnas-rcncana rumah jabatan baru Bupati d:an Wakil Bupati. 
c. pe~judan jaringan jalan lokal, mcliputi : 

I. pcogembangan jaringan lokal primer, meliputi ruas Jalan Lctjen S 
Parman dan Jalan Angkasa. ' • 

2. pcngembangan ]aringan lokal sekundcr meliputi ruas Jembatan 
Umaba.ra, KAmpus STIE, Jalan Kecipir, Simpang Jalan Airlangga 
melintasi Pantai.Jalan .Simpang Paroki, Jalan Umb'U Rara Meha.Jalan 
Ir H Doko, Jalan J. E. Tatenglre,ig. Jalan Saroja.Jalan Ram.bu Duka, 
Jalan Pramuka, JalanJ>rof Dr W.Z Yobanes, Jalan Rlhicti.Jalan Umbu 
Tarangaba, Jalan Ramenyiu, Jalan Sclasi.J~a,n Tompclo, Jalan 
Pandan, Jalan Kcncur; Jalan Sriwijaya-Lambanapu, Pcrtigaan 
Kelurahan Wangga-Kantor Kecamatan Kambera, Jalan Hasanudin­ 
Jalan Wanggameti, Jalan Dr SU'tomo clan Jalan Ir H. Juanda. 

3. pcmbangunan jaringan lokal sckunder mcliputi ruas jalan pcnghubung 
di perumahan baru di Kclurahan Tcmu. 

d. perwujudan\jaringan jalan lingkungan dikembangk:an pada selu.rub zona 
perumahanU 

. 
' 

{9) Perwujudan zona pc:runtukon campuran sebagaimana dimaksud pada ayat 
(I) buru.' h, mcliputi pcnataan dan pc:ngcodaliao bangunan sub zona 
pcrumahan dan perdaganganfjasa. 
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I ' 
e. perwujudan jalur moda transportasi meliputi puaat-puaat kegiata.n utama 

dalam perkotaar{Waingapu. 
r. perwujudan jalur pejalan kaki meliputi pads. loka.si-lokasi strategis yaitu 

pusat kota, pusat perkantoran, pusar perdagangan dan jasa dan pusat 
Sarana Pelayanan Umum (SPU) yang berada paua ruas jalan nasioanal, 
ruas jalan kabupaten dan ruas jalan linglrungan. · 

(3) Pcrwujudan jaringan cncrgi/kelistrikan sebagaimana dlruaksud pads. ayat (1) 
huruf b, meliputi : , 
a. pengembangan jarinr,an distribusi primer berupa pengembangan gardu 

induk yang terdapat di Kelurahan Kambajawa blok 2.1. 
b. pengembangan jaringan distribusi sekunder, meliputi : 

I. pengembangan jaringan Saluran Umum Tegangan Menengah (SUTM) 
tersebar di scluruh Sub BWP; dan · 

2. pengernbangan jaringan Saluran Umum Tegangan Rendah (SUTR) 
. terse bar di seluruh Sub ·BWP. . ; \ 
'\4) Perwujudan jaringan tclekomunikasi scbagaimana dimaksud pada. ayat (1) 
,. huru.f c, mcliputi : 

a. JJC]lyediaanjarin~ telekomunikaai telepon nirkabcl, terdiri atae : , 
l. pengendalian ruang di kawasan sekita.r BTS yang tcrsebar di Kelurahan 

Hambala, Kclurahan Kamalaputi, Kelurahan Kambajawa, Kelurahan 
Lambanapu, Kelurahan Matawai dan Keluraban Prailiu meliputi blok 
'l.C, blok !.I, blok l.K, blok 2.K, blok 3.B, blok 3.H dan blok 4. 

2. rencana penycdiaan dan penetapan menara tclekomunikasi BTS. 
b. pengembangan sistem radio sebagaiman.a d.imaksud pada ayat (1) huruf b 

mcliputi : 
l. radio siaran Rcmda di Kelu.rahan Hambala blok l.J; dan · 
2. stasnm radlo pantau di'Kelurahan Hambala blok l.J. 

(5) Perwujudan jaringan air m.inum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
d, mcliputi: · ' ', , 
a. pengembangan pcngelolaan sumber air baku untuk. &ii mlnum terdapat di 

Mata Air Gunung Meja dan Mata Air Mbatakapidu; 
b. pengembangan sistem penyediaan air minum perkotaan berupa sistcm 

jaringan perpipllan yang dikembangkan di seluruh sub BWP; dan 
c. pengembangan bak penampung berupa ba.k penampung atau reservoir di 

Kclurahan TemU: meliputi blok 2,E. ' 
d. pengembangan bangunan penW\ia.og dan bangunan pelengkap di Mata Air 

Gunung Meja, Mata Air Mbatakapidu, jaringan perpipaan di -seluruh sub 
BWP dan reservoir di Kelurahan Temu meliputi blok 2 E. 

(6) Perwujudiui jaringan draiDa.se sebagaimana dimeksud pads. ayat (1) huruf e, 
meliputi : . 

a. pengembangan clan perbaikan jaringan drainase primer tersebar ,di 
Kelurahan Kamalaputi, Kelurahan Matawai, Kelurahan, Wangga, Kelurahan 
,:emu, Kelurahan Kambajawa, Kelurahan Prailiu, Kelurahan Kambaniru, 
Kelurahan Mau Hau, i<elurahan Lambanapu, Kelurahan Mauliru; dan · 
Kelurahan Malumbi meliputi blok l.E, blok l.F, blok I.I, blok l.J, blok 01.M, 

blok 2.A, blok 2.B, blok 2.D, blok 2.E, blok 2.F, blok 2.G, blok 2.H, blok 
. 2.1, blok 2.11, blok 2.M, blok 3.A, blok 3.B, blok 3.F, blok 3.G, blok 3:H, 
-~3.l,bl~3.J,~3.P,bl~3.Q,~3.U,~4.A,~4.C,~4.G, 
blok 4.1, blok 4.;q blok 4.M, blok 4.N, blok 5.A, blok 5.C, blok 5.D, blok 
5.E, dan blok 5.F. I, 

' 

. . 
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Pual42 
( I) Peraturan zonasi bcrfungsi sebagai: · L 

a. perangkat operasional pengenda.lian pcmanfaatan ruang; 

Bagjan Keutu 
Umvm 

BABVIl 
PWTURAJI ZOJ(ASI 

' Bapan Keempat 
Perwaj,ulan Sub Bagian Wilaya.b Perkotaaa Yang Diprioritaobn 

, ' P.enaupvanya ' · 
Pual41 

Perwujudan sub B bagian wilayah perkotaan yang diprioritaskan penanganannya 
scba.gaimana dimaksud dalam Pasal 33 buruf c, meliputi : 
a. pcmbangurian baru prasarana, sarana dan blok kawasan, meliputi : 

I. rencana pena.ngaoan sub 8WP I yang terdapat di· blok 1.8 dilakukan 
-melalui penataan perm,ukiman padat dan kumub. , 

2. rencana penanganan sub 8WP I yang terdapat di blok 1.8 dilakukan 
mclalui Penataan kawasan disekitar pelabuhan rakyat dan pembangunan 
baru pusat pelelangan ikan (PP!). 

3, rencana penangaaan sub BWP 2 yang terdapat di blok 2.0 dilakukan 
melalui pembangunan perumahan baru scrt:a pembangunan prasarana 
penunjangnya. 

4. rencana penanganan • sub BWP 5 yang terdapat di blok 5.A dilakukan 
melalui pengembangan kawasan bandara dan perubahan 'akses jalan 
nasional di depan Bandara Umbu Mehang Kunda. • 

b. perbaikan prasarana, sarana.dan blok/kawasan, melalui penataan di ruas 
jalan dengan pembangunan jalur pejalan kaki dan ta man jalan 

; 

b. pcngembangan dan pcrbaikan jaringan drainasc sekunder tersebar di 
, sepanjangjaJan kolcktor primer dan lokal primer di seluruh Sub BWP. 
, c. pengcmbangan dan perbaikan jaringan drainase tersebar di sepanjang 

jalan kolektor sekunder dan lokal sekunder di seluruh Sub BWP. 
d. pengembangan dan pcrbaikan jaringan drainase Iingkungan tersebar di 

sepanjang jalan lingkungan di seluruh ~ub BWP. . 
(7) Perwujudan sistcm jaringan limbah sebagaimana dii:naksud pada ayat (!) 

huruff, meliputi pengembangan sistem air limbah terpusat dengan rencana 
pembangunan !PAL di Kelurahan Hambala, K.elurahan Kamalaputi, 
Kelurahan Kambajawi, Kelurahan Kambaniru, Kelurahan Lambanapu, 
Kelurahan Malumbi, Kelurahan Prailiu, Kelurahan Temu dan Kelurahan 
WanAAS meliputi : blok I.A, blok l.B, blok I.C, blok I.E, blok. l.F, blok l.M, 
bl*2~~2~~2J,~2~~k2.M,~3B;~3.C,~3~ 
b~k3A~3.~~3.~bhl3.0.~3.Q.~3.U.~k4A~4~ 
blok 4.H clan blok 4.N.. , 

(8) Perwujudan jaringan prasarana lainnya scbagaimana clip,aksud pada ayat (1) 
huruf g, meliputi : · 
a. pengembangan jalur evakuasi bencana; dan , 
b. pengembangan . jaringan persam'pahan yaitu pembangunan Tempat 

Pemrosesan Sampah Terpadu (TPST). 

l 
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( J) Klasifikasi kode zona sc:bagaintaoa dimaksud dalarn Pasal 43 huruf a t.cnliri 
atas : 

a. zona lindung: dan 
b. zona budidaya. \ 

(2) Klasifikasi kodc zooaJindung scbagaiJnana dirnaksud pada ayat (11 huruf a 
mcliputi: * 

a. zona pcrlindungan sctempat dcngan kode :zona PS, rneliputi : 
!. sub zona scmpadan pantai dengan kode sub zona PS-1; 
2. sub zona sempadan sungai dengan kode sub zona PS-2; dan 
3. sub zona sempadan irigasi dcngan kode sub zona PS-3. 

b. zona RTH kota dcngan kode zona RTH, meliputi : 
1. sub zona RTH hutan kota dengan kodc sub zona RTH·l; 
2. sub zona RTH jalur hijau jalan dengan l!ode sub zona RTH·2 
3. sub zona RTH taman kota dengan kode sub zona RTH-3 
4. ,ut, zona RTH Tempat Pemekarnan Umwn dengan kodesub zona RTH· 

4·dan • • , 5. sub zona RTH taman lingkungllll dengan kode sub zone RTH·S. 
c. zona suaka alam dnn cagar budaya dengan kode 20na SC, meliputi : 

I. sub zona ouaka aJiun dengan kode sub zona SC· I; dan 
2. sub zona cagar budaya dcngan kode sub zona SC·2. 

(3) Klas.qil<&si kode zon~ budiday!l seha(!llirnaoa dirneksud pada ayat (1) huruf b 
melipub;\, , 

Paracnf 1 
Kl11iftkaaJ Xode Zou 

Pua143 
Mutcri wujib sebagaimana dimaksud dafam Pasal 42 ayat (2) huruf a, mcliputi : 
o. klnsifiknsi kode zonn; 
b. kctcntunn kcgiatan dan pcnggunaan laha.n; 
c. kc:tcntuan Ulla bangu.nan; 
d. kctcntuan pmMrana dan sarana minimal; den 
c. kctcntuan pelaksanaan. , 

B•pan Kedaa 
llatarl '\Vajlh 

b. n_c-un.n dnlnm pcmbcriun iT.in pcrrw.nf1w.WJ1 runng lc.111:W:tuk di dnlwnnyo n.ir 
right development dnn pcmunCnuum n.ua,ng d.i buwHh uinnh: 

c. acuan dnlcrn pcmbcrinn inscntif da.n disinsent.iJ: 
d. ncuon dnlttm pcngenuun sanksl: do.n 
c. rujukr.n l.cknis dalam pengembangan atau pemanfantnn lnhnn dan 

pcnc:topnn loknsi lnvcr.tas.i. 
(2) Kctc11tu1111 pcratumn wnasi tcrd.iri atas; 

n, mnteri wojib; dan 
b. nu.llcri pilihan. 

(3) Matcri pilihan sebagaimana dimaksud pada aya'. (2) huruf b. ynitu berupa 
keten+uan tarnbahan. 

(•I) KclCI1tuar oemturao ronasi sc~ dimal<sud pada nyat (1) 
sebagaimana tercantum dnl,un lampiran VJ vang mcrupnlmn bogjru, tidak 
tcrpisnhkan dari Pcraturn.n Oacr:lb ini. • 



30 .. 

0 , Pual 45 
(1) Ketentuan kegjatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 43 huruf b, meliputi : 
a. zona lindung; dan 
b. zona budidaya. 

(2) Kctentuan .kegjatah dan penggunaan lahan zona lindung scbagaimana 
dimaksud pl,.da ayat (I) hurul a, meliputi : 
a. zona perlindungan seternpat; 
b. wna RTH kota; dan 1 : 
c. zona suaka alam <Ian cagar buclaya. 

(3) Ketentuan kegiatan dan penggwiaan lahan zona budldaya sebagaimana 
dimaksud pada a:,iat (1) huruf b, meliputi : 
a. zona perwnahan; 
b. zona perdagang,m dan jasa; 
c. zona perkantoran; 
d. zona sarana pelayanan umum; 
e. zona industri; 
r. zona peruntukari kbusus; 
g. zona pcruntukan lainnya; dan 
h. zona peruntukan campuran. Ii 

' Pangraf2 ' 
Ketentuan Keglataa dall ~ 1:"h•o 

' ' 

I ' 

\. 

' 

a. zcna perumahan dengan )<ode zona R. meliputi : 
1. sub zona pcrumaban kepadatan tinggj dengan kode sub zona R·2; 
2. sub zona perumahal} kepadatan sedang dcngan kode sub zona R·:,l; dan. 
3. sub zona perumahan kepadatan rendab dengan kode sub zona R-4, 

b. zona perdagangan dan jasit dengan kodc zona K, meliputi : ' 
1. sub zona perdagangan dan jasa tunggal dcngan kodc sub zona K• l ; 

, dan 
2. sub zona pcrdagangan dan jasa deret dengan kode sub zona K-2. 

c. zona pcrkantoran dengan kodc zona KT, meliputi : 
I. sub zona perkantoran pemerintah dengan kode sub zon'i Jq·l;dan 
2~ sub zona pcrkantoran swasta dcngan kode sub zona KT·2. 

d. zona sarana pelayanan umum dengan kode zona SPU, rneliputi: 
l. sub zona pcndidikan dengan kode sub zona SPU-1; 
2. sub zona transportasi dengan kode sub zona SPU-2; 
3. sub zona kesehatan dengan kode sub zona SPU:·3; 
4. sub zona olah raga dengl!" kode sub zona SPU-4; ·' 
5. sub zona sosial budaya dengan kode sub zona SPU-5; dan 
6. sub zona peobadaian dengan kode sub wna SPU-6. 

e. zona industri dengan kode zona I, meliputi sub zona industri kecil dengan 
kode sub zona 1-3. 1 

r. zona peruntukan < kbusus dengan kode zona KH meliputi sub zona 
pcrtahanan dan kemanan dengan kodc sub zona KH-1 

g. zona peruntukan lai.nnya dengan kode zona PL, meliputi : 
1. sub zona pertanian dcngan kode sub zona PL,. I; dan 
2. sub zona pariwisata dcngan kode sub zona PL,.3 .. 

h. zona pcruntukan campuran dengan kode zona C, mcliputi sub zona 
perumahan dan pcrdagangan/jasa dengan kode sub zona C-1. 

\ 
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(1) Ketentuan kegiatan don penw.~unon lohun podn zonn pcrllndunv;m nelc::mpul 

scbagaimann dimaksud doJom Pn,wl 45 nyut (2) huruf n, rncliputi : 
a, sub zona sempndnn pantni; 
b. sub zona scmpadan nungai; don 
c. sub zona eernpodnn irigo.oL 

(2) Ketentuan kegiutnn dun pcnggunuan Jtllwn f)ndu 1'.'UlJ. ;,imu nc111pu<lu11 JJt111h.1i 
sebagaimana dimnksud pada nynt (I) huruf n, meliputi : 
a. pcrnanfaatan dipcrbolchkon/ dllzlnkon bcrupn l<c:gloton RTH yollu 

sempedanj'penynngga dengun ketenumn KOB puling linAAi acbesnr 5 % 
(lima pernen), KLB p.lling ·tinggi 0,05 {nol korna nol limn), KOH poling 
rcndah 90 % (scmbilan puluh persen) dari lune JJCfHil. 

1 b. peinanfantan bcrsynrat secarn terbatus berupo kcginlnn : 
1. ',taman Iingkungan don jnlur hijnu jelon diizinkun eccurn l.crf?o!sJo 

dengan batasan KDB pnling tinggi scbcsar 1 iv., (HOI.U perscn], K.LB rmhng 
tir;lggi 0,02 (not koma nol dun), 1(01 I' poling rendah 80 % (dclopon puluh 
persen] dnri luns pcrsil dnn perubnhan paling tinggi uub zonu ndolnh 25 
V.. (dua puluh limo pcrscn) dari luus blok; 

2. tempat parkir dan trotonr/pcdcstrion dilzinknn ;,ccora terbutas dcngon 
batasan tidak menggunggu lingkungon sekitarnya, KDB puling tinggi 
sebesar 70 % (tujuh puluh persen], KLB paling l.inggi .o,7 (nol koma 
tujuh), KOH paling rendah LO% (scpuluh pcrscn) dori luas pcrsil; don · 

3. perubahen poling tinggj sub zona ndnlah 25 % (duo puluh lima perscn]. 
c. pemanfaatan bersyarat tertentu ~rupa kcgiutnn : 

I. hutan kota diizinknn dengnn synrol metakaanckan penyuaunan UKL· 
UPL don mendapat rekomendnsi dori BKPRD dc·ni!on kctcntuon KDB 
paling tinggi sebesar I % (oatu pcrscn), KLB paling t.inggi 0,02 (nol ~omo 
nol dua), KOH paling rendah ~O % (dclnpon puluh persen] dnri tuuu 
persil; dan · 

2. taman bermain dan rekreasi diizinkan dcngan syurnl melaksanukan 
penyusunan UKL-UPL, AND/\.LALJN clan mendupat rckomcndnsi duri 
BKPRD. 

d. pernanfaatan yang tidak dipcrbolehkan, mcllputi : 
I. sernua kegiatan pada zona perumahan: 
2. sen ua kegiatan pada zono pcrdagongon-joon; 
3. semua kcgiatan padn zono perkantoran, 
4. sernua kegiatan pada zona industri; 
5. scmua kcgiatan pada zona Sarana Pclayonon Umum (SPU); 
Q. 1'empnt Pemoknmnn Umum; 
7. sernua kcgiulan pu,dii wnu peruntukan luinnya; 
8. semua kegiatan pada zona peruntukan khueus; dan 
9. sernua kegiatan pada zona campuran. , 

(3) K~tentunn kegiatan dan penggunaan lahan pada sub zono scmpadan sungai 
sebagaimona dimaksud pada ayat (I) huruf b, meliputi : 
a. pemanfantan • dipcrbolchkan/ dilzinkan bcrupa kcglutan RTH 

sempadnn/pcnya.ngga .dcngan ketcntunn KO poling tinggi 11Cbcsor 5 % 
(li:na persen), KLB paling tinggi 0,05 (nol komn npl lima), KDH paling 
rendnh 90 % (sen;ibilan puluh pcrscn) dori luas persil,li . 

r 
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b. pemanfaatan bersyarat secara terbatas berupa kegiatan : . 
1. taman lingkungan dan jalur bijau ja.Jan diizinkan secara terbatas 

dengan batasan KDB paling tinggi sebesar l % (saru persen], KLB paling 
tiriggi 0,02 (nol koma nol dua), KDH paling rendah 80 % [delapan puluh 
;:crsen} dari tuas persil dan perubahan paling tinggi sub zona adalah 
25 % Idua, pulub lima persen] dari luas blok; . . 

2. tempat parkir dau trotoarfpedestrian diizinkan secara terbatas deugan 
batasan tidak menggnnggu lingkungan sek:itamya, KDB paling t:in.ggj 
sebesar 70 % (tujuh puluh persen], KLB paling tinggi 0, 7 (nol koma 
tujuh),. KDH pfiling rendah 10 % (sepuluh persen} dari Juas persil; dan 

3: perubahan paling tinggi sub zona adalah 25 % (dua pulub tima persen). 
c. pemanfaatan bersyarat tertentu beruoa kegiatan : 

1. butan kola dilzinkan dengan syarat melaksanakarr penyusunan VKL­ 
VPL dan mendapat rekomendasi dari BKPRD dengan ketentuan KDB 
paling tinggi sebesar l % (satu persen}, KLB paling tinggi 0,02 (nol lloma 
nol dua], KOH paling rendah 60 % (delapan pulub perscn) dari Juas 
persil; dan 

2. taman bermain dan rekreasi, diizinkwt denga.n syarat melaksanakan 
penyusunan lJKL..VPL, ANDALAlJN dan mendapat rekomendasi dari 
BKPRD.. , 

d. pemanfaatan yang tidak diperbolebkan, meliputi : 
1. sem-ra kegiatan pada zona perumahan; 
2. semua kegiatan pada zona perdagangan-jasa: 
3. semua kegiatan pada zona perkantoran, 
4. sernua kegiatan pada zona indusbi; 
5. semua kcgiatan pada zona Sarana Pclayanan Vmuui (SPV); 
6. Tcmpat Pemakarnan Umum; 
7. semua. kegiatan pada zona peruntukan lninnye.; 
8. sernua kegiatan pada zofla peruntuka.n khusus; dan 
9. semua kegiatan pada zona campuran. 

(4) Ketentuan kegiatan dw, pcnggunaan lahun pada sub zona sempadan irigasi 
sebagairnana dimaltsud pada ayat (1) huruf c, meliputi: ' 
a. pcmanfaatan diperbolehkan/diizinkan berupa kegiatan RTH 

sempadanfpenyangga 'dengan kctentuan KDB paling tinggi sebesar 5 % 
[Iima pcrsen), KLB paling tinggi 0,05 (no! koma nol lima}, KOH paling 
rcndah 90 % (ser.ibilan pulub perscn) dari luas pcrsil. · 

b. pemanfantan bersyarat secure terbatas berupa kegintan : 
I. pertanian lahan basah, pertanian lnhan kcring, hortikulturo dan 

perekebunan diizinknn seeara terbatas dengan batasan fungsinya 
mcrupakan saling melen&Jropi; dan · 

2. perubahan paling tinggi sub zona adalah 25 % (dua puluh lima persen) 
dari Juas blok. 

c. pemanfaatan bersyarat tertenru berupa kegiatan BTS dilzinkan dcngan 
syarat penyusunan mclaksanakan penyusunan VKL-VPL, ANDALALIN, 
dan mendapat rekomendasi dari BKPRD juga mendapatkan persetujuan 
selurub warga pada area radius tinggi menara BTS yang dibuktikan 
dengan Serita Acara asli, serta persyaratan kompcnsasi yang disetujui 
bersama antara pihak Operator dcngan warga dalarn radius mcnara BTS 
tcrsebut atau untuk peraturan lebih detail mengenai ha! ini akan diatur 
dengan Pcraturan Bupati. l 

d. peinwif1Wtan yang tidak dipc:rbolehk .. n, mcliputi : 

' ' 

. 
' 
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(1) Ketentuan kegiatan dan penggunan tahan pada zona RTH Kota sebagaimana · 

dimaksud dalam'Pasal 45 ayat (2) hurufb. meliputi: , · 
a. sub zone. RTH hutan kota; 
b. sub zcna RTH jalur hijau jalan; 
c.' sub zona R1'H taman kota; 
d. sub zona RTH Tcmpat Pemakaman llmwn; clan 
e. sub zona RTH taman lingkungan. 

(2) Ketentuan kegiatan dan peoggunaan Iahan pada sub zona RTH ,hutan kota 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( t) huru! a, meliputi : 
a. pemanfaatan diperbolehkanj'diizinkan berupa kegiata.n 'hutan kota, tarnan 

lingkungan, jalur hijau, laroan kota, TPU dan sempadan/pcnyangga 
dengan ketentuan KDB paling tinggi sebesar I % [satu persen), KLB paling 
tinggi 0,02 (not koma no! dual, KDH paling rendlih 80 % (dels.pan puluh 
persen] dari luas persil. s · 

b. pemanfaatan bersyarat sccara terbatas bcrupa kcgiatan : 
1. bumi perkemahan ,diizinkan secara tcrbatas dengan batasan tidak 

mengganggu Iingkungan sekitarnya, KDB paling tinggi sebesar 70 % 
(tujuh puluh ~n), KLB paling tinggi 1,4 (satu koma empat), KDH 
paling rendah 10 % (sepuluh persen) dari tuas persil; 

2. tempat parkir dan trotoar/pcdestrian diizinkan secara terbatas dengan 
batasan tidak mengganggu lingkungan sekitarnya, KDB paling tinggi 
sebesar 70 % (tujuh puluh persen), KLB paling tinggi 0,7 (not koma 
tujuh), KDH paling rendah 10 % (sepuluh persen) dari tuas persil; dan 

3. perubahan paling tinggi sub zona aclalah 25 % (dua puluh Jima pcrsen). 
·· c. penianfaatan bersyarat tertentu berupa kegiatan : 

1. taman hiburap. diizinkan dengan syarat melaksanakan penyusunan 
UKL-UPL, ANDALAL,!N dan mendapat rekomendasi dari BKPRD derigan 
hcf.entuan KDB paling tinggi sebesar' 70 % (tujuh puhlh persen), 1(1,6 
paling tinggi 0,7 (no! koma tujuh), KOH paling rcndah 10 % (sepuluh 
persen) dari tuas persil; 

2. taman bermain dan rekreasi diizinkan dengan' syara.t melaksanakan 
penyusunan llWllPL, ANDALALIN dan mendapat rekomendasi dari 
BKPRD; dan . , 

3. wisata alam cl,n wisata buatan diizinkan dengan syarat rocls.ksanakao 
penyusunan UKL-llPL, · ANDALALIN dan mendapat rekomendasi dari 

' BKPRD dengao k~tentu~ KDE! paling tinggi sebesar 40 % (e'?pat puluh 
persen), KLB paling sedil<it 0,8 •(no! k~rna delapan), KDH paling rcndah 
10 % (sepuluh peraen) dari luas persil-i., • 1 

. . 

l. semua kegiatan pada zona perumahan; 
2. semua kegiatan pada zona perdagangan-jasa; 
3. semua kegiatan pada zona perkantoran; 
4. semua kegiotan pada zona industri; 
5. semua kegiatan pada zona Sarana Pel.ayanan llmum (SPll); 
6. semua kegiatan pada zona RTH kecuali sempadan/pcnyangga; 
7. semua kegiatan pada zona RTNH; , . 
8. scmua kegiatan pada zona peruntukan lainnya kecuali pertanian 

Iahrn basah, pertanian tahan kering, hortikultura dan perekebuna.n; 
9. semua kegiatan pada zona peruntukan khusus kecuali BTS; dan 

10. semua kegiatan pada zona campuran . 

I ' 
' 
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d. pcmanfaatan yang tidak diperbolchkan, mcliputi : 
1. seroua kegiatan pa.da zona perumahan; 
2. semua _kegiatan pada zona pcrdagangan dan jasa kccuali taman 

hiburan dan bumi pcrkcmahan; 
3. semua kcgiatan pada zona perkaotoran; 
4. semua kegiatan pada zona industri; 
5. scmua kegiatan pacla zona Sarana Pclayaruui Umu.o, (SPL'); . 
6.' semua kcgiatan pada zona pcruntukao lainnya kecuali wisata alam dan 

wisata buatan; 
7. semua kegiatan pada zona peruntukan khusus; dan 
8. semua kegiatan pada zona eampuran. . 

(3) Ketencuan kegiatan dan penggunaan lahan pada sub zona RTH jalur hijau 
jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi : 
a. pemanfaatan diperbolehkali/diiziokan berupa kegiatan jalur hijau, hutan 

kota, taman ling]rungan, taman kota, TPU clan sempadan/penyangga 
dengan kctcntuan KDB paling tinggi sebesar I % (satu person), KLB 
paling tinggi 0,02 (ndl koma no! dua], KDH paling rendah 80 % (delapao 
puluh persen] dart Juas persil. 

b. pemanfaatan bersyarat secara terbatas berupa kegiatan : 
I. tcmpat parkir dan trotoar/pcdestrian diizinkan secara terbatas dcngan 

batasan tidak mcngganggu lingkungan sekitamya, KDB paling tinggi 
sebesar 70 % (tujuh puluh person), KLB paling tinggi 0, 7 (nol koma 
tujuh), KOH paling rcndah 10 % (sepuluh persen) dari luas persil; dan 

2. -perubahan paling tinggi sub zona adalab 25 % (dua puluh lima: persen). 
c. pemanfaatan bersyarat tcrtcntu berupa kegiatan : • 
d, pemanfaatan yarig tidak diperbolehkan, nicliputi : 

1. ,semua kegjatan pada zona perumahan, . 
2. semua kegiatan pada zona perdagangan dan jasa; 
3. -semua kegiatan·pada zona perkantoran; 
4. semua kcgiatan pada zona industri; . 
5. semua kegiatan pada zona Sarana Pclayanan Umum (SPU); 
6. semua kegiatan pada zona RTNH kecuali iempat parkir dan 

trotoar/pedes_trian; 
7. semua kegiatan pada zona perunrukan Iainnya; 
8. semua kcgiatan pada zona perunn1kao khusus; dan 
9. semua kegiatan pada zona eampuran. 

(4) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada sub zona RTH taman kota 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi : 
a. pemapfaatao dipcrbolehkan/ diizin\<"n berupa kcgiatao taman kota, h\Jtan 

kota, · taman lingkungan, jalur hijau, TPU dan sempada.n/pe11yru1gga 
dengan ketentuan KOB paling tinggi sebesar 1 % (satu persen), KLB paling 
tinggi 0,02 (no! koma no! dua), .KDH paling rendah 80 % (delapan puluh 
persen) dari luas persil. 

b. pemanfaatan bersyarat secara terbatas berupa kegiatan : . 
I. bumi perkemahao diizinkan secara terbatas dengan batasan tidak 

mcrgganggu lingkungan seki.tarnya, KDB paling tinggi sebesar 70 % 
(tujub puluh persen], KLB paling tinggi 1,4 (satu ty>ma empat], KOH 
paling rendah 10'% (sepuluh perscn) dari luas persil;~ , 
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2. tcmpat pnr-kir dan l.roloor/ped.e11trlJJn dihinkmt vatrr, rerbo&n.:, dc.nw.n 
batasan tldl)k: mc.n~n.gli{\., lin,clcung.rm M:.kllumyu. KOU puJlnq tllw,ti 
sebesor 70 'II. (tu;uh puluh persen], KU3 pnlln~ tlnw 0.7 (nol kornn 
tujuhJ, 1,:011 p.,'lng rendnh JO '9 focpuluh ixr..,n) dnri lwu per.ii, <Inn 

3. perubnhan pnlin11 tl.nggi sub :onn adnlah 25 % (dun puluh lirnA 
J)Cr"M'n). 

e, 1:,c;m.infa,tuu, bc.rsyarnt tcrtentu bcrupa kegUuan ; 
I. tnm.m hiburan diizinkan dcngan syarn I mdabarutltnn pcnyuaunnn 

UKlrUPl., ANOALAUl'i dan m<endapnt rekcmendast dnri BKPRO dengnn 
kctcntuan KDB palitlf! Unggi sebesar 70 % (cujuh puluh pcnen), KLl3 
paling tlnggi 0.7 (nol kama tujuh), KOH pnling rcndah 10 % (scpuluh 
PCrKn, dan lu."13 pereil: 

2. t.aman bcnnain d.an n:krcaa.i diizink:u.n dcngan syn.nil mclA.ksnrudc.un 
p.-nyuaurmn UKL-UPL. AIIOAUJJJ< dan mcndaJ)ilt rckomcndMi dnri 
l)KPRO; dnn 

J. wiaota buntnn dcngan •ynrat mcla.banaJmn penyusunnn UKlrUl'L, 
ANOALA.UN dnn mcndnpnl rckomcndn,i dnzi BKPRD dcngnn kctcntunn 
KOO r•ulinK Un~ sebesar 40 % tc:r:npal puluh pcni,,;:n}, KU3 pa,li11t,t ""lllP 0,8 (nol kom,, delapan], KDH paling rendah 10% (ocpuluh pcnocn) 
dnri JUJU\ persi]. 

d. pcmnnfn,,tnn yang tWnk diperbolehkan. mcliputi : 
I. eemuu kegintan pada zcna pcrwnnhan; 
2. scmua kcgi,tt.o.n pada zona pctdagangan dan jasa kecuali raman 

hibumn dun bum.i pcrkcmaha.n; 
3. semua kegintan pada zonn perkanteran: 
.: . semua kegiatan pada zona industri; 
5. semun kcgiatan pada zona Sarana Pelayanan Umwn (SPUJ; 
6. seeeue kcgint.o.n pndn zonn pcruntukan Jainnya kccuali wisata bu.awn; 
7. scmwi kr:giatan pada zona peruntukan khUSU$; clan 
8. scmua kcgiatan pada zona campuran. 

(5) Ketentuan kegiatan dan pcnggunaan lahan pada sub zona RTH Tcmpat 
~ Umum sebagaimana riimak:sud pada ayat ( l) huruf d, mcliputi : 
a. pcman aatan dipcrbolehkan/di.iz:inkan berupa kegjatan Tcmpat 

Pcrnaknman Umum. but.an kota, taman lingkungan. jalur hijau, taman 
keia, clan scmpaclan/pcnyangga dengan ketentuan KDB paling tinggj 
sebesar I % [saru persem, KLB paling scdilcit 0,02 (ool koma nol dual, 
KDH paling rendah 80 % (dclapa.~ pu!uh per-sen) dari luas persil, 

b. pemaafaatan bers)-arat sccara tabatas baupa kegiatan : 
!. <=pat parl<ir clan tr<>taar / JXdeso'ian diizinkan seeara terbatas dcngnn 

bara,...n tidak mcnasa,iggu li.oglrunga,l sekitarnya, dengan ketenruan 
KDB po.ling tinj!gi scbesar 70 % (t11juh puluh per,,=), KLB paling tinggi 
0, i (nol kotll!l tujuh), KDH paling rcoclah IO % fsepuluh pcnocn) darl 
luaa pcnil; clan 

2. perubahan paling tinl!lli eub zona ndnJah 25 % (dun puluh limn) perscn. 
c. pcmanfaat.an bcrsyanu llltcntu bcrupa ~uin : • 
d. pcmanfaa.tan Y"1\& tidak dlpcrb<>lchkAn, me.liputi; 

I. scmua kcgjntan pad4 zonn pcrumaha.n; 
2. scmua kcgiatan pada zonn ixrdngnngan dan jasn; 
3. scmua kegjatan pada mna ixrkanmrun; 
4. scmua la:giatnn pada mna indus,;ri; l 
5. sanua la:giaum pada mr'.a ""'"""" JXl,,y-dJUUl wnum:i, 
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, Pua! 48 . 
( I J Ketentuan kcgiatan 'dan pcnggunaan lnhan pada zona suaka alam dan <:"far 

buday,i r•bagainlana dime.ksud dalam Posa! 45 ayat (2) huruf.c, melipuli :t, 

' 

• • 

6. semua kcgiatan padu wna RTNH kecuali tempat parkir don 
trotoar I pedestrian; 

7. semua kegiatnn padn ?.Onn pcruntu.ko..n lnin.nyo: . 
8. sernua kegiutnn iZ.Oda zono pcrunrukan khusus: don 
9. scmun. kcgiutan pada rono campuran. 

{6} Ketcntunn kegiatnn dnn penggunnan lahan padn sub :r.onn RTH tomnn 
lingkungo.n scl>agai11u.1na dimakeud pada nyat ( 1) buru.C c. incliputi : 
a. pemanfaatan dipcrbolchkan/diizinknn berupa kegialD.n r.nman Lingkungan, 

hutan kota, jalur hljau, taman, kota, TPU dan scmpndan/pcnyangga 
dengan kctentuan KDB paling tinggi scbesar I % (satu pcrsen), KLB paling 
tinggi 0,02 (nol koma nol dual, KDH paling rendah 80 % (delapan puluh 
pcrscn) dari luas persil. ' 

b. pemanfaatan bersyarat secara terbatas berupa kegiatan : 
I. bumi perkemahan diizinkan secara terbatas dengan batasan tide.I< 

mengganggu !ingkungan sekitamya, XOB paling tinggi sebesar 70 % 
(tujuh puluh person), KLB paling rcndahl,4 [satu koma empat), KDH 
paling rcndah 10 % (sepulub persen) dari luas persil; . 

2. tcmpat parkir dan lruluar/pc.::t.lc=.Lriw1 diW.nkan secara lerb«Wl:i dengan 
batr san tidak' mcngganggu lingkungan sekitarnya, KDB paling tinggi 
scbcsar 70 % (tujuh puluh person), KLB paling linggi 0,7 {nol koma 
tujuh), KDH'paling rendah 10 % (scpuluh persen) dari luas persil; dart 

3. perubahan paling tinggi sub zona adalah 25 % (dua pulub lima pcrsen). 
c, pcmanfaatan bersyarat tenentu bcrupa kegiatan : ' 

l , tamsm hibumn diizi.nkan dengan syarat melaksana.kan pcnyusunan · 
UKL-UPL, ,\NDALAL!N dan mendapat rekomendasi dari BKP,RD dengan 
ketentuan KDB paling nnggi sebesar 70 % (tujuh puluh persen), KLB 
paling t,nggi 0,7 {no! koma tujuh), KOH paling rendah 10 % (scpuluh 
persenl dari luo.s persil: , 

2. taman bermain dan . rekreasi d.iizinkarl dc:ngan syarat melaksanakan 
penyusunan UKL-UPL, ANDALALIN dan mendapat rekomendasi dari 
BKPRO; dan ' 1 , 

3.' wisata buatan diizinkan dengan syarat melaksanakan penyusunan 
UKL-UPL, ANDALALIN dan mendapat rekomendasi dari BKPRD dcngan 
ketentuan KDB paling tinggi sebesar 40 % (empat puluh persen), KLB 
paling tinggi 0,8 {nol koma delapan), KOH paling rendah 10 % {sepuluh 
persen) dari luaa persil. 

d. pemanfaatan yang tidak di~rbolehkan, meliputi : 
l. semua kegiata.n pada zcna perumahan; 
2. semua kegiatan pada zona perdagangan dan jesa kec...ali taman 

hibu.ran dan bumi perkemahan; 
3. semua kegiatan'pada zona perkantoran; 
4. semua kcgiatan pada zona industri; 
5. semua kegiatan pada zona Sarana Pelayanan Umum (SPU); 
6. semua kegiatan pada zona peruntukan lainnya keeuali wisata buatan; 
7. scmua kegiatan pada zona peru.ntukan khusus; dan 
8. semua kcgiatan pada zona campuran. '• 

. . 
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. 
a. pc:manfaatan dipcrbolehkan/ diizinkan bent pa • kcgiatan rumah 

bordasarkan klasi6kasi khusus berupa kampung adat dan kegiatan RTH 
bcrupa wnan lingkungan. 

·.. b. pemanfaatan bersyarat secara terbatas berupa kegiatan : 
1. ~ta.man lingkungan diizinkao secara terbatas dengan batasan tidak 

mcngganggu Jingkungan sekitarnya, dengan ketentuan KDB paling 
• tinggi sebesar- l % (satu persen), KLB paling tinggi 0,02 (nol koma nol 
duaj, KDH paling scdikit 80 % (delapan puluh persen] dari Juas persil ; 

2. teinpat parkir dan trotoat/pedestrian diiziokan seeara terbatas dcngan 
~tasan tidak ceogganggu lingkungan sckitamya, dcngan ketentuan 
KDB paling tinggi sebesar 70 % (tujuh puluh persea), KLB paling tiuggi 
0,7 (nol koma tu_iub), KDH paling sooikit 10 % (sepuluh persen) dari 
luas persil; dan · • 

3. perubahan paling sedikit sub zona adalah 25 % (dua puluh lima 
pc-rsen). \ . · 

c. pemanfaatan boreyarnt tertentu berupa kcgiatan wisata buaU>.n dilzinkan 
dcngnn syarat melaksanakan pcnyusunan UKL-UPL. ANOALAUN dan 
mcndnpat rekomcndasi dari BKPRD dcngan ketcntuan. KDB paling sedikit 
sebcsar 40 % (empat puluh persen), KUl paling tinggi 0,8 (nol koma 
dclapan), KDH paling sedikit 10 % (scpuluh persenl dari luas persil. 

d. pemaiuaatan yang tidak diperbolehknn, meliputi : " 

a. sub zone sun.ku nJo.m: dun 
b. sub 7..Qnn cngor budayu.. 

(21 Ketcntuon kegintnn dan pc:nggun41Ul laJuin pada sub zone aullkn nlam 
scbagaimann dimcksud pada ayat ( 11 hwul a berupa kawusnn pantai 
bcrhuton bnknu, mc1iputi: 
u. pcmon.·nntnn dipcrbolehkan/d_lizinkan berupa kcginlan RTH 

s~mpmJan/ pcnyangga dcngan keientuan KDB paling tingg.i sebesur S % 
(hmn perscu], KLB paling tinggi 0,05 (nol koma nol Lima). KOH poling 
rendah 90 % (scmbilan puluh pc:rsen) dari luas perslt .. 

b. pemanfeatan bersyarar secara terbatas berupa kegiatan : · 
c. pemanfaatan bersyarat tert.cntu berupa kegiatnn v.'1!w'H:tt lUam dii.zinkan 

dengan syarnt metaksanakan pc:nyusunan UKlrUPL, ANDALAUN don 
mendapat rekomendaai dari BKPRD dcngnn ketcntuan KDB poling tinggi 

. sebesar 40 % (cmpat pulub persen), KL8 paling tinggi 0.8 (nol komn 
delnpan), KDH paling n:ndnh 10 % (sepuluh pcrscn) dari luas persil. 

d. pcmanfontan yang tidak dipcrbolehkan, mcliputi : 
I. scmua kcgiatan pac.la zonn pc:rumahan: 
2: sernua kc:gU:11..un pada zcna ~rdagangan·ja~i 
3. scmua kcgiawn padn zoos perkantoran; 
4. scmua. kcgitu..on pada zona indusl.ri; 
5. semua kcgiatan pads zona Sarana Pclayanan Umum (SPU); 
6. sernua kegiatan pada zona RTH kecuali sempadan/pcnyangga: 
7. sernua kcgiatan pada zona RTNH: 
8. semuo kegiatan pada zona perunrukan lainnya kecuali wisate alam; 
9. scmua kegiatan pada zona pcruntukan khusus; dan 
10. semua kcgiatan paaa zona campuran. 

(3) Kctcntuan kegiatan dar; penggunaan lahan padn sub zona cagar budaya 
scbagaimann dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa krunpung adat, meliputi 

• 
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(1) Ketentuan kcgiatan dl!D penggunaan Jahan pada zona perumahan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 a,i•at (3) huruf a, mcliputi : 
a sub zona perumahan kepadatan tinggi; 
b. sub zona perumahan kepadatan sedang; dan 
c. sub zena perumahan kcpadatan rendah. 

[21 Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada sub zona pcrumahan 
kepadatan tinggi sebagaimana dimaksud pada aynt (1) huruf a merupakan 

, pcruniahan dengan jumlah antara 100 (seratus)·l.000 · (seribu) 
ruma!>/bcktar, meliputi : 
a. pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan, semua kegiatan pada zona 

pcrumahan dengan kctentuan KDB paling tinAA;i sebesar ·80 % (delapan 
puJuli persen) KLB paling tinggi 1,6 (satu koma enam), KDH paling rendah 
10 % (sepuJuh person) dari luas persil. 

b. pemanfaatan bcrsynrat secara terbatas berupa kegiatan a 
1. kios, warung toko} jasa minima.rkct pcrdagangan dan jasa penunjangan 

parlwisata diizinkan secara terbatas denga.n bato.san tidak mengganggu 
lingkuragan sekitarnya, dengan ket.c:nluun KDB paling tinggi eebeser 70 
% (tujah puluh persen), KLB 1,4 (sacu koma empat), KDH paling 

·· rendah 10 % (sepuluh persen) dari Iuas persil; 
2. kantor pos, kantor Iembaga keuangan, kantor partai, kantor konsultan, 

kantor notaris, kantor yayasan dan kantor swasta diizinkan sccara 
terbatas dengan batasan tidak mengganggu lingkungan sekitarnya, 
dengan ketenruan KDB palin~ tinggi sebesar 60 % (enam puluh 
persen), KLB·paling tinggi 1,2 (sacu koma dua), KDH paling rendah 10 
% (scpuJuh perscn) dari luas persil ; 

3. PAUO/Play Group, TK, SO/Sederajat clan SMP/Sederajat diizinkan 
secara terbatas dengan bataaari tidak mengganggu lingkungan 
sckitarnya, dengan ket.entuan KDB paling ,tinggi sebesar 60 % (euam: 
p'uJuh persen), KLB paling tinggi 1,2 (satu kom.a dua), KDH paling 
sedi'tit 10 % (scpuluh persen) dari luas persil; 

4. Puskesmas, _puskcsmas pembantu, posyandu, balai pengobatan, pos 
kesehatan, praktek doktcr, praktek bidan, poliklinilc, panti rchabilitasi 
narkoba, PMI, toko ol>at/ apotik diizinkan secara terbatas dengan 
batasan tidak mcngganggu lingkungan sekitarnya, dengan ketentuan 
KDB paling tinggi scbesar 60 % (enam puJuh persen), KLB paling tinggi · 
1,2 (satu k?ma dua), KDH paling sedikit 10 % (sepuJuh persen) dari 
luas persil ; l, . 

· 1. sernua kegiatan pada zona pcrumahan kecueji rumah berdnsnrkun 
klasifikasi khusus; 

2. scmua kegiatan pada zona perdagangan dan jaso.; 
3., semua kegiatan pada zona perkantoran; 
4. semua kegiatan p.ada zona industri; 
S. semua kegiata:n pada zona sa.rana pelayanan umum,' 
G. semua kegatan pada zona RTH kecuali teman Hngkungon; 
7. semua kcgiatan pada zona RTNH kecuali taman, bermain dan rekreasi; 
8. semua kegiatan pada zona peruntukan lainnyo. kecuatt wlsata budayn; 
9. scmua kegiatan pada zona peruntukan khusus; dan ' 
10. semua kegiatan pada zona campuran. 
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' 5. lapangan ol.a.h <raga diizinken secara terbatas deogan bntasan tidak 
mcngganggu lingkungan sekitamya, dengan ketentuan KDB paling 
tinggi sebesar 60 % (enam puluh persen), K.LB paling tinggi 1,2 (satu 
koma dua), KDH paling rendah IO % (sepuluh perscn) dari luas persil ; 

6. sanggar kesenian, balai pertemuan, pusar infonnasi wisata, lembaga 
sosial dan lcmbaga kernasyarakatan dilzinkan secara terbatas dcngan 

.batasaa tidak uaengganggu 1i11gku.nga,1 scldto.rnya, dengan ketentuan 
KDB paling tinggi sebesar 60 % (enam puluh perscn), KLB paling tinggj 

~l.2 (saru korna dua), KDH paling sedikit 10 % (sepuluhpersenj.dart 
luas persil i 

7. masjid dan gereja diizinkan secara terbatas dcngan batasan tidak 
.mcni:ganggu lingkungan sekitamya, dengan kctentuan KDB pali~ 
tinggi sebesar 60 % [enam puluh persen), KLB,paling tinggi 1,2 (satu 
koma dun), KDH. paling sedikit 10 % (sepuluh perseo) dari Iuas persil ; 

8. ta.man lingkungan dan jalur hijau jalan diizini<an secara terbatas 
dengan batasan diperuntukan untuk aktivitas RTH, dcngan ketentuan 
KDB P.aling tihggi sebesar 1 % (satu persen), K.LB paling tinggi 0,02 (no! 

, koma no! due), KDH paling Scdikil 80 % [delapan puluh persen) dari 
luas persil. , 

9. tempat parkir dan trotcar/pedeetrian diizinkan secsra terbatas dengan 
batasan tidal< mcngganggu ling)Nngan sekit:arnya, KDB paling tinggi 
sebesar 70 % (tujuh puluh persen}, K.LB paling tinggi 0,7 (nol korna 
tujuh], KOH.paling sedikit 10 o/.,;(sepuluh pen;en) dari luas persil; 

10. pert.anian Jahan basah, pertanian lahan kering. bortilrultra dan padang 
pengembalaan dii%inkan secara terbatas dcngan batasan diperuntukan 
untuk aktivitas RTH; dan ' 

11. perubaban paling tinggi sub zona adalah 2~ % (dun puluh limo. person) .. 
c. pemanfaatan bersyarat tertentu berupa kcgiatan : · 

1. pertckoan, ruko, pergudangan pcnyimpanan barang dagangan, dan 
pusat pelelangan ikan diizinkan dengan syarat melaksanakan 
penyusunan· UKL-UPL, ANDALAUN dan mendapat rekomendasi dari 
BKPRD dengan ketentuan KDB paling tinggi sebesar 70 % (tujuh puluh 
person), KLB paling tinggi 1,4 (satu koma cmpat}:KDH paling rendah 
10 % (sepuluh persen] dari Iuas persil; 

2. SPBU diizinkan dengaJ:> syarat melaksanakan penyusunan IJKL.UPL, 
ANOALALIN dan mendapat rekomendasi dari BKPRD dengan kctentuan 
KDB paling tinggj sebesar 70% (tujuh puluh persen}, KLB paling tinggi 
1,4 (satu koma empat], KDH paling rend.ah 10 % (scpuluh persen) dari 
luns perail, jljlllia.bnya dibatasi 3 (tiga) unit untuk seluruh perkotaan; 

3. pasar dao supermarket diizinkan dengan syarat melaksanakan 
penyusunan UKL-UPL, ANDA.LAUN dan mcndapat rekomendasi dari 

• BKPRD dengan ketentuan KDB paling tinggi sebesar 10 % (tujuh puluh 
persen), KLB paling tinggi 1,4 (satu koma empat), KDH paling tinggi 10 
% (sepuluh persen) dari1 luas pen;il, jwnlahnya dibatasi hanya l (satu) 
untuk sctiap Sub BWP; 

4. stasiun radio diizinkan dengan syarat melaksar!akan penyusunan UKL­ 
UPL. ANDALALIN dan mendapat rekomcndasi dari BKPRD dcngan 
ketentuan KDB paling tiilggi sebesar 60 % (cnam puluh persen), K.LB 
paling tinggi 1,2 (satu jroma dual, KOH paling rcndah IO % {scpuluh 
pen=) dari luo.s per,ill;I, 

' 

. 
' 
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5. t~muu jr,ni,1 kc;,Jotun di ;,nno lndun1,i tJiizinkm, tJr.n11p11 rt'jJJffll 
nu: lo kN1 rn I knn pcny unu lllJ n UK l,.- UM ... , AU OA I..A I.J ti <hw ,,.,,rufo po..1 
rekomendnal durl RKPRD dcnv;Jn k:ctentw1n Kl>IJ pi,Hriv. rJny,.ei net,-:.~ur 
70 % (tuJuh puluh pcre,:onJ, KUJ pu.lfr1;1, Unyy) J ,1 (r.tJ!,.1,J korm, ,;mpat), 
KOH polinv. rcndoh I()%, (ncpuluh p,,rocnj cforl lu11• per nil: 

6. SMA/Sedcrnjut, Pcrv.un1rm TinvY.i/ Akt,t!cmlk, .... dwlah pcnditHk:m 
klrunun, t.hm fJCfJiUtuJIJ1kwm umum dli;,;,,b,u cJ.e,1r;,11 uy,,n.,l 
mcloknam,Jwn pcnyununun UKJ,.UPI,., ANOAU.l,111 dnn ,ncnd;,pot 
rc~omr.nrJonl durf OKPRD dcny;tn ketentuan KOO p:,Jfn~ linl',V) ~l,e,~t 
6() % [enarn 'puluh pcrscn], KLB p:,JJnv. llnw 1,2 ("'1tU korna dua), KOH 
paling rcndnh l O % tr,r.puJuh pcnw:n) d1,ri IWlA pcnil jumluhny;, 
dtbatnui hnnvn I {SIJlu) untuk ri.ttiuP bub 8WP; 

7. tcrmins,l diizinksm dengan IIJllrat mclak.NJ.n.ubn penyununnn UKI.,-UPl,1 

ANOAI..AUN dan m.cndr,ptJl reJr..omendani d1,ri BKPRD denzan ke1.ct1wt.1n 
KDB puling linggi sebeear 60 % (enam puluh pcnv:nJ, KLll poling 
tinP. y 1,2 (aatu korna dun], KDH J)(lling rcndah 10 % (oepuluh persen] 
do.ri luau pc,roll, jumlnhnya dibataui hanya I (wtu) untuk r.etiap Bub 
BWP; 

8. rumnh rawtit, rumah eaklt bcta.:a..lin, rumah au.kit guwat darurat, 
tebormorfum kcschntan daJ'\ rumah 8a:Jdt hewan dH:;dnkan dengan 
•ynrat mclnknonakan penyusunen UKJ,.UPL, ANOAU.Url dan 
mc:ndapat rekomcnda&i dari BK.PRO dcngan kct.entuan KOS p::iHng 
tin!lllJ ucbc,..,, 60 % (cnam puluh pcrscn), KLB poling unw 1,2 {saru 
komn duo), KDH p:,ling rcndoh 10 % (8CJ>uluh per""") dnri Juae pe,•il 
juml.ahnya dibataal h.unya I {83W) untuk utiap Sub BW.P; 

9. gcdung o)ah rrJ.ga dan atadion olah raga dHzinY.an dengan syara.1 
mclakoanalro.n penyusunan UKJ,.UPL, ANDALALIN dan mcndapat 

. rckomendru,i dn.ri BKPRO dengan ketcntuan KDB paling ti.nggi eebesar 
60 % (enam puluh pcr..,n), KLB paling tinggi 1,2 ('"'tu koma dua), KDH 
paling rcndah' 10 % (scpuluh J)CTIJCll); 

IO. gedut,g kescnlan, gcdung eerbaguna dan gedung pertemuan diizinkan 
dengan syarat mclakaanak= pcnyusunan UKJ,.UPL, ANOAU.l..lN dan 
mcndapat rekemendasi dari BJ<PRO dcngan' ketentuan KDB paling 
tinggi sebeser 60 % (eru.m puluh pcrscn), KLB paling tinggi 1,2 (saw 
k.oma duaJ, KDH paling tinggi 10 % (scpuluh peTSen) dari luaa persil; 

11. taman k.ota dan tempat pemakaman umum diizinkan <m>gan syarat 
melaksanakan pcnyusunan UKl,-UPL, ANOAU\l..lN dan mcndapat 
rekomendasi d;>.ri BKPRD dcnsim ketcntuan KDB paling tinggi eebesar 
1 % (l)atu peraen), KLB paling tinggi 0,02 (noJ. koma nol dua), KDH 
poling rendah 80 % (delapan puluh person) dan peruntukannya untuk 
aktivi"'3 Rn!; dan . 

12. kcgiatan zona campuran yaitu pcrumahan dan pcrdagangan/jasa 
diizinlcan dcngan syarat mclakaanakan penyusunan UKJ,.UPL, 
ANDAU.LIN dan mendapat rckomcnda•i dari BKPRD dcngan ketentuan 
'KDs paling tingiti aebcaar 70 % (tujuh puluh perscnJ, KLB paling tinggi 
.1,4 (aatu komn empat), KDH paling N!J!dah 10 % (scpuJuh·penoenJ dari 
lua11 pernil, jumlahnya dlbataai hanya I (aatu) untuk oetiap Sub BWP. 

d. pcrr.a,faatan yang tidak dipcrbolehkan, 'meliputi: • 
I. kcgiatan pada zona perdaganpn dan jaoa untuk kegiatan uunan 

hiburon dan bumi pcrkcmnhcm;L, 
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untuk kegiatan hutan kota dan 

2. kegiatan pada zona perkantoran untuk kcgiatao kanlor provinsi, 
kantor kabupaten, kantor kecamatan, kantor kelurahan, kantor 
POLRES, kantor POLSEK. kantor KODIM, kantor KORAMJL, kantor 
kejaksaan · dan- pengadilan, kantor stasiun hujan, kantor 
telekomunikasi dan kantor kclistrikan; ' 

3. kegiat.an pada zona Sarana. Pclayanan Umum (SPUJ, meliputi kegiatan 
pada sub zona transportasi untuk kegiatan pelabuhan dan bandar 
udara· · 

' 4. kegiacan pada zona ' RTH 
sempad;m/penyangga; 

,5. kegiatan pada zona RTNH untuk kegiat.an taman bcrmai.n dan rckreasi; 
6. semua kegiatan pada zona peruntukan lainnya untuk k~tan wisata 

alam, wisata buatan clan wisata budaya; dan 
7. semua kegiatan pada zona peruntukan khusus. . 

(3) Ketenruan kegiatan dan penggunaan lahan pada sub zona 'perumahan 
kepadatan sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mcrupakan 
perumahan dcngan jumlah anrara 40 (empat puluh)-100 (seratus) 
n.tmah/hcklru', melipuu : , 
a. pemanfaatan diperbolehkan/diiziokao berupa sumua kcgiatan pada zona 

perumahan dengan ket.entuan KDB paling tinggi sebesar 60 % (enam 
puluh persen), KLB paling tinggi scbesar 1,2 (satu koma dua), KOH paling 
rendah 10 % (scpuluh_persen) clari luas persil 

b. pemanfaatan bersyarat secara tcrbatas berupa kegiatan : 
I. ltios, waning, ;toko, jasa, minimarkct, pcrdagangan dan jasa 

penunjang panw;sata diizinkan sccara t.erbatas dengan batasan 
tidak menganggu lingkungan sekitamya, dengan ketentuan KDB 
paling tinggi sebesar 70 % (tujuh puluh persen], KLB paling tinggi 
1,4 [saru koma empat), KDH paling Tendah 10 °/o (sepuluh pcrse.n) 
dari luas persil ; • 

2. kantor pos, kantor lembaga keuangan, kantor partai, kantor 
, konsultan, kantor notaris, kantor yayasan clan kantor swasta 
\ dilzinkan secara t.erbatas dengan batasan tidak !lltngganggu 

lingkungan-sekitarnya, dengan keteJituan KDB paling tinggi. sebesar 
60 % (cnam puluh persen), KLB .paling tinggi_ 1,2 (saru koma dual, 

' 'KDH paling rendah 10 % (sepuluh persen) dari luas persil ; 
3.< PAUD/Play Group, TK. SD/Sed.erajat dan SMP/Sederajat diiziokan 

secara t.erbatas dengan batasan tidak mcngganggu lingJrungan 
sekit:arnya, dengan ketentuan KDB paling tinggi sebesar 60 % (enam 
puluh persen), KLB paling tinggi 1,2 (satu koma dua), KDH paling 
rendah IO% [sepuluh persen) dari luas persiJ; . 

4. puskesmas] puskesmas pembantu, posyandu, ba1a.i pengobotan, pos 
, kesehatan, poakt.ek dokter, praktek bidan, poliklinik, panti 

rehabilitasi na,-koba,,PMl, to)<o obat/apotik diizinkan secara tcrbatas 
dengan batasan tidak mengganggu lingkungan .sekitamya, dengan 
ketentuan KDB paling tioggi sebesar 60 % (enam puluh persen), KLB 
paling tinggi 1,2 (satu Iq>ma dua), KOH paling rendah 10 % (sepWuh 
perscnl dari luas pcrsil :\, 1 
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!'>. lapangan ol.ah raga diizinkan secara terbatas dengan batasan tidak 
mcngganggu lingkungan sckitamya, dcngan kctcntuan KOB paling 
tinggi sebesar 60 % [enam puluh persenl, KLB paling tinrw 1,2 [satu 
korna dual, KOH paling rcndah 10 % (scpuluh persen] dari luas 
persil ; 

6. sanggar kesenian. balai perxemuan, pusat inronnasi wisata. Jemboga 
soslal dan lcmbaga kcmasyarakata.o diiiinkan secara terbetas 
dcngan batasan tidak mcngganggu lingkungan sckitomya, dcngan 
ketenruan KDB paling tinggi sebesar 60 % (cnam puluh pcr,scn), KLB 
paling tinggi 1,2 (satu koma dua), KDH paling rcndah 10 % 
[scpuluh persen) dari luas pcrsil ; 

7. rnasiid clan =ia diizinkan secara terbatas.-dengan batasan tidak 
mengganggu lingkungan sekitamya, dengan kctcntuan KOS paling 
tinggi sebesar 60 % (enam puluh pcrsen), KLB pruing tinggi 1,2 (satu 
kcrna dual, KOH paling rendah IO % (sepuluh pcrscnJ dari luas 

, pcrsil ; · 
' S, truno.n lingkungan dan jalur hijau jalan diizinkrul secara terbatae 

dengan batasan diperuntukan untuk W"Uvitu~ RTH, dengan 
ketentuan KDB paling tinggi sebesar I % (satu persen], KLB paling 
tinggi 0,02 (nol koma nol dual, KDH paling rcndah 80 % (dclapan 

, puluh pcrscnJ dari luas persil; · · 
9.0 tcmpat parkir clan trotoar/pedestrian di.izinkan secara terbatas 

dcngan batasan tidak mcngganggu lingkungan sckitamya. KDB 
paling tinggi scbesar 70 % (tujuh puluh pers=); KLB paling tingg; 
0,7 (nol koma tujub), KDH paling rendah 10 % (scpuluh pc=) dari 
tuas persil; 

10. pertanian lahan basah, pertanian lahan kering, hortikultra dari 
padang pengcmbalaan dilzinkan secara terbatas dengan batasan 
diperuntukan untuk.aktivitas RTH; dan 

11. perubahan paling tinggi submna adalah 25 % (dua pulub lima 
persen]. • ' 

c. pemanfaatan bersyarat tt:rtentu berupa kegiatan : , 
1. pertokoan, ruko, pergudangan penyimpanan barang dagangan, dan pusat 

pelclangan ika.o diizinkan dengan syarat melaks.inakan penyusunan UKir 
UPL, ANDALALIN dan mendapat rekomendasi dari BKPRD dengan 
ketcntuan KDB. paling tinggi sebesar 70 % (tujuh puluh perscn), KLB 
paling tinggi 1,4 {satu koma cmpat), KDH paling rendah 10 % (sepuluh 
persen] dari luas persil; ' · 

2. SPBU diizin.kan • dengan syarat mclaksanakan penyusunan UKL-UPL, 
ANDA! AUN dan mendapat rekomendaei dari BKPRD dcngan keteutuan 
KOB pa.ling tinggi sebesar 70 % (tujuh pulub perscn), KLB paling tinggi 
1,4 (saru koma empat), KDH paling rendah 10 % (sepu!Uh persen) dari 
lua.s persil, jumlabnya dibatasi 3 (tiga) unit untuk scluruh perketaan: 

3. !)Q$8T dan supermarket diizinkan dcngan syarat mclaksanakan 
penyusunan UKL-UPL: ANDALAUN clan mendapat rckomcndasi .dari 
BKPRD dcngan keu:nruan KDB paling tinggi scbcsar 70 % (tujuh puluh 
pcrsen), KLB pa.ling tinggi 1,4 (satu koma cmpat), KDH paling rcndah 10 

. % (sepuluh pcrscn) c1Bfi Juas pcrsil, jumlahnya dibatasi hanya I (satu) 
untuk sctlap Su.b BWP;l, . . 

. . 



4. stnsiun rudio diizinknn deugnn uynrnl mclHkrumnknn Jll:nyuru.mm1 UKI,· 
UPL, ANOAl...AUN dun mcntJnp,nt rckomcndnhi d11ri BKPWD llc,nv..on 
ketcntunn KDB pnHu1,t tinggi sebesur 60 *X, (cruun puluh pernen), KU} 
puling linAAi l.2 (oolu komo dun). KDH puling rcuduh 10 % (oepuluh 
perscn) dnri luns pcrsil; 

5. 6Cll\\.U\ jcnie kcgintnn di 1,0no \ndul\tri dH.-.inknn dcngnn ttyr.mt 
mcluksanuknn pcuyueunun UK,L..UPL. ANDAI.J\LIN dun 111cuJop11l 
rckomcndnsi dnri BKPRD dengnn ketenrunn KDB pnllnit tinggi sebesur 70 
0/o ;1\ajuh puluh pc.:rscn), Kl,B pn.llng 1Jnggi I ,j1 (~JlU kornn etnpnt]. KDH 
pnling rcndnh IO % [scpuluh pcrecnl dnri luas pcrsil; 

6. SMA/Scdcrnjnl, Pergurunn Tinggi/ Akndcmik, sekclnh pcndidikun khusue. 
do.n perpuetukuan umum diizinkan dcn~tm :~yornt melnkannuknn 
pcnyusunon UK.1...-UPL, A.NOALALIN dun mcndnput. rckomcndoai do1i 
BKPRD c'cngun ketentuan KDB poling tinggl sebeanr 60 % (ennm puluh 
i,c:=nJ, KI.B puling tinggi 1,2 (.ulu komu duul, KOH pnllnK rcnduh 10 % 
(scpuluh pcrscn) dori luns pcrsil jumlahnyn dibntnsl hnnya I (satu) uruuk 
sctinp Sub BWP; 1 

7. lcnninul tliiziuku11 dengun syurul nu:lu.lu:wnuk.w·1 pc11yU!':IUIIUU UKL, UPL, 
ANDALALIN don mcndnpnt rckomcndnsi dnri BKPRD dengun ketenruan 
KDB pnling 1inggi eebesar 60 % (enum puluh pcrscn), KLB paling tinggi 1,2 
(satu komo dun), KOH paling rendah 10 % {scpuluh pcrscn] dari lune 
persil, jurnlahnya- dibatasi honyo J (satu) untuk sctiap Sub BWP; 

8. rumah sakit, rumo.h sakit bcrsalin, rumah sakit gawat darurat, 
labomtorium kcschatan dan rumah sa.kit hewan dllzinknn dengan synrat 
mclci<sanakan pcnyusunon UKL-UPL, ANDALALIN dan mendapat 
rckomc,dasi dnri 'BKPRO dcngan ketentuan KDB paling tinggj scbcsar 60 
% (enam puluh person], KLB paling tinggj 1,2 (satu koma dua), KOH paling 
rcndah 19 % (scpuluh pcr,ien) dnri luas pcrsil jurnlahnyn dibatru>i hnnya, I 
(satu) untuk setiap Sub BWP; 

9. gcdung olah raga clan stadion olah raga diizinkan dcngan synral 
melaksanakan penyusunan UKL-UPL, ANDALALIN dan mcndupnl 
rckomcndasi dari BKPRD dengan ketentuan KDB paling unggi.eebesar 60 
% (cnam puluh pcrsen), KLB paling tinggj 1,2 (satu koma dua], KOH paling 
rendah 10 % (scpuluh persenl; · 

10. gcdung kesenian, gcdung scrbnguna dan gcdung pcrtcmuan dilzinkan 
dcngan syarat :nelaksanakan pcnyusunan UKL-UPL, ANOAL.ALlN dnn 
mcndapat rekornendasi dari BKPRO dengan kctentuon KDB pnling tinggi 
sebesar 60 % (<nam puluh persen], KLB poling tinggi 1,2 [satu komn dun), 
KOH paling rcndah 10 °/o (scpuluh persen) dari luos persil; 

11. taman kota <.lan' Tempat Pcmakaman Umum dii.:ti..nk'.tu1 dcngun syarat 
mclok.oanakan pcnyuaunan UKL-UPL, ANDALALIN dnn mcndapat 
r<komendasi dari BKPRD dcngnn kelCnlunn KDB poling tinggi s•bcsnr I % 
(satu pcrscn), KLB paling tinggj 0,02 (nol komn nol dual, KDH paling 
rcndah 80 % {dclnpe.n pulul;l pcraen) don pcruntukannyn untuk nktivitas 
RTH· • 

12, laman bermain dan rekrcaai diizinkan d<ngan syarat mclnksannkan 
pcnyu~ UKL-UPt, ANDALALIN dan mendnpnt rckomendasl do.ri 
BKPRD;\, • 

. ' 
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13. wisata bUatan dan wisatB budaya diizinkan dengan syarat melaksanakan 

penyusunan UKL-UPL, ,ANDALAIJN dan mendapat rekomcndasi dari 
BKPRD dcngan ketcntuan KDB paling tinggi sebesar, 40 % (cmpat puluh 
persen], KLB paling tinggi 0,8 (nol koma delapan), KOR paling rendah 10 % 
(sepuluh perscn) dari luas persil; dan . 

14. kcgiatan zona !'=Puran yaitu perumahan dan perdagangan/jasa izinkan 
dcngan syarat mclaksanaksn penyusunan IJKL-UPL, ANDALALIN dan 
mendapac rckomendasi dari BKPRD dengan ketcntuan KDB paling tinggi 
sebesar 70 % (tujuh puluh persen], KLB paling tinggi I,4 (satu koma 
empal.), KDH paling rendah 10 % {sepuluh pcrsen) dari luas persil, 
jumlahnya dibatasi hanya I (satu) untuk setiap Sub BWP. · ' 

d. peroanfaatan yang tidak diperbolchkan, mc!iputi : 
I_ kegiat IIl pada zona perdagangan dan jasa untuk kegiatan ••man hiburan 

dan bum.i perkemaban. 
2. kegistan pada zona perkantoran untuk kegiatan kantor provinsi, kantor 

kabupatcn, kantor kecamatan, kantor kelurahan, kantor POLRES, kantor 
.POLSEK, kantor KOD!M, kantor KORAM!L, kantor kejaksaan dan 
pengadilan, kantor staslun hujan, kantor telekomunikasi dan l<.antor 
kclistrikan. I 

3. kcgiatan pada zona Sarana Pdayanan Umum (SPU), meliputi Kcgiatan 
pada subzona transportasi untuk kegiatan pelabuhan dan bandar udara. 

4. kegiatan pada zona RTH unluk kegiatan hutan kota dan 
. • sempadan/pcnyangga; 

5. semua kegjatan pada zona pcruntukan lainnya untuk kegiatan wisata 
alam.: dan I I 

6. semua kegiatan pada zona peruntukan khusus. 
(41 Ketentuan kegiatan dan penggunaan · lahan pada sub zona perumahan 

kepedaean rcndah sebagaimana dimaksud pada ayal (1) huruf c merupakan 
pcrumahan dengan jumlah antara lO {scpu_luh)-40 (empat puluh) 
ncmab/bek:tar, me!iputi: · 
a. pemanfaatan dipcrbol¢hk.an/ cliizin.k.an berupa semua kegiatan pada 

zona perumahan dengan ketentuan KDB paling tlnggi sebesar 40 % 
(empat puluh pcrsen), KLB paling tinggi scbesar 0,8 {nol koma delapan), 
KDH paling rendah 10 % (scpuluh persen) dari luas persil. 

b. pemanfaatan bersyarat secara terbatas berupa kegiatan : 
L kios, waIUI1g. toko, minimarket, jasa, perdagangan dan jasa 

penunjang pariwisata diizinkan seeara terbatas, dengan batasan tidak 
mengganggu lingkungan sckitarnya, dengan ketentuan !IDB paling 
tinggi sebesar 70 % (tujuh puluh pcrsen), KLB paling tinggi 1,4 {saru 

~ koma empal), KDH 'paling reo.dah IO % (scpWuh persen) dari luas 
, pcrsil; 
2. kantor pos, kantor lembaga kcuangan, kantor partai, kantor 

-, konsultan; kantor notaris, kantcr yayasan dan kantor swasta 
dwcinlcan secara tcrbatas deagan bat:asan tidak mengganggu 

: lingkungan sekitamya. dengan ketentuan KDB paling tinggi sebesar 
-e 60 % (enam,puluh pcrscn), KLB paling tinggi 1,2 {satu if>ma dua), 

KDH paling rend.ah IO% (sepuluh persen) dari luas persil ;I, . . 

' 
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3. PAUD/Play Group, TK, SD/Sederajat dan SMP/Sederajat diizinkan 
secara terbatas dengan batasan tidak meogganggu lingkungan 
sekitamya, dengan ketentuan KDB paling tinggi sebesar 60 % (enam 
puluh persem, KLB paling tinggi 1,2 (satu koma dua), KOH paling 
rendah 10 % (sepuluh persen) da.ri luas persil ; 1 • . . 4. puskesmas, puskesmas pembantu, posyandu, balai pengobatan, pos 
kesehatan, praktek daktcr, praktek bidan, poliklioik, panti 
rchabilitasi narkoba, PM! dan toko obat/apotik ,diizinkan secara 
terbatas -dengan batasan tidak mengganggu lingkungan sekitamya, 
dcngan ketcntuan KDB paling tinggi sebesar 60 % (enam pulub 
persen], KLB paling tinggi 1,2 (satu koma dua), K.\)H paling rendah 
10 % {sepuluh persen) dari luas persil ; 

5. Iapangan 'olah raga diiziolrno secara terbatas cleogan batasan tidak 
n;cnggaoggu ling]ruhgan sekitamya, dengan ketentuan KDB paling 
tinggi sebesar 60 % [enarn puluh persen), KLB paling linggi 1,2 (satu 
koma dua), KOH paling rendah 10 % (s'epuluh persen) dari luas 
pcnil; J i 

6. sanggar' kesenian, balai perteruuan, pus.at informasi wisata, lembaga 
sosial do.n lembaga kemasyarakatan diizinkan secara terbatas 
dengan batasan tidak mengganggu lingkungao sckitamya, dengan 
ketentuan KDB paling tinggi sebesar 60 % (enam puluh persen), 
KLB palingtinggi 1,2 (satu koma dua), K!)H paling rendah 10 % 
(sepuluh persen) dari luas persil ; 

7. masjid dan gereja diizinkan secara terbatas 'dengan batasan tidak 
mcnggaoggu lingkungan sekitamya, dcngan kctcntuan KDB paling 
tinggi sebesar 60 %,(enarn puluh persen), KLB paling tinggi 1,2 {satu 
koma dua), KDH paling rendah 10 % (sepulub perscn) dari luas 

~ persil ; 
8. taman lingkungan dan jalur hijau jalan diizinkan secara terbatas 

denga.n batasan diperuntukan 'untuk aktivitas RTH, dengan 
, , ketentuan KDB paling tinggi sebesar 1 % (satu persen], KLB paling 

tinggi 0,02 (no! koma nol dua), KDH paling rendah 80 % (delapan 
" puluh perseh) dari luas persil; 
9. tempat parkir dan trotoar/pedestrian diizinkan secara terbatas 

d.engan batasan tidak mengganggu lingkungan sekitamya, KDB 
paling tinggi sebesar 70 % (tajub puluh persen), KLB paling tinggi 
0,7 (nol koma tujuh), l<DH paling rendah 10 % (sepuluh persen) dari 
luas persil; · 

·· 10. pertanian Jahan •basab, pertanian lahan kering, hort:ikulturo. dan 
padaog peegembalaan duzinkan secara terbatas dcngan · batasan 
diperuntukan untuk aktivitas RTH; <Ian , ' 

11. perubahan paling tinggi sub zona adalah 25 % (dua pul~ lima 
. persen). , 

c, pemanfaatan bersyarat tertentu berupa kegiatan , 
I. pertokoan, ruko, pergudangan penyimpanan barang dagangan, dan 

pusat pclelangan ikan , diizink.an dengan syarat melaksanakan 
pcnyusunan UKL-UPL, ANDALALIN dan mendapat rekomendasi dari 
BKPRD dengan ketentuan KDB paling tinggi sebesan 70 % (tajuh 
puluh persen], KLB paling tinggi 1,4 (satu ko\l'a empat], KDH paling 
·:cndah 10 % (sepulub perscn) dari luas persil;l, 

. 
' 
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2. Si'6U diizinkan dengan syarat melaksanakan penyusunan UKL-UPL, 
ANDALALIN dnn mendapat rekomendar.i dari BKPRD dengan 
keteotuan KDB paling linggi sebesar 70 % (tujuh puluh persen), KLB 
paling tinggi 1,4 (saeu koma ernpat], KDH paling rendah 10 % 
(sepuluh persen) dari luas persil, jumlahnya dibatasi 3 (tiga) unit 
untu.k seluruh perkotaan; 

3. pasar dan supermarket diizinkan dengan syarat melakaanakan 
penyusunan UKL-UPL, ANDAUJJN dan mcndapat rekomendasi dari 
BKPRD dengan ketentuan KDB paling tinggi sebesar 70 % (tujuh 
puluh persen), KLB paling tinggi 1,4 (satu koma empat), KDH paling 
sedikit 10 % (sepuluh persen) dari luas persil, jumlah.nya dibatasi 
hanya 1 (satu} untuk setiap Sub BWP; 

4. stasiun radio diizinkan dengan syaraL melaksanakan penyusunan 
, UKL-UPL, ANDALALIN clan mendapat rekomendasi dari BKPRO 

dengan ketentuan KOB paling tinggi sebesar 60 % (enam puluh 
person}, KLB paling tinggi 1,2 [satu koma dual, KOH paling rendah 
10 °/o (sepuluh person) dari luas persil; . 

'5, semua jenis kegiatan di wna indust.ri diizinkan dengan syarat 
< melaksanakan penyusunan UKL-UPL, ANDALALIN dan mendapat 

rekomendasi dari BKPRD dengan ketentuan KDB paling tinggi 
• sebesar 70 %. (lltjuh puluh persen), KLB paling tinggi 1,4 (satu koma 

empat}, KDH paling rendah 10 % (sepuluh person} dari luas persil; 
6. SMA/Sederajat, Perguruan Tinggi/ Akademik, sekolah pendidikan 

khusus, 'dan perpusatakaan um.um diizinkan dengan syarat 
melaksanakan penyusunan UKL-UPL, ANDALALIN <Ian mcndapat 
rekomendasi. dari ,BKPRD dengan ketentuan KDB paling tinggi 
sebesar 60 % (cnam puluh"persen}, KLB paling lioggi 1,2 (satu koma 
dua], KDH paling rendah 10 % {sepuluh persen] dari luas persil 
jumlaboya dibatasi banya l (satu) untuk setiap Sub BWP; , 

7. · terminal, diizinkan dengan ~t melaksana.kan penyusunan UKJ,. 
UPL, ANDALALlN dan mendapat rekomendasi dari BKPRD dengan 
ketentuan KDB paling tinggi sebesar 60 % (enam puluh perseni, KLB 
paling ti.nggi 1,2 (saru koma dua), KDH paling rendah 10 •;. (sepuluh 
persen) dari luas persil, jumlahnya dibatasi hanya l (satu) untuk . . 
setiap Sub BWP; . 

8. n ,mah sa.k:it. rumab sa.k:it bcrsalin, rum ab sakit gawat darurat, 
,aboratoriu.m kesehatan dan n,roab sakit hewan diizinkan dengan 
syarat melaksanakan penyusunan UKL-UPL, ANDALALIN dan 
m:endapat rekomendasi dari BKPRD dengan ketentuan KDB paling 
tinggi sebesar 60 o/o (en.am puluh persen], KLB paling tinggi 1,2_ (saru 
koma dual, KDl:I paling rendah 10 % (sepuluh persen) dari luas 
persil jumlahnya dlbatast banya 1 (satu) untuk setfap Sub BWP; 

9. gedung olab raga dan stadion olah raga diiziokan dengan syarat 
melaksanakan penyusunan UKJ.,.UPL, ANDALALIN dan mendapat 
rekomcndasi dari BKPRD dengan ketentuan KDB paling tinggi 
sebesar Q() % (enam puluh persen), KLB paling tit'ggi 1,2 (satu koma 
dua), KDH paling rendah 10 % (sepuluh persen);li 

. 
' 

' 
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PaAlSO , 
( l) Ketcntuan kegiatan dan pengguoaan lahan pada zona perdag":"~ dan 

jasa sebagaimana d.imaksud deJam Pasal 45 ayat (3) huruf b, meliputi : 
a. sub zona perdagangan dan jasa tunggljl ; dan 
b. sub zona perdagangan dan jasa deret -~ 

'. 

• 

·, 
'10. d g7_ ~ kesenian, gedw,g serbaguna dan gedung pcrtcmuan 

duzankan. dengan sya;at melak~akan penyusunan UKL-UPL, 
ANDALAL!N dan mendapat rekl>mendasi dari BKPRD dengan 
ketentuan KDB paling tinggi sebesar 60 % (enam puluh persen), KLB 
paling tinggi 1,2 {satu koma dua], KDH paling rendah I Jo % 

~ [sepuluh perseru dari Juas persil; 
11. taJnan kola dan tempa; pcmakaman umum·diiz\nkan dengan syarat 

melaksanakan penyusunaa lJKL.UPL, ANDALALIN dan mendapat 
rekomendasi dari BKPRD dengan ketentuan KDB paling tinggi 
sebesar l, % (satu persen], KLB paling tinggi 0,02 '(no! koma do! 
dua], KDH paling' rendah 80 % (delapan puluh persen) dan 
peruntukannya untuk aktivitas RTH; 

12. taman bemuiin dM rel:aC8.M diizinkan dengan syarat metaksanakan 
penyusunan UKL-UPL, ANDALALIN clan mendapat rekomendasi dari 
BKPRD; 

13., wisata buatan dan wisata budaya diizinkan dengan syarat 
rnelaksanakan penyusunan UKL-UPL, ANDALALIN dan mendapat 
rekomendasi dari BKPRD dengan kett:ntuan KDB paling Linggi 
sebesar 40 % [empat pulub persen), KLB paling tinggi 0,8 {no! koma 
delapan), KDH paling rendah 10 % {sepuluh persen] dari luas pcrsil; 
dan. ' ( · 

14. kegiatan zona campuran yaJtu perumahan dan perdagangan/jasa 
'diizinkan dengan syarat melaksaoakao penyusunan UKL-UPL. 
ANDALAµN dan mendapat rckomendasi dari BKPRD dengan 
ketentuan KDB paling tinggi sebesar 70 % (tujuh puluh persen), KLB 
paling tinggj 1,4 • ;satu koma empat), KDH paling rendah 10 % 
(sepuluh persen) dari luas persil, jumlahnya dibatasi hanya I {satu) 
u.ntuk setiap Sul:, BWP. · 

d. pernanfaatan yang tidak dipcrbolehkan berupa kegiatan : , 
I. kegiatan pada zona perdagangan dan jasa untuk kegiatan taman 

hiburan dan bumi perkemahan; 
2. kegiatan pada zona perkantoran untuk kegiatan , kantor provinsi, 

kantor kabupaten, kantor kecamatan, kantor keturahan, kantor 
POl,RES, kantor POLSEK, kantor KODIM, kantor KORAMlL, kantor 
kejaksaan dan pengadilan, kaotor telekomunikasi , den kantor 
kelistrikan; . 

3. kegiatan 'pads zone Sarana Peleyanan Umum {SPU), meliputi 
kegiatan pada sub zona transportasi untuk kegiatan pelabuhan dan 
bandar udara. , ' 

4. kegiatan pada zona RTH untu.k kegiatan hutan kota dan 
sempadan/ penyangga; 

5. kcgiatan pada zona peruntukan lainnya untuk kegiatan wisata alam; 
dan 

6. semua kegiataa pada zona peruntukan khusus. 

'· 

. . 
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t2)Ketcntunn kegiutun dun penggunnnn luhan padn sub zonu pcrdngangun 
dun jusa tunlll!ol scbogulmnnu dimaksud pada ayot (1) huruf a, mcliputi : 
u. pernnnfantan dipcrbolchknn I diizinknn bcrupo kcgiatan kios, warung, 

toko, minimurkcl., SPBU, pusur, jU!:lfi auperrnurket, pcrdogongon dun 
jusn pcnunjo'ng pariwiaatn, pcrgudangan pcnyimpan barnng dagangan, 
pusat pelclnngnn Iken, to.mo.n hiburnn don bwni perkernahen dcnga.n 
kctcutuun KOO 1>ulinK linl!l!i sebesur 70 % (tl.\iuh puluh perscn], KL8 
i>nling tinggi uebcsnr 1,4 [satu koma cmpnt) dnn KDH paling rendah 10 
% (,cpuluh perscn) darl luus pcrsll. 

b. pcmunfuatan bersyarat secara terbatas bcrupa kegiatan : 
l. semua [enis kegiatnn pcrumohon di sub zona kepadatan tinggi 

dlizinkan sccara tcrbaeas dcngan batasan kctcntuan KDB paling tinggi 
sebesar 80 % (dcpnn puluh persen], KLB poling tinggi sebesar 1,6 
(satu koma cnam)', KOH paling rendah 10 % (scpuluh pcrsen] da,i luas 

·1 • per.,, ; 
2. scmua jcnis kegiatan pcrumahan di sub zona kcpndatan sedang 

diixirikrm sccara terbutea dengan bataean kctcntuan KOS paling tinggi 
scbcsar 60 % (cnarn puluh pcrscn), KLB paling tinggi sebeser 1,2 
(satu koma dun), KOH paling rendah 10 % (sepuluh persen) dari tuas 
pcrstl; . 

, 3. sc:mua jcnis kegiatan perumah.o.n di sub zona kepadatan rendah 
diizinkan ~a terbatas dengan batasan ketentuan KDB paling tinggi 
scbesar 40 % (empat puluh persen], KLB paling tinggj sebesar 0,8 (nol 
koma delapan], KO paling rcndah 10 % (sepuluh persen] dari luas 
persil; 1 ' 

4. kontor POLRES, knntor POLSEK, kantor KODIM, kantor KORAM1L, 
kantor telekomunikasi dan kantor kelistri.kan cliizinkan secara 
terbatns dengan batasan tidak menggnnggu lingkungan sckitamya, 
deugan ketentuan KDB paling ti.uggi sebesar 50 %, (Ii.ma puluh 
persen), KLB paling tinggi 1,0 (satu koma nol), KOH paling rendah JO 
% (scpuluh person] dari luas persil ; 

5. knntor pos, kantor lembaga keuangnn, • kantor part.al, kantor 
konsultnn, kantor yayasan dan kantor swasta diizinkan secara 
terbatas dcngan batasan tidak mengganggu linglrungan sckitarnya, 
dengun ketentuan KDB paling tinggi sebesa.r 60 % (cnam puluh 
pcrsen), KLB paling tiilggi 1,2 (satu koma dua), · KOH paling rendah 10 

, % (sepuluh persen] dari luas persil; , 
6. PAlJO/play group, TK, SD/Sederajat dan SMP/scderajat diizinkan 

' secare terbatae dengun batasnn, tidak mengganggu lingkµngan 
sekitarnya, dengan ketentuan KDB paling tinggi sebesar 60 % (enam 

· 'puluh persen), KL8 paling tinggi 1,2 (satu koma dua], KOH paling 
,· tinggi 10 % (s.epulub pcrscn) dari luas persil ; 
7. puskesmas, puskesmas pembantu, posyandu, balai pengobatnn , pos 

kesehatnn, pra,ktek dokter, praktck bidan, poliklin'ik, panti rchabilitasi 
narkoba, PMI dan toko obut/ apotik diiziokan secara terbatas dengan 
batasan tidak mengganggu lingkungan sekitnrnya, dengan kctcntu;m 
KDB palinl: tinggi scbesar 60 % (enam puluh 'persen), KLB paling 
tlnggi 1,2 (satu lfoma dua), KOH paling rendah 10 % (scpuluh persen) 
dari luas persil ; \i , . 

• 

I I 

! 
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s, lnpa1\~m olah T"JJ..VU dli:inkun sccara tcrbntns dcn,gnn b1atosan tidnk 
mct~IJ\,;::),'U lingku~'\ln sckill\11\">\, dcngnn ketcntunn KDB puling 
tin~,; sebessr 50 % (cruun puluh persen), KLB paling ti!1Js!1i 1,2 (satu 
\..'\,m:\ dun.!. KOH pnHns rend1\h 10 % (se-pu1uh persenj dnri luas 
p(.1"$ll: 

9, ~ll':,."©\r l.."'Cscn\t\rl, balni pcrtemuan, pus.at. informnsi wisatn, lcmbaga 
~:~ ... ..:u~u dun lc:.anb«Su. kecuttsyu.rukulW\ Uim.ltk.w, sccare terbutas dcngun 
bsrassn tidak n,cngsanggu lingl-.-ungnn sekitarnya, dcngnn ketentuan 
KDS .1'-'lliug tit\i,;lli sebcsar 60 % (enum puluh pcrscn), KLB poling 
llll,llgl 1,2 (satu koma dw,), KOH pilling rcndnh 10 % [sepuluh 
persen] dari luas persil ; 

10. m.sajid dnn i:cn:ja dii:inkan sccara terbatas dCJ18lUl batasan tidak 
nlCD,11!,"!lrlSSU linsl.-ungan sckienrnyn, dengan kctcntunn KOB paling 
tirt_,:gi sebesar 6(' % (conn, puluh persenj, KLB pilling tin!Qti 1.2 [satu 
~""""') d\",j, KO!' paling rcndah 10 % [scpuluh pcrscn] dari luas pcrsil; 

11. roman lingl."';ln.snn dnn joJur hijau jalan diizinkan SCCIU1l terbatas 
dengan batasan diperuntuknn untuk o.kti,.;m,. RTH, dcngn.n ketcntuan 
KDB paling tinggi sebesar I % (satu pcrsen], KLB paling tinggi 0,02 
(nol kom.o. no! dua), l(l)H paling rcndnh 80 % (delapan puluh pcrsen) 
dari luas pcrsil: 

l2. tempat parkir dan ·trotoar/pedcstrian diizinkan secara terbatas 
dcngan bar:asan tidak mengganggu lingk'\lngan sckitamya, KOS paling 
tin.ggi sebesar 70 % (tujuh puluh perscn), KL8 pnlin~ tinggi 0,7 (nol 
koma rujuh}, KOH pilling rendnh 10 % (sepuluh per,;cn) dari tuns 
persil: . . . ' 

13. pertanion lahan basah, pertaniun laho.n kering, hortikulturo dun 
padang pengcmbalaan diirinknn secara terbatas dengn.n batasan 
dipcruotuknn untuk o.kti,itas RTH; dan 

14. perubahan paling ti11ggi sub l>)IIO adulah ·25 % (dus puluh limn 
pcrscn) • 

c. pemanfaatan bersynrut rertentu berupe kcgtntan : 
I. pertokoan dan ruk.o diizinknn dengun synrot · melaksannknn 

penyusunan ll){L-UPl.. AIIOALALIN don mendapst rckomcndnsi dari 
Blv'RD dcnp.n kctcntuan KOS palill!l tin!l!ti sebcsnr 70 % (tujuh 
puluh persenl, KLB paling tinggi 1,4 (satu komn cmpat), KOH paling 
rcndnh 10 % (scpuluh pcrscn) dari luas pcrsil: • 

2. stasiun radio diizinkan dengan s,yarnt. melaksannkun penyusunun 
Ul(L.UPL, ANDAVJJN dan mcndo.pat rckomcndnsi dari BKPRO 
dcngnn ketentuan KOB pilling tinggi sebesar 60 % (cnnrn puluh 
persen], KLB pttling tit_~ l,2 (,o,lu konu1 duu), KOH puling remluh 10 
% (seputuh·per$C!11 dari luas pcrsil;' 

3. semua jcnis kcgiatan di ZlOnA induslls diizinknn dengan syurat 
melaksanakan pcnyusunan UKL-UPL, ANOAVJJN dan mcndaput 
rekomcndasi dari BKPRD dcngan kctcntuan KDB pilling tinggi scb<:sar 
71 % (rujuh puluh pcrsco), KL8 pilling tinggi 1,-1 (sotu k\)mn cmpnl), 
KOH paling rendah 10 % (scpuluh pcrsen) dari luas pcrsil;I, 

• 



' 
I 

• 

' 

-t. SMA/ scderajat, Perg-.JnUIO Tinggi/ Akadcmik, sekolah pendidikan 
khusus, perpustakaan umum diizinkan dcngan syarat mclaksanakan 
penyusunan UKL-UPL, ANDALALIN dan mendapat rekomendasi dari 
BKPRD dengans ketentuan KDB paling tinggi sebesar 60 % (ene.m 
puluh persen), KLB paling tinggi 1,2 (satu koma dua], KDH paling 
rendah IO % (sepuluh persen) dari luas persil jumlahnya dibatasi 
hanya 1 (satu) untuk setiap Sub BWP; • 

5. terminal diizinkan dcngan syarat melaksanakan pcnyusunan UKL- 
UPL, ANOALALIN d~ mendapat rekomendasi dari BKPRD dengan , , 
ketentuan KOB paling tinggi sebesar 60 % (enam puJuh persen), KLB 

, paling tinggi 1,2 (satu koma dua), KOH paling rendah 1 O % (sepuluh 
,. perscn) dari luas persil, jumlahnya dibatasi hanya 1 (satu) untuk 

setiap Sub SWP; , . • 
6. rumah sakit, rumah sakit bersalin, rumah sakit, gawat darurat, 

# • laboratorium kcsehatan dan rumah sakit hewan diizinkan dengan 
~ syarat melaksanakan pcnyusunan UKL-UPL, ANDALALIN dan 

mendapat rekomcndasi dari BKPRD dengan kctcntuan KOB paling 
tit1ggi sebesar §0 % (enam puluh persen], KLB paling tinggi 1,2 [satu 
koma dua), KOH paling rendah 10 % (sepuluh persenJ dari Iuas persil 
jumlahnya dibatasi hanya l (satu) untuk seuap Sub BWP; , 

7. gedung olah raga dan stadion olah raga diiziJikan dengan syarat 
melli.ksanakan penyusunan UKL-UPL, ANDALALlN dan mcndapat 
rckomendasi dari BKPRD dengan kctcntuan KDB paling tinggi, scbesar 
60 % (enam puluh persen),' KLB paling tinggi, ~.2 (satu koma dua), 
KOH paling rendah 10 % (sepuluh persen); 

8. gcdung kesenian, gedung serbaguna dan gedung pertemu.an di.izinkan 
dengan syarac metaksenakan'penyusune» UKL-UPL, ANDALALIN dan 
mendapat rekomendasi dari Bt<PRD denga.n kctcntu.an KDB paling 
tinggi sebesar 60 % (enam ,Pwuh pcrscn), KLB paling tinggi 1,2 (satu 
koma dua], KOH paling rendah 10 % (sepuluh persen) dari luas pcrsil; 

9. taman kola dan Tempat Pema.kanum Umum diizinkan dengan syarat 
, melaksanakan p,,nyusunan UKL-UPL, 'ANDA!ALIN dan mendapat 

rekomendasi dari BKPRD dengan ketentuan KDB paling tinggi sebesar 
I % [satu perscn], KLB poling tinggi 0,02 (nol koma nol dua], KDH 
paling rendah 80 % (delapan pulub persen) dan peruntukannya untuk 
aktivitas RTH; · 

10. taman bermain dan rekreasi diizinkan dengan synrat meleksanakan 
penyusunan UKL-/JPL, ANDALAUN dan mendapnt rekomendasi dari 
BKPRD;, 

1 I. wleata buatan diizu1"11n dengan syarat mclaksanekan 'penyusunan 
UKL-UPL, ANDALALIN dan mendapat rekomendasi dari BKPRD 
dengan ketentuan KDB paling tinggi sebesar 40 % (cm_pat puluh 
persen), KLB paling tinggi 0,8 (nol koma dclapan), KOH paling rendah 
10 % (sepuluh persen) dari luas persil; dan . 

12. kegiatan zona campuran yaitu pcrumahan dan P\'rd~gan/Jasa 
dili:inkan dcngan syarat melakaanakan penyusunan UKL-UPL, 
ANDALALIN• clan mendapat rekomendasi dari BKPRD dengan 
ketcntuan KDB paling tinggi sebesar 70 % (tujuh puluh persen), KLB 
paling tinggi 1,4 (satu koma empnt), KOH _pal.in\! rendah 10 % 
(sepuluh persen) dari 1o.s 

persil, jumlahny.l dibatasi. ho.nya I (satu) 
unluk sctiap Sub BWP. , 

so 

' 

' 
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d. pem.anfaatan yang tidnk diperbolcbkan, mcliputi: . 
1. kegiatan pada zona perkantoran untuk kegiatan kantor provmsi, 

., kantor kabupaten, kantor kecamatan. !cantor kelurahan, dan kantor 
kejaksacn dan pengadilan; 

2. l<egiatan pada zona Sarana Pelayanan Umum (SPU), meliputi kegiatan 
pada subecna transportasi Uf\tuk kegiatan pe1abuhan dan bandar 
udara; , . 

3. kegia.:.an pada zoaa' RTH unruk kegiatan hutan kota dan 
sempadan/penyangga; 

4. semua kegiatan pada 'zcna peruntukan lainnya unruk kegiatan wisata 
alam dan wisata budaya; dan 1 1 • 

5. semua kegiatan pada zona peruntukan khusus. 
(3) Ketentuan kegiatan dan penggunao.n laban pada sub zona perdaganga.n dan 

jasa deret sebagaimana dimaksud pad.a ayat ( 1) buruf b, meliputi : 
a. Pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan berupa kegiatan perLokoan, ruko, 

minirnarket, jasa dan supermarket derigan ketenruan KDB paling tinggi 
sebesar 70 •1. (tujuh puluh persen), KLB paling tinggi sebesar 1,4 (satu 
koma empat] dan KOH paling rendah 10 % (sepuluh persen) dari luas 
per'sil. , 

b. pcmar'Iaatan bersyarat secara terbatas berupa kegiatan: 
I. semua jenis kegiatan perumahan di sub zona kepada.tan tinggi diizinkan 

secara terbatas dengan batasan ketentuan KDB paling tinggi sebesar. 80 
% (dcpan puluh perscnj, KLB paling tinggi sebesar 1,6 (satu koma 

. cnam), KOH paling rendah 10 % (sepuluh persen} dari luas persil; 
2. semua jenis kegiatan pcrumaban di subzona kepadatan sedang 

diizinkan secara terbatas dengan batasan kctentuan KDB paling onggi 
sebesar 60 % [enarn puluh persen), KLB paling tinggi sebesar 1,2 (satu 
koma dua), KDH paling rendah 10 % (sepuluh persen) dari \uas persii; 

' 3. semua jenis kegiatan perumaban di subzona kepadatan rend.ah 
di.i2inkan seeara terbatas dengan batasan ketentuan KDB paling tinggi 
sebesar 40 % (emp!'t puluh persen], KLB pa.ling tinggi sebesar 0,8 (no! 

• koma delapan], KDH paling rend.ah 10 o/o [sepuluh persen) dari luas 
persil; 

4. kios, warung," toko dan perdagangan dan jasa penunjang pariwisata 
diizio '(an secara terbatas dengan batasan ketentuan KDB paling tinggi 
sebesar 70 % (tujuh puluh persen), KLB paling tinggi sebesar 1.4 (saiu 
koma em pat), KDH paling rendah l O % (sepululi perscn) dari luas persil; 

5. burni perkemahan diizinkan secara terbatas dengan · batasan tidak 
mengganggu lingkungan sekitarnya, KDB paling tinggi sebesar 70 % 
(tujuh puluh person), KLB paling tinggi 1,4 (satu koma empat), KDH 
paling rend.ah 10 % (scpuluh persen) dari luas persil; 

6. kantor POLRE~, kantor POLSEK, kantor KODIM, kantor KORAMIL, 
kantor telekomunikasi dan kantor kelistrikan diizinkan secara terbatas 
deogan batasan tidak mengganggu lingkungan sekitamya, dengan 
kctentuan KDB paling tinggi sebesar 50 % [lima puluh persen), KLB 
paling tinggi 1,0 (satu \,:oma no!), KDH paling rendah 10 •A, (sepuluh 
persen) dari luas persil ; L, 
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7, kantor pos, kantor lembaga keuangan, kantor partai, kantor konsultan, 
kantor yayasen dan kanto.r swasta P,iizinkan secara terbatas dengan 
batasan tidak mengganggu lingkungan sckitarnya, dcngan ketentuan 
KDB paling tinggi scbesar 60 % (enam puluh persen), KLB paling tinggi 
~.2 (satu koma dua), KOH paling rendah' IO % {sepuluh persen) dari 
luas perail; • 

8. PA\;0/play group, TK, SO/Sederajat dan SMP/sedcrajat diizinkan 
secara terbatas. dengan batasan tidak mengganggu lingkungan 
sekitarnya, dengan ketenruan KDB paling tinggi sebesar 60 % (enam 
puluh persen), KLB paling tinggi 1,2 (saru koma dua), KDH paling 

. rcndah 10 % (sepuluh pcrsen) dari luas persil ; . , 
9. puskesmas, puskesmas pernbanru, posyandu, balai pengobatan , pos 

kcsehatan, praktek dokter, praktek bidan, poliklin.ik, panti rebabilitasi 
narkoba, PMI dan toko obat/ apotik diizinkan secara terbatas dengan 
batasan' tidak mengganggu Lingkungan sekitarnya, dengan ketentuan 
KDB paling tjnggi sebesar 60 % (enam puluh persen), KLB paling tinggi 

· . 1,2 (satu korila dua), KOH paling rendab 10 % (sepuluh person) dari 
1Ua$ persil ; 

10, lapangan olah raga diizinkan secara terbatas dengarl batasan tidak 
mengganggu lingkungan sekitarnya, dengan ketentuan KDB paling tinggi 
sebeser 60 % (enam p~uh persen), KLB paling tinggi 1,2 (satu koma 
dua), KDH paling rendah 10 % (sepuluh persen] dari luas persil ; 

11. sanggar kesenian, balai pcrtcmuan, pusat in[ormasi wisata, lembaga 
sosial dan lembaga kemasyarakatan diizinkan secara terbatas dengan 
batasan tidak mengganggu lingkungan sekitarnya, dcngan ketcntuan 
KOB paling tinggi sebesar 60 % (enam puluh persen], Kl..B paling tinggi 
1,2 [satu koma dua], KOH paling rendah 10 % (sepuluh persen) dari 
luas persil ; I 

12. masjid dan ge;eja diizi.nkan seeara terbatas dengao batasan tidak 
mengganggu lingkungan sekitarnya, dcngan ketentuan KDB paling tinggi 
sebesar 60 % (enarn puluh persen), KLB paling tinggi 1,2 (satu koma 
dua], KOH paling rendah 10 % (sepuluh persen) dari luas persil; 

13. taman lingkungan clan jalur hijau jalan diizinkan secara terbatas dengan 1 \ 
,. batasan diperuntukan untuk aktivitas RTH, dengan ketentuan KDB 

~aling tinggi sebesar 1 % (satu persen], KLB paling tinggi 0,02 (no! koma 
no! dua), KOH paling rendah 80 % (delapan puluh persen) dari luas 
'p,ersil; .• · . 

14. tempat parkir dan trotoar/pedest:riap diiziokao secara jcrbatas dengan 
oomsan tidak mengganggu linglrungao sekitarriya, KDB paling tinggi 
's'.ebesar 70 % (rujuh puluh persen]; KLB paling tinggi 0,7 (no! koma 
tujuh), KDH paling rendah 10 % (sepuluh persen] dari luas persil; 

15. pertaniao lahan b/lsah, pertanian lahan kering, hortikultura dan padang 
pengembalaan diizinkan secara terbatas dengan batasan diperuntukan 
untuk aktivitas RTH; dan , 

16. peruba,han paling tinggi.sub zona adalah 25 % (dua puluh lima perscn). 
c. pemanfaatan bersyarat tertentu bcrupa kegiatan : 

l. SPBU diizinkan dengan syarat melaksanakan penyusunan UKL-UPL, 
ANDALALIN dan mendapat rekomendasi dari BKPf p dengan ketentuao 
KDB paling tinggi sebesar 70 o/o (tujuh puluh person], KLB paling tinggi 
1,4 (satu koma cmpat), KDH paling rendah 10 °/o {sepuluh pcrsen) qari 
luis pcn,il, jumlahnya dibatasi 3 (tiga) unit unluk sduruh pcrkotaan;I, 

• I 
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2. J)::l13,:Jr dii:.inkan dc:n.Jum nyun1t mclnk!ll.mnknn pcnyusunon UKL-UPL. 
ANOAI..AUN dnu mc.ndopul n:.komcndn:i.i dnri OKPRO dcng,:m kctcntunn 
KOO pnlinR tinsud sebesar 70 ,.. (tujuh puluh J)C'rKn). Kl.a pn.linF. 1ingsti 
1,1 (><Hu komn cmpol). KOH paling rcndo.h 10 % lecpuluh pcrscnl dnri 

lua• pcr,.il, jurnlnhnyn dibatasi hanya I [saru) untuk seuep Sub BWP; 
J. IX'f'8.U•-hmgn_n pcnyimpanan. barang dnn puY\t rc:klnlnnYJln ili<nn 

diizinkan dcngan taya..rat melaksanakan pc.nyusunan Ul{l,Uf't., 
ANDALAUN dan mmdapat rckomcodasi drui BKPRD dcngun ketenrunn 
KOO paling linggi !\CbcA.1• 70 % (tujuh puluh pcrscnj. Kl.O p,11in~ tin~.gj 
5Cbc53J" 1,4 (Ml1J koma crnpol) d.nn KOH paling rendnh IO % (S<:puluh 
pcrscn) dnri lune perail: 

4. turnnn hiburnn diizinka» dcngan syn.rot melnksanakan pc.nyu!lun.nn 
UKL-UPI.., I\NDALAUN don mcndapol rekomendas! dnri BKPRO dcngnn 
kctcntunn KDB pnJinJl linggi sebesar 70 % (11.tjuh puluh persenl. KI..B 
pnling tinAAi scbcanr 1,4 [satu komo empot) don KDH pn.ling rcndoh IO 
% (r.c:puluh persen) dwi luee persil: 

S. Stn.sh.m radio diizinkn.n dengan syn.rat mcln.ksn.naknn pcnyuaunn.n UKlr 
UPL. ANDALAUN dan mendapa; rekcmeudasi dnri BKPRO dcngan 
ketentuun KOB paling l.ingsi sebeaar 60 % (cnnm puluh persen), KLB 
',>(I.ling unggi 1.2 (saru koma dun), KOH paling rendah 10 % (ocpuluh 
oc.r.;c.n) dari luas perail; 

6. scmun jenls kegiatan di zona i.ndustri dii:zink..u..n dcngnn i1y-nrat 
mcloksanakan pcnyusunan UKL-UPL., ANDAI..Al..lN dan mendapat 
n:komcndasi dari BKPRO dengan kctentuan KOB paling tinggi sebesar 
70 % (tujuh puiuh persen], KLB paling tinggi 1,4 (satu koma empat), 
KOH paling n:ndah 10 % (sepuluh pcrscn) dari luae persil; 

7. Sl\iA/ sederajat, Pl:rguru.an Tinggi/ Akadcmik, sckolah pcndidikan 
khusus, perpustakaan umum diizinkan dengan sya.rat me.laksanakAn 
pcnyusunim UKL-VPL., ANDALALIN dan mcndapat rekomcndaai dari 
BKPRC' dengan kctcotuan KDB paling tinggi sebesar 60 % (c:nam puJuh 
persen], KLB paling tinggi 1.2 (saru koma dua), KOH paling rendah 10 % 
(sepuluh persen) dari Juas pCrsil jumlahnya dibataSi hanya l (satu) 
untuk setiap Sub BWP; 

8. terminal diizinkan dcngan syamt mc:lnksaruikan penyusunan UKL--UPL. 
ANOALAUN dan mcndapat rckomcodasi dari BKPRD dengan kctcnl\lan 
KDB poling tinggi sebesar 60 % (cnam puluh peraen], KLB paling tinggi 
1,2 (sotu koma duo), KOH paling rcndah 10 % (sepuluh pcr,,cn) dari Juns 
pcrail, jumlohnyo diba111si hanyo I (satul untuk setiep Sub BWP: 

9. rumnh eajdt, n.1.mt1h 51\kit bersalin, rumnh oakit !:""'"' darurat, 
Lo.bol..OJ'iusn kc.sch.au:u, dnu rw.n.ah :s.u.kil hcwnn diiz.inknn dcugan syarat 
mclakoan.o.lmn penyuaunnn UKl,UPI.. ANDAUJJN clan mendapat 
rcko nendosr darl OKPRD dcngnn kctoncunn KOO paling tlnggi sebcsar 
60 % (enwn puluh pcrocn), K!.13 paling tinggi 1.2 (saru komn dua), KOH 
paling rendah IO % (sepuluh pcncn) ifari Juas pen1il jumlahnya dibatasi 
hanya I (satul unw.k sc:iap Sub BWP;~ . 
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' PuaJ !51 
(I) Ketentuan kegiatan dan, penKR\U\an lahan pada zona pcrkantoran 

sebagaimana dimaksud dal•m Pasa! 45 ayat (3) huru! c, mcliputi : 
a. sub zona perkantoran pcmerintah; dan ; 
b. sub zona perkantoran swasta. 

(2) Ketentuan kegiatan dan ~nggunaan laban pada sub zona per~toran 
pemerintah sebagaimana di.maksud pada ayat ( l) huru! a, meliputi : 

' 
k 

10. gedung olah ragi clan stadion olah raga diiz:inkan dengan syarat 
melaksanakan peoyusunan UKL-UPL, ANDALAUN clan mendapat 
rekomendasi dari BKPRD dcngan ketentuan KDB paling tinggi sebesar 
60 % (enam puluh persen], KL paling tinggi 1,2 (satu koma dua), KDH 
paling reodah 10 % (sepuluh persen); 

11, gedung kesenian, gedung serbaguna dan gedung pertemuan d.iizinkan 
dengan syarat melaksanakan penyusunan UKL-UPL, ANDALALIN dan 
-mendapat rckomendasi dari BKPRD dcngan kctcnruan KDB paling tinggi 
sebesar 60 % (enam puluh persen], KLB paling tlnggi 1,2 (satu koma 

··dua), KDH paling rcndah 10 % (sepuluh persen] dari luas persil; 
12. taman kota dan Tempat Pemakaman Umum di.izinkan dcngan syarat 

in<:laksanakan penyusunan UKl,.UPL, ANDA.tAI.IN . dan mendapat 
rekomendast dari BKPRD dengan ketentuan KDB paling tinggi sebesar l 
% (satu persen], KLB paling tinggi 0,02 (no! korna nol dua), KDH paling 
rendah 80 % (delepan puluh persen) dan peruntukannya untuk aktivitas 
RTH; 

l3. ta.man bennain dan rekreasi dii:ziinkan dengan syarat. melaksanakan 
penyusunan 'UKlrUPL,. ANDALAJJN clan mendapat rekomendasi dari 

.. BKPRD; 
14. wisata buatan diizinlcan dcngan syarai melaksanakan penyusunan lJKL. 

UPL, ANDALAUN dan mendapat rckomendasl dari BKPRD dcngan 
kctentuan KDB paling tinggi sebcsar 40 % (empat puluh persen], KLB 
paling tinggi 0,8 (nol koma delapan), KOH paling rcndah 10 % (scpuluh 
peisen) dari luas persil; dan 1 

15. kegjatan zona campuran yaitu penunaban dan perdagangan/jasa 
diizinkan dengan syarat . melaksanakan penyusunan lJKL..UPL, 
ANDAI.ALlN dan mcndapat rekomendasi dari BKPRD dengan ketcntuan 
KDB paling tinggi sebesar 70 % (tujuh pul';'h persen], KLB paling tinggi 
1,4 (satit koma empat), KDH paling rendah 10 % (scpululi persen) dari 
luas, persil, jwillahnya dibatasi banya l (satu) untuk setiap Sub BWP. 

d. pemanfaatan yang tidak diperbolebkan, meliputi: 
I. kegiatan pada zona perkantoran untuk kegiatan kantor provinsi, kantor 

kabupaten, kantor kecamatan, kantor kclurahan, dan kantor kejaksaan 
dan pengadilan; · . 

2. · kegiatan pada zona ,$ara.ca Pc!ayanan Umum (SPU), meliputi kegiatan 
pada sub wna transportasi untuk kegiatan pclabuhan dan bandar 
udara; · · 

3. kegiatan pada zona RTH untuk kegjatan butan kota dan 
sempadan/penyangga; 

4. semua kegiatan pada zona peruntukan Ja.innya uotuk'kegiatao wisaca 
alam dan wisata budaya; dan 

5. semua kegiatan pada zona peruntukan khusus. 

. 
' 
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3... pcm?ID~to.n ynn.g diperbolcbkao/diizinkan, berupa kegiatan kantor 
provinss, kantor kabupaten, kantor kccamatan, kantor kehsrahan, 
kantor POLRES. kantor KODrM, kantor KORAMIL, kantor kejaksaan 
dan pengadilo.n, kantor tcleko,nunikasi, kantor. kelistrikan, kantor 
partai dan stasiun radio diizinkan dengan ketentuan KDB 50% (lima 
puluh peesen), KLB 1,0 (so.tu koma no!) dan KOH paling rcndah 10% 
(scpuluh perseu] dari luas pcrsil. · 

b. pemanfu.ean bcrsyarat secara tcrbatas berupa kegiacan: 
I. rumah berdasarkan fungsi usaha atau penggunaan banguna.n 

berupa rumah dinas di sub zona perumahan kepadatan · tinggi 
diizinkan secara tcrbatas ilengan batasan kctentuan KDB paling 
tin~ sebesar 80 % (depan puluh persen], KLB paling tinggi sebesar 
1,6 (sacu ·koJna enam), KOH paling rendah 10 % (sepuluh persen] 
dari tuas persil; 

2. rumah berdssarkan fungsi usaha atau pcnggunaan bangunan 
berupa rumah dinas di sub zona perumahan kepadatan sedang 
1iiziokao secara terbatas dengaa batasan ketentuan KDB paling 
ti.nggi se\)esar 60 % (enwn puluh persen), KLB paling Linggi sebesar 
1,2 (saru koma dual, KOH paling rendah 10 % (sepuluh persen) dari 
Juas pe.rsil; . . 

3. rwnah berdasarkan fungsi usaha atau pcnggunaan bangunan 
bempa rwnah ciinas di sub zona perumahan kepadatan rendali 
diizinkan sccara tcrbatas dcngan batasan ketenruan 1 KDB paling 
tinggi sebesar 4-0 % (empat puluh persen], KLB paling ti.nggi sebesar 
0.8 (no! koma delapan), KOH paling rendah 10 % (sepuluh pcrsen) 
da.riluaspcrsil; , 

4. kantor pos, kantor lembaga keuangan, kantor konsultan, kantor 
notaris, kantor ~yasan dan kantor swasta diizinkan secara terbatas 
dengan batasan tidak meogganggu lingkungan sekitamya, dengan 
ker.entuan KOB paling tinggi sebesar 60 % (CDaJl\ puluh persen), KLB 
paling tinsgi 1,2 (satu koma dua], KOH paling rendah 10 % (sepuluh 
persen) dari runs persil; 

5. twnan lingkungan dan jalur hijau jalan diizinkan secara terbatas 
dcngan batasan diperuntukan untuk 'aktivitas RTH, dcogan 
ketcntuan KDB paling tinggi sebesar 1 % (satu person), KLB paling 
tinggi 0,02 (no! koma ool dua), KOH paling rendah 80 % (dclapan 
puluh persen] dari luas persil; 

6. tcmpat parkir; dan crotoar/pcdcstrian diizinkan secara terbatas 
dcngan batasan tidak mengganggu lingkungan sekitarnya, KDB 
paling tinggi sebesar 70 % (tujub puluh persen), KLB paling tin~ 
0,7 (no! knma rujuh), KOH paling rendah JO% (sepulub persen) dan 
tuas persil; 

7. pertanian lahan basah, pertanian lahan kering, hortikultura dan 
padang pcngemhala<m diizinJcan secara terbatas dengan batasan 
diperuncukan untuk aktMtas RTH; dan 

• 8. pcrubaljan paling tinggi subzona adalah 25 % (dua puluh lima 
, . persen) .\. ' 

. . 

• 
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c, pcmnnfautun bersynrnt tcrtcntu berupo. k~alWl to.man kota diizinkan 
den.tnn ~ytuut 111clul~nakao pcnyusunnn UK.1.rUPL, ANDAU.UN da.n 
t~\cn~npot t'Ckomcndnsi duri BKPRD dcngan kctentuan KDB paling 
t.11\&_~1 scbcsar 1 % [sutu persen), KLB paling tinggi 0,02 (noJ koma no! 
dull): KOH puling rendah 80 % (delapan puluh persen) dan 
1~n\nti.1l<:mmyt\ untu~ l\ktivitos RTH. 

,1. i,c1mmth,,tun yruis ti, .. h,l.k dipcrbolchkan, indiputi : · 
1. semua kegintun pada zona perumahan kccuali ru.mah bcrdasarkan 

fuugsi usuhR/penggunnan bangunan berupa nunah dinas; 
'2. ecmua kcgiutun pattn zono. pe.rdagangnn dan [asa; ' 
3. semua kegiatan pada zone industri; 
4.. scmun kegiaran pada zona Saran.a Pela,,vannn Umum (SPUt: 
S. scmun kegiutan pada zona RTH kecuall taman ~ jalur 

hijuu jnlon dan taman kota; 
6. sentuu kegiatsn pude zona RTNH kecuali tempat parkir de..n 

trotcurfpcdestrian; ' 
7. pe.runtulron lninnya kceuali pertnnian lo.han baseh, pcr,anian lahan 

~t:ring, hurlikullun: den pttJ.w1~ µeJlij;eu.toolllW1; 
S. semua kegiatan pada zona perunrukan khusus; dan 
9. semua kegi.al.Wl pada zona ca.mpu.ran. 

(3) Ketenruan kegiatan dan ~nggu.oaan lahan pada sub zona perkantoran 
swusta sebagairnana dimaksud pada ayat (II huruf b, meliputi : 
a. pemanfaatan yang dipcrbolchkan/diizinkan, bcrupa kcgiatan kantor 

pos, kantor lem,baga keuangan, ka.ntor konsuJtan, kantor nota..ris, 
kantor ynyasa.n dan knntor swasta di.izinkan dcngan ketentuan KDB 
paling tinggi 6u% (enam puluh peraen], KJ.B 1,2 (satu koma dua}, KDH 
paling rendah 10% (sepuluh person] dari luas ptrsil. 

b. pcmnnfoatnn bersynro.t secera terba.to..s berupa kegi.atan : 
L semua jenis kegiatan pcrumahan di sub zona kepadatan ti.n.ggi 

diizinknn sccara terbatas dengan batasan ketenruan KDB paling 
tinggi sebesar 80 % (ddapan puluh pe.sen), KLB paling tinggi 
sebcsar 1,6 (satu koma cnam), KOH paling rendah IO % (sepuluh 

-, pcrsen) dari luas pcrsil; . 
2. scmua jt'nis kegiatan perumahart di sub zona kepadatan sedang 

diizinkan secera terbatas dengan batasaJ:> .kc:tentuan KDB paling 
' ' tinggi sebesar 60 % (enam puluh persen), KLB paling tinggi sebesar 

1,2 [satu koma dual, KDH paling rendah 10 % (sepuluh pcrsen) dari 
luas persil; . 

3. semua jenis,kegiatan perumahan di sub %10na kepadatan rendab 
diizinlron sceara terbatas dengan batasan lcetentuan KDB paling 
tinggi sebesar 40 % (empat puluh persen), KLB paling tinggi sebesar 
0,8 (nol koma delapen), KOH paling rendah 10 % (sepuluh pc.sen) 
dari tuns persil; 

4. kios, warung, toko, ~market, jasa. perdagangan dan jasa 
penunjang pariwisata diizinkan se<:ara terbatas dcngan bat.ason 
tidal< mengganggu lingkungan s,,k.itarnya, dcngan keten~an _KO~ 
paling tinggi sebcsar 70 %. (tujuh puluh persen), KLB paling 'tinW 
l ,4 (sulu koma empat), KOH paling rendah IO % (scpuluh pcr.,enl 
dari luas pcrsil ; . 

S. bumi pe,ke~an diizin)<an. sccnra t~rbntas. dcn~an .bata= tidal<j 
mengganggu lingkunl!l'll sek.iwmya, KOB paling tin88' scbc:sw- 70 %1. 
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(tujuh puluh persen], KJ.B p;iling tinggi 1,4 [satu koma emparl, KOH 
Paling rendah 10 % (scpuluh perscD) dari luas pcrsil; 

6. kantor POLRES, !cantor POI.SEK, kaator KODIM. kantor KOR.\.>.!ll.. 
kantor telekomunikasi dan kantor kelistrikan tiijzinbn secare 
terbatas dcngan batasan tidal< mengganggu lingkungan sekitarnya, 
dengan ketentuan KDB paling tinggi sebesar 50 % (lima puluh 
pcrsen], KLB paling tinggi 1,0 (saru lroroa nol), KDli paling recdah 
10 % (sepuluh persea) dari luas persil ; 

7. PAUD/play group, TK, SD/Sedemjat, dan SMP/Sederajat diitioh-..o 
secara terbatss dengan batasan tidak meogganggu lingl,.,mgan 
sekitamya, dengan ketenruan KDB paling tinggj sebesar 60 % 
(enam puluh persen), KLB paling tinm 1,2 (saru knma dua), KDH 
Paling Rendah 10 % (scpuluh persen) dari luas persil; 

8. puskesrnas, puskesmas pembaotu, posyandu, balm pengobatan, 
pos kesehatan, praktek dokter, pol.iklinik, pan.ti rehabilita.si 
narkoba, PMJ, toko obat clan apotik di.i2inkan secara terbatas 
dengan batasan tidal<. mengganggu lingkungan se.kitarnya, dcngan 
kclcutuan KDB l,HU.iug tiu~i 1$C:~ 60 % [enam pu.luh pt:nst:nj, 
KLB paling tinggi 1,2 (saru koma dua), KDH paJiog rendah 10 % 
(sepuluhperse.n) dari luas pcrsil; . 

9. lapangan olah raga diizinkan seeara tcrbatas dengan batasan tidak 
, mengganggu lingkungan sekitainya, dengan ketentuan KDB palrog 

tinggi sebesar 60 % (enam puluh persen], KLB paling tinggi 1.2 [saru 
koma dua), KOH paling rendah 10 % (sepulub pcrsen) dari luas 
persil ; • 

l O. sanggar kesehian, b,~lej P,:..~u.an. pusat inro.'""',..'5; wisata, lembsga 
sosial dan tembaga kema.syarakatan dllziokan secara tcrbatas 
dcngan tatasan tidak m<ngganggu ling!rungan sekitnrnya, dcngan 
k~lt:nluWl KDB paling tinggi sebesar 60 % (cnam pu.iuh persen], 
KLB paling tmggj .1,2 (saru koma dua), KDH paling rendah 10 % 
(sepuluh persen) dari tuas pcrsil ; . 

11. masjid dan gereja diizinkan secara terbatas dengan batasan tidal<. 
mengganggu llng)<ungan sekitamya, dcngan ketentuan KDB paling 

· tinggi sebesar 60 % (enam puluh persenj, KLB po.ling tinggi 1,2 (saru 
koma dua], KOH paling rendah 10 % (sepuluh persen) dari 1uas 
~~il; . 

12. taman lingkungan de.n jalur hijau je.!an di17inlr~n SC'C'!!ra terbatas 
dengan batasan dipenmrukan untuk aktivitas RTii, dcngan 
ketentuan KDB paling tinggi scbesar 1 % (satu person), KLB paJiog 

. tinggi 0,02 [nol kowa nol dua), KOH paling 1"1ldah SO 'lo (dclapan 
puluh persen) dari luas persil; 

13. tempat . parkir dan trotoar /pedestrian diizinkan secara terbatas 
dengan batasan tidak mengg;,.nggu 1ingkungan sekitBmya, KDB 
paling tinggi sebesar 70 % (tujuh puluh persen), KLB paling tinggj 
0,7 (nol koma tujuh), KDH palioR rcndah 10 % (sepuluh persen) dari 
luas pen,,1; ' 

14. pc:rtanian lahan bo..sab, pcrtanien laban kcring. hon£rulrura, dan 
pa~g pcng~mbsleen dii:d..T?Y.en ~ terbatas der.gan batasa.'1 
dipcruntukan untuk aktivitas RTH; dan\i 

' 

. . 

. 
' 

• 
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15. pcrubahan paling linggi subzona adaiab 25 % (dua puluh Iima 

persen] 

c. pemanfaatan bersyarar tertentu berupa kegiatan: 
, 1. SPBU diizinkan dengan syarat mclaksanakan penyusunan UKL­ 

IJPI,, A!'IDALALIN dan mendapat rekomendasi dari B!(PRD dengan 
ket.e:::tu.l!l KDB cebesar 70 % (tuju..~ pu..'uh persen], KLB · paling 
tinggi 1,4 (satu koma empatl, KDH paling rendah 10 % (sepuluh 

' perscn) dari luas persil, jumlabnya dibatasi 3 (tiga) unit untuk 
-s seluruh perkotaan; 

'2~ ()AAAr rlii?.inlc.:.n rl~ngan R)'Rrnt mr.l:1kAAn.1kRn penyusunan UKL- 
ITot Alill.DA'! ATTN ..11.,. -· ... dapat rek d.,.o: Rli'Oon dengan .... ""• n..i, • ._. ...,.,._, u....; ..,..,..... ...:u.: ~ • ...,. •·• • ......., "' . 
ketentuan KDB paling tinggi sebesar 70 % (tujuh puluh persen], 
KLB paling tinggi 1,4 (satu koma empat), l{Dll paling rendah 10 % 
{sepuluh persen].' dari luas persil, jumiahnya dibatasi hanya l 
(satu) untuk setiap Sub BWP; . ' . 

3. pergudangan penyimpanan barang dagangan, dan pusat 
pelelangan ikan diizink:an dcngan S)'arat melaksanakan 
peoyusunan tlKL-UPL, ANDALALJN dan mendapat rekomendasi 
"0 ri BJ(.PRD dengan ketenruan KDB paling tinggi sebesar 70 % 
(tujuh puluh persen], KLB paling tinggj sebesar 1,4 (satu koma 
empat} .dan KDH paling rendah 10 % (sepuluh persen] do.ri luas 
persll; 

4. taman biburan diizinkan dengan syarat melaksanakan 
penyusunan tlKL-UPL, A..1'1!)AL!\LJN dan mendapat rekomendasi 
dari BKPRD dengan ketentuan KDB paling tinggi sebesar 70 % 
[tujuh, puluh pCrF...cn), KLB paling tinggi sebesar 1,4 (satu koma. 

.empatl dan KDH paling rendah 10 % (sepuluh persen] dari luas 
persil; . 

S. stasiun radio diizinkan dengan syarat meiaksanakan penyusunan 
UKL-.UPL, ANDALALIN dan mendapat rekomendasi dari BKPRO 
dengan ketentuan KDB paling tinggi sebesar 60 % (enam puluh 
persen], KL8 paling tinggi !,2 (satu koma dua], KDH paling rendah 
IO % (sepuluh persen) dari luas persil; 

6. semua -jenia kegiatan di zona industri diizinkan dengan syarat 
melaksanakan penyusunan UIO.,-UPL, ANDALALIN dan mendapat 
rekomendasi dari BKPRD dengan ketentuan KJ?B paling tinggi 
sebesar 70 % (tujuh pu!uh persen), KLB paling tinggi 1,4 [satu 
koma crbpalj, KOH paling rendah 10 % (sepuJub perscn) dari luas 

;persil; i 

7. SMA/sederajat, Perguruan Tinggj/ Akademik, sekolah pendidikan 
khusus, perpustakaan umum di.izinkan dengan syarat 
melak&anakan p,:r:yusunan IJKL.UPL, ANDALALIN dan mendapar 
rekomendasi dari BKPRD dengan ketentuan KDB paling tinggi 
aebeaar- 60 •., (eru,m puiuh persen], Kl.B paling tinggi 1,2 (satu 
koma dua), (<DH paling rendah 10 % [sepuluh persen) dari lui"' 
persil, juo.Jabnya dibatasi hanya 1 (satu) untuk setiap SUb BWP;I( 
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S. termi.nn! diitinknn dengnn ssn.rot melnksannkun pcnyusunnn UKI..· 
'JPL. ANDAl..AUN dt\ll mcndnpnl rckomeodnsi dnri SKPRD dcngan 
ketentunn KDB paling tini;i;i sebesar 60 % (cnnm puluh persen]. 
KLB paling tinggi 1,2 (s,,tu kcmo dual, KOH paling rendah 10 % 
(sepuluh pcrscn) dari luas pcrsi], jumluhnya dibntosi hnnyn I 
{~,tu) untuk settnp Sub S\\'P; 

9. rumnh sakit. ru,m\h saltll bersalin, rumah sakit gawal darurat, 
laboratoriurn keschnlnn dan rumah sakit hewan diirinkan dengan 
syarat metaksanakan penynsunan LIKL-LIPL, ANDALALIN dan 
mendnp:,t rekomendasi dari BK.PRO dengan ketentuan KDB po.ling 
tins&" ~ebc~"'r 60 %. (cnom puluh perseel. KlB patine, tins.t;i 1,'2 
[satu koma dua). KOH Paling Rendilh 10 % (scpuluh persen) dari 
luas pcrsil jumlahnyu dibataai hanya l (satu) untuk setiap Sub 
BWP: 

l 0. gedung olah rngn clan stndion olah rngu diizinkan dengnn sya,rnt 
melajcsaneken penyusunan Ul'-°1.-UPL, ANDAu\LIN dan mendapat 
rckomcndasi dnri BK.PRO dengan ketentunn KDB paling tinl(l!i 
sebesar 60 % ,(enam puluh persen], KLB paling tinggi 1,2 (satu 
komn due). KDH paling rendah l O % (sepuluh pcrsen); 

11. gedung kesenian, gedung serbagu.n!l do.n gedung pcrterouan 
diizinknn dengan syarot melaksanakan pcnyUsunnn \JKL·UPL, 
ANDALALIN d:III mcndnpM rckomendnsi drui BKPRO dcngnn 
ketcntuan K.DB paling tinggi scbeser GO ~~ [cnnm pulu.h pcrsen), 
KLB paling tinggi 1,2 (saru lromo. dual, KOH paling rcndo.h 1 O % 
(sepuluh pcrsen) dari luas persil; 

12. tnman kota dan Tempat Pemakaman Umum diizinknn dcngan 
syarat melaksanakan pcnyusun.an UKL-UPL, ANDAu\LIN dan 
-rnendapat rckomendasi dari BJ(J>RO dengan kctenruan KDB palin11; 
tinggi sebesar 1 % (satu persen), KLB paling tinggi 0,02 (no! koma 
nol dua), KOH paling rendah 80 % (delapan puluh persen) dan 
peruntukannya unsuk aktivitas RTH; 

13. tnman bcnnain dan rekreasi cliizinlmn dengan syarat 
meJoksnnolalJl pc."l)-Usunan UKL \JPL, ANDALALIN don mendapat 
n:kuuu:::1U.lti.~ Uwi BKPRD; 

14. wisam buau,n diizinkan dengan syarat melaksanakan pcnyusunan 
UKL·UPL,' ANOALA.UN dan mendapat rckomendasi de.ti BKPRD 
dengan ketentuan KDB paling tinggi sebesar 40 % (cmpat puluh 
persen], KLB paling tinggi 0,8 (nol koma delapan), KOH paling 
rcndah 10 % (sepulub pcrscnl dari luas pcrsil: dan 

15. kcgiatan mna campuran yairu pcrumahan .dan pcn!Agangan/jasa 
diizinkan dcngan syarat melaksannknn pcnyusunan \JKL-UPL . 
ANDAL-.I.IN dan mendapat rckcmcnde.si dari BKPRD dengan 
ketentuan KOB paling tirtggi sebesar 70 % (tujuh puluh persen), 
KLB paling tinggi 1,4 (satu koma'cmpat], KOH paling rcnde.h·lO % 

. , (sepuluh per-sen] dwi luas persil, jumlahnya diballtsi hanya l 
(satu) untuk setiap Sub BWP. 

d. pe.nanfwu.an yang tidak d.iperbolcbkan, n,diputi; 
1. kegjatan pada :i:ona pcrkantoran untuk kcgialnn kanto, provinsi, 

kantor kabupaten, kantor kecamatan dan kantor kelurahan; II 

• 
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Paaal 52 
(1) Ketentuan kegiatan dan pcnggunaan lahan pada zona sarana pelayanan 

umum sebagaimana dim'aksud dalam Pasal 45 ayat (3) huruf d, meliputi : 
a. sub zona pendidikan; 
b, sub zona transportasf 
c. sub zor.a kesehctan; 
d. sub zona olah raga; 
c. sub zone sosial budaya; dan I 
f. sub zona peribadatan. 1 

(2) Ketenruan kcgiatan dan pcnggunaan lahan pada sub zona pendiclikan 
sebagaimana dimaksud :,ada ayat (1) hlln.lf a, mcliputi: 
a. pemanfaatan dipcrJ;>olchkan/diizinkan, berupa semua kegiatan yang 

berada di sub zona pcndidikan dengan kctcntuan KDB paling tinggj 
sebesar 70 % (tu)uh puluh persen], KLB paling pnggi sebesar 1,4 (satu 
koma empat] dan KDH paling reodah sebesar 10% [sepuluh persen} dad 
luas pcrsil. . 

b. pemanfaatan bcrsyarnt secera terbatas berupa lcegilltnn : 
l . semua jenis kegialan pcrwulih~u W sub z.uua kepadatan liJJ88,i 

diizinkan sccara tcrbatas dengan batasan ketentuan KOB paling tinggi 
' sebeser 80 % (depan puluh persen), KLB paling tioggi sebcsar 1,6 

(satu koma enam), KDH paling rendah JO% (sepuluh persen) dari luas , ' ' persil; · 
2, .scmua jenis kegiatan perumahan di sub zona kepadatan scdang 

·diizin.kan secara terbatas dengan batasan ketentuan KDB paling tingg) 
• scbesar 60 % '(enam puluh persen), KLB paling tinggj sebesar 1,2 (satu 

koma dual !'.DH paling rcndah 10 % (sepuluh persen] dari luas pcrsil; 
3. semua jcnis J..'cgiatan perumahan di sub eona kepadatan rcndab 

diirinkan eecara terbatas dcngan batasan ketentuan !IDB paling tinggi 
sebesar 40 S. (empat puluh person), KLB paling tinggi sebesar 0,6 (nbi 
koma delapan], KOH' paling rcndah 10 % [sepuluh pcrsen) dari luas 
persil; 

4. Kies, warung,' toko, minimarket, jasa, perdagangan dan jasa 
penunjang pariwisata di.izinlau> seeara terbatasidengan batasan tidak 
men~Ja:l!U linglru.ngan sekitamya, dengan ketentuan KDB l'alinR 
tinggi sebesar 70 % (tujuh pu}uh persen), KLB 1,4 (satu koma empat), 
KOH paling rendah 10 % [sepuluh perscn) dari luas pcrsil ; 

5. Kantor pas, kantor lembaga keuangan, kantor partai, ka:ntor 
konsu1tan, · kantor notaris, ka.ntor ya.yasnn dan kantor swasta 
diizinlron secara terbatas dengan bato.snn tidak menggo.nggu 
Ilngkungan sekitarnya, deogan ketentuan KDB pallng ti11ggi sebesar 

• 60 % (enam puluh person), KLB paling tinggi 1,2 (satu i!<oma dua), 
!OH paling rcndah 10 % (sepuluh persen) dari luas pcrsil ;L 

2. kegiatan pada zona Sararui. Pelayanan Umum (SPU), meliputi Kegiatan 
pada sub zona' trunaportasi untuk kegiatan pclabuhan dan bandar 
udara; 

:?-. kegiatan pada zona RTH untuk kegiatan hutan kota dan 
sempndnn/penyancga; 

4. semua kegiatan pada .7.ona peruntukan 1ainnya untuk kegiatan 'Nltata 
ulam dau wisata buclaya; dan 

5. sernua kegiatan pada zona peruntnkan kbueus. 
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1 i.. tempat perklr dan 1.IolDa;J pcdc:slri.:au dii:t.ink..a.o seeara terbatas dengan 
batasan tidak o,t:ngganggu ~ ockitarnya, KDB paling cinggi 
sebesar 70 % (tujuh puluh persenl, IO..B paling Tinggi 0,7 (nol•l..-..,n,a 
iujuh), KQH paling rendah JC% (scpuluh perscn) dari luas persil; 

! 2. pertanian !ahan basah, pertanian lahan leering, hortikultura dan 
padaag pengemb::dsen dirrinkan -secara tcrb.at:a.s dengan batasan 
dipemru;:..en unruk ah'ti'9itas RTU; dan 

13. perubaban paling tinggi sub :zona adalah 25 % (dun puluh limn 
persen). 

c. pema ·,raaran bersyarat tertentu berupa kegiatan : 
L pertokoon; ruko, per:gudangan penyimpanen barang dagangan. dan 

pusa; pdeiangan ilcan ciiizinkan dengan syaral meJ..aksana.kan 
pc:oyusunan IJKL-UPI.., ANDAU.LIN dan mendapat relromcndasi dari 
BKPRD drngan k.et.enruan KDB paling tinggi sebesar 70 % . (tujuh 
puluh persco). KLB paling cinggi 1,4 (satu ~ma empatJ •. KDH paling 
rendah 10 % {scpuluh persen) dari luas persil; 

2. SPSU diirinkan dcngan sya.,u mcla.kMna.kan pcn.;-..i.su."la.."l t.'KL-UPL, 
ANDAI.ALIN dan menda.pat rekomendasi dari BKPRD denga.n 
ket.entuao .KDB paling tinggi sebe&l.r 70 % (tujul1 pulult pea-sen), KL6 
paling cinggi 1,4 (saw lallna empat), KDH paling rendo.h 10% (sepuluh 
perscn) datj Ju.as persi!, j11miabnya dlhatasi 3 (tiga) unit untuk seluruh 
perkotaan;~ . 

, 

' 

. 
6. ~- pusktsmas pembanru, posyandu. baJai pengcbatnn. pos 

1=cha..an, pralaek dolau, praktck bidan, potiklinik, panti n:habilitasi 
uarkoba, PMJ, tcko ol:et/apotik dimnl-...n seeara terbatas dengan 
batasen tide.k me..n.sganggu ~toan sekit:a..rn}"!l, dengan ketentuan 
KDB paling w,ggi seeesar 60 % (cnam puluh person), KLB pruing 
ti,-,.:.p 1,2 (saru ko::u c!ua), KDH p:ilins rendah l O % {sepuluh persen) 
darl luas pers.il ; . 

7. lapangan olab raga diiz:inkan secara terbatas dengan bamsan tida.k 
men~ ~-,ga.-, sekitarnya, denzan kerentuan KDB palin_~ 
cinggi sebesar 60 % (enam puluh pcrsen), KLB paling cinggi 1,2 (saru 
k:oma dual, KDH paling rendah 10 'lo (scpuluh .-,e=l dari luns persil; 

S. sanggar kesenian, ba.tai pertemuan, pusat informa.$.i 'Wis.a.ta, lembaga 
sosial dan lcmi,aga krnl.asyarakarn> diirinkan seeara tcrbata• dcngan 
bata.san tidak mengganggu lingkun.gan sekitamya. dcagan ketenruan 
KDB paling tinggi sebesar 60 % (en.am pu!Uh perscn), KLB paling 
tinggi 1,2 (saru koma dua), KDH paling rendah lO % (sepufuh perscn) 
ciari luas pcrsil; • 

9. :!!".asjia da.11 gereja r1;i:zi ... kan sec:ara teroams, denggn b.atasan tids.k 
, roenggaoggu 

0lingkungan sekitarnya, dengan ketentuan KDB paling 
• cinggi sebesar 60 % (cnam puluh persco), KI.13 palli.g tinggi 1,2 (saru 

koma dua), KDH paling n:o.dah iO % {scpuluh perscn) dari luas per.ill; 
' 10. raman lingkuo'°gan dan jalur hljau jalan diizinkan seeara rerbatns 

dengan batasan diperunrulmn unruk aktivitas Rlll, depgan ketentuan 
!IDB paling cinggi sebesar I % (satu persen), KLB paling tinggi 0.02 
[nolkoma no! dua), KDH paling rend.ah 80 % (dclapan puluh perscn) 
.-1 ... ,1 luas persi1.; 

' 

. . 
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3. pasar dan supermarket diizinkan dcngan syarat mclaksanakan 
penyusunan UKL.-UPL, ANDALALIN .dan mcndapat rekomendasi dari 
B"-1'RD dcngnn kctentunn KDB paling tinggi sebesar 70 % (ntjuh 
pduh perscn], KLB paling tinsi;i · 1,4 (satu komu empat], KOH paling 
rcndnh IO % (scpuluh pcrscn) dari luas persil, jumlahnya dibatasi 
""")"' I (:,atu) untuk scdap Sub BWP; 

4. stnsiun radio diizinkan dcngan syara.t mclaks.inako.n penyusunan 
UKL·UPL, A.NDALALIN dan mendapat rekomendasi dari BKPRD 
dcngan ketentuan KDB paling tinggi scbesar 60 % (enam puluh 
pcrscn], Kl.."3 paling tinggi 1,2 (satu koma dua), KDH paling rendah 10 
% (scpuluh pcrscn) dari luas persil; 

S. terminal diizinkan dengan . syerat cnelaksnno.k.an penyusunan UKL­ 
UPL, AND/\IJ\UN dan mendapat rekomcndasi dnri BKPRO · dengan 
kctentucn KDB paling tinggi sebesar 60 % (enrun puluh persen), KLB 
µt\ling tinggi 1,2 (StilU k.oma dual, KDH paliug rtndah 10 % (sepuluh 
persen) dari tuas persil, jumlahnya dibatasi hanya I (saru) untuk 
s,:tiap sub BWP; 

6. rumah sakit, rumah sa.ki.t bersalin, rumab sakit gawat darurat, 
laboratorium kesehatan dan rumah salcil hewan diizinkan dengan 
S)-ara.t mclaksanakan penyusunan UKL-UPJ., A.NDALAJ.IN da,n 
mendapa.t rck_omendasi da.ti BKPRD del'lga.n ketentuen KDB paling 
tinggi sebesar 60 % (enam puluh pcrsen], KLB paling tinggj 1,2 (satu 
kama dual, KOH paling rendah JO% (sepuluh person) dari luas persil 
jumlahnya dibatasi hanya J (satu) untuk sctiap Sub BWP; 

7. gedung olah raga dan stadion olah raga diizinkD.n dengnn sydrat 
melaksanakan pcnyusunan UKl,-UPL, ANDALALIN dan rnendapat 
rekomendasi dari BKPRD dengan ketentuan KDB paling tinggi sebesar 
60 % (cnam puluh persen), KLB paling tinggi 1,2 (satu koma .dua], 
!;DH paling rend.ah JO% (scpuluh persen); 1 

8. gedung kesenian, gedung scrbaguna dan gedung pcrtcmuan diizinkan 
dengan syarat melaksanakan penyusunan UKL-UPL, ANDAI..ALIN dan 
mendapat .rekomenda.si dari BKPRD dengan ketentuan KDB paling 
tinggi sebesar 60 % (enam puluh pcrsen, KLB paling tinggi 1,2 (satu 
korna dual, KDH paling rend.ah 10 % (sepuluh persen) dari luas persil; 

~- taman kota dan tempat pcmakaman um.um di.izinkah dengan syarat 
me!:i!cs:u?o.kn."> peayusunan IJKL-UPL, ANDALALTN don rnendapat 
rekomendasi dari BKz:RD dengan lretentuan KDB paling tlnggi sebesar 
J % (satu persen), KLB paling tinggi 0,02 (nol koma nol dua), KD.H 
paling reodah 80 % (dclapan puluh persen} 11_"11 perunmkannya untuk 
aktivitas RTH; 

JO. kegiatan zona campuhm yaitu perumahan dan perdagangan/ja.sa 
di.izinkan dengan syarat melaksanakan pcnyusunan UKL-UPJ., 
ANDAIALIN dan mendapat rckomendasi dari BKPRO dengan 
ketentuan KDB paling tinggi sebesar 70 % (tujuh puluh persen), KLB 
paling tinggi i,4 (satu koma empat), KDH paling rend.ah JO% (sepuluh 
pc:rscn) dnri luas persil, jumlahnya dibatasi' hanya I (satu) untuk 
setiop Sub BWP. 

J. pt:mulUW:S.Llw yw:tK, Lic.hik ilipt:rbulchktt.n, mdiputi : 
I. k~tan pada zona J:1Crdagan,an dan jasa untuk k~tan taman 

ht'buran dan bu.mi petkemal\all;~ . • 



f 
J 

63 . ' 

. 
' 

2. kr.Jtintnn µudn n·1m, perkunterun untuk kci,dutpn knntor provinsi. 
kuntor knbup,utcn, kuntor kecumetun, knntor kclurohun. kontor 
POLRllS, knntor POI.SEK, knntor KODJM, kuntor KORAMII .. knntor 
kejnk;e,rnn dun peugudilan, ku.ntor tclekornunlknsl don k.nntor 
keliatriknn: 

:t r.c-m,11, l«<"Etintnn pnctn zcnn inciur.tti; , 
4. k~i,;iutuu µ;,du wnu Su,u.u.u Pcluyw1u.u Uunnu (SPU}, uu.:Upuli keg.jot.an 

padn sub eonu trunsportasi untuk kegiatan pelabuhan don bnndar 
,ulnrn; 

S. kcgintan plldn zcnn RTH untuk kcgintnn hutnn kota dan 
sc:.np.ndnn/pcnyonggu; 

6. kegintnn pudn zonn RTNH uncuk kegintan taman bcnnain do.n rekreaei: 
7. sernun keglmnn pndn zona peruntukan lainnya untuk kegiatan wisata 

ulnm: dun 
8. ~cmuu kr:giutun pado zonu peruntukan khusus. 

(31 Kctcntunn kcgirunn dan pcnggunonn hthnn pada sub zona tranaportasi 
uebngnimnno dimnkuud po.du nynt {l) buruf b, mcliputi: 
u. 1>c111u.11tiulluu tliJ.-;rLult:hk.tua/JLWuk.11 l,crupu sc.111u.t1. kegiuluu µ.u.Ju -aub 

zonn trunsportusi den.gun ketentuan KDB paling tinggi sebesar 60 % (cnnrn 
puluh pcrsen), KLB paling tinggi seeesar l ,2 (seru koma dual, KDH paling 

· · rendnh LO% (scpuluh perscnl dnri Juos persil. 
b. pemnnfaatan bersyarat secarn terbetae berupa kcgiato.n : , 

, . scmua jcnis kcgiatan pcrumahan di sub zona kcpadatan tinggi 
diizinkan secara terbataa dengan batasan kctcntuan KDB paling tinggi 
scbeser 80 % (dcpan puluh persen), KLB paling tinggi scbcsar 1.6 
[sntu koma enrun), KDH paling rendah 10 % (scpuluh per-sen] dari luas 
pcrsil; 

'2. scmua jcnis kcgiatan, perumahan di sub zona kcµadatan scdang 
diizinkan eecera tc:rbauu; dengan but.a~ ketentuan KDB paiing tinggi 
sebesar 60 % (enam puluh persen), KL8 paling tinggi scbcsar 1,2 (satu 
koma dua), KDl1 paling rendah JO% (sepuluh pcrsen] dari luas pcrsil; 

3. semua jenis kegiatan peruntahan di sub zona kcpadatan rendah 
dii2inknn secara terbntas dengan batasan ketentuan KDB paling tinggi 
sebesor 40 % (empat puluh persen), KLB paling tinggi sebesar 0,8 (nol 
koma delapan), KDH paling reodab 10 % (sepuluh persen] dari luas 
persil; 

4. kios, warung, toke, minimarket, jasa, perdagangan dan jasa 
penunjang pariwisata diizinkan sccara terbatas dcngan batasan tidak 

, mengganggu lingkungan selcitnrnyn, dengan ketcntuo.n KDB poling 
linggi sebesar 70 % (lujuh puluh persen], KLB pallcg t.iJiggi 1,4 (satu 
koma empO:t), KDH paling rend.ah '10 % [sepuluh persen) dari luas 
persil ; . 

s.' !cantor pos, kantor lcmbaga keuangan, kantor partai, kantor 
konsultan, kantor notaris, kantor yayasan dan kantor swasta 
diizinkan sccara terbatas de~ batasan tidak mc~IUl:U 
lingkungan selcitarnya, dcngan kctentuan KDB paling tinggi sebcsar 
60 % (cnam puluh persenl, KLB paling tinggi ·1,2 (satu koma duo), 
KDH paling rendah JO% (scpuluh perscn) dllri Juns persil; 

6. PAUD/Pla,y•Oroup, TK, SD/Sederajat don SMP)Sedcrajat diizinkan 
occoro. terbotno dcngon bot.noon tidok menggonggu lingkung"'l 
...:kilarny•. dcn!:Wl kcl<:nlu"P KDB pwin~ tin~ :iclJC:sw, 60 % (cnwr\{ 
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. ' ' I i. taman lingkungao dan jalur hijau jalan diizinkan secara terbatas 
'> dcngan batasan dipcruntukan untuk aktivitas RTH, dcngan kctcntuan 

KDB paling tinggi ecbcsar I % (satu persen), KLB paling tinggi' 0,02 
, ,(nol koma nol dua), KOH paling rendah 80 % ·(deiapan puluh persen] 

dari luas persil; 
J:Z. tempat parkir dan uotoar/pcdcstrian diizinkan secara terbatas dengan 

batasan tidal< mengganggu lingkungan sekitalnya, KDB paling tinggi 
sebcsar 70 % (rujuh puluh persen), KLB palini; tinggi 0,7 {nol koma 
tujuh], KDH paling rendah 10 % {sepuluh persen) dari luas persil; 

13. pertanian lahan basab, pertanian lahan keriog, hortikultura dao 
,> padii.ng pengembalaan diizinkan secara terbatas dengan batasan 

diperuntukan untuk /tl<!lvitas RTH; dan 
14. perubahan po.ling tinggi sub zona o.dalo.h 25 ,{1 {due. puluh limn. 

persen). 1 • 
c. pemanfaatan bersyarat tertentu berupa kegiatan : , 

l. pertokoan, ruko, pergudangan penyimpanan be.rang dagangan, dan 
pusat pelelangan ikan diizinkan dengan syarat melaksanakan 
penyusunan UKL·UPL, ANDALALIN_ dan mendapat rekomendasi dari 
BKPRD dengan ketentuan • KDB paling tinggi sebesar 70 % {tujuh 
puluh persenl, KLB paling ~ 1,4 (satu koma ernpat], KOH paling 
rendah 10 % (sepuluh persen) dari luas p,::rsil; • · 

2. ' Sl;'BU diizioknn dengao syarat melaksanakan penyusunan lJKL.UPL, 
A'lDAL'\LIN dan mendapat rekomendasi dari BKPRD dcngan 
kctcntuan. KDB paling tinggi scbcsar 70 % (tujuh puluh pcrscn), KU'll 
pnling tinggi 1,4 (oo.tu komn empat), KDH poling rcndo.h 10 % (sepuluhl., 

' 

9. sanggar kesenian, balai perternuan, pusat lnformasi wisata, lembaga 
soslal dan lembaga kemasyarakatan diizinkan secara terbatas dengan 
batasan tidnk menggenggu lingkungnn sek.itnmyn, dengnn ketentunn 
KDB µtJiu~ Li.u~l sebeser 60 % {emuu µuluh persen], KLB 1,1Wll.tK 
tinggi 1,2 {sal)l koma dua], KDH paling rendah 10 % (sepulub persen] 
dari luas persil ; 

10. masjid dan gerejn diizinkan secara terbatas deogan batasan tidak 
mcnggnnggu lingkungan sek.itarnya, dengan ketentuan KDB paling 
tinggi sebesar 60 % {enam puluh persen), KLB paling tinggi 1,2 (satu 
koma dun), KDH paling rendah 10 % (sepuluh persen) dari Juas persil . 

' 

. 
' 

. 
puluh pcrsen), KLB po.ling ti.nggi 1,2 (saru komn dua), KOH paling 
rcndah 10 % (scpulub persen) dari luas persil; 

7. puskcsmas, puskesmas pembantu, posyandu, balai pengobatan, pos 
keschntan, prn.ktek dokter, praktek bidan, poliklinik, panti rehabilitasl 
narkcba, PMI dan toko obat/apotik diizinkan secara terbatas derigan 
bataecn tidak menggansgu Iingkungan sekitarnya, dengan ketentuan 
KOS paling t.inggi sebcsar GO % (enam puluh perscn), KLB paling 
tinggi 1,2 (satu koma dua), KOH paling reodah 10 % (sepulub perseo) 

... darl tuns persil ; ; 
8. lapangan olah raga diizinkan secara tcrbatas dengan batasan tidak 

mengganggu linglrungan sekitarnya, dengan ketentuan KDB paling 
tin~ sebesar 60 % (enam puluh persen), KLB paling tinioo 1,2 (satu 
koma dua), KDH paling rendah 10 % (sepuluh persen) dari Juas persil 
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iumlah ... ··a dibatasi hanya , , ............ , .. _ .... , ......... ...:~-a...~ o,1rn. .I ua.ih.a)' UU. "' U.,.I 4 a \~ .. ._., ~lU,&A .,.._,UG}" UUU ~'t• a I 

7. gedung o!ah raga dan atadion olah raga diizinkan deagaa :,ya.-at 
melaksanakan penyusunan UKlrt.J?L, ANDALA.L!N dan mendapat 
rekomendasi dari BKPRD d,enga,, ~tentuan KDB paling tinggi sebesar 
60 % (enam pulub persen], KLB paling tinggi 1,2 [saru koma dua), 
KDH paling rcndah 10 % (sepuluh persen): . 

8., gedung kesenian, gedung serbaguna dan gedung pertemuan c!iizinkan 
dengan syarat mela.ksanakan penyusunan IJKL..UPL, ANDALAL!N dan 
mendapat rekomendasi dari BKPRD dengan ketenl'Uan KDB paling 
tinggi sebesar 60 % (eoam pulub persen), KLB paling tinggi 1,2 [satu 
koma dua], KDH paling rendah l O % (sepuluh persen] dari Jues pe.rsil; 

9. tc...91:.M kota dan Tern.pat Pemakaman Umum diiiioknn dengan sya."1:.t 
melckecaakan penyusuno:, UKL-UPL, ANDALAL!N d(Ul mecdapa; 
rekomerrdasi dari BKPRD deugan ketentuan KDB pallug ti.uggj sebesar 
I % (saru persen), KLB paling tinggi 0,02 (noi koma noi dua), KDH 
paling rendah 80 % (delapan pulub persen) dan peruntukannya unruk 
aktivitas RTH; , 

10. taman ber.:nain dan rekreasi c!iizin.kan dengan syarat melaksanakan 
penyusunan UKlrUPL, ANDALALIN dan mendapat rekomendasi dari 

. BKPRD; . , , 
11. wisata buatan cliizinkan dengan syarat melaksanakan pcnyusunan 

UKL-UPL, 'ANDALAllN dan mendapat rekomendasi dari BKPRD 
dcngan kctcntuan KDB paling tin~ scbcsar 40 % (cmpa..t pu!uh 
perocn), KLB paling tinggi O,S (nol koma dfl~pnn), KOH paling rend£.h 
LO% (,;q,1.duh per=) dtui lull~ persil; dw,1,J I 

. . 

persen] dari luus pers~. jumlahnya dibatasi 3 (tiga) urul untuk seluruh 
perkotaan; 

3. pasar dan supermarket diizinkan dengan syaret melaksanakan 
penyusunan UK!rUPL, ANDALAL!N dan mendapat rekomendasi dari 
BKPRO dengan ketentuan KDB paling tinggi sebecar 70 % (~.ijuh 
puluh person), KLB p:,.Jing tinggi 1,4 (satu koma ernpat], KDH paling 
rendah 10 % (scpuluh perseu) da.ri luas persil, jumlahnya dil.iatasj 
hanya J (satu) untuk setiap Sub BWP; 

4. stasiun radio diizinkan dengan syarat melaksanakan penyusunan 
UKL-UPL, ANDALALIN dan mendapal rekomendasi dari BKPRD 
dengan ketentuan KDB paling tinggi sebesar 60 % {enarn puluh 

' persen], KLB paling tinggj 1,2 (satu koma dua), KDH paling rendah 10 
% (sepuluh persen) dari Iuas persil; . 

5. SMA/Sederajat, Perguruan Tinggi7 Akademik, sekolah penc!idikan 
• ~ khusus, dan perpust.akaan umum diizinkan dengan syerat 

"mclaksanakan peny"J,3WlM lJKL.UPL, t. .. ~D:\l .. AJ.JN daa mendapat 
< rekomendasi 'dcri BKPRD dengan ketentunn KDB paling tinggi sebesar 

60 % {c;utuu puluh persen], KLB ptiliug luJ~i 1,2 {tialu. koma JW1.), 
KDH paling rendah JO % (sepuluh persen) dnri luas persil jumlaboya 
dibatasi hanya l (saru) unruk setiap Sub BWP; · 

6. rumah sa.kit, rumah sa.kit bersalin, rumah sakit ·gawat darurat, 
lab<'.ratoriuln keschatan dan rumah sakit hewan cliizinkan dengan 

' syarat mclaksanakan penyusunan UKL-UPL. ANDALAL!N dan 
mendapat rekomenciasi da.,-j BKPRD dengan ketentuan KDB paling 
tinggi sebesar 60 % (enam puluh persen), KLB,pa.ling tinggi 1,2 (satu 
koma dua), KDH paling rendah 10 % (sepu!uh persen) dari luas p,erc:...il 

' 

, 



' , 

·• 

8. sanggar kcsenian, balai pertemuan, pwrat in!orm.asi w -isata, k:nbag;:, 
sosial dan lembaga kemasyarakatan diizinkan secara terbataa dengi,n 
batasan tidak men~w,. linzkunzan sekitarnva, den;r.an ketentuan 
KDB paling tinggi eebesar 60 % [enam puluh persen), KLB p,;ling 
tinggi 1,2 (saru koma dua), KDH paling rendah 10 % lv.pu)uh pcrunJ 
dari tuas perail ; 

~- rnaajld dan gertja dlizinJam seeara tcrbaui:, dCrlgtln bo:ta= ti::aJ< • mengganggu lingkungon oekitamya, dengan ketenruan Y.DB 
1m.:118KaH!(gU Rbt-:;ct.r 60 % (c::1u1Lu vuJula pr:r::rc:n}, KLB p;:,liug 1iJ1MJ9 ; .2 
(saru koma dua), KDH paling rcndah JO% f!!Cpuluh pcroen) dari luas 
pc:rsil ; 

10. taman lingkungan dan jalur hijau jalan diizinkan aecara terbata.o 
dengan batasan diperunrukan untuk aktivitas RTII, dengan k.cttntuan 
KDB paling tinggi sebesar 1 % [satu persen). KLB palin~ tinggi 0,02 
(nol koma nol dua), KOH paling rendah 80 % (delapan puluh persen] 
dari luas persil; : 

! 1,. tcmpat parkir den trotcarj pedestrian diizjnV:-n secara terbetas tl---r.gen 
batasan tida.k mct1ggangg-...1 li.ngl..."'I.UlpI1 scL..~-nya. KDB r.a!~..g tiri.~ 
scbcsar 70 % (tujuh puluh pcrsen), KLB paling tinggi 0,7 (nol !o'-=ia 
lujuh), KOH paling rendah 10 % [eepuluh p,,n,<:nj dari luao penril; 

12. pertanian lahan basah, pertanian lahan leering. hortikulrura dan 
padang pcngcmbalaan diizinkan seeara terbatas deng;u, ba1asan 
diperuntukan untuk aktivitas RTH; dan 

13. perubahan paling tinggi sub zona adalah 25 % (dua pti1uh lima 
. persen). 

c. pemanfaatan t,c;'rsyarat tertentu berupa ~tan ; 
J., pertokoan, ruko, pergudangan penyimpanan barang- dagangan, clan 

pusat pelelangan ikan diizinkan dengan syarat eaeleksanakan 
"penyu~..L.~ UKL-UPL, AMDtJ..",L!N rl:m mendc.pat :e~ t!.lri 

BKPRD dengan ketentuan KDB po.ling tinggf eebeeae 70 % (tujuh puluh 
pen.:n), KLB palillg unggi 1,4 (saLu koma empali, KDH J."'.W•& rcfl<lah 
10 % (sepuluh pc:rscn) dari iuas pen,il; 

2. SPBU dilzinkan dengan syarat melaksaoakan penyu= UKL-UPi,, 
ANDI.LALIN clan mcndapat rekomcndaai dari BKPRD dengan k.cttnruan 
KDB paling tinggi sebesar 70 % (tujuh puluh pcrsen), KLB paling tinggi 
1,4 (saru koma empatJ, KDH'palinJt rcndah 10 % (sepuluh l>C=I <4ri 
luas persil, jumlahnya dibatasi 3 (tiga) unit untuk bCluruh perkotaan;I, 

. 
' 

60 % fcnnm puluh persen], KJ.B poJin~ tin~Y,i 1,2 '"''"' l:,,rna du:,j, 
KOH poling n,ndah 10 % (ocpuluh pc:rncn) dari lu,,,. pcr•il: 

6. PAUD/Plny Group, Tl(, SD/Scdcraja< dan SMP/&.dcrojnt diiztn;....,, 
seeara terbatas dengan bata.san tidak m'!ng:t;tngi'J fini;~:tl)itr 
sckitamya, dengan k.et.ent1:~-: Y.OB po.lfog t;..,gg; :..ebe:;..:;: f/J % (!":"..1:~: 
pulu.h pereen], KT...B rA!i:,g ti:iggi 1,2 [eatu t,.,..,m..1 du..'l), Y.:OH fX't!:!':7. 
111iJah 10 % [scpuluh perscu; dari Iuae yc,sa, 

7. lapangan olah raga dii%inkan ecca,a tcrbeuu dcng;,n """'-"'" tid:,i< 
mengganggu lingkungan sekitamya, deng;;n ketr.rau;m KDB paling 
tinggi sebesar 60 % (cnam puluh pcracn), KLB paling tinggi 1,2 (""w 
koma dua), KOH paling rcndah IO% fscpuluh persen) dari lLIM perail 



67 

• • 

' 8. sanggar kesenian, balai pertemuan, pusat infonnasi wisata, lcmbaga 
sosial dan lembaga kemasyarakatan diizinkan secara terbatas dcngan 
batasan tidak mengganJWI linld<unltM sekitarnya, denzan keternuan 
KDB paling tinggi sebesar 60 % (enam puluh pen;en), KLB paling 
tinggi 1,2 (satu koma dual, KOH paling rendah 10 % (sepuluh persen) 
dari luas persil ; 

9. masjid dan gereja diizinkan = terbataa dengan batasan tidak 
mengganggu lingkungnn sekitarnya, dengan ketenruan KDB 
tu~111:~.1~a.uggt:i sebesar 6-0 % [enain pulu.h persen], KLB JJWing Liuggj 1,2 
(saru koma dua), KOH paling rendah 10 % (sepuluh persen] dari Luas 
pcrsil ; 

10. faman lingkungan dan jalur bljau jalan diizinkan secara terbatas 
dengan batasan d.ipcruntukan untuk aktivitas RTH, dengan ketentuan 
KDB paling tinggi sebcsar 1 % (saru pcrsen). KI.B paling tinggi 0,02 
(no! koma no! du~), KDH paling rendnh 80 % (dclapan puluh pcrscn) 
dari Juas pcrsil: . 

11. tempat parkir dan trotoar/pcdestriun di.izinkn.n secura terbatas dcngan 
batasan tidak mcngganggu lingk-ungan sckitarnya, KDB paling tinggi 
acbesar 70 % (tujuh puluh pcrJcn), KLB pnling tinggi 0,7 (no! komo 
tujuh), KOH p.,ling rcndut, 10 % (ocpuluh pcroen) dari luas perail: 

12. pertanian lahan basah, pertanian lahan kering, hortikultum dnn 
padang pcngembuww, diizinkan secara tcrbatas denguu batasnn 
diperuntukan untuk aktivitas RTH; dan 

13. pcrubahan paling tinggi sub zonn adalah 25 % (dua puluh Limo 
persenl. 

c, pemanfaatan bersyarat tertentu berupa kcgiaUln : 
I.. pertokoon, ruko, pcrgudangan pcnyimpanan bamng dagongan, dan 

pusat pelelangan ikan diirinkan dengan synrat melaksanakan 
· peeyusunan UKL-UPL, ANO,\I.IJJN dan mendapat rekomendnsi dBri 
BKPRO dengan ketentuan KDB paling tinggi sebesar 70 % (tujuh puluh 
persen], KLB p&.:..i,1g Lu,~ l ,4 (ti.ULU koul.U t:1upal), KOH paling rendah 
10 % (sepuluh pcrseo) dari Juaa persil; 

2. SPBU diizinkan dengan syarat melaksanakan penyusunan UKl,UPL, 
ANDI.LALIN dan mendapat rekomendasi dari BKPRD dengan ketentuan 
KDB paling tinggi sebcsar 70 % (tujuh puluh pcrst!n), KLB paling tinggi 
1,4 (satu koma empatl, KDH'palin2 rendah 10 % (sepuluh pcrsenl dtri 
luas persil, jumlahnya clibatasi 3 (tiga) unit untuk r.cluruh perkotaan: 

'· 

60 % [enam puluh persen], ·ia.B paling tinggi 1,2 ('"'tu koma dua), 
KDH paling rcndab 10 % (scpuluh persc:n) dari luas perail ; 

6. PAUD/Play· Group, TI(, SO/Seden,jat dan SMP/Sederajat djizinknn 
secara terbatas dengan batasan tidak mengganggu Ungkungan 
sekitarnya, dengan ketentucn KDB paling tinggi sebesar 60 % (ennm 
puluh pcreen), KLB paling tinggi 1,2 [satu korna dun), KDH paling 
reudah 10 % [sepuluh pcrscu) dati luas persd ; 

7, lapangan oiah raga rijizinkao secara terbatas dengan batasan tidal< 
mengganggu Iingkungan sekitamya, dengan ketentuan KOO paljng 
tinggi sebesar 60 %. renam puluh persen), KLB paling tinggi 1,2 [saru 
koma dua), KOH paling rendah 10 % (sepuluh persen] dari luas pcrsil 

• 

' ' 

. . 
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J. P3.Sar dan supermarket diizinkan dcngan syarat melaksanakan 
pcnyusuruu, UKL-UPL, ANDAu\LIN dan mcodapat rekomendasi dari 
BKPRD dengan ketenruao KDB paling tinggi sebcsar 70 % (rujuh puluh 
~rs-...n}, KL8 pe.!ing ri~ggi 1,4 [satu koma empat}, KDH pnli~g rendah 
!O % (!;Cp-..!,.1-,...!..~ pereea) do..~ !uos persil, jumlah .... nya dibataai ha.nyo 1 
($3.tu) untuk setiap Sub B\1/P; • ' 

..;. SM.A/Sa.lc.aaj;d . ., P'a~www T'"wWiA.ko.U.cw.i.k., :.sckviuh },"Cuu.ic.lika.u 
khusus, da.o pcrpusrakaao umum d.iizinka.n dengan syarat 
melaksanakan penyusunan UKL-Ul'L, ANDALALtN dan mendapat 
rekomendasi dari BKPRD dengan ketentuan KDB paling tinggi sebesar 
60 % (enam puluh perscn), KLB paling tinggi 1,2 (satu l;oma dua), KOH 
;,aling rendah 10 % ·(seouluh =sen) dari luas persil iumlahnva 
diharasi banya l [saru] untuk setiap Sub BWP; 

5. g,:dW1g olah raga dan stadion olah raga diizinkan dcngan syarat 
""•lii>V<-~"U!hn ~"!nY,.lS\!nan UK.L-UPL-, .AJ'lD.A..L.A..L!N dan mendapat 
-s---0-..: ,,,..; 0=RD •-gao '···-~·-- KDB ••"•g "•=i ··"-"" .,.,.,....,....,.·~~~ -...a• ~>.lJ' ....._..., ~ .............. a.u t"'"M'· '•'•'-loo-.,..,........,_ 
50 % (enrun puluh persc:,), KLB paling tinggi 1;2 [satu komn dun), KOH 
pwlug n:m.ii:W iV % Isepulch }.lt:rst:n); . 

6. gedlDlg kescnian. gcdung serbeguna dan gcciung pertemuan diizinkan 
dengan syarat meiaksanaican penyusunan UKL-UPL, ANDALAUN dan 
mendapar rekomendasi dari BKPRD dengan ketentuan KDB paling 

• tiDggi sebesar 60 % (enam puluh pcrsen), KLB paling tinggi, 1,2 {satu 
koma dua). KDH paling rendah 10 % (sepuluh pcrsen] dari luas pcrsil: 

7. tam.an kota,dan tcmpat emakaman. umum diizinkan de.ngan "$,yarat 
melaksanakan peoyusunan UKL-UPL, ANDAu\LIN dan mendapat 
1ebme"Ao<n A~"! BKPRD d~gan ke~!lt'..l.a.."l KDB P""1'~o ti.~g:i sebesar 
, 0t.~ , ...... ~., T"l,.---l VT O paling ...:-...._: " t'Y'I (no: •·oma no! """) KDu ._ ~ rv ,-..- ,.......~..,,,, •'U..oO '""-'66" v,v.t. • • u Uu.Q., •• 

paHt1g rend.ah 80 % [delapan puroh perxn) clap peruntukannya u.ntuk . . . -· . . aktivtta:s K l M; a.aJJ 
8. kegiatao zona campuran yairu perumahan dan perd.agangan/jasa 

dii:z:inkan dengao syaral melaksana.k.a.n penyusunan tf.KL..~L, 
ANDALUJN 'dan mendapal rekomeodasi dari BKPRD dengan ketentuan 

, KDB paling tinggi sebesar 70 % {tujuh puluh persen), KLB paling tinggi 
1,4 (saru koma empan. laJH.palinR rendah 10% (sepuluh persen) dari 
Juas oersiL iumia1mva dihataSi banva 1 lsatul untuk setian Sub BWP. 

d, pemanfaatan i.,ng tidal< diperbolehkan meliputi 
0: 

' • • 

L lr""<:n-!tif'!lln p,-iorb ZC'I'.Jl perdagangan rb11 jasa untnlr kegiatan ter:,sm 
hib-.i.-an clan bumi ~; 

2. kegiamn podn zono. perkrultoron untuk kegiatan kantor pro\'inSi, 
• 1 •.. !. ' !.. • • • • k • • ! !.. !U1JJ.Wr- &l:W!,,lj)a::d.t:JJ, .iUt.lJ_u,J' .au,i,;awaU:UJ,, IUillWI' CJWlilU1J1, iU:U.lw1 

FOLK.t.S, kantor FOL.SEK. kani.or KODIM, kani.or KORAMIL, kantor 
lrejaksa•n dan pengadilan, kantor telekomunikasi, kantor kelistrikan.; . 

3 .. semua kegiatan pada zona industri; 1 • 
4. kcgiatan pada zona Sa.rana Pcl.ayanan Umum (SPU), meliputi kegiatan 

pa.J.a sub zona transportasi untuk kei;tlatan pelabuhan clan bander 
udara; 

5. kcgiatan pada t.OIJ!l RTii untuk kegjatan butan lcota dan 
sempedan/ penyan~; 

· 6. k.":{;ia:an pada zc:la ,RTNH untuk kcgia~"l ta.:na."l bcrmain dan itlp:ea.si;. 
7. :,emus kt:giat:nn pada wna pc:nmtulam !n.inqyn unruk kegiat.nn wi:>ata 

~ -.i:wtla bw.d.m iliu:I wimw buWiytt; dWl ~ \ 

. 
' 
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8. eemua kegiatan pada zollll perunrukan khusus. 
(5) Ketentuan kegiatan dan oe1122UI1aan lahan pada sub zona olah raga 

sebagaimana dimak$ud pad~ ayat (!) hun,f d .. melipu,ti: 
a. pernanfaatan diperbolehkanj diizinkan berupa semua kegiatan pada sub 

zone olah raga dengan ketentuan KOS po.ling tinggi sebesar 60 % (enam 
puluh persen), KLB paling tinggi sebesar 1,2 (eatu koma du"), KOH paling 

'· ' l" ,v ' u1 I ' • . • ., u;uuuu v 70 \l:lCJ) u I pc,~u, uw 1 1~:; p::.1.:::11u. 
b. pemanfaatan bersyarat secara terbatas bcrupa kegiatan : 

l~ semua jenis kegiatan perumahan di sub zona kepadaian tinggi 
, diizinkan secara terbatas dengan batasan ketentuan KDB paling tinggi 

sebesar 80 % (depan puluh persen), KLB paling tinggi sebesar 1,6 [satu 
• koma enam), KDH Palinl! rendah JO% (sepuluh.persen) dari tuas persiJ; 

2. semua jenis kegiatan perumahan di sub zona kepadatan sedan_g 
• diizinkan secara terbatas dengan batasan ketenruan KDB paling tinggi 

sebesar 60 % [enam puluh persen), KLB paling tinggi sebesar 1,2 {s~m 
korna dua). KDH pa.ling rendah 10 % (sepulu.l-i persen) dari Iuas persil; 

3. cemua jenia kegiatan perumahan di GUb zona kepadatan rendc.h 
U.iizinkm.t tit:~ lcrwias Utm8,ltS1 Lalttsau keteutuen KOS µu.i.iug UJJigi 
sebesar 40 % (empat puluh persen), KLB paling tinggi sebesar 0,8 (nol 

' korua delapan), KOH paling rendah 10 % (sepuluh persen) dari luas 
persil; · \ ·, 

4. kios, warung, toko, minimarket, ja.sa, perdagangazi dan jasa penunjang 
nariwisata diizinkan secara tcrbatas denzan ba.tasan tidak 
incngganggu lingkungan selri,tarnya, dengan kei.cntuan KDB pa.ling 
tinggi sebesar 70 % (tujuh puluh pcrscnl, KLB paling tinggi 1,4 (satu 
t,...,..,... ... emnut\ vnu ....... ,; .... ,. ..t .. J.. 1n % ,-=:,.. .... ,,1,,h pcrsen) lie.~ 1 .. 00 ....... --... ,. ... -,, ........ _...."o -.._... ....... . ,-·-r_......... ... . --· ._....._.., _.._,.:,. , 
)A-•dU O 

5. bumi perkemahan diiz.inkan secera terbatas dcngan batasan tidal< 
mengganggu iingkungan ~tkitaniya, KDB paling ti.nggi sebesar 70 % 

'(rujuh puluh, persen), K1B paling tinggi 1,4 (satu korna empat), KDH 
pa'ing rendah 10 % (sepuluh persen) dari luas persil; 

6. kantor POLRES, kantor POLSEK, kantor KODIM, kantor KORAMIL, 
kantor telekomunikasi dan kantor kelistrikan diizinkan secara terbatas 
dengan batasan tidak menlQl(anJOOJ linid<unl!llll. sekitarnya, dengan 
ketentuan KDB paling tinggi sebesar 50 % (lima puluh persen], KLB 
paling tinggi 1,0 (satu koma nol), KOH paling rendah 10 % (sepululi 
persen) dari Iuas persil ; 

1 
• 

7. kantor pes, kantor lembaga keuangan, ka.ntor partai, kantor koasultan, 
kantor- yayasan do.n kn.ntor &wo.sb. diizinl,um secara terbatae dcl'lgan 
Ucf.i..tf.1:1otU1 i.ic..ktk uu::u~1~u i.i.u.gis.w1~1 ~iul.aruy11, <l~11t,;(i.U iu:i.i:ui.uau 
KDB palingtinggi sebesar 60 % ienam puluh peraen], KLB paling tinggi 
1,2 [satu koma dua), KOH paling rendah 10 % (sepuluh persen) dari 

,, 1.uas persil; ' , , 
8. PAUD/play jl"'UP, TK, SO/Sederajat, dan SMP/Sederajat diizinkan 

secara terbatas denl!llll batasan tidak men~iw, linitkunl!an 
sekitarnya, dengan keb:ntuan KDB paling tinggi &ebcsar 60 % (enam 
puluh persen), KLB paling tinggi l,2 (satu l.,oma dua), KOH paling 
rendah !O % (sep~u.h pers.~n} dari !uas persi! ~l _. 

f 

\ 

J 

. . 
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9. puskesmas, puskcsnw3 pembcnru, po.syu_ndu, buJo.i pcnJ(obaton, pos 
kcschatan. pruktck doktcr. poliklinik, po.nti n,hab1l.i1aai narkobo. PMI. 
toko obat dnn opotik diizinkan SCClJJ"U terbatua dcngan bataann tidak 
mengganggu Jingkungan sekitarnya, dengan k-:l•:ntunn K.08 prillng 
tinggi cebecar 60 % (enam pu.!uh persen], !<.LB p.:iHng t.inggi J ,2 (:.Qtu 
komu dua], KOH paling re-ndah 10 % (tcpuluh persen] dari luae pereil; 

i 0. :su11~w AcM:u.iau, lki..U yc;.1 i.c.wua.u, iJl..l~.1 i.u.:ut uu,~ wi:,aW1 icml.,.«gu 
sosiai dan lcmbaga kemasyaia.katan diizinkan secara terbatas dengnn 
barasan tidak mengganggu lingk-ungan sekitarnya. dcngan ketentuan 
KOB paling tinggi sebesar 60 % (enam puluh pcrsen), KLB paling tinggi 
l,2 (saru koma due), KDH paling rendah 10 % (sepuluh pcrsen) dari 
luas ocrsil : 

11. masjid dan gttcja diitinkan seeara tubata.s dengan batasan tidnk 
mengganggu ling)rungan sekitarnya, dengan kctcntuan KDB po.ling 
!.insgi sebesar 60 % (enam puh..th persen), K.LB pn!ing tin~'? l ,2 (satu 
kcma duo), KOH paling :endah 10 % (3epuluh perscn) dari luaa pcl"3il; 

12. tamnn lingkungo.n dnn jolur hijQu jclan diizinknn eecarc terbatas 
Jc,IM;UII LuU:t~t tlii'Cruululuo1 wti.uk u..KLiviW.~ RTri, Ut:ug,w1 kt:l.culuu.11 
KDB paling tinggi scbesa.r I % (satu pcrsen), KLB paling tinggj 0,02 (nol 
koma nol dua), KOH paling rendah 80 % (dclapan puluh perscn) dari 
tuas pcrsil; 

13. tcmpat parkir dan trotoar/pcdestrian diizinkan sccara terbatas dengan 
batasan ridak mcril_?.gall(tgU lingkungan sckitamya, KOB palin~ tin~ 
sebesar 70 % {tujuh puluh pcrs.en), KLB paling tinggi 0,7 (nol knma 
tujuh), KOH paling rcndah 10 % (sepuluh pcrscn) dari luas persil; . 

24. p~:!!>-..Ja.~ Iehan basah, pertaaian 19...~ ktl"" .. '1:g, hcrt • .iku.!t'..!!'::l, dan 
padang pcngcmbalaan dii;;inkan accara tcrbatas dcngan batasan 
dipcrunrukan unt:u.k akth-itas RTH; dan 

i5. perubahan paling tinggi eub zcna adaiah 25 % {dua pWuh lima persenj. 
c. J)cmaniaatan bersyarat tertcntu berupa kegiatan : ' ' 

l. pertokoan, ru.ko, pcrgudangan pcnyimpanan barang dagangan dan 
pusat pclelangan ikan dii,;inkan dengan syarat melaksanakan 
penyusunan UKL-UPL, ANDALALIN dan mendapat rekomendasi dati 
BKPRD dengan ketenruan KDB palin~ tin,Jti sebesar 70 % (tujuh 
puluh persen), KLB ~Ung tinggi 1,4 (saru koma empaq, KDH paling 
rendah 10 % (sepuluh persen) dari luas persil; 

2. SPBIJ rlii?inlr!lin 4'.enga.."l syarat melaksanekan peny,...!sun.2..''! tJKL.UPL,, 
.... ""'"' "' 

111.1 ..t..... - ... n•·~~t -1-!!"lend"'<:.~ ..a ..; Bv"RD d n 1-..,............ ......... ........... """"~ u,,u...-. ............ _ ~- n.r IS,~ 

ketentuon KDB paling tinggi sebesnr 70 % (tltjuh puluh pcroen), KLB 
v~W.ug Liu~ i,4- (:icilu *S,.VUU;1 C:.Wl,Jclij, KDH ~~ 11:u,WW 10 % (~puiuh 
perscn) dari luas persii, juroJabnya droatasi 3 (tiga) unit untuk seiuruh 
perkotaan; 

3. pasar dan supermarket diizinkan dengan syarat melaksanakan 
pcnyusunan lJKL.UPL. ANDALALIN dan mendapat rekomendasi dari 

~ BKPRD den= ketentuan KDB Dalinll tinJ!Jti · scbcsar 70 % ftuiuh 
puluh perscn), KLB paling tinggi 1,4 {satu koma cropat), KDH paling 
rcndah 10 % (sepuluh pcrsen) dari 1tuas persil, jumla\lnya dibatosi 
J...a.."1ya ! (sa~u) U."1tuk s.ct:iep Sub 9\1/P\ · , 
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·1. tumun hibunm dii:.inkw1 dengan $yurut melaksanakan pcnyusunon 
UKL-UPL, ANDALAUN don mendupat. rckomcndasi do.ri BKPRD 
dengnn ketentuan KOS paling tinggi sebesar 70 % {tujuh puJuh 
p -rsenj. K!.B p:1!.ing ti.n.ssi sebesar 1.4 {saru koma cm.pat) de..., J(nH 
p:lti.ng renduh l O % (sepuluh persenl dari luas persil; 

S. k,ntt)r kt'j:'lk~tnn })t',ng;.tdikm dan stasiun radio diizinkan dengan • •• • ,..,..,.,,,..,, ,~•-••••n•' ~yu.,,t\ lll\;JU .... ~11~1 fJCU.)'U::SWltlll vru..•ui"l,. ru.'IIL/l'UJ\.&,.,111 UWl 

meudapar rekomendasi dari BKPRD dengan kerenruan KDB paling 
dnggi sebesar 60 'Z" (cnn.m puluh persenj, KLB paling tinggi 1,2 (saru 
koma duo), KOH paling rcndo.h IO% [sepuluh pcrsen) dari Iuas persil; 

6. SMA/S<<krnjnt, Perguruan Tinggi/ Akodcmik, sckolah pendidikan 
kbusus. ocrcusmkuan umum diizinken dengan svarat melaksanakan 
perwusunan UKL-UPL, ANDAV.LIN da.n mendapat rekomendasi do.ri 
BKPRD dengan ketentuan KDB paling tinggi sebesar 60 % (cnam 
pu!uh persen], Kl.B p~fo;:.g tit!ggi !,2 (saru komn dun}, !<DH pal!~g 
~ndc:.!l lO % (sCputuh pc.s.::.::il dari iucs pers.iJ ju.-rJo.hnyn dibatasi 
hnnyn t (so.tu) untuk serlnp Sub SW~ . 

, • le,·mimU c.iii.~uiw.u c.icu~w, ~yij.ntl 1m:iuk~1WUU1 vc;11yu~w1tu1 VKL­ 
UP~. ANOALAUN dan mcndapat rekomendosi do.ri BKPRD dcngan 
kctcntuan KDB paling w.,ggi scbesar 00 % (enam puluh perscn), KLB 
paling tinggi 1,2 (satu koma dua), KDH paling rendo.h 10 % (sepuluh 
persenl do.ri IUllS persil, jumlahnya dibatasi hanya I (satu) untuk 
sctiap Sub BWP: 

8. rumnh sakit, rum.ah sakil bersalin, rumah sakit gawat darurat, 
laborntorium kesehatan dan rumah oa.kit hcwnn diizinkan dengan 
syn."'!l.t me!a~""!9...'m."'J PC.":J."!..!$Ur!.2..'1 UK!.-tJPL. ANDA!..'\LlN den 
mcndapat rckcrncndaai dari BKI'RD dcngan. kctcntuan KDB paling 
tinggi ecbcear 60 % (enn.m puluh pcrncn), KLB paling tinggi 1,'2 (saru 
komtt Uutt), KUM J)liling rendeh iO % {scpuluh per.:.cnj dari iuas persil, 
jumlahnyn dibatasi hanya 1 (sacu) untuk sctiap Sub BWP; 

9. gcdw1.g kesenian, gedung serbaguna dau g-cdung pertemuan diizinka.n 
dengan synrat a,elaksanakan pcnyusunan UKJ,-UPL, ANOALALIN dan 

' mendopat rekomcndasi dari BKPRD dengan ketentuan KDB pa.ling un.w sebesar 60 % (ennm puluh cersen, KL8 paJiAA tiniati 1,2 (satu 
korna dual, KOH paling rend.ah 10 % (scpuJuh pcrsen) dari luas persil; 

JC. Jamon kota dan tempat pema.kaman wnum diizink8h denga.n syn.rat 
me!e.ks2.!1!llau1 penyusunan llKJ....UPL, AN"DAL~L!N dan mendapar 

1. rekcmendasi dn.ri BKPRD denga .. n ketenruan KDS poling tir.ggi eebesar 
I % (sntu persen), KL8 paling tinggi 0,02 (ndl koma nol duo), KOH 
J>tW.u~ 1C.J1Uuh 60 % \J.cWixua vuiul, vc1~1) J.w, }IC!!Uulukw.wy~ w.ai.W\. 
aktivitas RTH; 

I 1 . mman bennain dan rekreasi cliizinkan dengan syarat · melaksanakan 
. pen)'usunan UKJ..UPL, ANDALALIN dan mcndapnt rekomcndasi do.ri 

BKPRD· 
12. wisata 'buatan · dii%inknn dc.°ll?M S\1ll'llt mclaksanakan penyu$unan 

UKlrUPL, ANDAVJJN dan mcndapat rekoli1endasi do.ri BKPRD 
dengan ketentuan KDB pa.ling tinggi scbesar 40 % (cmpot puluh 
persen}, KLB p.s.!Lrtg ti. ... .ggt 0,8: (no! ko:r..a clt~pe.r.), KOH pali.~ re~dah 
10 % (scpwuh persc.-.J ds.ri tuas pc,-.il; dan1,t 
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13. kegiutun zona cumpuru_n yaitu pc:ruma.han dun pcrda.go.ngan/jo.sa 
diizinkon dengun syarut melaksannkan pcnyusuna.p UKL-UPL, 
ANOALALIN dan mendapat rekcrnendasi dari BKPRO dengan 
ketennraa KDB paling tinggi sebeser 70 % (h..tjuh' puluh persen], !<LB 
paling tinggi 1.1 (satuikcmn empat), KDH pnling rendnh 10 % (::epuluh 
pcroon) d~ri tuas pcreil, jumto.hnyn dibataei hanyn 1 {~tu) unt-uk 
~ctiup SuL SW?. ! 

d. pemanfaatrua yo.ng tidalc diperbolebkan meliputi : 
I. kegiatan pada zona pcrkantoran untuk kcgiatan kantor provinsi, 

kantor kabupaten, kantor kecamatan, d.an kantor kelurahan; 
'2. semua kegiatan pada eona industrii 
3. kcgiatan pada zona Sarana Pelavanan Umum (SPU). mcliputi keltiatan 

pada sub zona trans!l<)rtasi untuk kegiatan 
0pelabuhan dan bandar 

udara: 
4, kegiatan pada zonn RTH unruk kegiatan hutan kot2 rlo~ 

ocmpo.dan/pcnyo.ngga; 
5. aemun kegictan pa.do zono peruntukan loinnyn .untuk kegiatan ,vfao.to. 

tUwu dun wi~uut Uutl1:1.y1:1j den 
e,.,. semua kegiaum pad.a zona peruntukan khusus. 

Kcteutuan kegiatan dan penggunaan lahan pada sub zona scslal budaya 
sebagaimana dimeksud pada ayat (1) huruf~. meliputi: 
a. pemanfaatan diperbolehlcan/diizinkan berupa semµa kcgiatan di subzona 

sosial budaya dengan ketentuan KDB pa.ling tinggi scbesar 60% (cnam 
puluh perscn), KIB paling tinggi sebcsar 1,2 (satu koma dua) dan KDH 
paling rendah 10% (scpuluh pcrsen) dari luas pcrsil. . 

b. pemanfaatan bersyarat seeara terbatas berupa kegiatan : 
l. scmua jcnia kcgiatan pcrumahan di sub ZCna kcpadatan ti."'lgt­ 

diizinkan ~cara terbatas dengan batasan kettntua.n KDB paling tinggi 
sebeaar 60 '% (depan puluit persen), KLB paling tinggi sebesar i,6 
(satu koma enam), KDH paling rendah 10 % (scpuluh pcrscn} dari luas 
persil; , 

2. semua jenis kcgiatan perumahan di sub zo11a kepadatan sedang 
diizinkan secara terbatas dengan batasan ketcntuan KDB paling tinggi 
sebesar 60 % (cnam puluh persenl, KL8 palin2 tiniw sebesar l,2'(satu 
koma dua], KOH paling rendaii 10 % (sepuluh persen) dari luas persil; 

3. semua jenis kegiatan perumahan di sub zona kepadatan rendah 
diizinkan secara terbatas d~!'!get!: besese» ketentu.e.n KDB paling tinggi 
sebesar 40 % (empat puluh persenl, KLB paling tinggi sebesar 0,8 (no! 
koma. delapanl, KDH paling rendoh 10 '\'• {sepuluh pet"'.,en) do:i lu~• 

+ ~nsil; 
4. kios, warung. toko, minimarket, jasa perdagangan dan jasa penunjang 

pa.riwisata diizinkan secara tcrbatas dengan batasan tidak 
me'!gganggu liilgkungan sekitamya, dengan ketcntuan KDB paljng 
tinggi sebesar 70 %,(tujuh puluh persen), KLB paling tinggi 1,4 (satu 
koma empat), KDH nalin2 rcndah 10 % fseouluh persen) dari luas 
persil ; ) 

5. bumi perkemahan diizinkan secara tcrbatas dengan ti.itasan tidalc 
men••an(TmJ ,;_..,t,..,..,.:.O o•t,..;to.-.,va lC'QB .-,; ..... ,.; ... .....,.; c:ebesar 70 % . ·oo 00- uu~...._,"b_.. _ ••• .,-, ·- t--·o --·oo· - 
(tujuh puluh pcl"'.,cn), KLB paling dnggi 1,4 (satu ktma cmpa.t), KOH 
paling rendah 10 % (sepuluh pcrsen) dnri luao persil; , 

' (6) 

. . 



·, 
• . 

n 

' 6. kantor POLRES, kantor POLSEK, kantor KODIM, kantor KORAMIL, 
kantor tclekomunikasi clan kantor keli.strik.an diizinksm secara 
terbatas dengan batasan tidak m~ngganggu lingkungan sekitamya, 
dengen ketentua.'! !(ng paling tlrigg1 sebesar 50 % (lima puluh persen], 1 ~ 
K' 8 .-. ,;.ng ...;,..,,,...,. , n '*"""' 1, n !(DU -"· d h "' ..,. .. u..,00" \ ,. •• p.....u.."'lg ren ::: .. .., ,.,. 
(sepuluh persen) don luae persil ; 

i~ k.w.,tv, VV~, kw1tv1 icw~tt kc\,lWJt;au,. k11.utv1 1,1Wtai., ,ka.ului 
konsulran, kantor yayasan dan kantor swasta diizinkan seeara 
.rerbatae dcngan batasan tidak mcngganggu tingkungan sekitamya, 

< dengan ketentuan KOB paling tinggi sebesar 60 % (enam puluh 
persen), KLB paling tinggi 1,2 (satu koma dua), KOH paling rendah JO 
% (sepuluh persenl dari luas persil; · · 

8. PAUO/play gniup, TK, SD/Scderajat, clan SMP/Scdcrajat diizinkan 
sccara terbatas dengan batasan tidak mengganggu lingkungan 
sekitarnya, -dengan ketentuan K.DB paling tinggi eebeeer 60 % (enem 

., puldh peraen), KLB p,D.ling tinggi l ,2 [saru koma dua), KOH paling 
rendoh 10 % (~puluJ., persep) ru,.ri !uns per-oil ; 

9. puakcsruas, JJUl'.ike~m11s ptmi.l~.ulu, posyendu, ~<1.i pengobalan, pu~ 
kesehatan, praktek dokter, poliklinik, panti rehaoi!itasi narkoba, PMl, 
toko obat dan apotik dii2in.kan secara terbatas dengan batasan.ddak 
1ncngganw, lingkungan sclctamya, dcngan kctentuan KOB paling 
tinggi sebesar 60 % (cnam puluh perscn), KLB paling tinggi 1,2 (saru 
koma duaJ,. KOH paling rcndah 10 % (scpuluh perscn) dari luas persil; 

I 0. lapangru, olah raga diizink'an secara terbatas dengan batasan tidak 
mengganggu lingku.ngan sek:itamya, dengan ketcntuan KDB paling 
tinsgi· eebesar 60 % (enem puluh p:rst:n), Kl..B paling tinsgi !,2 (ea~..! 

' koma dua), ,KOH paling rcndah 10 % (scpuluh perscn) dari luas pcrsil; 
11. n: asjid dan gereja di.izinkan scca.ra terbata.a dengan batasan tidak 

rnengganggu Ungkungan sekitarnya, dengan ketentuan KDB paling 
tinggi sebesar 60 % (enam puluh persen), KLB paling tinggi J,2 (satu 
koma dua), KOH paling rcndah 10 % (scpulul1 persen) dari luas persil; 

. 12. taman lingkungan clan jalur hijau jalan diizinkan secara tcrbatas 
dengan batasan diperuntukan untuk aktivitas RTH, dengan ketentuan 
K08 palinJl tiniw sebesar 1 % (satu persen), KLB palin~ tiniuti 0,02 
(not koma nol dua), KOH paling rendah 80 % (delapan puluh persen) 
dari tuas pereil: 

!3. tt'mpat parkir dan L~t~ar/~destrb"! diizinkan s:~e.."'9..• terbatas dcngan 
batasan ::dnk mcngganggu lingkungan sekitarnya, KOB paling tinggi 
eebesar 70 % (tujuh puluh per,ienl, KLB paling tinggi 0,7 (nol komn 

. • ' .,.-... . ,·. • • ~,.. ,.., ' • • ' • . • !, ., 
" lUJW1J, n.vn JJU.UU~ n::uuau !V 'tO \~J}WWJ 1,1(:H:IC:UJ U,;Ul'lwt J)l:HSUO 
l 4. _pertanian r,.han basab, pertanian lahan kc ring, hortikulrura dan 

pad.ang pengembalaap diizmkan sccara tcrbatas dengan batasan 
diperuntukan untuk aktivitas RTH; dan • 

JS. perubahan paling tinggi sub zona adalah 125 % (dua puluh lima 
pcrs<:n). 

c. pemanfaatan bcrsyarat tcrt'entu berupa kegiatan : 
I. pertokoan, ruko, pergudangan pcnyimpanan barang dagangan, dan 

pusat pe!e!sr..gk !ka.r. diizinkan dengan syarat me!!:!:.ksanru'.an 
pcnyusunan UI<L-UPL., A.MOALA.LIN d.an m.cndapat rckorncndasi ~ai"'\ 
BKPRD deni;an kctcntunn KDB paling tinggi ocbc-sar 70 % ltuJuhj, 

' 

·. 

I 
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3. 

puluh pe~n), KLB paling tlnggi \,4 (satu koma empeu, KDH paling 
rcndah 10 % (sepuJuh pcrscn} da.ri Juns perail; 
SPBU diizinkan dengo.n ,;ynrot mclaksunakan pcnyusunan UKL-UPL, 
ANDA.LALIN · dun 'mcndapo.t rckomcndasi do.ri BKPRD dengan 
ketentuan KDB paling tlnggi sebesar 70 % (tujuh puluh persen), KLB 
paling tinggi 1,4 (satu koma ernpat), KDH paling rend ah IO % 
[sepuluh pc.sen) dari luas ,persil, jumlahnya dibatasi 3 (tiga) unit 
untuk scluruh perkotaan; 
pasar dan supermarket di.izinkan dcngan syarat mclaksa.nakan 
penyusunan UK!.-UPL, ANDALALIN dan mcndapat rekomcndasi dari 
Bl<PRD dcngan ketentuan K.DB paling tinggi scbesar 70 % (1;1_,juh 
puluh pereen], KLB paling tinggi 1,-. (~lu kuma empat], KOH paling 
~nrlnh 1n % f~nnhth r'll"f'$.fn) cl~M h.111~ ')l'!:r:o:.i1 i\tmlA.hnv~ rlibs'l.tRi;;i 

• ' I , • • ' ., • 
'1o1J1:fil l (~tu} untuk ~Li.:.y Sub S\V?, 
rnm.rn hibnmn <liixinl~:1n dcnzan svarat melok~annk.an ncnyu:-.un:m 
'"·'L L'P'' "'D • • • • .., "" _.i·... • - .... .... ! ~ -.:· o·~c-"'o ...,,.. , , ... A, .. ,\!./\,.,~ ,..,v, m.::,,l..,•P.'h .ekvm"1,Cas, 1..1J..,, "•.•'. 
c1c,1i:tt..s) kctcntuan KlJtj paling tingg.i sebcsar '/0 ~·Q (tuJuh puluh 
P 

.. - , •," u n.,1:_ .. ~: .... ,.,.,...; ............ .,. .. - • " [saru •· . orn .. cmpat) .J,...., Kll'l , ,,,, • i..,.;, t ..... ,,b ._..,,:,:,• .,.._....._ .. ,,i "•'"' .;...,.~ r,v •.... , • ... ~, ~, . .,,., • 
paunu rcndan 10,'}~ (scpurun pcrsenl dan Iuaa persu: 
!~U."1t:;r: !tejak3c.:t.'1 p~rig=.d!!cr: d::.::. su:i.~i':.!n mdio dii:.;i:-;ko.n den;to.r. 
svarat, mclaksannknn pcnyusunan UKL·UPL. ANJ.)ALJ\l .. 1fli dnn 
!!)c:~d~p-:it rekcmendasi ~~! BKPRD dc-n;;a!! ketentuan !(09 p~i:.1.c 
tin,Y ... !.ti sebcsur 60 % [enam puiuh persen), KLB pn.lin}'t Lin).1',gi ),2 [sacu 
vomn rlu,~J. KOH prt!ing ~nd:.1.h LO % fsepuJuh. pel'$Pn) dA.ri h?.HS 
persii; 
SMA/sct.f(irflji1l,' Pcrgun1an Tins:ti/AkaW.rnik, ~<:klJ!ah peudidikan 
kbusws, perpus.tai,.:.;an umum diiainkan dengan sy..iral 
md~ksRnr'J<ru.1 JXl'IY\\S\.tm'Ul 1.rKL-UPL., ANDAI.ALIN dan rnendapet 
1,·:....:.i1u1.:rn.lc1.si J<:>i'i &;~i'RD d.::t,i(i.ti k~~cutuao KDB p~ng ti1lls,...~ 
~~~ht':$.:·lT 60 % renam nuluh n~r:-.en~, KLB n!'llinu t-inoui 1,2 [saf u knrr.n . . . . 1···, ;;,; ....... 
,:h.;<1), KDH p;tli,,g rendah 10 % (G(:pUltu'l•;,erse1,} t.ari Iuas peroil 
\Umli1.hn_ya dlbatasi hnnya l (saru] untuk setiap Sub )j\V(-'~ 
':crmfr::1! diizmk.an dengan syarat mclaksanokan penyusunan UKL.­ 
UPL. ANDAL:\LlN dan mendapat rekcmendasi dari BKPRD dengan 
kcten:;ua.-? KDI! paling tin{® sebesar 50 % tenam p'.lluh pcracnl, KLB 
paling tinsg\ 1,'2 [saru konta dua). KDH paling rcndah 10 % (scpuluh 
;x-rse:i) dari Iuas persil. ju.'ltlahnyc. dibataei hanya 1 (satu] untuk 
sedap Sub BVIP; 
rumah sakit, nunah sakit bersalin, rumah · srutit gawQt darurat, 
laboratoriuru kesehatan dan rurnah sakit bewail dlizinkan dengan 
syarar metaksanakan pcnyusunan UK!.-UPI-, ANDALALIN dan 
mendapat rekomendasi dari BKPRD dengan ketentuan KDB paling 
tinggi scbesar 60 % (enam puluh perscn), KLB paling tinggf 1,2 (saru 
kon,a du•), KOH paling rendah 1_o % (sepuluh persenl da~i luas 
persil, jumlahnya diba~E-i hanya 1 (~tu} unluk i=.etiop Sub BWPi 
gedung olah raga dan st:adion ·olah raga dilzinkan dcngnn syarat 
mclal<sanakan pcnyusunan UKL-UPI.,, ANOAL.AfJN dan mcndapat 
rckomendasi dari BKPRD dcngan kcrentuo.n KDB paling tinggi 
sebesar 60 % (cnarn puluh pcrscn), KLB pBlin~ ynggi 1,2 (satu koma 
dual, KOH pwing rcndah 10 % (scpuluh pcrscn);lt 

2. 

·. 

. . 



•. 

'. 

75 

' 

10. :aman kola dan Tempat Pemakaman Umum diizinJcan dengan syarat 
melaksanakan penyusunan IJKl,-UPL, ANDALALIN dan mcndapat 
rekomendasi dari BKPRD dcngan ket.entuan KDB pa.ling tin.ggi 
sebesar 1 % (satu persen), KLB paling tinggi ·0,02 (nol koma nol 
dua), l(l)H paling rendah 80 % (delapan puluh persen) dan 
perunt'\lkannya untuk alct.ivitas RTH; 

11. taman bermain dan rekreasi diizinkan dengan syarat melaksanakan 
penyusunan UKL-UPt., ANDALALJN dan mendapat rckomcndasi da.ri 
.BKPRD; 

J 2. wisata buatan diizinkan dengan syarat melaksanakan penyusunan 
UKL-UPL: ANDALAUN dan mcndapat rekomcndasi dari BKPRD 
dengan ketenruan KDB paling linggi sebesar 40 % (empat puluh 
persen), KLB paling tinggi 0,8 (nol koma delapan), 'KOH paling 
rendah 10,% (sepuluh persen) dari Juas persil; dan 

13. kegiatan zona campuran yairu perumahan dan perdagangan/jasa 
dirzinkan dengan syarat melaksanakan pcnyusunan UKL-UPL, 
ANDALAUN dan mendapat rekomendasi dari BKPRD dcngan 
ketentuan KDB paling linggi sebesar 70 % (tujuh pul'.lh persen), KLB 
paling tinggi 1,4 (5'\tu koma empat], KOH paling rendah 10 % 
(sepuluh persen) dari luas persil, jumlahnya dibatasi hanya I [satu] 
untuk setiap Su'b BWP. 

d. pemanfaatan yang ti1lak diperbolehkan meliputi : 
l. kegiatan pada zcna perkantoran untuk kegiatan kantor provinsi, 

kantor kabupaten, kantor kecaroatan, dan kantor kelurahan; 
2. semua kegiatan p.ada zona industrl; . 
3. kcgiatan pada zona Sarana Pclayanan Umum {SPU), meliputi Kegiatan 

pada sub zona transportasi unruk kegiatan pelabuhan clan ba.nda.r 
udara; · 

4, kegiatan pada zona RTH unn,k kegiatan butan kota dan 
sempadan/penyangga; 

5; semua kegiazan pada zona peruntukzn Jainnya unruk kegiatan wisata 
ala.m dan wisata budaya: dan 

6. · scmua kegiat:art pada zona perunruka.n khusus. · 
(7) Kctcqtuan kegiatan , dan penggunaan lahan pada sub zona pen'badatan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf t, mcliputi: 
a. pcmanfaatan diperbolehkanj diizinkan berupa "semua kegiatan di sub 

zona peribadatan dcngan kctcntuan KDB paling tinggi sebesar 60 % 
(enam puluh perscn), KLB paling linggi sebesar 1,2 (saru koma dull) 
dan KOH paling rendah 10 % (sepulub persen) dari tuas pcrsil. 

,I:,, pemahfaatan bersyarat secara terbatas berupa kegiatan : 
1. sernua jcnis. kcgia.tan peruma.han di aubzona kepadatan tinggi 

diizinkan secara terbatas 'dengan bat.asan ketentuan KDB paling 
tinggi sebcsar 80 % (dcpan pulu.'l pcrsen], KL.'3 paling tinggi sebesar 
l.6 [satu koma enam), KOH pa!iJ.1g rcudah 10 % (sepuluh perseu] 

' dari IU8.!j perail; l 
2. semua jcnis kcgiatan perumahan di subzona kepadatan sedang 

diizinkan. secara terbatas dengan batcsen ketentu3.n KDB paling 
tinRgi scbcsar' 60 % (cn3.m puluh pcrscn], KLB paling tinggi scbcsar 
1.2 (saru kpma duaJ, KOH paling renda.b 10 % (sepuluh perseo} da.~ 
luo.S pcr:::il;\_. i · 

• 



f 

76 

I . 

3. semua jenis kegintan pcrumahan di subzona' kcpadatan rendah 
diirinkan secara terbat.as dengan batasan ketcntuan KDB paling 
tinggi sebesar 40 % (empat puluh persen), KLB paling tinggi sebesar 
0,8 (not koma delapan], KOH paling rendah 10 % (seputuh pcrsen) 
dari luas perail; · 

4. kios, warung, toko, minimarket. jase, pcrdagangan dan jasa 
penunjang pariwisata diizinkan secara terbatas dengan batasan 
tidak mengganggu lingkungan sekitarnya, dcngan kctcntuan KDB 
paling ting.¢ sebesar 70 % (tujuh puluh person), KLB paling tinggi 
1,4 (satu koma cmpat), KOH paling rendal) 10 % (seputuh pcrsen) 
dari luas persil ; 

5. kantor POLRES, kantor POLSEK, kantor KODIM, kantor KORAMIL, 
kantor tctckomunikasi dan kantor kelistrikan diizinkan secara 
terbatas dengan batasan tidak mengganggu lingkungan sekitamya, 
dcngan ketentuan KOB paling tinggi scbesar 50 % (ill?" puluh 
person), KLB paling tinggi 1,0 (saru koma not), KDH paling rendah 
IO% (sepuluh persen) dari luas persit ; . 

6. kantor poe, kantor lembaga keuangan, kantor partai, k:antor 
konsultan, ka.ntor yayasan dan kantor swasta diizinkan sccara 
terbatas dengan batasan tidak mengganggu lingkungan sekitamya, 

' dongan ketentuan KDB paling tinggi scbcsar 60 % (enam puluh 
persen), KLB paling tinggi 1,2 (satu koma d""), .KDH paling rcndah 
l O % [scpuluh persen) dari luas persil; . 

7. PAUD/play group, TK, SD/Sederajat, dan SMP/Sederajat diizinkan 
secara terbatas dcngan. batasan tidak mengganggu lingkungan 
sekitarnya, dcngan 'ketentuan KDB paling tinggi sebesar 60 % (enam 
puluh persen), KLB paling tinggi 1,2 {satu koma dua), KOH paling 
rendah 10 %.(•epuluh persen] dari luas persil; 

8. puskesmas, puskesmas pembantu, posyandu,> l:ia.lai pengobatan, pos 
kesebatan, praktek dokter, poliklinik, panti rehabilitasi narkoba, 

• PMJ, toko obat dan apotik diizinkan seeara tcrbatas dengan batasan 
tidak mengganggu lingkungan sekitarnya, dengan ketentuan KDB 
paling tinggi sebesar 60 % (enam puluh persen), KLB paling tinggi 
J,2 (saru koma dua), KDH paling'rendah 10 % (sepulub perscn) dari 
luas persil ; 

9. lapru,gan olah raga diizinkan secara terbatas dengan batasan tidak 
mengganggu lingkungan sckitamya, dengan ketentuan KOB paling 

·tinggi sebesar 60 % (enam puluh persen), KLB paling tinggi 1,2 (satu 
koma dua), KOH paling rendah JO % (sepuluh persen) dari luas 
persil ; - · 1 

10. sanggar kesenian.rbalai pertemuan, pusat informasi wisata, lcmba.ga 
sosial dan lembaga kemasyarakatan dilzinkan secara tcrbatas 
dengan batasen- tidak mengganggu lingkungan sekitarnya, dengan 
ketcntuan KOB paling tinggi sebesar 60 % (enam puluh perse.n), 
KLB paling tinggi 1,2 (satu koma dua), KOH paling rendah 19 % 
(scpuluh persen) dari luas persil ; 

11. taman lingkungan dan jalur bijau jalan diizinkan. secara tcrbatas 
dcngan 'batasen diperuntukan untuk aktivitas RTH, dengan 
kctcntuan KDB paling tinggi scbesar I % (satu pcrsen), KLB paling 
tinggi 0,02 (nol koma nol dua)\ KOH paling rendah 80 % (delapan 
puluh perscn) dari luas persil; \,i , 

' 
• 

. . 
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·. 12. tempat parkir drui troloar/pcdcslrian diizinkan sccara terbatas 
dcngan butasan tidok mcngganggu linglrungan selcitarnya KOS 
paling linggi sebeser 70 % (t\tjuh puluh persen), KLB paling' tinggi 
0, 7 (nol k_oma tujuh}, KOH paling rcndah 10 % [sepuluh person] drui 
luas persil; 

' 13. pertanien lnhnn baseh, pcrlanian lahan kering, hortilrult.uta, dan 
pndeng pengembalaan diizinkan secara terbatas dengan batasan 
dipcruntukan untuk aktivitas RTH; dan · 

14.pcrubahan ~ing tinggi sub zona adalah' 25'% (dua puluh lima 
person). · 

c. pemanfaatan bcrsyarat tertentu berupa kegiatan : . , 
1. pertokoan, ruko, pergudangan pcnyimpanan barang dagangan, dan 

pusat pelclangan ikan diizinkan dcngan syare.l mclalcsane.kan 
penyusunan UKL·UPL, ANOALALIN dan mendapat rckomcndasi dari 
BKPRD dengan kclcntuan KOS paling tinggi sebesar 70 % (tujuh 
puluh persen], KLB poling cinggi l,4 (so.tu koma cmpat), KOH paling 
rcndnh 10 % (seputuh per-sen) da.ri luas pers.il; 

2·. SPBU diizinkan dcngan syarat mclalcso.nakan penyusunan UKL­ 
UPL, ANDALALlN dan mendapat rckomcndasi dari BKPRD dengan 
ketentue.n KDB paling tinggi sebesar 70 % (tujuh puluh persen), 
KLB paling tinggi l,4 (satu koma cmpat), KOH paling rcndah 10 % 
(scpuluh persen] dari luas .persil, jumlahnya dibatasi 3 (tiga) unit 
untuk selurub perkotaan; c • 

3 .. pasar dah supermarket diizinkan dcngan syara, mclaksane.kan 
penyusunan UKL-UPL, ANDALALIN dan mendapat rckomendasi dari 
BKPRD ·dengan kctentuan KOB paling tinggi scbcsar 70 % (tujuh 
puluh persen), KLB paling tinggi 1,4 (saru koma empat}, KOH paling 
rendah 10 % (sepuluh pcrecn) dari tcee pereil, jwnle.hnya dibo.taoi 
hanya 1 (satu) 1¥1tuk sctiap Sub, BWP; , , 

4. kantor. kcjakso.an pengadilan den stasiun radio di.izinka.n dcngan 
syarat melaksanai<an penyusunan UKL-UPL, ANDALALIN den 
mendapat rekomendasi de.ri BKPRD dengan kctcntuan KDB peJing 
tinggi sebesar 60 % (cnam puluh persen), KLB paling tinggi 1,2 (satu 
koma dua], KOH paling rendah 10 % (sepuluh persee) dari luas 
persil: 

5. SMA/ sedcraj~t1 Pcrguruan Tinggi/ Akadcmi.k, sckolah pcodidikan 
khusus, perpustakaan umwn diizin.kan aengan syarat 
mclaksanakan penyusunan UKL-UPL, !\NDALALIN dan mendapat 
rekomendasi dari taKPRD dcngan ketentuan KDB paling tinggi 
sebesar 60 % (enam puluh pcrscn}, KLB paling tinggi 1,2 (satu koma 
duaJ, KOH paling rend.ah 10 % (sepulubi pcrsen} dari luas pcrsil 
jumlahnya dibatasi l]anYa 1 (satu) untuk sctiap Sub-BWP; . 

6. terminal diizinkan dengan syarat melaksanaltan penyusunan UKL­ 
UPL ANDALAUN den mendapat rekomendasi dari BKPRD dengan 
kete~tuan KOS paling tinggi sebesar 60 % (enam puluh perscn}, 
KLB paling til,ggi 1,2 (satu koma dual, KOH poling rcndah 10 % 
(sepuluh persen) dari Ir pcrsil, jumlahnya dibatasi hanya I (satu) 
untuk setiap Sub BWP; ' 

< 

. . 
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7, rumah sakit, rumah sa.kit bcrsalin, rumab sakit gawat da.rurat 
laboratorium kcschatan dan rumah sakit bewan diizin.kD.n dcngan 
syarat mclaksanakan penyusunan UKL-UPL, ANDALALrN dan 
mendapat rekomendasi dari BKPRD dcngan kctentuan KDB paling 
llngg, sebesar 60 % (cnam puluh persen), KLB paling tinggi 1,2 (satu 
koma dua), KDH paling reodah 10 % (scpuluh persen) dari luas 
pcrsil, jutnlahnya dibatasi hanya '! (satu) untuk setiap Sub BWP: 

8. gedung olah raga dan stadlon olah raga diizinkan dengan syarat 
melaksanakan penyusunan UKL-UPL1 ANDALALIN dan mendapat 
rekomendasi dari BKPRD dengan ketentuan KDB paling tinggi 

· sebesar 60 % (enam puluh persen), KLB paling tinggi 1,2 (satu koma 
dua), KOH paling rcndah 10 % (sepuluh perscn); 

9. gedung kesenian, gedung serbaguna dan gedung pertcrnuan 
diizinkan dengar. syarat melaksanakan penyusunan UKL-UPL, 
ANDALALIN dan mendapat rekomendasi dari BKPRD dengan 
ketentuan KDB' paling tinggi sebesar 60 % (enam puluh persen); 
KLB paling tir\ggi !,2 (satu koma dua), KDH paling rendah ·10 % 
(scpuluh' persen) dari luas persil; 

10. tarnan kota dan Tempat Pemakaman Umum diizinkan dengan syarat 
melaksanakan penyusunan UKL-UPL, ANDALA.LJN dan mendapat 
rekomendasi dari BKPRD dengan ketentuan KDB paling tinggi 
sebesar l % (satu perscn), KLB paling tinggi 0,02 (nol koma nol 

' . dua), KOH paling rendah 80 % (delapan puluh -persen) dan 
peruntukannya untuk aktivitas RTH; , 

11. taman be'nnain dan rekreas.i dii,;inkan dengan syarat melaksanakan 
penyusunan UKL-UPL, ANDALALIN dan mendapat rekomendasi dari 
BKPRD; > ' 

12. wieata buatan diizinkan dengan syarat mtl.aksanakan pcnyus.unan 
UKL-UPL, ANDALAl~N dan mendapat rekomendasi dari BKPRO 
dengan ketentuan KDB paling tinggi sebesar 40 % (empat puluh 
persen), KLB ;,aling tinggi 0,8 (nol koma delapan), KDH paling 
rcndah 10 % (sepulub persen) dari luas persil; daa 

13. kegiatan Zf!Da campuran yaitu perumahan dan perdagangan/ jasa 
diizinkan dcngan syarat melaksanakan ,penyusunan UKL-UPL, 
ANDALALIN dan mcndapat rekomcndasi dari BKPRO dengan 
ketcntuan KDB paling tinggi sebesar 70 % '(tujuh puluh persen), 
KLB paling tinggi 1,4 (satu koma empal), KDH paling rendah 10 % 
(sepuluh persen) dari luas persil, jumlahnya dibatasi hanya 1 (satu) 
untuk setiap Sub BWP. . 

l pemanfaatan yang tidak diperbolehkan mcliputi : 
, I. kegiatan ,pada sona perdagangan,dan jasa untuk kegiatan.taman 

hiburan dan bumi perkemahan; 
, 2. kegiatan pada zona perkantoran untuk kegiatan · kantor provinsi, 

kantor kabupaten, kantor kecamatan, dan kantor kelurahan; 
-e 3. semua kegiatan pada zona industri; 

4. kcgiatan pada zona Sarana Pelayanan Umum (SPU), meliputi 
Kegiatan pad'a sub zona transportasi untuk- kegiatan pelabuhan 
dan bandar udara; , \ 

5. kegiatan ·, pada zona I RTH untuk kegiatan hutan kola dan 
S.:mpada.n/penyangga;\t 

• 
' 
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Paaal 53 
(l) Ketentuan kegjatan dan penggunaan lahan pada zona industri 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) huruf e berupa sub zona 
industri kecil. 

(2) Kctentuan kegiatan dan pcnggunaan laban pada sub zona industri kccil 
sebagaimana dimaksud pada ayat (I) meliputi : ' • 
a. pemanfaatan dipcrbolchkan/diizinkan berupa semua kegiatan yang ada 

di peruntukan khusus rlcngan ketentuan KDB paling tinggi 40% (empat 
puluh persen), KLB paling tinggi 0,8 (nol koma delapan), KDH paling 
rendab 10% [sepuluh persen] dari luas pcrsil. , 

b. pemanfaatan bersyarat secara terbatas berupa kegiatan : 
I. sernua jenis kegiatan pcrumahan di sub zona kcpadat.an tinggi 

diizinkan secara terbatas dengan batasan kctcntuan KDB paling tinggi 
sebesar 80 % (depan puluh persen), KLB paling tinggi sebesar 1,6 
(satu koma enaml, KOH paling rendah 10 % (sepuluh persen) dari luas 
persll; <- 

2. semua jenls kegiatan perumahan di suozona kepadatan sedang 
diizinkan secara terbatas dengan batasan ketentuan KDB paling tinggi 
sebesar 60 % (enam puluh persen), KLB paling tinggi sebesar 1,2 (satu 
koma dua), KDH paling rendah 10 % (sepuluh persen] dari luas persil; 

;. 3. semua jcnis kegiatan perumahan di subzoaa kepadatan rendah 
• dii.zinkan secara terbatas dcngan batasan ketentuan KDB paling tinggi 
-, eebesar 40 % (empat pulub persen), KLB paling tinggi sebesar 0,8 (nol 

koma delapan), KDH paling rendah' 10 % {sepuluh peracn) dari luas 
persil; . . . 

4'kios, warung, toko, minimarkct, jasa, pcrdagangan dan jasa 
-z penunjang p&.riwisata dili;inkan secara terbatas dengan batasan tidak 

mengganggu lingkungan sekitarnya, dengan. ketenruan KDB paling 
tinggi scbesar 70 % (tujuh pulub persen), KLB paling tinggi 1,4 (satu 
koma empatJ, KOH paling rendah 10 % [sepuluh persen) dari luas 
pc~; • 

s. Kantor pos, kantor lcmbaga kcuangan, kantor partai, kantor 
, konsultan, kantor notaris, kantor yayasan dan kantor swasta 

diizinkan secara terbatae, dengan batasan tidak mengganggu 
linglrungan sckitamya, dengan ketentuan KDB paling tinggi sebesar 
60 % (enam puluh perscn), KLB paling tinggi 1,2 (satu koma dua), 
KOH paling rendah 10 % (scp!'luh persen) dari luas pcrsil; ' 

6. PAUD/Play Group, TIC, SD/Sederajat dan SMP/Sedcrajat diizinkan 
secara terbatas dengan batasan tidak mengganggu lingkungan 
sekitamya,. dengan ketentuan KDB paling tinggi sebesar 60 % (en'.'"' 
puluh persen], KLB paling tinggi 1.2 (satu koma dua), KDH paling 
rendah 10 % (scpuluh persen) dari tuas persil ; 

6. semua kegiatan pada zona pcruntukan lainnya untuk kegiatan 
wisata alam dan wisata budaya; dan 

7, semue kegiatan °pada zona peruntukan khusus. 
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7. puskesmas, puskesmo.s pembantu, pcsyandu, balai pengobatan, pos 
kesehatan, praktek dokter, praktek bidan, poliklinik, panti rehabilitasi 
narkoba, PM!, toko obat/apotik diizWcan secere terbatas dcngan 
batasan tidal< mengganggu lingkungan sekitamya, dcngan kctentuan 
KOB. paling tin:igi sebesar 60 % (enam puluh persenl, KLB paling 
unggi 1,2 (satu koma dua), KOH paling rendah 10 % (sepuluh persen) 
dari luas persil ; , 

8. lapangan olah raga diiziokan secara tcrbatas denga,, barasan tidak 
mengganggu lingkungan sekitarnya, dcngan l<ctcntuan KOB. paling 
tinggi sebesar 60 % (enam puluh persen), KLB paling tinggi 1,2 (saru 
koma dua), KOH paling rcndah 10 % (sepuluh perscn) dari luas 

.. persil; . 
9. sanggar kesenian, balai pertemuan, pusat i.nfonnasi wisata, lcmbaga 

~ sosial dan [embaga kemasyarakatan, diizinkan secara terbaras dengan 
batasan tidak mcngganggu lingkungan sekitarnya, dcngan kctcntuan 

• ,KDB paling tinggi sebesar 60 % (enam puluh persenl, KLB paling 
_ tinggi 1,2 (satu koma dua), KOH paling rcndah 10 % (scpuluh persen) 
• dari luas persil; 

10. masjid den gereja diizinkan secara terbataS dc:ngan batasan tidak 
mengganggu lihgkungan sekitarnya, dengan ketentuan KOB paling 
tinggj sebesar 60 % (enarn puluh persen], KLB paling.tinggi 1,2 (sa.tu 
korna dua)\ KDH J?3llng rcndah 10 % (sepuluh persen) dari luas 

.. persil; 
11. trunan lingkungan dan jal).lt hijau jalan diiz:inka:n seeara terbatas 

dengan batasan diperunn.tk&.o untuk aktivitas RTH, dengan ketentuan 
KOB paling tinggi sebesar I % (satu persen), KLB paling tinggi 0,02 
(nol koma nol dua), KDH paling rcndah 80 % (delapan puluh persen) 
dari luas persil; 1 

12. tern pat parkir dan trotoor I pcde•trian diizinkan ~ terbatas 
dengan batasan tidak mengganggu ,linglcungan sekitarnya, KDB paling 
tinggi sebesar 70 % (tujult puluh persen), KLB paling tinggi 0,7 (no! 
koma tttjuhl, KOH paling rendah 10 % (scpuluh perscn) dari luas 
persil; ( · · 

1:i. pertaninn Jahan basah, perranian lahan kcring, hortilrultura, dan 
p ·1dang pengcmbalaao diizinkan secara terbetae dengan batasan 
cliperuntukan untuk aktrvitas RTH; dan 

l 4. perubahan paling tinggi sub zona adalah 25 % (dua puluh lima 
persen). · 

c .• pemanfaatan bcrsyarat tertentu bcrupa kegiatan : . 
1. pertok<Nl!l, ruko, j,ergudangan penyimpanan barang dagangaa, don 

pusat pelelangan i.'<an diizinJmn dcngan syo.rat melaksa.nakrul 
penyusunan UKL-UPL, ANDALALIN dan mendapat rckomendasi dari 
SKPRD dengan kctcntuan KOB paling tinggi sebeser 70 % (tuj.uh 
puluh perscn), KLB paling tinggi 1,4 (satu koma empat), KOH palu,g 
rendah JO% (scpuluh persen) dari luas persil; 

2. SPBU diizinkan dengan syarat mcl.aksanakan penyusunan UKL-UPL, 
, ANDALALIN dan mendapat rckomcndasi dari 8KPRD dcngan 

ketentuan ~B paling tinggi sebesar 70 % (tujuh- puluh persen), KLB 
paling tinggi J,4 (satu,koma cmpat), KOH p~ rcndah 10 % (sepuluh 
per'scn) de,i Ju•• persil, jum]ahnya dibataai 3 (tiga) unit w,tuk scluruh 
perkotaan; ~ , 

' 80 

. 
' 

: 
' 

. . 



II ' 

. • 

3. pasar den' superma_rkc:t diirink.art dengan syarat i"nelak.sanakan 
penyusunnn UKL·UPL., ANOALAUN dan mendapal rekomendasi dari 
BKPRO dengan ketentuan KDB paling tinggi sebesar 70 % (ntjuh 
puluh persenl, KLB paling tinggi 1.4 (satu koma empat), KOH paling 
rcndah 10 % (scpuluh pcrsen) dari luas pcrsil,,jumlahnya dibatasi 
hanyn l (sntu) untuk sctiap Sub BWP; 

4. stasiun radio diizinknn dengan syornt mclak.so.naknn penyusunan 
UKL-UPL, ,ANDALALIN dan mendapat rckomendnsi dari BKPP.D 
dengan ketentuan KDB paling tinggi sebcsar 60 % (enam puluh 
perscn], KLB paling tinggi 1,2 (satu koma dua), KOH paling rendah 10 
% (scpuluh persen) <io.ri tuas, persil: 

5. SMA/Sederajat, Perguruan Tinggi/Akademik, .aekclah pendidikan 
khusus, don perpustaka.a.n umum d.iizinkAn dcngan syarat 
melaksanakan penyusunan UKL-UPL, ANDALAUN dan meridapat 
rekomcndasi dn.ri BKPRD dcngan kctentuan KDB paJing tinggj sebesar 
60 % (enam puluh persen), KLB paling tinggi 1,2 (satu koma dua), 
KOH palin& rendah 10 % {sepuluh·pc:rsen) dari luas persil jumlahnya 
dibatasi hanya I (satu) untuk setiap Sub BWP; 

6. tcnninal diizinka.n dcngan sya.rat melaksanakan peny_usunan UKL .. 
UPL-, ANOALA.LIN dnn mendnpat rekomendasi dari BKPRO dengan 
k-nenruan KDB paling tinggi sebesar 60 % (enam puluh persenl, KLB 
paling linggi 1,2 [satu koma duo), KOH paling rendah 10 % (sepuluh 
persen) dari luas persil, jumlahnya dibotasi hanya I (satu) untuk 
seuap Sub BWP; 

1. rumah sakit, rumah saki; bersalin, rum.ah so.kit gawa.t darurat, 
faboratorium kesehatan dan ru.mah sakit hewan diizinkan dcngan 
syarat melaksanakan penyusunan UKL-UPL, ANDALALIN · dan 
mendapat rekomcndasi dari BKPRD dcnga.n kctentuan KDB paling 
tinggi sebesar 60 % (enam puluh persen), KLB paling tinsgi 1,2 (satu 
koma dun), KOH poling rendoh 10 % (sepuluh persenl dari luo.s persil 
jurnta.hnya dibat.osi hnnyo 1 (sotu) untuk s.ctinp Sub BWP~ 

8. gcdung o1ah raga don slJldfon oloh rngn diizinknn dengan syarat 
melnksannkn.n penyuaunn.n UKL,-UPL, ANOALAUN den mendapat 
rekomendn.si dari BKPRO dcngan k.etcntun.n KOB paling tinggi sebcsar 
60 % (enorn puluh per11<n), KLB poling tinggi 1,2 (sntu komn dual, 
KD!i pa.ling rendoh IO% (sepuluh persen); 

9. gedung kesenlnn, gedung serbagun« dnn ge<lung pcrtcmuan diizinks.n 
dengan syarat mc.Lnkaonnluin penyuaunan UKL~UPL, ANOALAUN dnn 
mcndopat rekomcnd.or.i d.uri BKPRD dcmg.n.n ketentunn KDB ptiling 
tinggi scbcsar 60 % (enom puluh pcroen), KLB paling tinggi 1,2 (satu 
koma duo), KOH paling rendab 10 % (aepuluh persen) dori luns persil; 

1.0. tnmo.n kota do.n Tcmpot Pemakamnn Umum diizinkan dcngan syarat 
melakoano.lron pcnyusunan UK!,-UPI., ANDALAUN dan mcndapat 
rekomendnsi 0dari BKPRD dengan ke<entunn KDB poling tinggi sebesar 
J % (satu penien), KLB paling tinggi 0,02 (nol koma nol dua), KOH 
paling rcndah\80 % (delnpan puluh persen) clan peruntukannyn untuk 
oktivitas RTH;I. 
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Pua! 54 
Ketenruan kegiatan dan penggunaan lahan pada zona peruntukan khusus 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) huruf t, mcliputi: 
a. pernanfaatan diperbolehkan/diizinkan berupa semua kegiatan yang ada di 

, peruntukan khusus dengan li.ctentuan KDB paling tin:ggi 40% [empat puluh 
persen], KLB 0,8 (nol koma delapan), KOH paling rendah 10% [sepuluh pcrscn) 
dari luas persil. 

b. pemanfaatan bersyarat secara terbatas berupa kegiatan : · , , 
I. semua jenis kegiatan perumahan di ~ub zona kepadatan tinggi dilzinkan 

seeera terbatas dengan batasan ketentl.l.an KOB paling tinggi sebcsar 80 % 
[depan puluh persen), KLB paling tinggi sebesar 1,6 (satu koma enam), KOH 
paling rendah 10 % (sepuluh persen) dari luas persi!; 

2. semua jenis kegiatll!l perumsbsn di subzona kepadatan sedang diizinkan 
secara terbatas dengan batasan ketentuan KOB paling tinggi scbesar 60 % 
(enam puluh persen], KLB paling tinggi sebesar 1,2 [satu koma dun), KQH 
paling rcndah JO,% (sepuluh persen) darl luas persU; ' 

3. semua jenis kegiatan pcrumahan di subzona kepadatan rendah diizinkan 
secara terbatas dcogan batasan ketcntuan KDB paling tinggi scbesar 40 % 
(em pat puluh persen), KLB palin'g tinggi sebcsar o.~, (nql koma delapan), 
KOH paling rendah 10 % (scpulub per,,en) dari luns persil;I, 

11. ·msata buatan dan wisata budaya diizinkan dengan syara; 
melaksanakan penyusunan IJKL-UPL, ANDALALIN dan mendapat 
rekomenda~i dari BKPRO dengan ketcntuan KDB paling tinggi sebesnr 
40 % (cmpat puluh person), KLB paling tinggi 0,8 (not komo delapan), 
KOH paling rendah 10 % (sepuluh persen) dari Iuas pcrsil; dnn 

12; kegiatan zona campuran yaitu perumahnn dan pcrdngangnn/jn&a 
diizinkan dengan syara.t melaksanakan pcnyusunan UKL-UPL, 
A i'lDALALIN dnn mendapat rekomendasi dari BKPRO dengnn 
ketentuan KDB paling tinggi sebesar 70 % (tujuh puluh persen), KLB 
paling tinggi 1,4 (satu koma empat), KOH paling rendah 10 % (sepu·Juh 
perscn) dari luas persll,. jumlahnya dibatas! hanya I (satu) untuk 
setiap Sub BWP. 

d. pemanfaatan yang tidal< dipcrbolehkan meliputi : , 
I. kegiatan pada zona pcrdagangan dan jasa untuk kegiatan r.aman 

hiburan dan bumi perkemahan; 
2. kegiatan pada zona perkantoran untuk kegiatan kantor provinsi, 

kantor kabupaten, kantor kccamatan, kantor kelurahan, kantor 
· • POLRES, kantor POLSEK, kantor KODIM, kantor KORAMIL, kantor 

kcjaksaan dan pengadilan, kantor tclekomunikaoi dan kantor 
.. kellatrikan; , • 

3. kegiatan pada zona Sarana Pelayanan Umum (SPU), meliputi Kcgiatan 
pada sub zona transpprtasi untuk kegiatan pelabuhan dan bandar 
udara; 

4. kegiatan pada eona RTH untuk kegiatan hutan kota dan 
scmpadan/penyangga; · 

5. kegiatan pada :zona RTNH untuk kegiatan taman bermain dan rekrcasi; 
6. semua kegiatan pada zona peruntukan lainnya untuk kegiatan wisata 

alanl;dan 1 

7. semua kegiatan pada zona pcruntukan khusus. 
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4. kios, warung, toko, minimarket, jasa, pcrdaga.ngan dan jasa penunjang 
pariwisata diizinkan secara terbatas dengan batasan tidak mengganggu 
lingkungan sekitarnya, dcngan ketcntuan KDB paling tinggi sebeear 70 % 
(tujuh puluh persen), KLB paling tinggi 1,4 (satu koma cmpat), KDH paling 
rcndah 10 % (sepuluh perscn) dari luas persil; 

S. ka.ntor POJ..RES, kantor POLSEK. kantor KODIM, kantor KORAMI, kantor 
telekornunikasi dan kantor kcl.istri.kan d.ilzinkan secara terbatas dcogan 
batasan tidak mengganggu lingkungan sekitamya, dcngan ketentuan KDB 
paling tinggi scbesar 50 % (lima puluh persenj, KLB paling tinggl 1,0 (satu 
koma nol), KDH paling rendah IO% [sepuluh persen) dari luas persil ; 

6. kantor pos, kantor lernbaga keuangan, kantor partai, ka.ntor konsultan. 
kantor notaris, k.antor yayasan dan kantor swasta diizinka.r. secera terbatas 
dcngan batasan tidak mcogganggu lingkungan sekitarnya, dengan 
ketentuan KDB paling tinggi sebesar 60 % (cnam puJuh persen), KLB paling 
tinggi 1,2 (satu koma dua), KDH paling rendab 10 % (sepuJuh perscn) dari 
luas persil ; i 

7. tempat parkir don troroar/pedestrian diizi.nkan secare. tcrbatas dcngan 
batasan tidak mengganggu ling)rungan sckitanfya, KDB paling tinggi 
sebesar 70 % (tujuh puluh persen), KLB paling tinggi 0,7 (nol koma tujuh), 
KOH paling rendah 10 % (sepuluh persen) dari luas persil; dan 

8. pcrtanian lahan basah, pe,tanian la.han kering, hortikultura dan pa.dang 
'· pengembalaan diizinkan secara terbatas dengan batasan diperuntukan 

~ untuk a.ktivitas RTH; dan 
9. pcrubaban paling tinggi sub zona adaJah 25 % (dua puJub lilnll persen]. 

c. pemanfaatan bcrsyt'frat te.rtenru berupa kegiatan : • 
I. pertokoan, ruko, pergudangan penyimpanan baran.g dagangan, dan pusat 

pelelangan ikan diizin.kan dengan syarat melaksanal<an penyusunan UK!,, 
UP'., ANDAJ..AUN' da.n mcndapat rekomendasi dari BKPRD dcngon 
kctentuan KDB paling tinggi sebesar 70 % (tujub pulub, penen), KLB paling 
tinggi 1,4 (satu koma cmpat), KDH paling rendah 10 % (sepuluh pcrsen) 
dari luas persil; · 

2. SPBU diizinkan dengan syarat melaksanakan penyusunan UKL-UP,L, 
ANDALAIJN dlllf mendapat rekomendasi d.ari BKPRD dengan ketentuan 
KDB paling tinggi sebcsar 70 % (tujuh puluh persen), KJ..B paling tinggi 1,4 
(satu koma empat); KDH,paliog·,rendah 10 % (sepuluh perseo] dari luas 
persil, jumlahnya dibatasi 3 (tiga) unit untuk seluruh, pcrkotaan; 

3. pasar dan supermarket dlizinkan dengan syarat melaksanakan penyusunan 
UKlrUPL, ANDAL.ALIN dan men~pat rekomcndasi dari BKPRD dengan 
ketentuan KDB paling tinggi sebesar 70 % (tujub puluh persen}, KJ..B paling 
tinggi 1,4 (satu kOJ:na empat), KDH paling reodahlO % (sepuluh person) dari 
luas persil, jumlAhnya dibatasi h,anya 1 (satu) untuk setiap SUb BWP; dan 

4. kantor kejaksaan pengadilan dan stasiun radio diizin.kan dengan syarat 
mclaksana)<an penyusunan UKL-UPI,, AfIDALALIN dan mcndapat 
rekomendasi dari BKPRD dengan ketentuan KDB paling tinggi sebesar 60 % 
(enam pulub pcrscn), KLB paling tinggj 1,2 (satu koma dua), KDH paling 
rendah 10 % (sepuluh persen) d.ari Juas pcrsil. 

d. pemanfaatan yang' tidak diperbolehkan meliputi : , 
I. kegiatan pada zona pcrdagangan dan jasa untuk kcgiatan ta.man biburan 

dan bum.i perkemahan; · 
2. kcgia.tan pada zona pe:-ka.nto:ran untuk kcgi.atan ~tor provin&i~ ,ka.ntor 

kabupaten, ktlntor ke<:amatan, dan kantor keJurahan; · 
' I 

. . 
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(I) Kctentuan kegiatan dan penggunaan w,al, pada zona perunrukan lainnya 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) huruf-g, meliputi : 
a. sub zona pertanian lahan basah; 
b. sub zona pertanian lahan kering; 
c. sub zona pcrtanian padang pengembalaan; dan · 
d. aub zona p.ariwisaia. 

(2) Ketentuan kcgiatan dan pcnggunaan lahan pada sub zona pcrtanian Jabao 
basab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) buru! a, meliputi: · 
a ... pemaofaatan diperbolebkan/dii2inkan berupa semua kcg!atan yang ada 

di sub zona pertanian laban basab, pcrtanian lahan kering, hortikultura 
dan padang pengembalaan. . • . 

b. pemanfaatan bersyarat secara terbatas berupa kegiatan : - 
c. pernanfaatan bersyarat tertentu berupa ugiatan : - 
d. perr.anfaatan yang tidal< diperbolehkan, meliputi : 

1. semua kegiatan pada zona perumahan; 
2. semua kegiatan pada zona perdagangan dan jasa; 
3. semua kcgititan pa.da zona perkantoran; 
4. semua kegiatan pada zona industri; 
5. semua kegiatan pada zona sarana pelayanan umum; 
6.' semua kegiatan pada zona RTH~ 
7. senua kegiatan pada zona RTNH; 
8. kegiatan pada ,zona peruntukan lainoya utuk kcgiatan wisata alam, 

wisata buatan dan wi.sata budaya; 
9. semua kegiatao pada zona pcruntukan khusus; dan 

.10. semua kegiatao pada zona campuran. 
(3) Ketentuan kegiatan dan j:,enggunaan lahan pada sub zona pertanian !aJ,1lri 

kering sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huru! b, meliputi : , 
a. pemanfaatao dipcrbolehk.an/diiziolam ben,pa kcgiatao pertanian 13,han 

basah, pcrtanian lahan kering, bortikultura dao padang pengembalaan. 
b. pcmanfaatan ber.,yarat secara terbatas berupa kegiatrul : , 

I. sernua jenis kegiatao perumahan di sub zona kepadatan tinggi 
diizinkan secara terbatas dengan batasan ketentuan KDB paling tinggi 

, sebesar 80 % (depan puluh persen], KLB paling tinggi sebesar 1,6 (satu 
koma enam),,KDH paling rendab 10 % [sepuluh persen) dari luas persil; 

2. semua jenis kegiatan perumahan di subzona kepadatan sedang 
diizuikan secara terbatas dengan batasan ketentuan KDB paling tinggi 
sebesar 60 % (enam puluh persen), KLB palin_g tinggi sebcsar 1,2 (""fU 
koma dua], KOH paling rendah 10 % (sepuluh j)ersen) deri luas persil;I, 

f 

. . 

3. semua kegiatan pada ~na. industri; 
4. sernua kcgiatan pada·zona sarana pelayanan umwn; 
5. scmua kegialan pndn RTH; 
6. kegiatan pada zona R1'NH untuk kegiatan trunan bermain dan rekreasi; 
7. kegiatan pada zona peruntukan Iainnya untuk kegiatan wisata alam, wisata 

buatan dan wieata budaya; · 
8. kegiatan pada zona pcruntukan khusus untuk kegiatan TPST, BTS, !PAL 

dan Oardu lnduk; dan 
9. semua kegiatan pada zona campuran. 
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3.-. scmua jen.is ;ccgi.a.tan perumab.an di sub zona kepadatan rcndah 
diizin.k.an secara terbatas dengan batasan ketcoruan KDB paling tinggi 
sebesar 40 % (c:npat pulub perscn). KLB paling tinggi sebesar 0,8 (no! 
korna dclapan}, KDH paling rendahlO % (scpuluh perscn} dari Juas 
persil; 

4. kios, ,waru.ng. toko, minimarkct., jasa.. pcrdagangan clan jasa penunjang 
· pariwisata dii2inlcan secara terbatas dcngan batasan tidak mcngganggu 

linglrungan sekitarnyu, dengan ketentuan KDB paling tinggi sebesar 
10% (tujuh puluh persen), KLB paling tinggi I, 4 (satu koma cmpat), 
KDH paling rendah IO% (sepuluh persen) dari luas persil; 

5. bumi perkcmahan dii%inJcan sccara tcrbatas dengan batasan · tidak 
mengganggu lingkungan sckitarnya, KDB paling tinggi sebesar 70 % 
(wjub puluh perscn}, KLB paling tinggi 1,4 (saru koma cmpat), KDH 
paling rendah 10 % (scpuluh perscnJ dari luas persil; 

6. kantor POLRES, kantor POLSEK, kantor KODIM, kantor KORAMIL, 
kantor telekomunikasi dan kantor kclistrikan diizinkan secara terbatas 
dengan batasan tidak mengganggu lingkungan sekitamya, dengan 
kerentuan KDB paling tinggi sebesar SO % (lima puluh pcrscn), KLB 
paiing tinggi 1.0 (satu koma no!}, KOH paling rendah 10 % (sepulub 
perscn) dari luas persil ; . 

7. kantor pos, kantor Jembaga kcuangan, kantor partai, kantor konsultan, 
kantor notaris, kantor yayasan dan kantor swasta di.izinkan secara 
terbatas dengan bstasan tidak mengganggu ling)rungan sekitamya, 
dengan ketentuan KDB paling tinggi sebesar 60 % (enam pulub pcrscn}, 
Kl..B paling tinggi 1,2 (saru koma dua), KDH paling rendah 10 % 
(sepuluh persen} dari luas pcrsil ; 

8. PAUD/Play Group, TK, SD/Sederajat dan SMP/Scderajat diizin.kan 
sccara tcrhatas dengan batasan tidak mengganggu lingku.ngan 
sekitamya, dengan ketentuan KDB paling tinggi sebesar 60 % (cnam 
pulub persen), Kl..B paling tinggi 1,2 (oatu koma dua), , KDH paling 
rendah IO % (scpulub pcrscn) dari luas persil ; 

9. puskesmas, puskesmas pcmbantu, posyandu, balai pengobatan, pos 
kesehatan, praktek dokter, prakt.elc bidan, poliklinlk, panti rehabilit:asi 
narkoba, PM!, tokD obat/apotik diizinkan secara terbatas dengan 
batasan tidak mcngganggu lingkungan sekitan,ya, dcngan ketentuan 
KDB paling tinggi SCbeSiU' 60 % (enam puluh pcrscn), KLB paling tinggi 
1,2 (saru kDma dua), KDH paling rendah 10 % (sepulub persenl dari 
luas persil ; , 

10. lapangao olab raga diizinkan secara teebates dengan batasan tida..k 
rnengganegu J!ngkungan sekitamya, dcngan ketcntuan KDB paling 
tinggi sebesar '60 % (enam puluh pcrscn), KLB paling tinggi 1,2 [saru 
koma dua), KOH paling rendah 10 % (sepuluh persenl dari luas persil ; 

11. sanggar kesenian, balai pertemuan, pusat informasi wisata, lembaga 
sosial dan lembaga kemasyaraka.tan diizinJcan secara terbatas dengan 
batasan tidak menggunggu ling)rungan sekitamya, dengan ketenruan ' · 
KDB paling tin,ggi sebesar 60 % (enam puluh per.,cn), K1.B paling tinggi 

• 1.2 (saru_ J,oma dua), KDH paling rendah JO% (sepulub perscn) dari 
luas pcrsil;lt. , 

. . 
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12. m.asjid dan ' gereja diizinkan eecera terbatas dengan batasan tidak 
mengganggu lirtglrungan sekit.amya, dcng;u, ketentuan KDB paling 

, tinggi sebesar 60 % (enam puluh persen), KLB po.ling tinggi 1,2 (satu 
koma dua), KOH paling rendah 10 % (sepuluh persen) dari luas persil; 

13. taiaan lingkungan dan jalur hijau jalan diizinkan secara terbatas 
dengan batasan diperuntukan untuk. aktivitas RTH, deogan kctcntua.n 
KDB paling tinggi sebesar 1 % (satu persen), KLB po.ling ti.oggi 0,02 (nol 
koma nol dua], KOH paling rendah 80 % (dclapan puluh persen) dari 
luas persil; 

14. tempa.t f)if,rkfr dan tTotoar/pedestrian diizi.nkan secara terbatas dengan 
batasan tidak mcngganggu lirtgkungan sekitamya, KDB rpaling tinggi 
sebesar 70 % (tujuh puluh persen), KLB paling tinggi 0,7 (nol koma 
rujuh); KOH po.ling rendah 10 % (sepuluh persen) dari luas perail; dan 

15. perubahan paling tinggi sub zona adalah 25 % (dua puluh lima persen). 
c. pemanfaatan bersyarat tertenru berupa kegiatan : 

I. pcrtokoa.n, ruko, ,pergudangan penyimpanan barong dagang;,n, dan 
~ puaat pclelangan ikan diizinko.n denga.n &yo.rat! Tnclaksanak.an 

penyusuna.n, UK!..-UPL, ANDALAUN dan mendapat rekomendasi dari 
BKPJID dengan ketcntuan KDB paling tinggi sebesar 70 % (tujuh puluh 
persen), KLB paling tinggi 1,4 (satu koma empat), KDH paling rendah 10 
% (sepuluh persen) dari luas persil: I · 

2. SPBU diizi.nkan dengan syarat melaksanakan penyuew,an UKL·UPL, 
ANDAV.LIN dan menda'pat rekomendasi dari BKPRD dengan kctcntu011 
KDB paling tinggi sebesar 70 % (tujuh puluh persen), KLB paling tinggi 
1,4 [saru koma coipat), KOH paling rendah 10 % (sepuluh perscn) dari 
luas persil, jwnla:mya dibatasi 3 (tiga) unit untuk seluruh perkotaan; 

3. pasar dan supermarket diizinka.n dcngan syarat melaksanakan 
penyusunan UKl.,..UPL. ANDALALlN do.n mendapat rekoroenda.&i dari 
BKPRD dengan ketentuan KDB paling tinggi scb<:,iar 70 % (tujuh puluh 
pcrscn), KLB paling tinggi 1,4 (satu koma empat), KDH paling rendah!O 
% (scpuluh persen) dari iuas persil, jumlahnya dibatasi ha.nya 1 (satu) 
untuk setiap Sub BWP;' · 

4 .• kantor kejaksaan dan pcngadilan scrta st.asiun radio diizinkan dengan 
syarar melaksanakOJl penyusunan UK!..-UPL, ANOALAUN dan 

\ mendapat rckomendasi dari BKPRD. dengan kctentuari KDB paling 
tinggi sebe.ar 60 % (cnam puluh _pcrsen), KLB paling tinggi 1,2 (satu 

"koma dua), KDH paling rcndah 10 % (sepuJuh pi:rscn) dari luas persil; 
5. ~ semua jenis ,kcgiatan cli zona industri diizinkan dengan syarat 

meiaksanakan penyuanoao UKL-UPL, ANDALALIN dan meodapat 
rckomendasi d&.[i BKPRD dengan ket.cntuan KDB j>aling tinggi sebesar 
70 % (tujuh puluh persen), KLB paling tinggi 1;4 (satu koma empat), 
KOH paling rcndah 10 % (scpulup persen) dari luas persil; , 

6. SMA[sederajat, Pcrguruan Tinggi/Akademil<, $ekoiah pendidikan 
~ khusus. perpust.akaa..n umum diizinkan dengan syarat mclaksanakan 

penyusunan UKL-UPL, AIIDALALIN dan mendapat rekomendasi dari 
BKPRD deng011 ketentuan KDB paling tiJli8i scbc;s;u- 60 % (enain puluh 
person), KLB paling tinggi 1,2 (satu koma dua), KOH paling rendah 10 
% (sepulub persen) dafi luas persil jwnlahnya dibatasi hanya I •(satu) 
u:i:itu.k setiap Sub BWPi\( J 

I 
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7. terminal dw:inkan dengan syarat metaksanakan penyusunan UKL-UPI.., 
ANOAUJJN do.n mendapat rckomendo.si dari BK.PRO dcngan kctcntuan 
KDB paling tinggi sebcsar 60 % (enam puluh persen), KLEI paling tinggi 
1,2 (satu koma dua), KOH paling rendah 10 % (scpuluh persen} dari 
tuns persil, jumlahnya dibatasi hanya 1 (satu) untuk setiap Sub BWP; 

S. rum.".lh ~kit, rumab • sak.it bersalin, rum.ah s.akit gawat da.rurat, 
laboratonum kesehatan dan rwn.a.b sakit hewan di..izinkan dengan 
syarat melaksanako.n penyusunan UKl,.-UPI.., ANDALAUN dan 
~en~apat rekomendasl da.ri BKPRD dcngan ketentuan KDB paling 
tinggi sebesar 60 % (enam puluh persen), K.LB paling tinggi 1,2 (satu 
koma dua), KDH ['aiing rendah 10 % (sepuluh persen) dari tuas persit, 
jumtahnya dibara,si hanya I (saru) untuk setiap Sub BWP; 

9. gedung olah raga dan stadlon olah raga diizinkan dcngan syarat 
metaksanakan penyusunan UKL-UPL, AND,t\l,.Al,.IN dan mcndapat 
rekomcndasi dari BKPRD dengan ketcntuan KDB paling tinggi scbesar 
60 % (cnam puluh persen), KLB paling tinggi 1,2 '[satu koma duo), KDH 
poling rend.oh 10 % (sepuluh persenj: 

10. gcdung keecnian, gedung serbaguna dan geduog pertem.uan diizinkan 
dengan syarat melaksanakan penyusunan UKL-UPL, ANDALAUN dan 

.. mendapat rekomendosi d.ari BKPRD dengan kct:entuan KDB paling 
·- tinggi sebesar 60 % (enam puluh persen), KLB poling tinggi l,,! (satu 

koma dua), KOH paling rendah JO% (sepuluh perscn} dari luas petsit; 
11. hutan kota, taman kota clan Tempat Pcmakaman Umum diizinkan 

dengan syarat melaksanakan penyusunan UKL-UPL, ANDALALIN dan 
=mendepat rekOmendasi dari BKPRD denga.n ketentuan KDB paling 

tinggi scbesar I % (satu persen), KLB poling tinggi .0,02 (nol koma nol 
dua), KDH paling rcndah 80 % (delapan . putuh persen) dan 
peruntukannya untuk aktivi<as RTH; 

12. taman bermain dan rekreasi cliiz:inkan dengan syara( melaksanakiln 
peny,,sunan · UKL-UPI;, ANDALALUI clan mendapat rcl<:omendasi dari 

.. BKPRD; 
13. wisata buatan · diizinkan dengan syarat me.laksana.k.an penyusunan 

UKL-UPL, ANOALALIN dan mendapat rekomendasi dari BKPRD dengan 
ketcntuan KDB paling tinggi sebesar 40 % (empat puluh persen), KLB 
pruing tinggi 0,8 (not koma del~pan), KDH paling rendah 10 % [sepuluh 
persen) dari luas persil; 

14. BTS cliizinkan dcngan syarat melaksanakan penyusunan UKl,,UPI.., 
ANDALAUN; dan mendapat rekomendasi dari BKPRD juga 
mcndapatkan persetujuan sduruh wargll pada area radius tinggi 
menara BTS yang dib11k:tikan dcngan Serita Acara asli, serta 
'persyaratan kompensasi yang disetujui bersama antara pihak operator 
dengan warga dalam radius menam BTS tersebur atau unruk peraturan 
Iebih detail .mengenai ha! ini akan dlatur dengan Peraturan Bupati; dan 

15. kegiatan zona campuran yaitu perumahan dan perdagangan/jasa 
diizinkan dengan cyarat mel4ksanal<an pel}yusunan UKL-UPL, 
ANDALAUN dan mendapat rckomcndasi dari BKPRD dengan ketcntuan 
KDB paling tinggi sebesar 70 % (tujuh puluh perscn), KLB paling tinggl 
1,4 (satu koma empat), KOH paling rendah 10 % (scpuluh. persen) dari 
luas persil, jumlahnya dibatao.i hanya I (satu)Juntuk sctiap Sub BWP. 

~· pemanfao.tan yang tidak diperbolehkan meliputi : I,, 

' 

. . 
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' 1. kegiatan pada zona perkantoran untuk kegiatarr kantor provinsi, kantor 
kabupaten, kantor kecamatan, dan kantor kelurahan; 

2. kegiatan pada zona Sarana Pelayanan Umwn (SPU), meliputi Kegiatan 
pada sub zona transportasi untuk kegiatan pelabuhan dan bandar 

;,, udara; · · 
3 .. kegiatan pada zona peruntukan lainnya untuk kegiatan wisata alam dan 

wisata budaya; dan 
4:kcgiatan pada-eona peruntukan khusus untuk kegiatan pertahanan dan 

keamanan, TPST, !PAL dan gardu induk, . 
(4) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada sub zona pertanian padang 

pengembalaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( I) huruf c, meliputi : 
a. pemanfaatan diperbolehkan/dii.zinkan berupa kegiatan padang 

pengembalaan, per;:tanian lahan basah, pertanian · Jahan kering dan 
hortikultura. 

b. pemanfaatan bcrsyarat secara terbatas berupa kegiatan : , 
1. sernua jenii< kegiatan perumahan di sub zona kepadatan tinggi 

diizirikan secara terbatas dengan batasan ketentuan KDB paling tinggi 
sebesar 80 % (depan puluh persen), KLB paling tinggi sebesar ~,6 (satu 
koma enam), KDH paling rendah 10 % (sepuluh !ffsen) dari Juas persil; 

2. semua jenis kegiatan perumahan dJ sub zona kepadatan sedang 
diizinkan secara terbatas dengan batasan ketentuan KDB paling, tinggi 
sebesar 60,% (enam puluh persen), KLB paling tinggi sebesar 1,2 (satu 
koma dua), KOH paling rendah 10 % (sepuluh persen) dari luas persil; 

3. semua jenis kegiatan pcrumab.an .. di sub zona kepadatan rendah 
diizinkan secara terbatas de'ngan batasan ketentuan KDB paling tinggi 
sebesar 40 % (empat puluh persen), KLB paling tinggi sebesar 0,8 (not 

,koma i:!elapan), KDH paling rendah 10 % (sepuluh persen) dari Juas 
persil; ' 

4. !dis, warung, toko, minimarket, jasa, perdagangan dan jasa penunjang 
pariwisata diizinkan secara terbatas dengan batasan tidak mengganggu 
Jingliungan seldtarnya, dengan ketentuan KDB paling tinggi sebesai 70 
% (tujuh puluh persen), KLB paling tinggi 1,4 (saru koma empat), KDH 
paling rendah IO %,(sepuluh persen) dari Juas persil; . . 

5. bumi perkemahan d.iizinkan secara terbatas dengan batasan . tidak 
mengganggu lingkung\UI sekitarnya, KDB paling tinggi sebesar 70 % 
(tujuh .Puluh persen), KLB paling tinggi 1,4 (satu koma empat), !{DH 
paling rendah IO% (sepuluh persen) dari Juas persil; 

6. kantor POLRES, kantor POLSEK, kantor KODIM, Kantor KORAMIL, 
kantor telekomunikasi dan kantor kelistrikan diizinkan secara terbatas 
dengan batasan tidak mengganggu linglrungan sekitarnya, dengan 

' ketentuan KDB paling tinggi sebesar SO % (lima pulub 'perseo), KLB 
paling tinggi, 1,0 (satu koma nol), KOH paling rendah 10 % (sepuluh 
pcrsen) dari Juas persil,; 

7. kantor pos, kantor lembaga keuangan, kantor partai, kantor konsultan, 
kantor notaris, kantor yayasan dan kantor J swasta diizinkan secara 
terbatas dengan batasan tidak mengganggu linglrungan seldtamya, 
dengan ketentuan KDB1paling tinggi sebesar 60 % (enam puluh persen), 
KLB paling tlnggi, 1,2 (satu ko'I"' dua), KOH paling rendah IO % 
(sepuluh persen) dari luas persil ;I,, ;. 



S. PAUD/Plny Group. Th. SD/Sedcrajat dan SMP/Sederajat diizinkan 
secsra terbatas dengan ba.,:asan tidak mengga.nggu lingkungan 
sckicunyn. dengan ketentuan KDB paling tinggi sebesar 60 % (eoam 
puluh persenl, KLB paling tinggi l.2 [saru koma dua), KDH paling 
rcndah 10 % (sepuluh per-sen) dari luas pcrsil; 

9. puskcsmas, pusl..-=as pcm.ba.nru, posyandu. b.uai pcngoha1ao, pos 
kesehatan, prakrek dokter, pral..-tck bidan, poliklioik, panti rehabilitasi 
nsrkoba, P?-ll. n:,l,.-,, obat/apotik diizin)a,n seeara terbatas cicogan 
barasan tidak meng,sanggu Iingkungan sekitarnya, deogan ketentuan 
KDB paling tinggi sebesar 60 % (cnam puluh pcrsen), KLB paling tinggi 
1,2 (saru l.."Olna duaj, KDH paling rend.ah 10 % (sepuluh per-sen) dari 
luas pcrsil ; 

10. lapsngan olah raga diirinkan seeara terbalas dengan batasan tidak 
mengganggu. lingl,.-ungan sekitarnya, dengan ketenruan KDB paling 
tin ;.-gi sebesar 60 % (enam puluh pcrsen), KLB paling tinggi I ,2 (saru 
kema dua), KDH paling rcndah 10 % (sepuluh persco) dari luas pcrsil; 

11. s.o.n.ggar kesenian, ba.1ai pertCinuan. pus.at informasi -wi.sata, lem.baga 
sosial dnn lcmbaga. k.:masyarakatan diiziolam secara terbatas deogan 
batasan tidak mcngganggu ling!,.-ungan sckitarnya, dengan ketentuan 
KDB paling tinggi sebesar 60 % (enam puluh per-sen), KLB paling tinggi 
1,2 (saru l..-oma duaj, KDH paling r=d.ah 10 % (sepuluh pcrsen) dari 
luas persiJ; . 

12. masjid dan gereja diirinlrao secsra terbatas dengan batasan tidak 
mcngganggu ling!,.-ungan sekitarnya, dengan ketentuan KDB paling 
tinggi sebesar 60 % (cnam puluh pcrsen), KLB paling tinggi 1,2 (satu 
l,.-oma dua), KDH paling rend.ah 10 % (sepuluh pcrsen) dari luas persil : 

13. mmao lingkungan dan jaJur hijau jalan diizinkan secara terbatas 
dengan batasan dipcrunrukao untuk alai,itas RTH, dcngan kctentuan 
KDB paling tinggi sebesar l % (satu pcrsen), KLB paling tinggi 0,02 (nol 
komil nol dual, KDH paling rendah 80 % (delapan puluh pcn,c:n) dari 
tuas pcrsil; 

14. tempat parkir dan trot.Oar/pedestrian dii2:inkan se<:ara xerbatas dcngan 
batasan tidak mcnggar.ggu lingkungan sekitarnya, KDB paling tinggi 
sebesar 70 % (tujuh puluh persen), KLB paling tinggi 0, 7 (not koma 
tujuh), KDH palini; rcndah 10 % (sepuluh persen) dari luas persil; dan 

15. pcrubahan paJinf tinggi sub znna adalab 25 % (du.a puluh lima pcrsen). 
c. pcman!aatan bcnyvat tenentu berupa kcgiatan : 

t. pcrtokoan, ruko, pcrgudaogan pcnyimpanan barang dagangan, dan 
pusat pclclangnn ikan dH-zinkan dengan syarat mclaksanakan 
pcnyusunan UKlrUPL. ANOAIAIJN dan menda'pat relromendasi dari . 
BKPRD dcngan la:tcntuan KDB paling tioggi sebesar 70 % (tujuh puluh 
pcnen), KLB paling tinggi 1,4 (satu koma cmpat); KDH paling rendah 10 
% (sepuluh pcrscn) dari luas pcrsil; 

2. · SPBU diizink:an deogan syara.t mclaksanakan penyusunan UK.lrUPL. 
ANDAIAUN dan mcndapat rckomcndasi dari BKPRD dcngan ketentuan 
KDB paling tinggi sebesar 70 % (tujuh puluh persen), KLB paliog'tin~ 
t,4 (satu koma cmpat), KDH paling rendah 10 % (scpuluh pcrsen) df'.ri 
tuas persil.jWI!lahnya dJ.l>atasi 3 (tiga) unit untuk scluruh pcrl<otaan;I, 

< 
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3. pasar dan · supermarket <lli2:inkan dengan syarat melaksanakan 
pe.iyusunan UKL-UPL, ANDALAL!N dan mendapat rekomendasi dari 
BKPRO dengan ketenruan KOB paling tinggi sebesar 70 % (tajuh puluh 
persen], KLB paling ¥SSi 1,4 (satu koma empat), KOH paling rendali 10 
% (sepuluh persen) dari luas persil, jumlahnya dibatasi hanya J (satu) 
unruk sctiap Sub BWP; 

4. kantor kejaksaan cian pengadilan serta stasiun radio diizinkan dengan 
syarat melaksanakan penyusunan UKL-UPL, ANOALAUN dan 
':'enda_pat rekcmendasl dari BKPRD dengan kctcntuan KOB paling 
tinggi sebesar 60 % (enam puluh perscn), KLB paling tinggi 1,2 (satu 
koma dua), KOH paling rend.ah 10 % (sepuluh persenJ dari luas persil; 

5. setnua jenis kegiatan di zone. industri diizinkan dengan syarat 
melaksanakan pcnyusunan UKlrUPL, ANOALI\LIN dan mendapat 

.. rekomendasi dari 8KPRD dengan ketentuan KDB palihg tinggi. sebesar 
70 % (tltjuh,puluh persen), KLB paling tinggj 1,4· [saru koma empat), 
KOH paling rcndah 10 % (sepuluh persen) dari luas persil; 

6. SMA/scderajat, Perguruan Tinggi/Akademik, sekolah penclidikan 
khusus, perpustakaan umum dilzinka.n dengan syarat melak:san.a.kan 
penyusunan UKL-UPL, ANDALALJN dan mendapat rekomcndasi dari 
BKPRD dengan ket.cntul.n KDB paling tinggi sebesar 60 % (enam puluh 
pereen], KLB pa.lif]g tinggi l,2 (satu koma. dua), KOH paling rendah 10 
% (scpuluh pcrsen] dari luas persil, jumlahnya ciibatasi hanya 1 (satu) 
untuk setiap Suti"BWP; 

7. terminal diizin1can dcngan eyarat melaksanakan penyusunan UKL-UPL, 
ANDALALIN dan mendapat rekomendasi dari BKPRD dcngan ketentuan 
KOB paling tinggi sebcsar 60 % (enam puluh perscn), KLB paling tinggj 
1,2 (satu koma dua), KOH paling rendah 10 % (sepuluh persen) dari 
luas persil, jumlahnya dibatasi hanya 1 (aa.tu) untuk setiap Sub BWP; 

8. rumah sakit, rumah sakit bcrsalin, rumah · sakit gawat darurat, 
.. laboratorium kesehat:a.n clan rumah sakit hewan diizinka-n dengan 

syarat melaksanakan penyusunan UKL-UPL, AND.ALALIN dan 
i mendapat rckomendast dari BKPRD dengan ket.cntuan KDB · paling 

tinggi sebesar 60 % (enarn puluh .persen), KLB paling tinggi 1,2 (satu 
• !iorna dual, KOH paling rcrulah 10 % (sepuluh persen) dari luas persil 
"'jumlahnya dibatasi hanya 1 (satu) untuk setiap Sub BWP; 

9. gedung olah raga dan atadion olah raga diizin,kan dengan syarat 
melaksenakan ·;,enyusunan UKL-UPL, A.NDALALIN dan mcndapat 
rekomendaei dari BKPRD dengan ketentuan KDB paling tinggj sebesa.r 
60 % (enrun puluh pe.rsen), KLB paling tinggi l,2 (•!'tu koma dua), KDH 
pa.liD(! rendah 10 % (scpuluh persen); .. 

10. gedung kesenian, gedung serbaguna clan gedung pertcmuan dlizmkan 
dengan syarat melaksanakan, penyusunan UK!rlJPL, ANOALALIN don 
mendapat rekomendasi dari BKPRD dengan ketenruan KDB paling 
tinggi sebesar 60 % (cnam puluh persen], KLB paling tinggj 1,2 (~tu 
korna dua) KOH paling rendah 10 % (sepuluh persen) dan luas petS1l; 

t 1. hutan ko~, taman kota darl Tempat Pemakaroen Umum d.winkan 
dengan syarat melal<sanakan penyusunan UKL-UPL. ANDALAUl'I dan 
mendapat r,ekomendasi dar,I BKPRD dengan ketentuan KDB paling 
tinggj 11Cbesar 1 % (satu persen), KLB paling tinggj 0,02 (no! koma no! 
dua), .KOH paling rendah 80 %1 (d~lopan puluh . perscn) dan 

,peruntukannyit untuk aktivitas R'lll; ~ 

\. 



91 

, 

• 

I ' 

\ 

' 

12. taman bermain dan rekreasi diizinkan dengan syarat melaksanakan 
penyusunan ' UKL-UPI,, ANDALALIN dan mendapat rekomendasi dari 
BKP!ID; ' 

13. wisata buatan diizinkan dengan syarat melaksanakan penyusunan 
UKL-UPt,, ANDALALIN dan mendapat rekomendasi dari BKPRD dengan 
ketentuan KDB paling t.inggi sebesar 40 % (empat puluh persen), KLB 
paling tinggi 0,8 (no! korna delapan), KOH paling rendah IO% (sepuluh 
persen) dari luas persil; 

14. BTS diizinkan dengan syaro.1 penyusunan melaksanakan penyusunan 
UKL-UPI,, AN[.)ALAL!N, dan mendapat rckomendasi dari BKPRD juga 
mendapatkan persetujuan seluruh warga pada area radius tinggi 
menara BTS yang dibuktikan dengan Berit,a Acara Asli, serta 
persyaratan kompensasi yang clisetujui bersama antara pihak operator 
dengan warga dalarn radius menara BTS tersebut atau untuk peraturan 
lebih detail mcngenai hal inl akan diatur dcngan Peraturan Bupati; dan 

15., kegiatan zona campuran yaitu perumahan dan pcrdagangan/jasa 
dii:<inkan dengan syarat melaksanakan penyusunan UKL-UPL, 

·. ANDALALJN dan mendapat rekomendasi dari BKPRD dcngan ketentuan 
KDB paling tinggi scbcsar 70 % (tajuh puluh persen), KLB paling 'tinggi 

• 1,4 (satu koma empat), KOH paling rendah 10 % (sepuluh persen] dari 
luas persil, jumlahnya dibatasi hanya 1 (satu) untuk setiap Sub BWP. 

d. pernanfaatan yang tidak diperbolehkan meliputi : 
1. kegiatan pada zona perkantoran untuk kegiatan ' kantor provinsi, kantor 

kabupaten, kantor kccamatan, dan kantor kelurahan; 
2. kcgiatan pada zona Sarana Pelayanan Umum (SPU), meliputi kcgiatan 

pada sub 20r.Jl transportasi untuk kegiatan pelabuhan dan bandar 
udara; ~ 

i. kegiatan pada zoqa pel'\lllt\lkaµ lainnya untuk kegiatan wisata alam dan 
wisata budaya; dan • - 

4. kegiatan pada zona peruntultan khusua untuk kegi~tan pertahanan dan 
kcamanan, TPST, !PAL dan gardu induk. , 

(5) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada sub zona pariwisata 
sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf d, meliputi : 
a. pemanfaatan diperbolebkan/diiziokao berupa wisata alaxn, wisata buatan 

dan wisata budaya dengan ketcotuan kegiatan KOB paling tinggi sebesar 
40% [empat puluh persen], KLB paling tinggi sebesar 0,8 (nol koma 
delapan} dan KOH paling rcndah IO"A, (sepulult persen) dari luas persil, · 

b. perrianfaatan bersyarat secara terbatas berupa kegiatan : 
1. semua jenis kegiatan perumahan di sub zona kepadatan tinggi 

diizinkan secara. terbatas dengan batasan ketentuan KDB paling tinggi 
sebesar 80 % (depan puluh persen), KLB paling tinggi sebesar 1,6 (satu 
koma enam), KOH paling rendah 10 % (sepuluh persen) dari luas persil; 

2. semua jenis kegiatan perumahan di sub zona kepadntan sedang 
diizinkan sccara tcrbatas dengan batasan ketentuan KOB paling tinggi 
sebesar 60 % (enarn puluh perscn), KLB paling tinggi sebesar 1,2 (satu 
koma dua), KOH paling rend.ah 10 % (sepuluh persen) dari luas persil; 

• 3. semua · jenis kegiatan perumahan di subzona kepadatan rcndah 
diizinkan secara terbatas dengan batasan ketentuan KDB paling tinggi 
sebesar 40 % (empat puluh perscn), KLB paling tinggi sebesar 0,8 (no! 
kom~ \delapan), KOH paling rendah 10 % (sepuluh r:'~n) dari luns 

,, persil;~ 
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4. kio~, ~arung'. toko, mini market, jasa, perdagangan dan jasa penunjang 
panwisata diizinkan secara terbatas dengan batasan tidal< mengganggu 

·· hn~ngan sekitarnya, dengan ketentuan KDB paling tinggi sebesar 70 
• o/o (tuiuh puluh persen}, KLB paling tinggi 1,4 (satu kornaempat], KDH 

palm.g rendali 10 % (sepuluh persen) dari Juas persil; · 
5 .. bum, perkem~an diizinkan secara terbatas . dengan batasan tidak 

mc:°gganggu lingkungan sekitarnya, KDB paling tinggi sebesar 70 % 
-,(tui.uh puluh persen], KLB paling tinggi 1,4 (satu koma empat), KDH 

paling rendah 10 % (sepuluh persen) dari luas persil; 
6. kantor POLRES, kantor POLSEK, kantor KODIM·, kantor KORAMIL, 

kantor telekomunikasi dan kantor kelistrikan diizinkan secara terbatas 
dengan batasan tidak mengganggu lingkungan sekitamya, dengan 
ketentuan KDB paling tinggi sebesar 50 % [lima 'pu!uh perscn), KLB 
paling tinggi 1,0 (satu koma nol), KOH paling rendah 10 % (sepuluh 
persen) dari luas persil ; . • 7. kantor pos, kantor lcmbaga keuangan, kantor partai, kantor konsultan, 
kantor notaris, kantor yayasan clan kantor swasta diizinka.n secara 
terbatas dengan batasan tid;jk mengganggu lingkungan sekitarnya, 
dengan ketentuan KDB paling tinggi sebesar 60 % (enam puluh persen), 
KLB paling tinggi 1,2 (satu koma dua), KDH paling rendah 10 % 
[sepuluh persen] dari luas pe,rsil ; 

8. PAUD/Play Group, TK, SD/Sederajat dan SMP/Sederajat diizinkan 
secara terbatas dengan batasan tidal< mengganggt! lingkungan 

.sekitamya, dengan ketentuan KDB paling tinggi sebesar 60 % (cnam 
puluh perseri), KLB paling tinggi 1,2 (satu koma dua), KOH paling 
rendah 10 % (sepuluh persen] dari luas persil ; 

9. pusk.esmas; puskesmas pembantu, posyandu, baJai pengobatan, pos 
keschatan, praktek dokter, praktek bidan, poliklinik, panti rehabilitasi 
narkoba, PMI, toko obat/apotik diizinkan secara terbatas dengan 
batasan tidak mengganggu lingkungan sekitarnya, dengan kelentuan 
KDB paling tinggi sebesar 60 % (enam pulub persen), KLB paling tinggi 
1,2 (saw koma dual, 'KOH paling rcndah 10 % (sepuluh 'persen) dari 
luas persil ; · 

, 10. lapangan olah raga diiziokan secara terbatas dengap batasan ti~ak 
mengganggu lingkung;m sekitarnya, dengan ketentuan KDB paling 
tinggi sebesar 60 % (enam puluh person), KLB paling tinggi 1,2 (satu 
koma dua), KOH paling rendah 10 % (sepulub perscn) \lari,luas persil ; 

Ii. sanggar kesenian, balai pertemuan, pusat informasi wisata, lembaga 
sosial dan Jeinbaga kcmasyarakatan diiziokao secara terbatas deogan 
batanan tidak mengganggu lingkungan sekitarnya, dengan ketentu~ 
KDB paling tinggi sebesar 60 % (enam pu!uh J;>Crsen), KLB paling tm~ 
1,2 (satu koma dual, KDH paling rendah HJ!% (sep~uh persen) dan 
luas persil; : . 

12. masjid dan gereja diizinkan secara terbatas dengan batasan tidak 
menggllllggu lingl<;ung;>n sekitarnya, dengan kete~!Ua? ~B paling 
linggi sebesar 60,% (enam puluh persen), KLB paling UJ?W 1,2 (~ti/ 
koma dua), KqH 'paling rendah 10 % (sepuluh persen) dan luas persil ;I, 

. . . 
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13. tarnon liogkungan, .jalur _hijou [alan dnn scmpadan/penyangga 

d.iizinkan secara terbat.as dengan batasan diperuntukan untuk 'aktivitas 
RTH, dcngan ketentuan KDB paling tinggi scbesar 1 % (satu pcrscn), 
KLB paling tinggi 0,02 (nol korna no! dua), KDH paling rendah, 80 % 
(C:clapan puluh persenl dari Iuas persil; 

14. tcmpat parkir dan trotoar/pcdcstrian diizinkan secara terbatas dengan 
batasan lidak mengganggu Iingkungan sekitamya, KDB paling tinggi 
scbesar 70 % (tujuh puluh perscn), KLB paling tinggi 0,7 (nol koma 
tujuh), KOH paling rcndah 10 % (sepuluh persen] dari tuas persil; dan. 

15._pertaninn luhan basah, pertanian lahan kering, hortikultura, dan 
padang pengernbalaan diizinkan secara terbatas dengan batasan 
dit cruntukan untuk aktjvitas RTH; dan 

16. perubahan.paling tinggi sub zona adalah 25 % (dun puluh lima persen). 
c. pcmanfaatan bersya.rat tcrtentu berupa kegiatan : 1 

1. pertckoan, ruko, pergudangan peoyimpanan barang dagangan, dan pusat 
pelelangan ikan diizinkan dengan syarat mclaksanakan penyusunan 
UKL.-UPL., ANDALALiN dan mcndapat rekomendasi dari BKPRD aengan 
ketentuan KDB paling -tinggi sebesar 70 % (tujuh puluh persen], KLB 
paling tinggi 1,4 (satu koma empat], KOH paling rendah 10 % (sepuluh 
persen) dari luas persll; 

2. SPBU diizinkan dcngan syarat melaksanal<an penyusunan UKL-UPL., 
ANDALALIN dan mendapat rckomendasi dari BKPRD dengan ketentuan 
KDB paling tinggi sebesar 70 % (tujuh pulub persen], KLB paling tinggi 

• l,4 (satu koma empatl, KOH paling rendah 10 % (sepuluh persen) dari 
luas persil, juqtlahnya dibatasi 3 (ti,ga) unit untuk seluruh perkotaa.n; 

3. pasar dan supermarket diizinkan dengan syarat melaksanakan 
penyusunan UKL-UPI.., 'ANDALAL!N dan mcndapat rekomcndasi dari 
BKPRD dengan kctcntuan KDB paling tinggi sebcsar 70 o/o {tujuh pulub 
persen), KLB paling tinggi 1,4 (satu koma empat], KDH paling rendah 10 
% (sepuluh persen) dariJluas persil, jumlahnya dlbatasi hanya 1 (satu) 
untuk setiap Sub BWP; 

4. kantor kejaksaan pengadilan dan stasiun radio diizinkan dengan syarat 
melaksanakan penyusunan UKL-UPL., ANDALAL.IN dan mendapat 
rekomendasi dazi BKPRD dengan ketentuan KDB paling tinggj sebesar 60 
% (enam puluh persen), KLB paling tinggi 1,2• (satu koma dua), KOH 
paling rendah 10 % (scpuluh pcrsen) dari luas pcrsil; 

5. semua jenis kegiatan di zona industri diizinkan dengan syarat 
melaksanakan pcnyusunan Ul(L.UPL., ANDALALIN dan mendapat 
rekomendasi dari BKPRD dengan ketcntuan KDB paling tinggi sebesar 70 
~ (tujuh puluh perscn), KLB paling tinggi 1,4 (satu koma cmpat), KDH 
.paling rcndah 10 % (sepuluh pcrsen) dari luas persil; 

6. SMA/ sederajat, Perguruan Tinggi/ Akademik, sekolah' pendidikan 
khusus, perpust.akaan umum diizi,ikan dengan sy9J'l!.t melaksanakan 
penyueunan UKL-UPL, ANDALAl..lN dan mendapat rekomendasi dari 
BKPRD dengan ketcntuan KDB paling tinggi scbesar 60 % (enam puluh 
persen], KLB paling tinggi 1,2 (satu koma dua), ~H paling rendah 10 % 
(scpulub pcrscn) .dari 1luas persil, jumlahnya dibatasi banya 1 (satu) 
untuk setiap Sub BWP;IJ 

' 
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'f • li11'111l11ul 1llld11lu.m d1,nn1111 h,VHl'111 111nlul1n1111nh1111 pnu_y1ttut111111 um •• UPI,, 
~Nl)Al./\1,IN 1IIHl 11111111.lupul 1'11lrn11u111,f11nl 11111'1 Jll(l•r,n cfonv,1111 ktJftH1l1111n 
KOii p11ll11l! ti11w.tl n11h1•ru1r 00 'J1i (111111111 p11l11h l)Cl'tt(III}, JO.II ,-,ullnu 1h1v.1<J 
1,'.J (,o.,ttl lc.-1111l cluu), I\IHI pullnH 1•m1dnh 10 % fMp11luh p;;rnou) cfurl h1~nt 
lk'l'nll.j111nlol1nyn dll111l11nl huu.vu I (11ulu) uni ult tM1ll11p Huh UWP; 

H, 1•1uH11h nnhh. 1uniuh ,u,klt l1c,n111lln, rumuh n.olcll v.uwul d11rurnl, 
lnlh1tntu1 hun hr-,ml111h111 111111 n11n11h ru1kh ht:wnn clllilnlurn <lrml!Jtfl 11yilflll 
1unluhr11111111(n:1 JH111,Y11NUIIHII UKl,•Ul'I,, I\NJ>Al,Af,IN 1lu11 rnonclupul 
roltn111crnl1111I d11rl 111-i.l•un cln11~un ketonnmn J<Oll pull111-t 1fny£J ,.~hc1mr ~O 
% (cmuu1 puluh pc,i•rum), 1\1,B pnllnu llt1MP.I 1/2 (Nr1tu 1.conm (~ul)), KOH 
pulhlH. 1't'l1ul11l1 10 % (1iop11hl11 pcl'nnu) tlnd h111N pornll, J1u11luhnyn dlhulunl 
hnuyo l (m1t11l 1111luk t1ollup Huh l:IWP; 

«). H.C<hmH. 11l11h l'nHH dun Ntucllon otuh 1·nw1 dllzlnk;in dcnfi)tf'I nyorot 
mcl11kt111n11lrnn pcm_yuttunun UKJ,aUPl,, ANJ)AL/\1,IN don rnendnpnt 
rc:ikm11c1ulirnl durl Dl<PRI) dcn1o1.un ketentuun KOU pulin~ tJnAA.I nehennr 60 
% (un11111 puluh P<n·ncn), Kl.lJ poling Llnp,gl 1,2 (HOt11 komu duu), KDH 
pulhlK rcnclnh H) % (,ic,1uluh J>Urticm); 

lO. HC:clunJt kcm:1111111, 1:cd11nu ncrbuf,Cunu clun gedung pertemuun diiz.inkun 
dc111,t111, 11y1tr1\l rnelnkannuknn pcnyusunun UKlrUl'L, ANDALALIN don 
momtnpnt r<,lcumonc.hu1I tlurl OKPl~D dcngnn l<ctcntuon KDO pt1llng Llnggl 
NcbctiHI' bO 'M, (cunm puluh peruen], Kl.B puling tlnggl 1,2 (nnLu komn 
dun], 1(01 I pnlhl>t renduh I()% {tJcpuluh pcnum) durl lunu perail; 

I l. hutnn kotu, lumun kcui dun Tcmpul Pcmukmnun Umum diizinkan 
,lc:1ngnn eynrut rnclnkennuknn penyueunun UKL,,,UPI,, ANDALALIN don 
mcndnpru rekornendusl duri BKPRD c.lengon ketentunn KDB paling tinggi 
aebeenr I % (,u,Lu pcr11cn), Kl,B poling llnggl 0,02 (nol komo nol dun), 
'i<DII pnllng rcndnh 80 % (dclopun puluh persen] don pcruntukonnya 
u,Huk nktlv1tun 1n"Hi 

12. tnmnn bermnln don rekreeal dilzlnluin dcngon oyarnt melaksanakan 
penyusunun UKL-UPL, ANDALALIN dun mcndapnt rckomcndosi dari 
Bl<PRD; dun 

13. 1,cKiolon ,.c>nn cnmpuran yultu pcrumohun dun perdagnngan/Jnso 
dlizlnknn dengnn oyarut melaksanakan pcnyusunnn UKl,-UPL, 
ANDALAI.IN don inendopot n:komcndnsi dnri BKP,RD dengan ketenrunn 
KOB puling tinggi eebesar 70 % {tujuh puluh persen), KLB paling tingg~ 
1,4 {•ntu koma empat], KOH paling rendnh 10 % (8Cpwuh pcrsen) dun 

tuns pcrail, jumlnhnyn dlbeteai hanya I ("8tu) untuk seuap Sub BWP. 
d. pemnnrnnllln yong Liduk dlpcrbolchknn mcliputi : 

t. keglntnn pod.a zonn pi:rknntonin untuk kegiatan ko.ntor provinsi, kantor 
knbupaten knntor kccrunotnn, dun kantor keturahan; 

2. kcglntnn ~dn zonn SorDJta Pclayonnn Umum {SPUJ, mcli"':!~- Ket~;:'" 
puclo sub zonn trnnsportwll u11tu1c lu:g!alall pclabuhan =• .,..., or 
udurn; · 

3, kcglntnn pndn wno RTH untuk keg!alall ecmpndan/pcnyanggp.; dan 
4. •cmun kcgiotan pado wnn pcl\Ulltukari khusua. 

Pua186 . . . 
(1) Kclcr'1lunn kegiolall don pcnggunun lahan pada wno pcruntukan eompuran 

•ebngo!r",DJtO dlmok•ud dolllJ": Po'l81 45 ayat (3) huruf h, berupa sub wna 
pcrumnhnn don pcrd~gongp.n/Joeo.l, 

'· 
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' (2) Kctentuan kegjatan dan penggunaan lahan pada sub zona pcrumahan dan 
perdagangan/jasa sebagairnana dimaksud pada ayat (!), meliputi : 
a. Pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan berupa scmua kegiatan di zona 

campuran berupa kegiatan perumahan dan perdagangan/jasa dengan 
kctcntuan KDB paGng tinggi sebesar 70 % (tujuh puluh person), KLB 
paling tinggi sebesar 1,4 {satu koma empat) dan KDH paling rendah 10 % 
(sepuluh persen) dari luas persil. • 

b. pemanfaatan bcrsyarat secara terbatas berupa kegiatan : 
1. sernua jenis kcgiatan pcrumahan di sub zona kepadatan tinggi 

diizinkan secara terbatas dengan batasan ketentuan KDB paling tinggi 
sebesar 80 % (depan puluh pcrsen), KLB paling tinggi sebesar 1,6 

, {satu koma enam), KDH paling rendah 10 % (sepuluh persen) dari luas 
persiJ; , 

2? semua jenia kegiatan peruroahan , di sub zona kepailatan sedang 
diizinkan sccara tcrbatas dengan .batasan ketcntuan J(l)B paling tinggi 

• >sebesar 60 % (enam puluh persen), KLB paling tinggi scbesar 1,2 (satu 
-c koma dual, KDH paling rcndah 10 % {sepuluh persen) dari lua• perail; 

3. scmua jenis kegjatan pcrumah.an di subzona kepadatan rendah 
diizinkan secru:;,. terbatas dengan batasan ketentuan KDB paling tinggi 
sebesar 40 % (empat puluh persen). KLB paling"tinggi sebcsar 0,8 (nol 
koma delapan), KDH paling rendah 10 % (sepuluh persen) dari luas 
persiJ; '> • 

II. lcios, warung, toko, minim.arket, jasa, perdagangan dan jasa 
pcnunjang pariwisata diizini:ra,n secara terbetas dengan batasan tidak 
mengganggu lingkungan sekitarnya, dcngan ketentuan KDB paling 
tinggi sebesar 70 % (tujuh puluh persen), KLB' paling tinggj 1,4 [saru 
koma cmpat), KDH paling rendah 10 % (sepuluh persen] dari luas 
j,ersil ; . ' 

5. bumi perkemah.an diizinkan secara terbatas dengan batasan tidal< 
mengganggu lingkungan sekitarnya, KDB paling tinggi sebesar 70 % 
(tujuh puluh persen), KLB'paiing tinggi 1,4 (satu koma empat), KDH 
paling rendah 10 % (scpuluh persen) dari luas persil; , 

6. , kantor POLRES, kantor POLSEK, kanWr KODIM, kantor KORAMJL, 
kantor telekomunikasi dan lcantor kelistrilcan diizinkan secara 
terbatas dengan batasan tidak mengganggu lingkungan sekitamya, 
dengan ketentuan KDB paling tinggi sebesar SO% (lima puluh persen), 
KLB paling tinggi ),0 (satu koma nol), KOH paling rendah 10 % 
(sepuluh persen) dari luas persil ; · 

· 7. kantor pos, k9.1?tor lembaga keuangan, kantor partai., , kantor 
konsulten, kantor notaris, kantor yayasan dan leant.or swasta 
diizinkan secara · terbatas dengan batasan tidak 'mcngga,,ggu 
lingkµngan sekitarnya, dengan ketentuan KDB paling tinggi scbesar 
60 % (enam puluh person), KLB paling tinggi 1,2 (satu koma dual, 
KDH paling rendah 10 % (sepuluh persen) dari luas perail ; 

8. PAUD/Play Group, TK, SD/Sederajat dan SMP/Sedcrajat di.izinkan 
secara terbatas • dengan batasan tidak mengganggu, lingkungan 
sekitamya, dengan ketentuan KDB paling tinggj sebesar 60 % (enrun 
puluh person), KLB paling tinggi 1,2 (satu k~ma dua), KOH paling 
re'!dah 10 % (sepuluh persen) dari lua.s perail ;Lt 

. 
' 

I 

. . 
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9. puskcsmas, puskcsmas pembantu,' posyandu, balai pengobatao, pos 

~ ,. kcschatan, praktek dokter, praktek bidan, poliklinik.-panti rehabilitasi 
narkoba, PMI, toko obatjapotik diizinkan secara terbatas dengan 

,.:: batasan tidak mengg.o.nggu ling,kunga.n sekitamya, dengan ketentuan 
KDB paling tinggi sebesar 60 % (enam puluh perstn), KLB paling 
tinggi 1,2 (sattl koma dua), KOH paling rendah.10 % (scpuluh perseo) 
dari Juas perail ; 

10. W.pangan olah raga diizinkan secara terbatas dengail batasan tidak 
mengganggu lingkungan sekitarnya, dengan ketentuan KDB paling 
tinggi sebesar 60 % (enam puluh persen), KLB paling tinggi 1,2 [satu 
komn dua), KDH paling reridah 10 % (sepuluh persen) dari luas persil; 

11. sanggar kescnian, balai pertemuan, pusar infcrinasi wisata, lembaga 
ecslal dan lembaga kema.syarakatan d.ilzinkan sccara terbatas ~eng.an 
batasan tidak mengganggu ~ngkungan sekitarnya, dengan ketentuan 
KDB paling tinggi sebesar 60 % (enam pulub persen), KLB paling I 
tinggi 1,2 (satu koma dua), KOH paling rendah 10 % (sepuluh person) 
dari luas 1)4:rsiJ: ' 

l'2. masjid dan gcreja diizinkan secara terbatas dengan bata.sa.n tidak 
mcngganggu lingkungan sekitamya, dengan ketentuan KDB paling 
tinggi sebesar 60 % (ena,n puluh persenJ, KLB paling tinggi 1,2 (satu 
kcma dua), KOH paling rendah 10 % (sepuluh perocn) dari luas persil; 

13. ta.man lil)~gan, dan jalur hijau jalan dilzi.nk.o.n secara terbatas 
dengan batasan d.ipc:runrukan Wltuk aktivitas RTii, dcngan ketentuan 
KDB paling tinggi scbesar I % (satu persenJ, KU! paling tinggi 0,02 
(nol koma nol dual, J<DH paling rendah 80 % (delapan puluh perscn) 
dari luas persil; , · 

14. tempat patkir dan trot oar/ pedestrian dii.zinkan secara terbatas dengan 
batasan tidak mcngganggu lingl<ungan &ckitamyo., KDB paling tinggi 
sebesar 70 % (tujuh puluh persen), KLB paling tinggi 0,7 {no! koma 
tujuh), KOH paling rendah 10 % (sepuluh pcrsen) dari luas persil; dan 

15. pertanian la.ban basah, pertartia.n la.ban kering, hortikultura, da,n 
padang pengem!;>alaan diizink.a.n secara terbeeee dengan batasan 

~ diperuntukan untuk aktivitas R'T'H; dan , 
16. perubahan, paling ti.nggi sub zona adalab 25 ,o/o (dua pul\Ul 1ima 

persenJ. 
c. pemanfaatan bersyarat teftentu berupa kegiatan : 

1. pertokoan, ruko, pergudangan penyimpano.n barang dagangan, dan 
pusat pelelangan ikan dii,;inkan dengah syarat me.laksanakan 
penyusunan UKL-UPI.!, ANDALAUN dan m.cndapat n:komcndasi darl 
BKPRD dengan ketentuan KDB paling tinggi scbesar 70 % (tujuh 
puluh persen), KLB paling tinggi 1,4 (satu koma cmpat), KOH paling 
rendah 10 % (s~puluh persen) dari luas pet5il; 

2. SPBU diizinl<Jm dengan syarat melal<sanakan penyusunan UKl,.UPL, 
ANDALALIN dan mendapat rekomendasi , dari BKPRD dengan 
ketentuan KDB paling tinggi sebesar 70 % (tujuh pulub persen), KLB 
paling tinggi 1,4 (aatu koma empat), KDH paling rcndah 10 % (sepuluh 
persen) d3.i luas persil. jumlabnya dibatasi 3 (tiga) unit Wltuk seluruh 1 • 

perkotaan;1., · · 
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3. pasar dan supermarket diizinkan dengan syarat melaksanakan 
penyusunan UKL-UPL, ANDALAUN dan mendapat rekomendasi dari 
BKPRD dengan ketentuan KDB paling tinggi sebesar 70 % (tujuh 
puluh persen], KLB palinS, tinggi 1.,4 (satu koma ernpatl, KDH paling 
rendah 10 % [sepuluh pcrsen) dari luas persil, jumlahnya dibatasi 
hanya 1 (satu) untu.k setiap Sub BWP; . 

4., kantor kejaksaan pengadilan dan stasiun radio diizinkan dengan 
svarat melaksanakan penyusunan UKL-UPL, ANDALALIN dan 
raendapat rekomendasi dari BKPRD dengan ketenruan KDB paling 
tinggi sebesareo % (enam puluh perscn), KLB paling tinggi 1,2 (satu 
koma dua), KOH papng rendah 10 % (sepuluh persen) dari luas peisil; 

5. semua jenis kegiatan di zona industri ruu.in.kan dengan syarat 
melaksanakan penyusunan UKL-UPL, ANDAIAUN dan mendapat 
rekomendasi dari ·aKPRD dengan ketentuan KDB paling tinggi sebesar 
70 % (tujul\ puluh persen), KLB paling tinggi 1,4 (satu koma empal), 
KOH _paling rendah 10 % (sepuluh persen) dari luas persil; 

· 6. SMA/ sederajat, Perguruan Tinggi/ Akadcmik, sekolah pendiclikan 
khusus. perpustakaan umum diizinkan dengan syafat melaksanakan 
pcnyusunan UKL-llPL, ANDALAL!N dan mendapat rekomcndasi dari 
BKPRD dcngan ·ketentuan KDB paling t!nggi sebesar 60 % (enam 

' puluh person), KLB paling tinggi 1,2 (satu koma dua): KDH paling 
rendah 10-·% (scpuluh persen) dari luas pcr&il; jumlahnya dlbatasi 
hanya 1 (satu) untuk,setiap Sub BWP; 

1. terminal diizinkan dengan syarat mela,ksana.kao penyusunan Ul(L .. 
UPL, ANDAI.AUN dan mendapat rckomendasi dari BKPRD dcngan 
kctentuan KDB paling tinggi sebesar 60 % (cnam puluh person), KLB 
paling tinggi 1.2 (satu koma dua), KDH paling rcndah 10 % (scpuluh 
persen) dari luaa persil, jumlahnya dibatasi hanya 1 (sntu) untuk 
setiap Sub BWP; 

8. rumah sakit, iumah sakit bersalin, rumah sakit gawat da.rurot, 
Jabomtorium· kesehatan dan rumah aakit hcwan diizinkan dengan 
syarat melakaanakan pcnyusunan UKL-DPL. ANDALALIN dan 
mendapat rekomcndasi dari BKPRD dcnga.n ketentuan KDB paling 
tinggi sebesar 60 % (enam puluh perscn), KLB paling tinggi 1,2 (satu 1. 
koma dua), KDH paling rendahlO % (sepuluh perscn) dAri tuss persil, 1 . 
jumlahnya dibatasi hanya I (oatu) untuk setlap Sub BWP; 

9,. gcdung olah raga dan stadion olah raga. diizinkan dengan syarat 
melaksanakan pcnyusunan UKL-UPL, ANDALALIN <(an mendapat 
rekcrnendaei dari BKPRD dengan kelentuan KDB paling tinggi sebeeer 
60 % (cnam puluh persen), KLB paling tinggi 1,2 (satu koma dua), 

'KDH paling rendah 10 % (sepuluh perscn); 
IC'-. gedung keser.ian, gedung acrbaguna dan gcdung pertemuan diizinkan 

dengan syarat melaksanakan pcnyusunan UKL-U.PL, ANDALALIN dan 
mcndApat rekomendasl dari BKPRD dengan ketcntuan KDB paling 
tinggi sebesar 60 % (cnam puluh pcrscn), KLB paling tinggi 1,2 (sa"I 
koma dua), KDH paling rcndah 10 % (acpuluh pcf;!Cn) dari lua• pcrsil;j, 

' 

' . 
i 
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(1) Ketcntuan tata bangunan sebagaimana dimaksud da!am Pasal 43 buruf c 

meliputi: 
a. garis sempadan-bangunan; 
b. ketinggian bangunan; dan 
c. jarak bebas antar bangunan, . 

f21 Garis sempadan bangunan sebagaimana dimaksud pada a.yat (1) 'huruf a 
meliputi: 1 1 

a. jalan kolektor primer meliputi : , 
I. zonn perumahan ditentukan paling rendah 10 ( .. pulub) meter untuk 

scmua kegiatan yang ada di zona perumahan. 
2. zona perdagangan dan jasa ditentukan 10 (sepuluh) meter untuk 

semua kegiatan di zona perdagangan dan jasa kecuali pada sub zona 
perdagangan dan jasa tunggal berupa pasar ditentukan 15 (Ii.ma belasl 
meter. t • ' 

3.' zona perkantoran ditentukan 10 (sepuluh) meter untuk semua kegiatan 
yang ada di zona perkantoran kecuali pada sub zona perkantoran 
pemerintah berupa kantor bupati ditentukan 15 (limA belas] meter. 

4. zona industri berupa sub zona industri kecil ditentukan 15 (lima betas) 
meter untuk semua kegiatan yang ada d.i\SUb zona industri kecil . 

. S. zona sarana pelayanan umum. me.liputi :J,,. ' . 

< 

. . 

11. hutan kota, taman kota dan Tempat Pemakaman Umum diiiinkM 
dengan syarat melaksanakan penyusunan IJKL-UPL, ANDAJ.ALIN dan 
mendapat rekomendasi dari BKPRD dengan kctentuan KDB paling 
tinggi sebesar 1 % [satu persen], KLB paling tinggi 0,02 (nol koma nol 
dua), KDH paling rendah 80 % (delapan puluh persen) dan 
peruntukannya uncak aktivitas RTH; 

l,2. taman bermain clan rekrcasi dlizinkan dengan syarot melaksanakan 
penyusunan UKL-UPL, ANDALAUN dan mendap,at rekomcndasi dari 
BKPRD; dan 

13. wisata buatan diizinkan dcngan syarat mclaksanakan penyusunan 
UKL-UPL; ANDALALIN dan mendapat rekomendasi dari BKPRD 
dcngan kctcntuan KDB paling tinggi sebeser 40 ~ (cmpat puluh 
persen], KLB paling wiggi 0,8 (ool koma delapan), KDH paling rendah 
10 % (scpuluh persen) dari luas persil. 

d. pemanfaatan ynng tidak diperbolehkan meliputi : 
I. kcgiatan pada zona perkantcran untuk kegiatan kantor provinsl, 

kant.or kabupaten, kantor kecamatan, dan kantor kelurahan; 
2. kegiatan pada zcna Sarana Pelayanan Umum (SPU), meliputi Kegiatan 

pada subecna transportasi untuk kcgiatan pelabuhan dan bandar 
uda.ra.; · 

3. kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hljau untuk kcgi;,tan 
sempadan/penyangga.; · 

4, kegiatan pada zona peruntukan lainnya untuk kcgiatan wisata atam; . . 
clan 

5. semua kegiatan pada zona peruntukw;, khusus. ' 
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c.. ~ ::::cu. ;. s±:--=--- c::=.~ :c ~ ~ =-=-~ ~ .. - 

r".5~-:---. .- - : Et· - C $.~ .::::ci ~ :..,._ ~:-r-.: ;e~; ~..-·~ 
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L su=i: :=.a ;,c."~ .:_ -·Q-, !0 t~':.:::..' ::Xe:... t-"":.~~ S:::::.::.l. 

·- ~::-=-~ ?:C:..:::. s:.:·::-:~ ;:~?:,.:.: .... - 
6. z:i:::::,;a: ;:e-..:::~ f;a:-~-a C;:.=:-··a- ?!'::t :--:::,,~ ... ~ :c ,~~, =-=­ 

u:::..n ~ $em.U3. a:r:s:s;:!1~ ya ... g ~ ,::. ?=" =- - . C,;- h. ~"'.i.. 

7. 7-a pc:o:i·ku1 ;±..1!$.:S C:=:=··q- ?;, .e; •• , .... i-0 fs,:::c'--'\.\ ::x ....... 
u:.tuksc::::.t.:a ~ca::~ ac3. 6 ;:,:::,.:.:,·)-:-. ~~ 

S. ::::;::a pe:n.:nn·;,..,,, c:a.:.;::r.:.-a::: c-..,·;,-,,-. ;;.;,~:-s :-e:=r·-c"- tO (~'.::.~' 
~ c:::.;;"W. ~1.!:1 ~:!.=. ~'a:::.-g ac.& 0 ~:.--0"': Ci-;c....,.-.:;._-_ 

b. jab.:} ~cior s,,;tl,.--...:!!«: ~?U~ : 
l. zz:ms pcnmul::.:ln ditr:nt'...u:1:l y3?::!s :-e::::cb"' S ~r) =r'tt:' =~ 

semua kt:g:ata.n y~ ad.3. di :tn:1 ~ 
2. zot:a ~ can jaS3. c:!i.."'i:=.rukll.n S fde._,s:;xml octtt ~:cl..: :<:::....:.1: 
~arao di ~"'..J. pc."T!:ap:a:'lg;L"': cian jasl ~~1' ?,ld's. ~~ : .. ~ 
pe:c.aga,-"?gan can jua ru...~ ~.;p:1 ~ &=~"\ :.s r.=.$.'. be1:t$J 
meter. 

J. z:on.a perlancoran ditcntU.b.n S (dc::br»nJ meter unrek $CC1.\la ~..1~ 
yang eda di "°"" pcrkant=in lc.cuali ;nda sub :ooa pc:rl<o."10.=n 
pcmerintab berupa kantor bu;nti ditffltw.>lll 15 (li:n., brl!lsj ::-:~. 

4. -z:o~ lndustrt berupa s.ub mn.a icdus.tri k't:'cil dittnrubn 15 (li.T.a bd..'\"$.\ 
meter unruk scm\14 kq;iuta."\ yang ad.a di sub :or.a industri ~. 

5. zona sarnn.'l peL1)'3.0AD umurn. mdiputi : 
ii. sub zona pcndidikun ditcntWC:U\ S fddapa.n) met-er untuk s:mU!\ 

kegiat.an y;utg ada di sub mna pcndid.ik:U\ ke-cuali f:\'da ~~tan 
Pcrguruan Ting:;j/ Akadcmj/Sclrolah Tinm ditcntuk:ln ts . (limn 
bc:WJ meter. 

b. sub zon.o. tmn.apon.o.s.i ditent\lknn S (dc\api,U\) meter untuk. $Ctn.Wl 
kegi3Wl yang ada di sub mna transportasi. 

c.. sub zona kcsehatan d.i'tcntukan 8 (dcL'lpanl reeree untuk $C'fflU~ 
kegia.tan yang ado di sub zon.4 ~$Chntru\ kccunli pa.da i-q;io.mn 
Rumnh Sa.kit dit.entuk.an 15 (limo. be.las) mttcr. 

d. sub ecna o.lah raga ditcntulmn S (del.Bpnn) metf'.r untuk scmuu 
kegiatan yang od4 di sub :r.ono olah raga. 

e, sub :r.ona sosioJ budaya ditcntukan 8 (dclapBnl m<tcr unruk ocmua 
kegiatan yang oda di sub ,x,na sosial budo,ya. 

f. sub eona periba.datan ditutulcan 8 (dclapBnl meter untuk :,cmi;a 
kcgiatan yang a.da di sub zona peribe.damn. 

6. zcna pen,ntukan lainnya dlt=tukan paling rendnb 81 tdclapBnl meter 
untuk scmua Ja,giatan yang ad4 di pcruntukan lainnynj. 
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7,. zona perunl:uJ!an khusus ditcntukan paling n:ndah 8 (delapan) meter 
· untuk scmua kegiato.n yang ada di perunru.ka.n khusus. 

8. zona peruntukan campuran ditentukan paling renclah 8 (dclapan) 
meter untuk semua kegiatan yang ada di peruntukan campuran. 

c. jalan lokal primer : . 
l. zona perumahan ditentukan paling rendah 7 (tujuh) meter unhlk 

semUa kegiat.an yang Ada di zona petumaha.n. 
2. zona pcrdagat,gan dan jaea ditentilkari 7 (tUjWi) Dieter tinttik semua 

kegiatan di zona perdaga."lgan dan jasa kcc',lali pada sub zona 
perdagangan dan jase tunggal berupa pasar ditentukan IS (lima betas) 
meter. 

3. zona perkantoran ditcntu.ka.n1 7 (tujuh) meter untuk semua kegiata.n 
yang ada 'di zona perkantora.o kecua.li pada sub zona perkantoran 
pemerintah berupa kantcr bupati ditentukan 15 (lima belas) meter. 

4. zona industri berupa sub zona induslri kecil ditentukan 15 (lima belas) 
meter untuk semua kegiatan yang ado. di sub zona industri kecil. . 

5. zona sarana pdayanan um.um, meliputi : < • 
1 

.1. sub zona pendidikan ditentukan 7 (tujuh) meter untuk scmua 
"kegietan yang ada di sub zona pendidikan kecuali pad.a kegiatan 
Perguruan Tinggj / Akademi / Sekolah Tinggi ditentukan 15 (lima 
bclas) meter. 

b. sub eona transportasi ditentukan 7 (rujuh) .meeer untuk semua 
kegiatan yang ada di sub zon.a transportast, 

c. sub zona kesehatan ditentukan 7 (tujuh) meter untuk 'eemua 
kegiatan yang ada di sub z.ona kcsehatan kecuali pad.a kegiatan 
rumah saltit ditentukan IS (lima betas) meter. 

d. sub zona cleh ro.ga dltenrukan 7 (tujuh} meter untuk semua 
kegiatan yang a.da di s.ub sona ola.h rag.a. 

e. sub zon8 sosial budaya. ditcntukan 7 (tujuh) meter unruk semua 
kegiatan yang Ada di '3Ub zona sosial budayo. 

" f. sub zona peribadatan ditentukan 7 (t\tjuh) meter untuk semua 
kcgiatan yang ada di sub z.ona peribadatan. 

6. zon~ peruntukan laJnnya ditentukan paling rendah 7 (tujuh} meter 
untuk semua kegiatan yang ada di peruntukan lainnya. 

7. zona pcruntukan khusus ditentu.kan paling, rendah 7 jtujuh) meter 
untuk eemua kegi.atan yang ada di peruntukan khusus. · 

8. zona peruntuktm campuran ditentukan paling rendo.h 7 (tujuh} meter 
untuk semua kegiatan yang ada di peruntukan campuran. 

d. jalan lingkungan : ' , 
I. zona perumahantditentukan paling rendah 5 (lima) meter untuk semua 

kegiatili'l yang adA di zorui pertlnia.lia.ti. 
2. zona perdagangan dan jasa ditentukan 5 (Uma) meter untuk semua 

kegiatan di zona perdagangan dan jasa keeueli pada sub zona 
perdagangan dan jasa tunggal berupa pasar ditentukan I 5 (llina be las) 
meter. 

3. zona pcrkantoran ditintu.kan 5 (lima) meter untuk semua kegiatan 
, yang ada di zona perkantoran kecuali pada sub zona pe:icanl.C)ran 

pemerintah berupa kantor bupati ditenrukan 15 Qima betas) meter. 
4, zone. industri berupa sub zona industri keeil ditentukan IS (lima belas) 

meter untuk semua kegiatan yang !l,da ~sub z.ona ind~stri kccil. 
5.' wna sarana pcl.e.yanan um.um, mclipttti :L 

' 

' 

. . 
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•· sub zcnn pendidik.an ditentukan 5 Oima) meter untuk scmua 
kcgiatan yang ada di aub zona pendidikan kecuali pada kcgiatan 
Perguruan Tinggi/ Akademi/ Sekolah Tinggj ditent\!l<An 15 (lima 

, be las) meter. 
b. · sub iona' transportasi d.itcnt-u.k.an 5 flima) meter untuk eemue 

kcgiatan yang ada di sub zona transporta.si. 
c. aub zoha kesehatan diteatukan 5 {lima) meter untuk semua 

kegintan yang ad;i. di sub zona kesehatan kecuali pada kcgiatan 
rumah sakit ditentukan 15 (lima belas) meter. · 

d. sub zona olah raga ditenru.kan 5 (lima) meter untu.k semua kegiatan 
yang ada di sub aona olah raga. l 

e. sub zona sosial budaya ditentukan S (Jim.a) meter untuk semua 
kegiatan yang ada di sub zona sceial budaya. · 

f. sub zona peribadatan ditentukan 5 (Jima} meter u.ntuk semua 
kegiatan r yang ada di sub zona peribadatan. 

6. eona peruntukan lainnya ditentukan paling rendah 5 (lima) meter 
untuk semua kegiatan yang ada di pen1ntukan Jainnyl\ , 

7. zona peru.otukan khusus d.itentukan paling rend.ah 5 (Jim.a) meter 
untuk semua kegiatan ya.ng ada cli peruntukan kh\lsus. 

8. zone, peruntukan campuran d.itentu.kan paling rendah. 5 (lima) meter 
untuk semua kegiat.an yang ada di peruntukan campuran. • 

(3) Ketinggjan bangunan sebagaimana dimaksud pada iiyat (1) huru! b meliputi: 
a, zona pe-rumahan dengan ketentuan tinggi b.angunan paling tinggi adalah 

4-l! atau setara dcngan 1-2 lantai; 
b. zona perdagangan dan jasa dcngan ketcntuan tinggi bangunan paling 

tinggi adalah 4-12 atau setara dengan 1-3 lantal: 
c. zon.a perka.ntoran dC.ng.an ketentuan tinggi ba.ngu.nan pa.ling tinggj adalah 

4 .. 12 atau setara dengan 1-3 la..ntai; , 
d. ions industri dc:ngan kct.e.ntuan tinggi bangunan paling tinggi adalah 4-12 

atau setara dengan 1-3 lantai; 
e. zona sarana pelaya.nan umum, meliputi : 

I. sub zona pcndidikan. dengan kttentuan tioggi bangunan paling tinggi 
adalah 4·12 atau setara dengan 1-3 lantai; 

2." sub rona transp(Jrtasi dengan ketentuan tinggi bangunan paling tinggi 
adalah 4·8 atau setara dengan 1-2 lantai; 

3. sub zona kesehatan dengan ketent.Ua.n tinggi bangunan paling tinggi 
,adalah 4·12 atau setara dengan 1-3 lantai; 

4. sub zona olah raga dengan ketentuan tinggi bangunan paling tinggi 
~adalah 4·8 atau 6(:t3J'a dcngan 1-'2 lantai~ 

5. sub zona sosiol budaya dengan ketentuan tinggi bengunan l)<iling tinggi 
ado.Jan 4-12 amu oetara deng,lii 1-3 la.ow; dart • 

6. sub zona peribadatan dengan ketcntuan tinggi bangunan paling tinggi 
adalah 4-8 atau setara dengan 1·2 lantai. . · ' 

r. zona pe,untukan Jainnya·dengan ketcntuan tinggi bangunan paling tinggi 
iidalah 4-8 atau setara dengan 1·2 lantai. 

g. zona peruntuknn kbusus dengai, ketentuan tinggi bangunan paling tinggi 
adalab 4-8 atau setara dengan 1-2 lantai. > 1 

h. zona peruntulcan eampuran dengan ket.entuan tinggi bangunan paling 
tinggi adalah + 12 atau setata den_gan I ·3 Jantai. 

(4) Jarak bebas anttu' 1ban.gunan sebagnimana dimoksud pada. ayat (1) huruf c, 
dcn.san kc tcntua.n ='- 

' 
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*<'l:ffl \,---!;\\:~'\\~:.\I\ '~I\ \t\:\l\,\"\U\.\ \\ 1\\ w, 

"""""'' . tt.~.aw.&a l!'T&M.NN da.a San.a• N.lalm•l 
-1:IS 

l l) ~("(\"'nt\\.\\\ \'l:~:t..m.m.:\ ,i.t.\\ t,;\1",mtt pa1h'S R':nJ.th ~t~n\\1\:mn ,lhn:,k~\ltl 
lt,?.,m }\\t\.1l .i~ lmi-\:( d n'K"'l4\\Ui: 
a. 1:1~-..Ht;u \.mt,\\;: l~'\l~m \.'l\~i dim l~l\\~n,t:u~ \":h...,u·~ 
~, !'h~~tiht~ l'"rk\r \m\um \U h'l,u run.1\g millkj&\.lmu 
e, t\\"NH! 
d, \ltilitmc ro<·ri..~t\l\: d~\\ 

, ('. P,,"";\$..'lnm:\ ti,\..:.l..uu.,..:~,n. 
(.:l ~l!"~t~t~t::\t\ ti,::t-Hitn~ unl\\~ l'C'Jlllitn l;;:l\ld dtm l'.'itl\\i.,ndi.11~ l'.lt~U ~N~nhnn,,,, 

.. Hm,lkt(,:,{ l~h.1:, -:\'~t l \ l huruf-... hA.n\s.. ,lik;.1~-\,,1,i ,~\lh~ l«'.'\Hkh~ 
a. r,,1,,t,,\ l..,h, lin!:t':( y::u\$ ,t\~ri t:.\m.t:H:mth\ kh\t:t\l~ untuk \)("t\\"Hlhhu~ 

\'i'l(~\t: 

b, nmi k;\ _i,,l:\H ym~ dibcri. t~nM·t:mJll 1dn.1~\.l-to1 ,mtu\i ))(.1\\'l\ndn.t~ ccceu 
c. 1\l1,t \'<'tnl'<"1i it\,'l~r:,t tt,lu lint-a$ ~1\.~ dibtri htn<hl·t";\n,lit k.h\l~\l:, \.Hlt\J'k 

.,"('1\,~1n,1,u~ ,~\\'.tt.: d:\n.f,U:\U 
d. 11h\t \.-'<'H<'.t':n~:m Jc\l:m. 

(01 ~<'t't'ttt\::m tl,$.llitn~ ,~,rkir umum dt tuar n.11m~ n,Uik Jilll\n ~~'lt~~hniHh~ 
dim~1~u,t ,~,,fa ,,,·ut t l] huruf b. dat•l berupo, t.,un:m 1,k'rldr llnn/nh\\.l 
~hH\,~ 1-'-"rkir. hl\f'._1?1 dikt~\l..'1\pi p.'1.hl$ ~Uk:it ~ · 
u. p,e,,,·,·,·h:,:m tt-n\pM µ,:trkir ~u=-.1 dct~"nn ~blnd:,r 1-ckt1i?1 ynn~ dhentuknn, 

mdipHd: 
L k"<"bntuhm, nuu,s fM.rkir: 
~. pc'.l~\\';lOH:\1\ MlU{\J\ t'\lQJ\S po.rldr, 
J.. \...'\)lt\\)\"..~~,;t pcrunt\l.~.m: 
4. alil\\Ymrn: 
5. h"Cmirir\1.:nn: 
o, l,.::('t'C~ii.Af\l\ f':\:ti}\t~$ sxjalt\n knk\; 
; , Alrtt \\('1\~n\t~\I\: 
s~ ~ll'kuln!U kt:mfomim: 
9. r1,:,.ilitu:4; l,)("l\\:\nd1m, l«,,hllkanul. 
Io. f;Utiliti\3 p('l .... "ttnUt.n: d&n 
I l , fo~iilit~\s.. kt-$dc\J\nthm. 

b, mdengk=,5>1 n,~Uib\$ pu.rkir pn.UnN, tledUdt ben1J3" n1mbu m•ukt, thm mN.th, 
lnfonn,,m t·urif. w,tktu, ~ttt1Cdhuln NtU\{l p.trlcJr, dnn lnfon11n"'l Cl\f'\\ltiu, 
5>.trkfr khu~u:t. • 

(4) 1-:ctcntumt RTNH $Cbt\gnimnna dhnAk1ud t~dt\ &\)'lll (1) hunt£ c, ntcllpu\t: 
n. lt,p,tnttnn otl'h N\Rl'-yt\.1\8, dipcrkenta, anh,m 11,tn bc1"1,., lnµAntt~n b1\1'\(set, 

h,piu\£1" \"OI~·. ht.pnng,n_n tcnta dlkcmb,m¥l<nn f'C:fiUnl ~tn.nd1lr pch\\'mt1t1\ 
unn.tm:L 
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b. lapangan parkir ""1WD antara Jain berupa lapangan parkir di 
p<rkantoran, lapangan olah raga dan perdaganga.n da.n jasa yang 
dikembangkan secara menyatu dengan RTH; 

c. tempat bermain dan rekreasi anta.ra. lain berupa taman, lapangan olo.h 
raga, rekreasi buatan dikembangka.n secare mtnyatu dengan RTH; 

d. RTNH koridor antara lain berupa jalan dan trotoar dil«:mbangkan seeuai 
jaringan pergerakan; dan · 

e. f'.FNH pembatas antara lain bcrtipa, jlilart irispek$i sepanjong joringrui 
irigast dikembangkan sesuai dengan keblltuba.n jaringan. • 

(5) Ketenruan utilitas perkotaan sebagaimana dlmaksud. pada ayat (l} huruf d, 
meliputi; 
a. bitngunan clan jaringa.n uti.Jitas, il<la.n dan media. infonnasi. bangun 

bangunan, bangu.nan gcdung dalam ruang milik· jale.n harus r:ncmenuhi 
ketentua.n scbagai bcrikut : . 
L tidak mengganggu kcarna,nan dan keselamatan penggunajalan: 
2. tidal< meng,~il.nggu pandanga.n bebas pengcmudi d8.n kon&entr&si 

pcng:mudi; ' 
'3. tidak menggansgu fungsi dan kontruksi jalan serta ba.ngunan 

pelcngkapnya; · ' ·, · 
4. tidal< mengganggu dan me.ngurangi fungsi ramou-rambu dan sarana 

pengatur lalu linta.s lainnya; dan . 
S. sesuai dengan peraturan daerah dan./atau peratu.nm inst.ansi terk.a.it. 

b. banguna.n da.n jaringan utilitas' pada jaringan utilias perkotaan pada 
jaringan jalan di dalaJn kawasan perkotaan dapat ditempalkan didalam 
ruang roanfaatjalan dengan ketenruan : 
1. yang bemda di atas atau di bawah tanah ditcmpatkan di luar bahu 

jalan atau trotoar dcnga.n jarak paling sedikit l(satu) meter di tcpi luar 
I bahu jalan atau uotoar; 

2. do· run hal 1,idak t.erdapat ruang dl Iuar bahu jaJan, trotoar, atau jalur 
lalu Iintas, bangunan dan jaringan utilitas sebagaimana dimaksud 
pada angka 1 dapal ditempatkan di sisj terluar ruang m.ilikjalan. , 

c. bangungan dan jaringa.a utilitas pada jaringan jglan diluar kawasan 
. perkotaan dapat ditempatkan di dalam rua.ng milik jalan pads sisi tcrluar. 

d. banguna.n dan jaringan utilitas dapat dipasang pada struktur jembatan 
tanp.a mcrob'ahaya.kan kootru.k.sJ jcmbatan, mcngurangi n.JA11g bebas dan 
keselama.tan pengguna jal.an; 

e. dalam hal banguna.n dan jaringan utilitas dipssang di luar kontruksi 
jcmbatan, bangunnn dan jeringen utilitas tc.rsebut ditempatkrul paling 
rend.ah l {satU) meter da.ri tepi paling luar &truktur jembatan tanpa 
mengurangj ruang be):>as; 

c. QSJ'lgunan dan jaringan ut.ilitas cli atas ta.nab harus diletakkon pada 
ketinggian palil)g rendab 5 (lima) meter darl p<rmu\<aan jaJa.n tertinggi; 
dan 

g. permuV.aan tanah p:ula lintasan bangunan dan jaringan utilitas yang 
ditempatkan di bawah tanab barus dibcri tanda :;,ang bcrsl!at permancn. 

(6) Kctentua.n prasarana liogkungan se'bagaimana dinuiksud pada ayal (1) hwuf 
c, meliputi: I 
a. memiliki kemudahan a.kscs yang dapat dilewati pemac;tam kebaka.ran dan 

perlindunga.n sipil, Je:,,U- jalan paling rendah 3,5 meter;~ 
,. 

\ 
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Pua! 61 
(1) lnsentif diberikan ,ipabila pcmo.nfaatan rue.ng se.suai dengan kcte.ntuan 

Peraturan Zonasi yang diatur dalorn Peraturan Oaerah ini. 
(2) ln5<!ntifyang diberikan kepada masyarakat scbagalmana dimaksud pada ayat 

( I J, dalam ben ruk : 
a. kemudahan perizinan 
b. keringanan pajak; 
c. pcnyediaan pelayanan umum oleh pemcrintahi 
d. pengadaan inlraouuktur olcll pcmcrintah; dan 
e. pengbargaa.n. r • 

(3) Disinscntif dikenakan terhadap pcmanfaatan ruang yang perlu dicegah, 
dibatasi, atau diku.rangi kebcradaannya bcrdasarkan ketentuan dalam 
Peraturan Daerah iW: 

(4) Disinscntif yang dikenakan k~padn masyarakat 5<!bagaim,ana dimaksud pada 
ayat (3), y;,itu dalam bcntuk '\,, 

11)4 

' 

Pual60 
(I) Ketentuan pcnzinan sebagaimana dimaksud daJam Pesa! 59 bwuf a, 

merupakan acuan bagi' pej.abat yang bcrwenang dalam pe.roberiaa iz.i.o 
pemanfaatan ruang bcrdasaikan peraturan zonasi. · 

(2) Pemberian ip.n pemaafaatan ruaog dilakuJ,can meDurul prosodur sesuai 
dengan ketentuan peraturo.n pcrundallg-Wldangru:a o1eh pejabat yang 
berwenana. . 

(3) Jc::nis perizinan terkait pemanfaata.11 ruang yang ada di BWP Waingapu, 
terd.iri ata..s : 
a. i:tin lokasi; 
b. izin perubahan ;,enggunaan tanah; dan 
c. izin mendirikan. bangunan, 

(4) Setiap pejabat pemerintah yang berwenang menerbitkan lZlil pemanfaatan 
ruang dilarang mcnerbitkan izin yang tidak seeuai dengan rencana tata 
ruang. r 

(5) Mekanisme pcrizinan sc:bagaimana dimaksud pods ayat {3) diatur lebih IAnjut 
dengan Peraruran Bupati, 

' b. tcmpat sampah volume SO liter sudab d.ibcdakan jenis sampahnja 
(organilc . da.n ...... non o~ serta d.iaogkut menggunakan gerobak 
berkapasitas l,~ meter" kubik dengan metode angkut tida.k tetap: 

c. tersedia prasarana pembuan.ga.n limbah domcsti.k sebclum clialir-kan ke 
bangunan pengolahan al: lin,ba..ll (sistem off site); dan 

d. seuap bl\ogunan ru,nah baru hams memiliki bak ""!>tik yang berada di 
bagian dcpan kapting d011 berjarak paling rendah 10 meter dari sumber air 
tanah, sedangkan 8.partctnen, pen:b.iikirriArt kepadata.o tioggi yaog·tidak 
memungkin.ka.n membuat bak septik individual diperke.oankan 
menggunakan bak septik komunal. 

Pangra(S. 
KeteAt'llaA Pclaben11n 

Pual59 , 
Kctentuan pel.ak.sanaan scbagaimana dimaksud daiam PasaJ 43 hunlf e, tc.rdiri 
atas : • 
a. ketenruaa perizi.no.n; dan 
b. insentif dan/ atau disinscntif . . 

• 
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. Pua! 63 
Dalom kegiatan mewujudkan RDTR BWP Waingapu, masyarakat berhak : 
a. rocngetahui RDTR BWP. Weingepuj · 
b, menikmali pertambahan nilai ruang sebagai aldbat penataan ruaag; 
c, mempcroleh penggantian yang laya.\< etae kerugjan yang . timbul ekibet 

petaksanaan kcgiatan pem~ yang sesuai dengo..n ROTR BviP 
Wai.9_gapu; ~ 

d. mengaiWairi kellcratan ~da ptiatiat octwtlilln8 t.crhadop pemtiartgiin(u! 
yang tidak sesuai RDTR BWP Waingapu; 

e. mengajukan tuntutan pcmbatalan izin dan penghentian1 pembangunan yang 
tidak sesuni dengan RDTR BWP Waingapu kepada pejabal berwenang; dan 

r. mengajul<an gugatan ganti kerugian- kepada P,:mcnntab Daerah dan/otau 
pemegang izin apabila kegiatan pcm~ yang tidal< oesual dcngan RDTR 
BWP Waingapu mcnimbulkan kcrugian . . • 

' 

-, 
• 

BABVlll 
RAK DAlf KEWAJIIIAJI MAS'f'ARAKAT . . 

IUgiaJi Kotlp 
lllaterl Plllhan 

Pual62 
Materi pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pa ... l 42 aya1 (2) huruf b, ynitu 
berupa kerenruan tambahnn, meliputi : 
a. pada kegiatan yang tcrmasuk dalam klasifika.si zona compuron, mo.ko bilo 

terdapat pcrubaha.n fungsi zona aknn mcngikuti zon.a yo..ng domi,nan; 
b. kegiatan yang mem.ilild nilai ekonomis dan tidAk merusak Jingkungo.o baik 

yang sudeh ada dan a.lean d.irenc:anakan di eona pcrlindungon setempnt 
khususny6. sub zona ecmpadan pantai pembo.ngunannyo. dibotnsi dengo.n 
jamk bangunan 20 (dua puluh) meter dari pasang tertinggi; 

c. kegiatan bersifal pelayanan lingkur,p.n yang luasnya melebiJ,i nmbang batos 
KDB yang ditcntukan dan tidak cukup mencmpoti sebagio.rt suotu 
pcruntukan/kegiata.n (sepcrti kegiatan pcrurn.a.han yang mempu.nyo.i kcgiatan 
tambahan fasilitas kesehatanfpendidiken pm sekolah/balni pertemuan) 
hanya diperkcnan.kaJ1 ~ untuk mencmpati zone peru.ntukan Jainnyn yang 
eudah ditentukan; dsn 

d. sctiap fungsi atau kcgiatan rnemiliki pers.}'81'atan pcogatura.n bangw,an dan 
lingkungan scsuai peruntu.kannnya. 

a. pcningkatan pajak 
b. pencr butan izi.n 
c, pembatasan penycdiaan infrastruktur: dan 
d. penalti .. 

(5) Ketenruan lebih lenjut me.ngeno.i ta.ta earn pen.genrutn inscntif dnn disinse~tif 
diarur denga.n Peratut'W"I Bupeti. 
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PuaJ 67 
Bentuk peran masyarakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf a dalam 
pcmanfaatan ruang dapat berupa : 
a. masukan mengena.i.kebijakan pc:maptaatan.rua.ng; 
b. l<erja sama dengan pcmcrint.ah, pemcrintah daerah, dan I atau sesama unsur 

masyarakat dalam pemanfaatan ruang; 
c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan RDTR 

BIVP Waingapu yang telah dilctapkan; 
d. peningkatan efisiensi, efcktivitas, dan keserasian dalam pcmanfaatan ruang 

darat, ruang taut, ruang udara, da.o ruang di dalam bumi dengan 
memperhatikan kearifan J~kal serts aesuai dengan kctcotuan peratui'an 
perundang-undangan; · 

e. kegiatan mcnjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara 
dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup clan sumbcr .daya 
alam; dan I atau · • 

(. kegiatan investasi da.lam pe~tan ruang sesuai dcogan kctentua.n 
Peraturan Perundang·undangan.\, 

, BAB IX 
PERAN MAUIYARAKAT DAI.AM PEIIATAAJI' 'RUA.KG 

Pual66 
Peran masyarakat d&lam penataan ruang dJ daerah diJalrukan antara lain 
mclah.:i: ' 
a. partisipasi dalam pemanfaatan ruang; clan 
b. partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang. 1 , 

Pual65 
(I) Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam RDTR BWP Waingapu 

scbagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dilaksanakan dcngan mcroatubi clan I 
menerapkan kritcria, kaidah, baku mutu, clan aturan-aturan penataan ruang 

-; yang. ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang·undangan. 
(2\ Kairiah dan aturan pcmanfaatan ruang yang dilakukan masyarakat secara 

turu'.n tcmurun dapat ditcrapkan scpanjang mcmperhatikan faktor-faktor 
daya dukung lingkungan, estctika lingkungan, lokasi, dan struktur 
pemanfaatan ruang scrta dapat menjamfn _pemanfaa'tan ruang yang serasi, 
aelaras, dan sci.rnbar1g. 

Baglan Kedua 
, Kewajlba.o Muyan.kat 

, Paaal 64 
Dalam pcmanloatan ruang, setiap orang dan/atau korpornsi : 
a. menaati RDTR BWP Waingapu yang telah ditctapkan.. 
b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang 

berwenang J 
c. meroatuhi ketcntuan yang ditetapkan dalaJn persyaratan izin pernanfantan 

ruang; dan 
d. memberikan akses tcihadap kawasan yang oleh ketentuan pcraturan 

perundang-undangarrdinyatakan sel;agai milik umum. 
' 

. . 
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Paaal 72 , 
(1) Pernantauan dan ~aluasi sebagaiinana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) 

dilalrukan' dengan meng,l.m.a.ti dan mcmcriksa kesesuaian antara 
penyelcnggaraan penataan ruang dengan ketentu9,n Pcraturan Perundang­ 
undangan. 

(2) Apabila hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (I) 
terbukti terjadi pcnyimpangan administratif dalam penyelenggaraan 
penataan ruang] Bupati mengambtl langkah penyclesaian sesual dcngan 
kewenangannya. \, ! 

BAB% 
PEl'IGA.WASAlf PEIJATAAJI' ll.UAJIO 

Paul 71 
(I) Untuk i'nenjamin tcrcapainya tujuan penyclenggaraan penataan ruang, 

dilakukan pcngawasan terhadap kincrja pengaturan, pembinaan, dan 
pelaksanaan penataan ruang, , 

(2) Pengawasan sebagaimana• dimaksud pada ayat (I) tc:rdiri alas tindakan 
pe_mantauan, evaluasi.dan pelaporan. 

(3) Pengawasan sebagaimaria dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh 
Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. 1 

(4) Pengawasan pemcrintah daerah sebagaimana dimakoud pads ayat, (3) 
dilakukan dengan melibatkan peran masyaraka.L 

(5) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan 
dengan menyampaikan laporan dan/atau pengaduan kepada Pemerintah 
Daerah. 

• 

\ Pua! 68 
, Bentuk peran masyarakat scbagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf b dalam 

pcngendalian pemanfaatan ruang dapat berupa: · 
· a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian 

insentif dan disinsentif serta pengenaan sanl\si; · 
b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi; 
c, pelaksanaan ROTR BWP Waingapu yang telah ditctapkan; 
d, pelap1tan kepada iq$tansi dan/atau pcjabat yang berwenang dalam haJ 

meneraukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan 
ruangyang melanggar rencana tata ruang yang tclah ditetapkan; dan 

e. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang tcrhadap 
pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan RDTR BWP \Yaingapu. 

\ 
.• t Pual 69 

Peran masyarakat di bidang pepataan ruang dapat disampaikan seeara langsung 
dan/atau tertulis kepada Bupati atau inelalui instansi terkait yang ditunjuk. 

> I 

Pua170 , 
Da.lam rangka meningkatkan peran masyarakat, pemerintah daerah membangun 
sistem informasi dan dokumentasi penataan ruang yang dapat diakses dcngao 
mudah oleh masyarakat. 
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' BABXII 

Kli:TEIITUU PlllAlfA 
, Pua! 74 , 

(I) Setiap orang atau kcrperasi yang tidal<. menaati rencana tata ruang yang 
telah · ditetapkan sebagaimana dJmaksud dalam Pasal 64 huruf a yang 
mengakibatkan penibahan fungsi ru.ang, dJpidana dengan pidana penjara 
paling lama 3 (ti!lll) tahun dan denda paling banyak ~p-~.000.000,00 (lima 
rarus juta rupiah).J.i , . 

• ' 

BAB XI 
. KETENTUAN PENYU>IKAN 

Paiial 73 , 
(1) Selain Pejabat Pcnyidik Kepolisian Negara Rcpublik lnd~nesia, Pegawai Negeri 

Sipil tertentu di lingkungan instansi pemerinteb yang lingkup tugae dan 
tanggurig jawabnya di bidang penataan ruang diberi wewenang khusus 
sebagai penyidik untuk membantu Pejabat Penyidik Kepolisian Negara 
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang 
Hukum Acara Pidana. ' 

(2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
berwenang: 1 • 
a. mclakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang 

berke.iaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang; 
b. mclakukan pemeriksaan terhadap orang yang cliduga melakukan tindalc 

pidana dalarn bidang penataan ruang; ' 
c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang ·sehubungan dengan 

• peristiwa tindak pidana dalam bi dang penataan ruang; . 
d. melakukan perncriksaan atas dolrumen-dokumen yang berkc.naan dengan 

tindak pidana dalam bida:ng penataan ruang; 1 

e. mefakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan 
bukti dan dokumcn lain scrta mclakukan penyitaan dan pcnyegelan 
terhadap babao dan barang hasil pelanggaran yang dapat clijadikan bukti 
dalam perkara tindak pidana dalam bidang penataan ruang; dan 

f. meminta bantuan -tenaga ahli dalam rangka pelaksa.naan tugas 
penyidikan tindak pidana dalam bidang penataan ruang. ' ' 

(3) Pcnyidik Pegawai, Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (!) 
memberitahukan dlrnulainya, penyidikan kepada Pejabat Pcnyidik Kepolisian 
Negara Republik Indonesia. 

(4) Apabila pelaksanaan kcwcnangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
memerlukan tindakan penan~pan dan penahanan, Penyidil< Pegawai Negcri 
Sipil melakukan koordinasi dengan Pejabat Penyidik Kepolisian Negara 
Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang· 
undangan. , · 

(5) Penyidik Pegawai Ne1ieri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (I) 
menyrunpaikan hasil penyiclikan kcpada Penuntut Umurn melalui Pejabat 
Penyiclik Kepolisian Negara Republik Indonesia. ' 

(6) Pengangkatan Pejabat Penyidi.k Pcgawal Ncgcri Sipil, dan tata cara serta 
proses pcnyidikan dilaksanakan sesual dengan ketentuan peraturan ' 
perundang-undangan . 
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Pua! 78 1 I 

(I) Sctiap pcjabat pcmcrintah yang bcrwenang yang menerbitkan izin ,tidak 
sesuai dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 
ayat (4), dipidana dengan pidana pcojara paling lama 5 (lima) tahun dan I 
denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima rarus juta rupiah). 

(2) Selaio sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat fl) pclaku dapat 
dikenai pidana~bahan berupa pemberhentian secara tidak dengan hormat 
dari jabalanny , . · 

• • 

' 

Pual 77 
Setiap orang atau korporasi yang tidal( memberikan aksee terhadap kawasan 
yang oleh peraturan pcrundang-uodaogan dinyatakan sehagai milik umum 
sebagaimana dlmaksu,;I dalam Pasal 64 huruf d, dlpidana dengan 'pidana pcnjala 
paling [ama 1 (satu) tahun dao denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus 
juta nipiah). 

' 

Setiap erang atau koi;porasi yang tid.ak mellll!tuhi ketenruao yang ditetapkan 
dalam persyarotan izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 
64 buruf !"!, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 {tiga) tahun dan 
denda ~g baoyak Rp.,500.000.000,00 (lima ratusjuta rupiah). 

Piial 76 ' ', 

. 
' 

Pua! 75 
(I) Setiap orang atau korporasi yang mcmanfaatkan ruang tida!c sesuai dengan 

izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang bcrwenang sebagaimana dimaksud 
dalarn Pasal 64 huruf b, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 ftiga) 
tahun dan'denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (limo mtus juta rupiah). 

(2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat {l) mcngalcibatkan 
pcrubahan fungsi ruang, pclaku dipidana dengan pidana penjara paling Jama 
5 (Lima} tahun dan dcnda paling baoyak Rp.1.000.000.000,00 (satu millar 
rupiah). 

(3) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan 
kerugian tcrhadap harta benda atau kerusakan barang, pclaku dipidana 
dengan pidana penje_ra paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak 
Rp. I .500.000.000,00 [satu miliar lima rarus juta rupiah], 

(4) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (ll mengakibatkan 
kematian orang, pelaku dipidana dengan pidana pcojari>. paling lama 15 (lima 
bclas) tahun dan deoda paling baoyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar 
rupiah) . 

. . 

(2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayai ( I) mengakibatkan 
kerugian terhadap harts bcnda atau kerusakan bara,ng, pelaku dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan dcnda paling 
banyak Rp. l .500.000.000,00 (satu miliar Lima ratus juta rupiah). 

(3) Jikn tindak pidana sebagaimana dimaksud pade oyat (l) mengakibatkan 
kematian orang, pclaku dipidana dcngan pidana pcojara paling lama 15 (lima 
belas) tahun dan dcnda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar 
rupiah]. 
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BABXJV 
KETENTVAl'I PERALIHAN 

. Pall&l 82 
Dengan berlukunya Peraturan Oaerah in~ mal<a : 
a. lzin pemanfaatan ruang yang celah dikeluarkan dan telah sesuai dcngan 

kctentuan · Pemturan Oa~i:ah ini t.etap be.rlaku sesuai dengan masa 
berlakunya; 

b. lzin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai qengan, 
ketentuan Peroturan Oaeroh ini berlaku kct.entuan : . 
I. Untuk yang belum dllaksanakan pembangunannya, izln tersebut 

disesuslkan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah int; 
i. Untuk yang sudah d.ilalcsanakan pembangunannya, dilakukan 

penyesuaian dengan masa transisi berdaoarlcan ketentuan perundang­ 
undangan; dan 

3. Unt\lk yang sudah dilalcsanakan pembangunanru:a , dan tidal< 
ri1emungk.inkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan 
berdaoarkan Peraturan Daemh ini, izin yang telah dit.erbitkan dapat 
dibatalkan clan terhadap kerugian yang timbul sebagpi Qkibat pembatalan 
i.iin tersebut dapat diberikan penggi,ntian yang layak.~ 

110 
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BABXIIJ 
, KETEIITUAN LAIH·LAIN 

Pua! Sl 
(l) Jangka waJctu RDTR dan PZ berlalcu paling lama 20 (d..a pulub) tahun sejo.k 

tanggal di tctapkair dan dapat ditinjau kcmbali l (satuf kali dalam 5 (lima) 
tahun, ' 

(2) Oalam kondisi lingkungan strategts tertentu yang berkaitan dcngan bencana 
alam Skala besar dan/atau perubahan batas t.e,;i(OriaJ wilayah yang 
ditetapkan dcngan peraturan perundang-undangan, RDTR don PZ dapat 
ditinjau kembali lebih dnri I (satu) kali dalam S (limn) tahun. 

(3) RTOR dan PZ merupakan aeuan dalaln pc:ngembangan SBWP prioritas 
(4) Rencana tata bangunan dan lingkungan ditetapkan melalui Pcratumn 

Bupati. 

' 

Pua! 80 J I , {I) Setiap orang atau korpomsi .yang mcnderita kerugian akibat tindak pidana 
, scbagaimana dimaksud dalam Pasal 74, Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77, dan 

Pasal 78, dapat menuntut ganti kerugian secara perdata kepada pelaku 
tindak pidana. ' ~ \ 

(2) Tuntutan ganti kerugian secara pcrdata se bagaimana dimaksud pada ayat (I) 
dilaksarlakan sesuai dengan hukwn acara pidana ' 

Pual79 
{I) Dalam hal tindak pidana seb11gaimana dimaksud dalem Pascl 74, Pasal 75, 

Pasal 76 dan Pasal 77, dilakukan oleh suatu korporasi, selain pidana penjara 
dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap 
korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) ko.li dari pidana 
dcnda sebagaimanadimaksud dalam 74, Pa&al 75, Pasal 76 dan Pasal 77, 

(2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (!), korpomsi dapat 
dijafuhi pidana tambahan berupa: 
a. pencabutan i.zin usaha: dan/atau 
b. pencabutan status badan hukum. 
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NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATE.N SUMBA TIMUR 
PROVINS! NUSA TENGGARA TIM~R O~/~fl' . : 

J 

BAB XV 
' KETENTUAN PEIWTUP 

Pual83 
Peraturan Oacrah ini IJlUlai berlaku pada tanggal diundangkan. 

! . 
Ago.r setlap onmg mcngetahu.inya, memerintahkan pcngundanga.n Peraturan 
Onerahj ini dcngnn pcnempatannya dalrun Lembaran Daerah Kabupatcn Sumba 
Timur.l., 1 I 

• 

c. PcmOnra.ntnn ruang di daernh yang disclenggorekun ton pa · lzin dan 
bertcntnngan dcngnn ketcntuan Peraturan Daerah ini, akan diterbitka» clan 
disesuaikan dengan Pcraturan Daerah ini; dan 

d. Pemcn'natnn ruong yang seeual denga.h ketentuan · PcratUran Oacrah i.ni, 
agar diperccpat untuk mendapatkan izin yang diperlukan. 
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I. UMUM , 
Ruang sebagai wadah kehidupan yang mcliputi ruang daratan, ruang lautan 
dM ruang udara sebagai saru kcsatuan wilayah tempat manusia dan 
makhluk hidup lainnya melalrukan kegiatan dan mcmclihara kclangsungan 
hidupnya, perlu ditata agar pemanlaatannya dapat dilaksanakan secara 
berdaya guna dan berhasil guna. Penataan ruaog yang meUputi kegiatan 
perencanaan, pemanfaatan dan pcngcndalian, merupakan tugas dan 
wewenang Pemerintah Daerah bersam.a·sama masyarakat Jang dituangkan 
daJam Peraturan Oacrah dan peraturan pclaksa.naan la.innya, dengan 
mclibatkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, masya,-akat don d,unia usaha. 
Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kawasan 
Perkotaan Waingapu Tahun 2017-2037 sebagai pcrangkat operasionalisasi 
kebijakan .Pemerintah Dacrah yang terruang dalam RTRW Kabupaten Sumba 
Timur. RDTR merupakan acuan lcbih dctil pengendalian pemanfaatan ruar.g 
kabupaten, sebagai salah satu dasar dalam pengenda.lian pemanfaatan ruang 
dan sekaligus menjacli dasar, penyusunan RTBL bagi zona-zona yang pada 
RDTR ditentukan eebagai zona yang penangane.nnye. diprioritaskan. 
Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kawasan Perkota.an 
Waingapu Tahun 201?,-2037 merupakan rencana yang menetapkan blok 
pada kawasan fungsional sebagal penjabaran kegiat:an ke dalam wujud ruang 
yang memperbatilCJlri keterkaitan antar kegiatan delem kawasan fungaional 
agar tercipta lingkungan yang harmonis atara kegiatan utama dan kegiatan 
penunjang dalam kawasan funsional tersebut, · 
Berdasarkan ha! tcrsebut di atas dan sejalan dengan amanat peraturan 
perundang·undangan, maka -perlu untuk penyusunan Rencana Detail Tata 
Ruang dan Pcraturan Zonasi Kawasan Pcdrotaan Waingapu Tahun 2017- 
2037' 

~ 
II. PASAL DEMI PASAf- 

Pasal l 
Pasal ini memuat pengcrtian istilah yang dipergunakan dalarn Pcraturan 
Daerah ini. Dengan adanya pengcrtian tentang i.stilah tcTsebut 
dimakoudkan untuk mencegah timbulnya salah. tafsir dan salah 
pengcrtian dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal yang 
bersangkutan sehingga para pihak yang bcrkaitan dengan tata ruang 
yang diatur dalam Pcraturan Daerah ini, dalam melaksanakan hak dan 
kcWajitannya dapat berjalan dcogan lancar dan alchimya dapat dicapai 

' tcrtib adminlstrasi. Pcngertia ini diperlukan karena istilah-istilah 
terscbut rqengandung peogertian yang baku dan tekn.is dalam bidang 
tat.a ruang,lt > 1 

. . 

. . . 
, RENCANA DETAJL TATA RUANO DAN PERATURAN ZONASI 

KAWASAN PERKOTAAN WAJNGAPU 
TAHUN 2017-2037 

• 
TENTANG 

I 

PENJELASAN 
ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR 
NOMOR TAHUN 2017 

I : 
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' Ayat (3) ~ 
Yan6 dimaksud dengan sub zona sempadan sungai adalah kawasan 
sepanjang · kiri dan kanan sungai, tennasuk sungai 
buatail/kanal/saluran irigaei primer yang mempunya, man!aatan 
penting untuk mempertahankanf kelestarian fungsi sungai dengan 
ketentuan garis sepadan meliputi :le 

' 

• 

' 

1 

Pasal 2 , 
Tujuan penataan BWP merupakan nilai dan/atau kualitas terukur yADg 
akan dicapai sesuai dengan arahan peneapaian sebagaimana ditetapkan 
dalam RTRW dan merupakan alasan disususnnya RDTR dan Peraturan 

· . Zonasi tersebut, serta apabila diperlukan dapat dilengkapi konsep 
pencapaian. Tujuan .penataan BWP bcrisi tema yang akan direncanaksn 

·di BWP. ' ' 
Perumusan t,,•juan penataan BWP didasarkan pada ; a. Arahan 
pencaP,aian sebagaimana, ditetapkan dalam RTRW; b. lsu strategis BWP 
yang 'a.nta.ra lain dapat berupa potensi, masalah dan urgensi 
penanganan; c. Karakteristik BWP. I 

Pasal 3 
Culcup Jelas 

Pasal 4 
Culcup Jelas 

Pasal S • 
Rencana pola ruang <dalam RDTR merupakan reneana distribusi zona lindung 
dan zona budidaya 

Pasal 6 
CukupJelas 

Pasal 7 
Ayat (I) 

, CUlcup [elas 
Ayat (2) 

·, Yang dimalc<ud dengan zub zona sempadan pantai adalah kawasan 
tertentu sepanjang pantai yang J!JCmpunya.i manfaat penting untuk 

"raempertahankan kelestarian fuagsi pantai. Lebar sempadan pantai 
.,dihitung dari-, tittl< pasang tertinggi, bervariasi sesuai dengan 
fungsi/ aktivitas yang berada di pinggin,ya yai~ : 

> Kawasan permukiman, terdiri dari 2 (dua) tipe : 
Benruk "pantru Jandai dengan gelcmbang« 2 (duQ) meter, lebar 
eempadan 30 (tiga puluh) - 75 (tujuh puluh lima) meter. , 
Beri:uk pantai landai dengan gelombang > • 2 (dua) meter, le bar 

' sempadan 50 (lima puluh)- 100 (seratus) meter . 
> Kawasan non pcmukiman, ~ dari 4 (empaq meter tipe : 

Bentuk pantai landai' dengan gelombang ~ 2 (dua) meter, lebar 
sempadan 100 (seratus)- 200 (dua ratus] meter. 
Benl:Uk pantai landai dengaan gelombang > 2 (dua) meter, 
lebar sempadan JSOJ(seratus lima puluh) - 250 (dua ratus 
lima pulub) meter. 
Bentuk pantai euram dcngon gelombang < 2 (duaJ meter, lebar 
sempadan 200 (dua ratus) - 250 (duo ratus lima puluhJ meter. 
Bentuk pantai curam dengan gelombang > 2 (duo) meter, lebar 
sempadan 250 (dua ratus lima puluhl> 300 (tiga'ratusl meter. 
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' a. Garis sempadan eungai bcrtanggul ditetapkan denga bates lebar 
paling sedikit 5 (Jima) meter di sebelah Juar sepanjang kaki tanggul; 

b. Garis sempadan sungai tidak bertanggul ditetapkan berdasarkan 
pertimbangan lekni~ dan sosiaJ ekonomis oleh pejabet yang 
berwenang; dan , 

c. Garis sempadan sungai yang bertanggul dan tidal< bertanggul yang 
bcrada di wilayah perkotaan dan scpanja:ng jalan ditetapkan 
tersendiri oleh pejabat yang berwenang 

Ayat (4) 
' Yang dimaksud zub zona sempadan jaringan irigasi adalah batas 

)>engaman bagi saluran dan/atau bangunan irigasi dengan jarak 
-tertentu sepaniang saluran dan sc:kdiling bangunan. 

Pasal 8 ' ' 
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tuhun 2007 tentang Pcnat»an 
Ruang, propcrsi ruang terbuka hijau pada wila_yah kota paling sedikit 30 (tiga 
pululi) perscn dari Ju'a.s wilayeh kota dan propoei ruang tcrbuka hijau publik 
pada wilayah kota pa.ling scclikit 20 % (dua puluh p<:rscn) dari luao wilayah 
kota. Pcnyediaan Ruang 1'crbuka Hijau di kawasan .Perkotaao Waittgapu 
sampai akhir tahun pcrcncanaan mcnca.pai 37% (tiga puluh tujuh persen) 
terhadap luas wilayah dengan rincian yalru totaJ tuas zona Ruang Tcrbuka 
Hijau dit.an".bahkari dengan total zona pcrlindungan setempat, Maka dari iru 
kawasan Perkotaan Waingapu sudah memenuhi $)'arat untuk RTH 
perkotaa.n. ' 

Pasal 9 
CukupJdas 

Pasal 10 
Culrup Jelas 

Pasal 11 
Cukup Jelas 

Pasal 12 
Culrup Jelas 

Pasal 13 I 

CUkup J, las 
Pasal 14 

Cukup Jelas 
Pasal 15 

CukupJelaa 
Pasal is 

Cukup Jelas 
Pasal 17 

Cukup Jclas · 
Pasal 18 

C!lkup Jelas 
Pasal 19 

CukupJelas 
Pasal 20 

CukupJelas 
Pasal 21 : 

Ayat (1) I 
Cukup Jelask 

. . 
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Pasal 22 
CukupJcJa~ 

Pasal 23 • 
Kriteria yang ba.rus dipcnuhi pada percncanaan jaJur pedestrian adalah 
asas keterkaitan/ keterhubungan, azas kemudahan pc:ncapa.ian. azas 
kCSelamatan/keamanan dan at:ra.ktif, azas kenyamanan, dan az.as keje!a.san 
I kcmudahan pengenalan 

Pa.sal 24 , 
Apabila terdapat perencs.naan yang lcbih mendetail terkait perencanaan 
jaringan listrik bawah tanah, maka ditelapkar? dalam Rencana Tata 
Bangunan dan Lingkungan yang selanjutnya disingkat RTBL 

Pasal 25 ' 
Apabila terdapat perc1'canaan yang lcbib mendetail tcrkait pcrencanaa.n 
jaringan tele.komunik:a.s.i bawa.h tanah, roa.ka ditetapkao da.lam Rcnca.oa 
Tam Ruang Bangunan 'dan Lingkungan yang sclanjutnya disingkat RTBL 

Pasal 26 ' 
Apabila terdapat perencanaan yang lebih mendetail terkait pereneanaan 
jaringan air minum bawa.h tanah, maka ditetapkan .(U)Jam Rencana Tata 
Bangunan dan Linglrungan yang selanjutnya disingkat RTBL. 

Pasal 27 
Yang dimaksud dcngan : 

Drainase primer adalah drainase yang bcrupa akhir dari 
pembuangap air li.lllpasan di perkotaa.n, bisa berupa kali atau 
sungai; dan\J ' · 

Ayat (5) 
Cukup Jela.s 

Ayat (4) 
Yang dimaksud dengan : 

Jalan Lokal Primer yang sclanjutnya disingkat JLP adalah 
jalan yang mcnghubungkru> seeara berdaya gu.na pu.sat 
kegiatan ns.sional deogan pusat kegiatan ling)rungan, pusat 
kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antar 
pusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusar 
kegiatan lingkungan, serta star pusat kegiatan liogkungim. 
Jals.n LokaJ Sekunder yang selanjumya disingkat JLS adalab 
jalan yang menghubungkan kawasan sekundcr kesnw dengan 
perumabac.j kawasan sekunder kedua dengan perumahan, 
kawasan sekunder kc.tiga clan seterusnya sampai ke 
perumah8J?. 

Ayar(2) 
,CUkupJelas 

Ayat (3) 
Yang dimaksud,dengim ; 

Jalan Kolektor Primer yang selanjutnya disingkat JKP adalab 
jalan yang r:neoghubungka.D seeara berdaya guna antar pus.at 
kcgfa.tan nasional deogan pusat kegiatan wila_ya.h. 
Jalan Kolektor Sekunder yang selanjutnya disingkat JKS 
adalab jalaD yang mCDgbubungkan kawasan sekund.,- kcdua 
dcngan kawasan selrunder kedua, a.tau kawasan sclrundcr 
kedua dengan kawasan sekunder ketiga. 
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Draina.se sekunder adalah salu,ran drai.n.asc: yang 
meraghubungkan antara dralnase t.era:ier dengan saJuran 
drainase primer. Ukuran drainase sekunder lebih kecil dari 
pada saluran drainase primer dan lebih besar.dari ukuran 
saluran dra.ina.sc tersier. 

. . 

Pasal 28 
CukupJelas 

Pasal 29 
CUkupJelas 

Pasal 30 
Cukup Jelas 

Pasal 31 
CukupJelas 

Pasal 32 
' Cukup Jelas 

Pasal 33 
Cukup Jelas 

Pasal J1 
CukupJelas 

PasaJ 35 1 

Cukup JClas 
Pasal 36 

CukupJelas 
Pasal 37 

Cukup Jelas 
Pasal 38 

CUkupJelas 
Pasal 39 

CUkupJelas 
Pasal 40 

Cukup Jelae 
PasaJ 41 

, CukupJelas 
'Pasal 42 

CukupJelas 
Pasal 43; 

CukupJelas 
Pasal 44 • , 

CukupJelss 
Pssal 45° 

Ketentuan kegiatan da.n peo_ggunaan 1ahan adalali ketentunn yang berisi 
kegiatan dan pentiiw,aan lahan )'Mg diperboleh.kan, kegiatan dsn 
penggunaan lahan yang beroyarat secara terbatas, kegiatan dan 
penggunaan lahtµi yang berayarat tertcntu, da.n kegjatan dii.n pcnggunnnh 
1J!han ya.lg tidak. diperbelehkan pada SUQtU zona terdiri aw. : 

KJasiftkasi I =. pem,p,faatap /diizinksn i<,gjatan dan penggunaan 
Lah.an termasuk da.lam lda.si.fikasi I mem.iliki sifat scsuai 'dengan 
perunrukan ruang yang direncanakan. Pemerintali Daerah tidak dapat 
melakukan peninjauan atau pembahasan atau tindakan J~ ter~apap 
kegiatan d':"' penggunaan lahan yang termasuk dalam klasifikas1 I.I, 
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Pntml 46 
CukupJelns 

Pnsnl 47 
Cukup J<;l.as 

Pasnl 43 
CukupJelas 

Posa! 49 
CUkupJelas 

Pasal so 
Cukup Jelas 

Pasal 51 
CukupJelas 

Pnsnl 52 
CukupJelas 

Posa! 53 
Cukup Jelas 

Pasal 54 
CukupJelas 

Pasnl 55 
Cukup Jelns 

Pasal 56 \ 
Culrup Jelas)I 

l\.ln,dOknili T - penuutfuntun hc•n!,y11ntl tt.C'Coll, lr'rl'«lt'llll l1('tntmf111Unn 
beraynrut aecuru lr.rl}(lhl8 bermnkue bnh"•ft kf'W.Man uou Pf:HAAUn1rnn 
l11hnn clibntnt1l t1rn.:nn kf"lrn1t11rn M"bt.1g"I l)('rilml : ll 1xmh:1111s.im 
pengcperuelnu, h .. ik dnlnm beutuk J)("mb,111,Nm wuktu IX"1u1~ruitioyn 
euutu kcgi11111n di dulnm :ub -,,111 muupun p<•m1'1110Mn J•m,tlrn \,•oktu 
pcnrnnfonhu'. lnh1m l~th,.m unluk kc;gi11tun lr'rtf'ntu y1U\at tlh1a1llkan: ll 
pcrnbetnenn intcnaimn runng. bnik KDB. KUI, KDII, Jnmk hd.llttl, 
tunupuu kctinAAinn bongunnn. l"\::mbi1t11Nu1 ini 1tilnkuku11 ,tcnt:nn 
meuuruukun nih1I J:Mdir\~ Lin.l>tJ,..; dun mcnin~:kun nilnl p.ntln.:, rcmlnh 
dori lntcnsltne nmn~ dnlnm penuumn ro,rnsi: ~H IX'ml.,:1h11'4Ul Jumloh 
JX'mnnfoottm, jikn pc:mnn(nntan y1rng disuaulknn teloh mlo, mnn11m 
mdnynni kcbu1uh.nn, dnn belum mcmerlukuu nuubnhnu. mnkn 
pcrnnnfnntnn tersebut tidnk boJch dliainknnn ntnu dilxinknn terbi1tR11 
deni,:nn 1:>crtimbnn~nn·pcrtimbilni;..'l.tl\ khU$U$1, 
Kln:\iflkn!!li O - pemnnfnntnn bcrsyurut terteutu 1>cmRnf.u\hU1 bcr:,ynnll 
terteutu bcmutknu buh1.1•n untuk mendnpntknn lzin m1111 euntu 
kcginh\n ntnu pe~-wu.nrum Lu.hnn dipcrluknn pcre.ynm1nn-peray1mun_n 
tertentu ynng dop;.ll berupe pcraynnatun umum dun peraynmum 
khusus . peraynrntn dirnnksud dipcrlu.k.an mengingnt pcnmnrunlnn 
ruung 1.crscbut mcmiliki dumpak yang besnr bngj linRkuni;vm 
eckitnrnyu. 
Ktnsifikosi X • pemanfuetnn yn_ng tidnk dipcrbolchknn kegintnn dnn 
penggunnan lnhnn ynng termasuk dhl.o.m kloaifiktt:ii X mcmilild 11ifot 
t.idnk seaunl dengnn pcruntukn.n lnhnn yang dircncnnnknn dun dnpot 
mcnimbulknn dumpak yang eukup bcanr b,ljU llngkungnn dnn 
sckilnmya. Kcgintan dJln pc.nggunon.n lohnn ynng tcnnnsuk dnlnm 
klnsiflkusl X tido.k boleh diz:inkan padu ionu ynng ~rsnngkutun 
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Kct..:rtuan prasarana dan sarann p&ling rcndnh bc:ifung.si schHRnl 
kclcngkapan dasar Iisik lingkungon dnlam rungko. menciptnknn lingkm,gim 
yang nyaman melnlui penycdiann pro.saran& dan semna ynng ~csuul ngnr 
zona bcrfungsi secaro optimal. ' 
Prasarana yang diacur dalam peraruran zonos.i dnpat bc.rubnh pruserrum 
parkir, ukseaibilitae untuk diCabel, joJur pedestrinn, jalur scpedn. bont=,knt 
snuat, dimcnsi 'jarlngan jn.lan, kele.nglcopa.n jnlnn,, dnn kcJcngkupon 
prasarana Jainnya yang diperlukan. 
Ketentuan prasarana dan .,sarana. paling rcndnh ditctnpknn eescul deegnn 
kete.ntuan mcngcnai prasara.na dun snrana yo.ng diterbilJmn olch instnn~i 
yang berwenang. 

Pasal 59 
Cukup Jclas 

Pasal 60 
CukupJelas 

Pasal 61 
CukupJelas 

Pasal 62 , 
Materi piliha.n adruah materi yang pcrlu dimuat dengan kcbutuhan dn.cmh 
masing ·masing.matcri pilihan yang ada di dale.m RDTR dnn PZ KawnS.fln 
Perkotaan Waingapu yajtu berupa ketenruan uunbaho.n adalo.h ketentunn 
lain yang dapat dita.mbahkan pada suo.tu zonn untuk mclcngknpi atumn 
dasar yang eudeb ditetapkan. Ketentue.n tambahan bcrfungs.i memberikan 
aturan pad.a kondisi Y8:flG spcsifik pedo. z:onn. tcrtentu dnn be.tum di.ntur ' . dalam ketentuan dasar. 

Pasal 63 
CukupJelas 

Pasal64 ' 
CukupJelas 

Pasal 65 
CUkup Jelas 

Pasal 66, 
CukupJelas 

Pasal 67 
Cukup Jc:las 

Pasal 68 
CukupJe)as 

Pasal 69 
CukupJelas 

Pasal 70 I 
CQkupJelasl, 

' 

Pasal 57 , 
Kctcntuan tata bangunnn adalah kctcntunn ynn.s mengntur bcntuk, 
besaran, peletakan, don tampilnn bangunan padn auntu eonn. 
Ketcntuo.n Tata bnn_gunan mendetail.kn.n lcbih lnnju1 lotu bnngunnn )'i\nR 
diatur dalam kcrentUM umum perntutan rononsi J)t\dl\ R'l'R\V kubupnten, 
atau jugs. dnpat berisis srunn dcogo.n tntn bo.ngunnn ynng dint\tl' dnl1uo 
ketentuan umum pemtu.ron zonanai padu RTRW knbupntcn, 11,tn 
bangunan rerdapat dwam ketentuen tata bangungan duput didctcllk1111 
keinba,li Iebih laajut dalam RTBL. 

Pasal SS 

'· 

i 
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Pnsnl 71 
Cukup Jelns 

Pnse.l 72 
Cukup J~las 

Pasal73 
Cukup Jelns 

Pasnl 74 
CukupJelos 

Posa) 75 
Cukup Jclns 

Pasal 76 
Cukup Jelas 

Pnsnl 77 
Cukup Jelas 

Paso) 78 • 
Cukup·Jelas 

Pnsal 79 
Cukup J.elns 

Paoal 80 
CukupJelas 

Pase.l 81 
CukupJelas · 

Pnsal 82 
CukupJelas 

Pnsal83 l 
Culcup Jelas 


